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ABSTRAK

Dalam setiap nepara pembangunan perumahan merupakan permasalahan
tersendini yang harus diselesaikan. Meskipun pembanpunan rumah human sudah
diztur oleh pemenntah agar kebutuhan perumashan terpenuli. namun magih
banyak masyarakat vang belum mempunyai rumah tinggal atau sudah memiliki
tempat  tnggal tetapi udak layak hum. Pembanpunan rumah hunian yang
herwawasan lingkungan dan berkelanjutan perlu menjadi pola vang harus
diwyjudkan oleh negara. Tugas negara dalam konsep negara kesejahteraan
menuntut negara uniuk lebih memkirkan upaya-upava meningkatkan pemenuhan
akan kebutuhan pecrumahan dan permukiman dalam konteks sebagai warga
negara. Peraturan-peraturan yang dibentuk ol¢h pemerintah diharapkan dapat
mewujudkan pembangunan rumah hunian yang tertata baik serta memperhatikan
aspek hnghungan vang berkesimambungan serta sesum dengan penataan ruang

Indonesia schagal negara kesejahteraan berusaha melakukan pembangunan
rumah hunian sebagai pemenuhan hak dasar (LIndang-1Indang Dasar 19435 Pasal
28) dengan cara membentuk Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang
Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 23 tshun 1997 temtanz Lingkungan
Midup, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta
Surat Keputusan  Menteri Negara  Perumahan  Rakyat  Nomor
O/KIPTS/BEPAN/1995 tentang [lunian Berimbang yang dikenal dengan konsep
1:3:6. Undang-Undung Perumahan dan Permukiman mendefinisikan perumahan
sebagal kelompok rumah yang berfungs: sebagal tempat tinggal atau lingkungan
hunian yang dilengkapi denpan prasarans dan sarana lingkungan. Dengan
menggunakan metods penchitian kepustakaan dan penchtian lapangan diharapkan
dapat menghasilkan benang merah untuk mengamati penerapan pembangunan
rumah hunian bak horizontal maopun wvertikal. Juga dilakukan perbandingm
pelaksanaan program-program pembangunan perumahan dengan negara tetangga.

Pada kenyataannya perataran vang dibuat  belum  sepenuhnya
dilakssnakan. Imi dikarepakan tidak adanva sanks: jika peraturan tersebut tidak
dilaksanakan olch pengembang, serta tdak adanya penghargaan bagi para
pengembanyg jika peraturan tersebut dilaksanakan atau dijalankan. Penclitian pada
pembangunan rumah hunian di Perumahan Citra Jakarta akan menghasilkan
cambaran yang komprehensif dan pencrapan konscp dan prakick di lapangan.




Abstract

In the developing couniry, housing has its own problem that must be
solved Even though the govermment fuzs been full filled the necessity of housing
ﬁx;mapft,bﬂwﬂi!mwﬂmmhsﬂipmpfearwh{vmmlgmmmr
house. Thorefore, the government must be much more used to huild and increase
the supply of a large number of howses and residents, which it have a good
ermviroament, location and SirGiegic.

As a welfare stote, Indonesia makes the effort to build a howsing to
comduct the hasic right (constitution 1943, article 28), by making regulations Act
No.04/1085 containg the housing and residens, Act No 16/1985 contains house
with several stories, Act No 26/ 1997 contains a life environment, Act No.26/2007
contains an arramgement of room and alse @ decree of minister of the people
hursing No. 04/ KPTS/BEKP4N/1995 contains a balanced residence which loww ot
concept 1:3:6. A regulation of housing and resident defined an housing v group
af houses which functions as a place o live that is equipped with means of facility
and good environment. By the using the methods of research of literature arad
fieldwork, it is expected can get the red thread to waich the application of the
honeve developmiernd,

The fact, the regulation could not conduct effectively. It is caused by there
is mo sanction jor developers who break @, and also there &5 no award for some
developers who conducts and obey the regulanion. The rexcarch ar the howe
development in Citra Real Extate will produces a comprehensive description from
the application of concept and practise in the field
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KATA PENGANTAR

Pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan umtuk  memenuhi
kebutuhan pokok masyarakat akan tempat tinggal, baik kualitas maupun kuantitas
dan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Selain berfungsi schagai
pelindung terhadap pangguan alam atau cuaca dan makhluk lainnyva, rumah juga
memiliki peran sosial budaya sehagai pusat pendidikan keluarga, persemaian
budaya dan nilai kehidupan, penyiapan generasi muda, dan sebagai manifestasi
jatidiri, Dalam kerangka bubungan ckologis antara manusia dan lingkungan
permukimannya maka terlihat bahwa kualitas sumber daya manusia di masa yang
akan datang sangat dipcngaruhi olch kualitas perumahan dan permukiman dimana
masyarakat tinggal menempatinya, Perumahan dan permukiman merupakan salzh
satu sekior yang strategis dalam upaya membangun manusia Indonesia yang
scutuhnya.

Permasalan yang dihadapi untuk pembangunan dan perumahan sangat
kompleks, tidak hanya menangkut masalah pembiayaan, fisik lingkungan, wujud
lingkungan, serta masalah kualitas perumahan dan permukiman yang belum
memenuhi standar pelayanin yang memadai. Sclain itu belum semua angpota
masyarakat dapat menikmati atau memiliki rumah yang layak, schat aman dan
serasi. (Oleh karena it upaya pembangunan perumahan dan permukiman harus
ditingkatkan unluk menyediakan jumlah peromahan yang makin banyak dengan
harga terjangkau, terutama bagi golongan masyarakat vang berpenghasilan

rendah.
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Berdasarkan hasil dari penelitian terhadap tinjauan hukum atas perumahan

dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan
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BAE 1

PENDAINIULUAN

A. LATAR BELAKANG

Nalam arah dan kebijakan pembangunan umum sebagaimana dinvatakan
dalam Peraturan Pregiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  2004-2009  hahwa
pembangiman perumahan dan permukiman merupakan upaya untuk memenuhi
salah satu kebuluhan dasar manusia, sckaligus umtuk meningkatkan mutu dan
lingkungan, upaya pembungunan perumahan Jdan permukiman termasuk dalam
pembangunan  infrastruktur yang harus dipercepal selain sumber daya air,
transportasi, encrgl, ketenagalistrikan, pos dan telematika, Sasaran wmum
pembangunan perumahan adalah permenuhan kebutuhan hunian bagl masyarakat
melalui  lerciplanya pasar primer yanp sehat, eficien, akumtabel, tidak
diskriminatif, dan terjangkau olch s¢luruh lapisan masyarakat yang didukung oleh
mstem pembiayaan perumahan jangka panjane vang market fricndly, efisien, dan
B !

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pen bangunan Janpka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 mengidentifikasi
beberapa permasalahan mendasar yang menuntut perhatian khusus dalam

membangun ke depan antara lain belum terbangunnys sistem pembangunsn,

i 5 an1 Presiden Mosor T Tabun 2005 tentang Renenna Pembangunan Jangka Menengoh Musionul 2004
PP Mo T Tahon HES, Ninar Crafibke, Didoere, 20035, Lanpiran Bab 1,
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pemerintabian, dan pembangunan yang berkelanjutan.” Permasalahan mendasar
lainnya wlalsh masih lemohoya  karakter bangsa, belum berkembangmya

nasionulisme kemanusiaan serta demokrasi politik  dan  ekonomi, belum

tergjawantabnya nilai-nilai utama Kebangsaan dan belum berkembangnya sistem
vang memunpkinkon masyarakat untuk mengadopsi dan memaknal nilai-nilai
kontemporer secara bijaksana: serta kegamangan dalam menghadagi  masa depan
certa rentannya sistern pembangunan, pemerintaban, dan kenegaran dalam
menghadapi perubahan,’

Visi Pembangunan Nasional Talun 2004-2009 adalah:

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu,

rukun dan daman;

2 Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggl hukem,

kesetaraan dan hak asasl mamasia;

3. Terwujudnya perckonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan
penghidupan yang layak serta mcmberikan fondasi yang kokoh bam
pembangunan yang, berkelanjutan.’

Selanjutnya dari visi Pembangunan Nasional tersebut ditetapkan 3 misi

Nasional Tahun 2004-2009, yaitu:

Mewnjudken Indonesia yang Aman dan [Jamai;
Mewnjudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan

Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera.




Salah satu strategl pokok pembangunan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah strategi pembangunan Indonesia
yang diarahkan pada dua sasaran pokek yaitn pemenuhan hak dasar rakyat scrta
penciptaan landasan pembangunan yang kokeh dimana hak dasar vang harus
dipenubi antara lain yaimu hak rakyat untuk memperoleh kebutuhan hidup
(sandang, pangan, dan papan) yang terjangkan ’

Baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah MNasional Tabun
2004-2009 yang diawr dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 maupun
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Wasional Tahun 2005-2025 vang diaror
dalam Undang-Undang Momor 17 Tahun 2007 tidak dapat dipisshkan dengan
Sistem Perencanaan Pembangunan Masional yang diatur dalam Undang-Undang
Mormor 25 Tahum 2004,

Perbaikan infrastruktur yang ditunjukkan olch meningkatnya kuantitas dan
kualilas berbagal sarana penunjang pembangunan, yang dalam pembangunan
perumahan diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan jumiah penduduk vang
memiliki dan mendiami rumah layak hum melalu peningkatan akses kapital
untuk melakukan pembangunan dan perbaikan rumah, terutama bagi masyvarakat
berpenghasilan rendah dan scktor informal, pengembangkan pembangunan rumah

susun_sederhana sewa (Rusunawa) bag masyarakat berpendapatan rendah, bajk

"rhidf, him. 20 sk dasar yong Ininmya meliputi- hak rakovat untuk memperoleh pekerjasn vang layak hapi
kemunusisan, hok rukyal untuk memperolch perlindungan hkum, hak rkyat uruk memperokeh s man,
hak rakyet unluk memperolch zkses atas kebwiohan pendidien, bk rdoval uniuk memperolch akses atas
kebnfuhan beschatan, hok rakyat untuk memperoleh keadilan, bak rubovat untuk berpartisipasi dalam polink
dban perubahian, hek rakyiel untuk berinovasi, serta hok rakyar oot memclok agamarnya masing-masing dan
uniuk heribadat menunst agama dan keperenyaanayn. Tanpa pemenubing hok dosar whun sulit dibosapkon
partisipasi poda kebebasan dan porsamean, Reovans Pembapgunean Janpka Meoenpgah Masional (KPIMN] i
difeangban dalam Undang-Tindang Momor 17 Tzhun 2007,



yang dibiayw vleh pemerintah maupun swasta, scrta mengurangi luasan kawasan
kumuh di kawasan perkotaan, desa nelayan, dan desa cks transmigran.®

Penanganan rumah human tidak dapat dipisahkan dari penanganan tanah
yang merupakan sumber daya vang terbatas. Tanah bagi masyarakat Indonesia,
mempunyai kedudukan sentral, baik sebagal sumber daya produksi maupun
sebagai tempat permukiman. Oleh karena itu masalah tanah selalu mendapar
perhatiam dan penanganan yang khusus pula, Lebih-lebih lagi dalam era
pembangunan ini. di mana pembangunan menjangkau segala macam aktivitas
dalam membangun manusia Indonesia scutubnya, yang sedikit banvak aken
bertemu dengan bidang tanah,

Pengaturan tanah jelas diinginkan oleh pendin negara  Indonesia
sebagaimana ternyata dar ketentuan Pasal 33 UUD 1945 khususnya pada avat (3)
vang menyalakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya, dikuasa oleh negara dan  dipergunakan unmuk  sebesar-besar
kemakmuran rakyat™ Ada dua hal viama vang tampak dalam ayat di atas
Pertama, penguasaan olch nepara. Iman Sutiknjo menyatakan bahwa penguasaan
olch ncgara terschut dibenikan untuk melancarkan pengurusan, penggunaan dan
sehagmnya kekayasn nasional terscbut, Negara dalam hal ini adalah organisasi
kekuasaan selurvh rakyat.” Ketentuan tersebut di atas juga tampak dalam pasal 2
ayat (2) UUPA yang mengatur batasan wewenang negara dalam kaitannya dengan
hak menguasal lersebul. Adapun batasan wewenang tersebut vaitu untuk mengatur

dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, pemelibaraan bumi,

Sfid . him. 34,

Iman Sutiknjo, Politik Agraria Nosional, (7adjsh Mada University Presz, Yogyakarta, 1985, him. 37.




air dan ruang angkasa, serta menentukan dan mengatur hubungan hukum antara
manusia dengan bumi, ar dan ruang angkasa sclanjutmya menentukan serta
mengatur hubungan hukum anbye manusia serta perbuatan-perbuatan hukum
mengenal bum, air dan rvang anpgkasa. Pengunsaon oleh negara ini berbeda
dengan pengertian “domein”, Sudargo Gautama mengatakan bahwa “dikuasal™
bukan berarti “dimiliki™. lIstilah “dikuassi” ini berarti bahwa negara sebagm
orpanisasi kekuasaan bangsa [ndonesia, diberikan wewenang untuk mengatur
sesialy yang berkenzan dengan tanah Sudarpo menvatakan bahwa asas
“domein™ yang menganggap semua lanah vang pihak lainnya tidak dapat

membuktikan babhwa tanah itu tanah eigendominya) adalah domein nepara, tidak

dikenal lagi dalam UUPA." Kedua, pengeunaan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakvat. Konsekuensi dari ketentuan i adalah semua hak atas tanah mempunyai
fungsi sosial. Ketentuan pasal 6 UUPA tersebut menunjukkan “hubungan
istimewa” dalam hak negara vang salah satunya adalah kewenangan bagi negara
untuk melakukan pemaksaan jika diperlukan demi kepentingan umum, dalam
hubungan-hubungan keperdataan dengan warga negara.'” Amanat dari pembentuk
UUD 1945 tersebut diarahkan pada tujuan akhir negara yaitu sebesar-besar
kemakmuran rakyat. (Oleh karena itu menjadi tugas negara untuk mengelola tanah

dalam kerangka pembangunan negara secara keseluruhan.

SSudarpo Gavtamn, Tajfviran Undang Undang Pokok Agraria, cotukun keonsm, Penerbil Alumni, Dandung,
986, him, 57.

“Ehid, himm, 56

“Sekolah Timpgl Pertamahmn Nosionol. Reformant Persamchan, Cotakan 1, Penerbit CV, Mandar Maju
Eandumg, 202, hlm, 28




f

Pembangunan sendiri dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, baik untuk prasarana maupun sarana, memerlukan tanah. Demikian
pula seluruh lapisan masyarakat, dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya
memerlukan pula tanah. Oleh karena itu gejala hubungan timbal balik antars
manusia dengan tanah ini dilihat dari sam aodut, yaitu manusia semakin lama
semakin meningkat mutu dan jumlahnya (kualitas dan kuantitasnya), schingga
kebutuhan manusia akan tanah vang relatil terbatas, semakin bertambah. [ilihat
dari sudut vang lain, cksistensi tanah it sendiri jauh lebih kekal daripada umur
manusia. Keadaan demikian menimbulkan upaya manosia untuk mengestafetkan
penguasaannya, sehingpa ada mata rantad penguasaan sceara derivatif,

Menghadaps hubungan timbal bahk mi serta sckaligus untuk menata
hubungan  dimaksud, dicetuskan papasan  oleh  pemerintah  untuk
menyelenggarakan pendataan penguasaan tanah vang selalu mutakhir, terutama
untuk keperluan perpajakan, perencanaan dan pengawasan serta dibalik it juga
bag masyarakal membenkan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas
tanahnya.!!

Tanah dilihat dan jemis fungsi dan tujuan penggunaannya mempunyai
beberapa golongan, vaim komersial, perumahan, industri, dan fasilitas umum.™
Tanah untuk perumahan mempunya nila vang berbeda dibandingkan jenis vang
lam. Hal ni dizebabkan karcnz tanah untuk perumahan merupakan kebutuhan

pokok bagl manusia.

Wpvirekiorst Jenderal Agroria Dircklorst Pendalloran Tanah, [fmpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanak,
Hadan Pertanahan Masional, Jakana 1986, hime 21,

"Budi Sunwen, Kool Kxtote Indonesio Sebwah Konsep fmu dan Problema Pengembang, CALUS - School of
Real Fstate dan Tkatan Masyarakat Real Estnte Indonesia - IMARL Jnkartn, 2004, hlm., 5-6.



Masalah yang kemudian timbul adalah terjadinya beberapa kawasan
permukiman yang tidak teratur dan tidak efisien sebagai akibat dari pernbangunan
perumahan olch scktor formal yang dilakukan oleh badan-badan ussha
pembangunan. Pada umumnya pembangunan dilakukan atas lokasi tanah vang
terpencar-pencar dan sukar dikendahkan pertumbuhannya, karena biasanya dilkuti
dan dikelilinmi oleh pembangunan perumahan perseorangan vang tidak
lerorpanisasi lanpa penalaan ruang, lanpa prasarana lingkunpgan dan sarana
lingkungan yang memadal.

Untmuk memecahkan masalah tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1992 tentung Perumahan den Pormukiman memberikan pengarahan  bagi
pembangunan  perumahan dan permukiman yang dilakukan berbagai pelaku
pembangunan terschut agar tidak terpencar-pencar namun tetap terkonsentrasi.
Dengan  demikian  dapal  tercapal  skala ckonomis wang memadai  agar
pembangunan berbagai prasarana lingkungan dan sarana lingkungan dapat cfisien
dan efektif Dengan demikian permukiman skala besar memungkinkan investasi
dan penyedizan prasarana lngkungan secara lebih ckonomis dan mendukung
terwujudnya pembangunan perkotaan yang lebih efisien dan lebih akrab dengan
para warga kotanya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Permukiman akan menjadi landaszan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari

kermmgka  landasan pembm1gmm1 nasional memasuki pembangunan  jangka

panjang 25 tahun yang kedua dalam bidang perumahan dan permukiman. Sesuai

dengan jiwa Pasal 35 Undang-IIndang Dasar 1945 yang mengamanatkan hahwa




“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai olch negara
dan  dipergpunakan untuk  sehesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”  seria
“perckonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,”
maka sistem penvediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman
harus dipergunakan sccara cfisien dan dimanfaatkan bagi  kesejahteraan
masyarakat. Ilal terscbut diperkust dengan kenyataan bahwa berdasarkan data
vang ada di Badan Pertanahan MNasional dan tiga belas kota, 60% - ¥0% daerah
yang sudih terbangun di kota tersebut merupakan areal perumahan, Penyediaan
tanah hamus dikelola dan dikendalikan oleh Pemerintah agar penggunaan dan
pemantaatannya dapat menjangkau masyarakat secard atil dan merata tanpa
menimbulkan kesenjangan ckonomi dan sosial yang besar dalam  proses
bermukimnya masyarakat,”

Ketentuan dalom  Undang-Undang MNemeor 23 Tahun 1997 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa
ketentuan tentang perlindungan sumber daya buatan ditetapkan dengan Undang-
Undang,.'* Perlindungan sumber daya yang penting ditujukan kepada konservasi
fungsi sumber daya tersebut bagi kesinambungan pembangunan. Sumber daya

buatan jtu meliputi bendungan, waduk, instalasi energi, perumahan dan

permukiman, dan lain-lain, "

Oy fubyanto, “Komsepsi Peratwran Ferumchon don Permuiman,” Bahan lokakarys KEMP3 yang
i akan oleh Pusnt Stodi Perkob=an Indonesin (CATIS), Jekerta, tanpa twhun, him. 1.2,
Mundmg Tenlang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penpelolnan 1 imgkungan Hidup, UL Mo, 23 Tahun
197 TN Mo, 6% Tahun 1997, TLH Mo, 3659, Pasal 15

Soesmadi Hardjasocmanisi, Hukum Tite Lingkangan, Edis VIL et XVI, Gadjah Msla University Preas,
Werakarta, 1999, him. 200




Lchih lamut dalam Undang-lindang Nomor 23 Tahun 1997 menctapkan
wewcenang pengelolaan perbuatan hukum terhadap sumber daya buatan diatur olch
pemerintah 1

Dalam hal penanganan masalah pertanaban ini, Undang-Undang Nomor 4
Tahun [992 tentang Perumahan dan Permukiman berupaya menerapkan
pendekatan bary dalam pembangunan perumahan dan permukiman  yang
dilakukan melalui strategi perabanpunan kawasan permukiman skala besar yang
diwujudkan berupa kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun vang berdiri

Pola kawasan siep bangun im merupakan strategl pembangunan
perumahan dan permukiman vang berjangka panjang. Pengelolaan kawasan siap
bangun dilakukan olch pemerintah. Dalam hubungan ini pola kawasan siap
bangun berfungsi sebagai hank khusus bagi penyedisan tanah untuk pembangunan
perumahan dan permukiman berdasarkan Pasal 13 ayat (13) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang
menetapkan bahwa usasha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat
monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undung-undang.

Dh samping penatzan perumahan dan permukiman dengan pola hngkungan
siap bangun dan kawasan siap bangun maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1992 terzebut juga menyoroti perencanasn perumahan dan permukiman denpan

pola hunian benimbang.

8| Indang-Undang |entang Ketentus-Ketentuan Pokok Pengclolisan Lingkungan [idup, Momor 23 [zhun
1997, O, Pacal & avat 2 balir «.




Pembangunan perumahian dan permukiman diarahkan untuk mewujudkan
kawasan dan lingkungan perumahan dan permukiman dengan lingkungan hunian
yang berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah
dengan perbandingan dan kriteria tertentu schingga dapat menwmpung secara
serasi antar kelompok masyarakat dar berbagai profesi, tingkat ekonomi, dan
status sosial. Perbandingan tertentu yang dimaksud adalah perbandingan jumlah
rumah sederhana, berbanding rumah menengah, berbanding rumah mewah,
sehesar cnam atau lebih, berbanding tiga atau lebih, berbanding satu,

Sebenarnva konsep humian benmbang ini minp dengan Konscp
Pembangunan Perumahan Holistik yang dikembangkan oleh Ema Witoelar,

! dimana konsep ini menunjuk pada suatu kebijakan yang terintegrasi dan
menyeluruh dalam program pembangunan nasional yang akan dijadikan pola
yang harus ditaati oleh para pengembang dalam pembangunan perumahan dan
permukiman,'’ Konsep ini menckankan pada perumahan vang berwawasan
lingkungan dan bemuansa gender, peduli terhadap kepentingan kaum

perempuan dan anak-anak. Dengan adanya konsep hunian berimbang, setiap
pengembang diminta tanggung jawab sosialnys untuk membangun rumah bagi
golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Jika perly, ager harga jual fidak
melebibi harpa jual tertinggi yang ditetapkan pemerintah, pengembang harus

melakukan subsidi silang dengan menggunakan sebagian keuntungan dari

PRadi Sanwso, Reoal Fuase... Opit, bhlm, 250, Koasep Pembangunon Perumahan Holistik yang
dikembangkan olch Erma Witoclar scbagai Meateri Permukinmn dan Pengembangan Wikaysh pada Kubinel
Persxtuan Masional {1999-H504),
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pemjualan rumah mewah danfalau mepengah untuk menurunkan harga jual
rumah sederhana. ™
Pelaksanaan konsep human benmbang vang benar akan mewyudkan
lingkungan perumahan yang dibuni oleh berbapai lapisan masyarakat secara
serasi dan mencegah terjadinya lingkungan eksklusif yang dapat menimbulkan
kerawanan sosial dalam magyarakat, Selain itu, polemgan berpenghasilan rendah
dapat turut menikmati berbagai sarana lingkungan yang dibiayai oleh golongan
berpenghasilan menengah atas sechagal kegotongroyongan dan kesctiakawanan
sosial dalam masyarakat.’® Dulam prakicknya pelaksansan konsep hunian
bermmbang untuk membangun rumah sederhana menjadi masalah tersendir,
Dalam melakukan pembangunan, pengembang akan melewati beberapa
tahapan vaitu:
1. Mendapatkan SP3L atau Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan atan
Lokasi,
2. Pembebasgan lahan.
3. Mendapatkan ijin SIPPT atau berupa Surat Keputusan dari Gubernur.
4, Perijinan Penunjang atau Pembangunan, berupa:
a. Keterangan Rencana Kota dan Rencana Tata Letak Bangunan, vang
keduanya dikeluarkan oleh Dinas Tata Keta.
b. Sertifikasi tanah oleh Iadan Pertanahan Nasional.
c. Tjin Membangun Prasarana (IMP) untuk jalan, saluran air dan jembatan,
Ijin ini dikeluarkan oleh Iinas Pekerjaan Umum (DPL).

e ST —

T fhid,, Wlm, 252,

¥l
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d. Lin Jangan Listik olch Perusahaan Listrik Negara (PLN), Ijin Jaringan
Telepon oleh PT. Telkom. dan Jjin Jaringan Pipa Air Dersth dari
Perusahaan Daerah Adr Minum (PDAM).

¢. Ljin Fasum/Fasos dari Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemerintah
Daerah.

. Ijin Mendirikan Bangunan untuk rumah tinggal dan fasum atan fasos.

g. ljin Penggunaan Bangunan unfuk rumah Gnppal dan bangunan komersil
vang ada di dalam lingkungan perumahan.

Pada tahap operasional. pengembang akan menghadapi permasalahan di
bidang:

a. Pengorukan lahan,

b. Pembangunan prasarana jalan dan saluran.

¢. Pembangunan rumah dan fasilitasnya

d. Perawalan prasarana jalan, saluran dan taman,

Pada tahap purna operasional. pengembang akan dihadapkan pada
permasalahan di bidang lingkungan hidep, balk permasalahan kesenjangan sosial,
maupun SARA (Suku, Ras dan Agama) yang sangal sensitif,

Permasalahan lain yang dihadapi selain banyaknya rumah hunian yang
tidak layak huni, juga banyak rumah hunian yang tidak mempunyai konsep
lingkungan, Prioritas subsidi untuk pembangunan rumah hunian sampai saat ini
baru diarahkan ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Perhatian terhadap

golongan masyarakal menengah belum terjangkau, lebih-lebih lagi golongan

masyarakat kelas atas. Birokrasi dalam pembinaan dan pelaksanaan pengawasan




pembangunan rumah hunian oleh pengembang hanya mengakibatkan munculnya
ckonomi biaya tinggi yang harus dipikul oleh pengembang, vang pada gilirannya
hanya akan membebani konsumen dengan harga jual yang tidak terjangkan.

Kemginan penclitt untuk memfokuskan diri pada prakiek di Perumahan
Citra didasarkan pertimbangan bahwa Perumahan Citra yang dipimpin olch
Ciputra sangat dikenal sebagai pakar properti, schingga banyak hal-hal menarik
vang perlu disimak dalam prakiek vang terjadi.

B. IDENTIFIKASI MASALAILL

. Bagaimana pembanpunan perumahan dan permukiman horizontal dan
vertikal dalam sistem hukum perumahan dan permukiman sebagai upaya
pemenuhan rumah hunian di Indonesia dihubungkan dengan sistem
penataan ruang di Indonesia?
Bagaimana akibat hukum pembangunan rumih hunian yang tidak tertata
baik dan wdak memperhatikan aspek lingkungan terhadap kelestarian
lingkuangan  dan  kescimbangan pembangunan  perumahan dan
permukiman?
Bagamana konsep pembanpunan rumah  humian  yang  berwawasan
Iimgkungan dan herkelanjutan serta berkeadilan dalam mewnjudkan tujuan
negara kesejahteraan?

AN PENELITIAN

1. Untuk menemukan tentang pembangunan perumahan yvang sesuai dengan

peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai sistem penalaan ruang

di Indonesia




Z. Untuk menemukan pembangunan rumah  hunian  yvang  berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan di Indoncsia yang memberikan rasa aman
dan nyaman.

3. Untuk menemukan pembangunan rumah hunian yang berwawasan

lingkungan dan berkelanjutan dengan  konsep hukum dalam negara
kesejahteraan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penclitian yang bersilal tcori mengharapkan bahwa  hasil

penelitian ini dapat menyumbangkan pemikitan di bidang hukum yang akan

mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya bidang hukum agraria, lebih
khusus lagi mengenal perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan,

Kegunaaan penelitian yang bersifal praktis mengharapkan hasil penelitian
ini dapat dimanlaatkan oleh para pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum
di bidang hukum agroria dan pemerintah dacrah yang bertanggung jawab atas
pembangunan rumah hunian khususnya pemerintah Daersh Khusus Thukota

Jakarta

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat bagi usaha negara untuk
‘mensejahterakan rakyatnya. Ketentuan Pasal 33 avat (3) Undang-Undang Dasar
1945 memberikan hak penguasaan ncgara untuk mengelola sumber kekayaan

‘megara untuk sebesar-besamnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat akan
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dmula dan pemenuban kebutuhan dasar masyarakat secara perorangan. Dalam
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terscbut, maka Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 membenkan hak penguasaan pada negara Amanat dar
pembentuk UUL 1945 tersebut diarahkan pada tujuan aklur negara yaitu sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itn menjadi tugas negara untuk mengelola
tanah dalam kerangka pembangunan negara secara keseluruhan,

1Jalam Rencana Pembangunan Jangka Menenpah Nasional {RI’JMN}.
terdapat strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan pada dua sasaran pokok
vally pemenuhan hak dasar rakyat scrta penciptaan landasan pembangunan yang
kokoh dimana hak dasar yang harus dipenuhi antara lain hak rakyat uwntuk
memperoleh kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkan,™

Perbatkan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meninpkatnya kuantitas dan
Kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan, vang dalam pembangunan
perumithan diprionitaskan pada upaya untuk meningkatkan jumlah penduduk yang
memiliki dan mendiami rumah layak huni melslui peningkatan akses kapital
untuk melakukan pembangunan dan perbaikan rumah, terulama bagi masyarakat
berpenghasilan rendah dan sektor informal, menpembangkan pembangunan
rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpendapatan rendah,

“'Peratursn Presiden tentang Rencma Pembangunan Jangka Menenpsh Masional H4-Z009, i, him,
20, Mak dazar yang lunnya meliputc hak rakyat vniuk memperoleh peloorjaan yvang bovak bagi kemanesaen,
huk rukyal unluk memperoleh perlindungan hukum, hak mbkyat unuk memperolch ran aman, hok rokyst
untuk memperolch akses atos kebwiohon pendidikan, hak rakyat ontuk memperoleh sk acs Kebupiohan
kesehatim, hak makyat unfuk memperokch keadilan, hak rakyst untuk bopustisipasi dalem paolitik dan
perubabin, hek rakyal wniuk berimesi, senla hak kv ook memeluk agamanys maging-masmg dan uniuk
heribodat menwrut agama dun kepercnyussnyn, Tnapn pemenahan hak dasar nkan sulit dikoraphon pertisipui
poda kebcbasan dan persamasen.
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baik yang dibiayal olch pemerintah maupun swasta, serta mengurangi luasan
kawasan kumuh di kawasan perkotaan, desa nelayan, dan desa eks transmigran.!
Sasaran umum  darl pembangunan porumahan  adalah  pemenuhan
kebutuhan hunian bagi masyarakat melalui terciptanya pasar primer yang schat,
efisien, akuntabel, tidak diskriminatif, dan terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka pamjang
yang market friendly, efisien, dan akuntabel.™
Kebijakan pemenuhan kebutuhan hak atas perumshan yang dilakukan
moemarat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional whun 2004-2009
ﬂdﬂlﬂh:l}
1. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan:
2. Menyempumakan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin
perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan;
3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan
rumah yang lavak dan schat:
4. Meningkatkan keterjangkavan (affordabiity) masyarakat miskin terhadap
perumahan yang layak dan schat; dan
5. Menmmngkatkan ketersedizan rumah yang layvak dan sehal bagi masvarakal
miskin dan polongan rendzah.
Perumahan dan permukiman termasuk dalam pembangunan infrastruktur

vang harus dipercepat selain  sumber daya air, tramsportasi, emerg,

“rhid | him. 34

Zibid , Lampiran, Bab 33 hutir 1V

*fhid, 1 ampiran, Bab 16 butir ¢




ketenagalistrikan, pos dan telematika. Permasalahan pembangunan perumahan

juga meliputi beberapa hal yaitu:™

1. Terbatasnya kemampusn penyediaan prasarana dan sarana perumahan;

2. Meningkatnya luasan kawasan kumuh;

3. Belum mantapnya kelembagaan penvelengparasn pembangunan perumahan
dan permukiman;

4. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah;

3. 'lerjadinya kescnjangan (missmatch) dalam pembiayvaan rumah.

6. Masih rendabnya efisiensi dalam pembangunan rumah;

7. Pembiayaan perumahan yang terbalas pada pola subsidi yang memungkinkan
terjadinya salah sasaran.

Pagal 2 ayat (2) UUPA mengatur batasan wewenang negara dalam
kaitannya dengan hak menguasai negara. Wewenang negara adalah mengatur dan
menyelenggarakan penmtukkan, pengrunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi,
air dan ruang angkasa lerscbul, serta meneniukan dan mengator hubungan-
hubungan hukum antara manusia dengan bumi, ar Jan ruang anpkasa, scria
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara manusia dengan
perbuatan-perbuatan  hukum  yang mengenai bumi, air, dan muang angkasa,
Penpuasaan oleh nepara ini berbeda dengan pengertian “domein™, Sudargo
CGrautama  mengatakan  bahwa  “dikuasa™  bukan  berarti “dimiliki,”  Istilah
“dikuasa1™ 11 berari bahwa Negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa

Indonesia, diberikan wewenang uniuk mengatur scsuatu yang berkenaan dengan

= Ihid




tanah.”” Sudarge menyatakan bahwa asas “domcin™ yang mengangeap semua
tanzh yang pihak lainnya ndak dapat membuktikan bahwa tanah itu tanah
cigendom(nya) adalah domein negaran, tidak dikcnal lagi dalam UUPAZ
Konsckuensi dan ketentuan ini adalah bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi
sogial. Dalam ketentuan Pasal 6 UUPA menunjukkan “hubungan istimewa™ dalam
hak negara yang salah satunya adalah kewenangan bagi negara untuk melakukan
pemaksaan jika diperlukan demi kepentingan umum. dalam hubungan-hubungan
keperdataan dengan warga negara.™’

Kehidupan bernegara pada urnumnya berawal dari pemerintzhan monarki
vaitu pemerintahan olch seorang raja yang diangkat sccara turun temugun,
Keheradaon raja yang diangkat sccara turun témurun, biasanya disertai unsur
mitos dalam masyarakat yang berupa anggapan bahwa raja adalah penjelmaan
dari Tuhan ataw dews. Dengan adanva anggapan dan pemikiran yvang demikian
maka segala tindakan raja diangpap benar dan melawan raja berarti melawan
kckuasaan para dewa., Anggapan ysng demikian memberikan kemungkinan
timbulnya tindakan raja yang sewenang-wenang oleh raja-raja yang zalim.™ Pada
umumnya karcna merasa benar dan setiap perintah raja hares dilaksanakan oleh
rakyatl, kerajasn-kerajaan kyno vmumnya adalah kerajaan absolut, vaitu kerajaan

yang rajanya memerintah menurut kehendaknya sendin tanpa adanya pembatas

“Risdaryo Caulsma, Tofviree Undang Undang Pokok Agravia, OpCie, bim. 57.
“lbic, bikm, 56.

Fuaknlzh Tinggi Pertonohan Masional, Reforomos Perfonahan, Loc Ol

'mJiﬂ'lh' Asshiddigie, Gopesan Kedeularan Bakyert dolame Kovititusi dan Pelabvenanmawa dF Indonesia, cet 1,
PT. Ichtiar Bara Van IToeve, Jakontn, 19904, hlm. 221,
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scrta pertangeungjawaban terhadap rakyat. Sclain dart itu raja juga menguasai
bidang kehidupan baik di bidang pemenntahan, agama maupun kebudayaan,™

D1 Eropa, mulai tumbub kesadaran warga masyarakat akan harkat dan
martabatnya schagm manusia. Warga masyarakat berkeinginan agar harkat dan
martabatnya diakui dan dijamin hak asasinya sebagai manusia dan scbagai warga
negara. Mereka mulai tidak dengan pemerintahan raja yang absolat. Rakyat mulai
mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan raja dengan memperjuangkan sistem
pemerintahan yang demokratis dan berkonstitusi, ™"

Timbulnya kesadaran warga masyarakat mengenai dirinva kemudian
menumbubkan gerakan pembaharuan tentang negara hukum, yaitu suatu paham
yang mengharuskan sctiap pihak dalam pegara, baik pemerintah maupun warga
masyarakat untok tunduk kepada hukum vang dasar-dasamya telah diator dalam
konstilusi nepara.

Dengan adanya revolusi industri maka terjadi perubahan struktur sosial
dalam masyarakat dan juga adanya perkembangan dalam ilmu hukum karena ilmu
hukum basanya digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang tmbul karena
adanya perubahan-perubshan yang terjadi dalam masyarakat. Indonesia vang juga
merupaken negara hukum sudah menuvangkan konsep hukum sebagai sarana
pembangunan dalam GBHN 1978, Konsep ini dapat diberlakukan dalam negara
yang sedang berkembang, wvaitu darl swasana agrariz menuju industd yang

memjadikan hukvm (Undang-Undang) mengubah pola pemikiran masyarakast

*Rambang  Aromanadi, Seamn, Korsepri Nesoea (Tubm memens UUTr 1945, TKIP Scmarang Press,
Semarang, 19900, hlm, 27-28

"ihid,, hlm, 31,




tradisional ke pemikiran modern, Dalam GBIN dinyatakan bahwa hukum hams
mendorong proses modernisasi. Dalam GBIHN 1993 dikemukakan bahwa hukum
adalah saran rekayasa masyarakat. [Tukum yang dimaksud di sini ialah perundang-
wndangan dan yurisprudensi dalam swasana masyarakat industri ke masyarakat
informasi, yaitu bahwa hukum mengatur perkembangan teknologi agar teknolog
tidak dimaksudkan untuk memusnahkan masyarakat.

Hukum berjalan seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat
dan dengan adanya perubahan terscbut, maka paham tentang negara hukumpun
mengalami perubahan pula,

Negara harus aktif dalam kegiatan kesejahteramn masyarakal, dan olch
karenanya negara hukum bukan tujuan melainkan cara untuk mencapai tujuan,
maka konsep negara hukumpun bukan sekedar negara yang mempertahankan tata
hukum dan bukan hamya melindungi hak-hak perseorangan secara pasif yang baru
bertindak kalau tata hukum atau hak perseorsngan tergangpn,

Tugas negara menjadi sangat luas dan berat karena meliputi hampir semua
bidang kchidupan warga masyarakat, vang schelumnya hanya mengurus urusan
pemerintahan dalam arti sempit saja dan karenanya negara untuk menata kembali
dinmys dalam menghadap keikutsertaan dalam kescjahteraan negara termasuk
dalam pengaturan masalah perumahan dan permukiman.

Tugas peracrintah sccara keseluruhan menjadi sanpat luas karena
pemerintah turut serta secara akiif dalam pergaulan sosial ekonomi masyarakat

agar kesejahteraan sosial seluruh masyarakat tetap terpelihara dan ini menjadi cirl

dari negara kesejahteraan atau sociale rechissiaal.




Dalam konsep negara kescjahteraan maka negara justru diperlukan dan
bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi
untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat, Intervensi
negara juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti
kebutuhan akan perumahan dan permukiman.

Jalam konsep negara kescjahlerasan, negara mempunvai peran untuk
menycjahteraan  rakyal, peranan negara uniuk mengatur perumahan  dan
permukiman makin diperlukan, baik dalam hal penyediaan peraturan vang
mengatur mengenal perumahan dan permuikiman mappun dalam hal kesizpan
birokrat untuk melaksanakan peraturan tersebul secara berhasil guna dan berdaya
guna. [Demikian  juga pengaturan  perumshan  dan  permukiman  harus
memperhatikan rencana keseluruhan fmasrer plan) sehingpa diharapkan kebijakan
dan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan, di
mana semud unsur pelaksanan dan pengguna hasil pembangunan dapat bekerja
sama untuk mencapai hasil yvang muksimal dengan tanpa mengorbankan unsur
tertentu. Konsumen. pengembang, institusi kevangan, dan tenaga kerja memegang
perunan yang penting disamping kebijakan dan birokrat di bidang perumahan dan
permukiman,

Peranan negara dalam menyejabterakan rak}ramja sangat penling,

Mohammad Hatta mengungkapkan adanya istilah “negara kekuasaan™ dan

“negara pengurus”. Pengertian “negara kekuasaan™ menunjuk pada paham negara
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menurut Machiavelll. “negara pengurus™ merupakan istilah lain dari apa yang
disebut ncgara pengemban amanat rakyar, ™’

Negara dalam pemikiran Giddens, harus mengalami pergeseran peran dari
government memadi governance, yaitu pengaturan sumber daya secara otoritatif
dalam suatn komunitas dan negara ™ Dalam govermmenr, negar merupakan
instamst lerpenting yang mengatur segala sesuam dalam kechidupan bersama,
sedangkan dalam governance, negara hanya berperan sebagai agen regulator dan
agen administrasit.™ T wjuan dari suate negeri menurut Aristoteles secara kodrati
mendabulul tujuan darl kKeluarga atau tejuan individu, sebab keseluruhan harus
mendahului yang schagian. ™

Menurut Giddens, konsepsi negara kesejuhteraan fwelfare state) dianut
oleh aliran demokrasi sosial klasik yang disebutnya sebagai jalan pertama dan
konsepsi fundamentalisme pasar (marke! fundamentalism) yang dianut alican
neoliberalisme (jalan kedua) kini sedang mengalami krisis, Kedua konsepsi itu
tidak mampu lag menjawab persoalan-persoalan mendasar vang muncul sebagai
akibat perubuhan besar di tingkat global, ™

Persoalan-persvalan mendasar yang muncul schagai akibat perubahan
besar di tingkat global membutubkan penyelesaian yang komprehensif. Hukum

dalam hal 1m berperan sangat penting, Hukum yang berjalan di depan akan dapat

¥ rans M, Parera dan T. Jakob Kockerits {ed), Maswrradar Fersur Negava, Opde! Masvarakar-Thael Kreice ke
Feformazd, cctakan I1 Penerbil Buko Kompas, Iakarta, 2002, blm, 83-86,

" ihig , hlm. 227-278.
Hibid | blm, 2%

V'Punl Strathemn, 90 Merir Borcama Arisrateles, Cet 1, Penerbit Erlangga, Jakorla, 2001, hal, 55

FFrang M. Parcra dan T.Jakob Koekerits (ed), Mesyarabes §erruy Negara._... Op. Cit. hlm. 227,




mecrubah masyarakat Karena hukum itu sendin merupakan sarana pembaharuan
masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bagaimana mengembanpkan
hukum sebagai suatu alat pembaharvan masvarakal @ feol of social
mgjnmring).ﬂ Jadi pemakaian hukum schagai suatu alat  pembaharuan
masvarakat mengharuskan untuk memiliki pengetabuan yang lebih banyak dan
luas daripada pengetahuan hukum dalam arti yang lazim."’

Peranan negara juga telah mengalami pergeseran sebagaimana diungkap di
depan. Demikian pula peranan hukwn, hukum tidak saja merupakan obyek yang
perlu direformasi tetapi aparat penegak hukum yany seharusnya menjadi penegak
law enforcement juga perlu direformasi. Dalam sistem hukum yang dischbut
kontinental, hukum ditanggapi sebagal terjalin scbhagai prinsip-prinsip keadilan:
IHukum adalah undang-undang yang adil. Pengertian hukum i serasi denpan
ajaran filazafat tradisional dimana pengertian hukum yang hakiki, Hukum ialah
Ius atau Recht. Bila suamn hukum yang konkret yakni undang-undang
bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum ite tidak bersifat
normatif lagi, dan sebenamya tidak dapat discbut hukum lagi. ** Undang-undang

hanya hukum, bila adil. Hukum yang tidak adil itu bukan hukum,

"“Mochtar Kusumastmadia. Kowcep Konsep Hulum dalam Pembangunan, Kempalpn Korve Trlis, Prear
Studl Wowason Nusamtord, fubawn dan Femborguean bekerja sama dengan Penerbit Alumni, Handuns,
2002, him. 21.

it | hlm, 21

*Then Huijbers, Fitsafat Hukum, Penerhic Kaniging, {etakan ke- 11, Yogyakarta, 2005, him. 69

" thicd, Blin, TO.




Masalah yang banyak terjadi di negwra yang sedang berkembang adalah
masalah pencgakan hukum, faw enforcement yang lemah vang mengakibatkan
perilaku legislatif dan eksekulif menjadi tidak terkontrol lagi.

Penelitan ini meletakkun Konsep negara kescjahteraan sebagai (rand
Theory dan azas keadilan sebagai Middle Theory, sedangkan teori pembangunan
dari Mochtar Kusumaatmadija berada pada tataran Applied Theory.

Hukum di samping harus mempunyai ketiga unsur tersebut, menurut
Mochtar Kusumaatmadja, hukum juga harus merupakan sarana pembaharuan
masyarakat. Mcngatakan bahwa hukum merupakan  sarana pembaharan
masyarakat didasarkan atas anygapan bahwa adanva keteraturan atau ketertiban
dalam usaha pembangunan atew pembaruan itu merupakan  sesuatu vang
diinginkan dalam usaha pembangunan atay pembaharuan ity merupakan sesuat
vang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu® Romli Atmasasmita
memberikan koreksi tethadap prinsip “low ay @ tool of social engineering”
dengan menyatakan bahwa model hukum dan pembangunan dengan prinsip “Jaw
as a tool of social engineering” terbukti hanya dapat diakui dan dipahami secara
baik pada negara maju tormasuk masyarakat yang mampu berdemokrasi secara
benar. Dalam kenyatsannya penyelenggaraan negara di Tndonesia, prinsip tersebut
dipahami hanya sebagai alat (birokrasi) uniuk mencapai tjuan sesuai dengan
kepentingannya, bukan atas dasar kepentingan masyarakat terbanyak scsuai
dengan asas-asas demokrasi vang bertanggung jawah, Romli Atmasasmita lebih
lamjut mengatakan hahkan tidak jarang terjadi dimana schagian birokmsi

mengambil kepusan di tingkat elit pemerintahan memahami dan beranggapan

WILid, hlm, 43,




25

bahwa hukum itu tidak berlaku untuk mereka kecuali hanya untuk masyarakat
saja®! Lebih lanjut ia menganjurkan model hukum dan pembangunan yang
disebutnya scbagal model hukum dan pembangunan generasi kedua vang
dilandaskan pada hukum scbagm sarana pembaruan masyarakal dan birokrasi atau
“law as a fool of social and hureucratic engincering. "™ Model hukum dan
pembangunan bertumpuk kepada dua faktor yaitu birokrasi dam masyarakat,
diharapkan pada model pembangunan hulbum tersebut dapat mempersatukan
kedua fakror tersebut sebapai bagian vang tidak terpisahkan satu sama lain:
keduanya saling mempengaruhi dan saling memiliki keterganhmgan satn sama
lain." Ilukum dalam hubungannya dengan masyarakat luas, referensinya tidak
sekedar tehnik penerapan dan pasal-pasal hukum, melainkan kepada asas dan
pembinaan hukum yang demokratis ™

Sulastomo  mengungkapkan bahwa selama kepemimpinan  presiden
Soeharto diperkenalkan strategi pembangunan yang dikenal sebagai Trilogi
Pembangunan vang terdin pertumbuhan, pemeratasn, dan stabilitas politik. Uratan
dari trilogi iu Jengan perlimbangan polis kemudian menjadi pemeratasn.
pertumbuhan, dan stabililas politik. Argumentasi ini cukup jelas, pertumbuhan

adalah untk memperbesar kue sehingga pemeratasn dapat terasa schagai

“'iomli Atmasasmita, “Sraregl Pembanpunan Hulum Nasional, " mekalsh dissmpaikan pada Seminar di
Lemhanas, Takarta fanpeal 23 September 2003, him. 3.

i, him. 5

i,

“Lrman Rujupukuk, ffuiwm Dalom Pembangunan (Kumpulon Karanper), Cetakan Pertama, Ghalia
Indemesiiy, 1542, hlm, 59,
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peningkatan kesgjahleraan, Stabilitas politik memany diperlukan untuk menjaga
kelangsungan pembanguman itu sendiri,

Dalam hirarki kebuivhen memuur Maslow  disebutkan ada  lima
tingkatan. " Tingkat yang paling renduh ialah kebutuhan Jusmani; tngkat kedua,
kebutuhan rasa aman; tingkat ketiga, kebutuhan cinta dan rasa memiliki; tingkat
keempat, kebutuhan harga diri; tingkat kelima adalah aktualisasi disi. Kebutuhan
untuk tingkat yang lebih rendah harus lebih dahulu dipuaskan dengan secukupnya,
sehelum  kemudian berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Jika
kebutuhan jasmani yang merupakan kebumhan dasar vang paling rendah seperti
kebutuhan akan rumah, maka dapat dibayangkan pemenuhan akan Ungkat vang
lebih tinggn belum dapat dicapai. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta dan rasa
memiliki, kebutnhan harga diri dan kebutuhan akiualisasi diri sccara otomatis
akan mendapat porsi pemenuhan yang jauh lebih kecil dari pemenuhan kebutuhan
jasmani yang memang masth jauh dari tercukupi.

Megara mengakui hak sctiap orang atas standar kehidupan vang layak
baginya dan keluarganva. termasuk pangan. sandang dan perumahan, dan atas
perbuaikun kondisi hidup terus menerus, Negara akan mengambil langkah-langkah
yang memadal untuk menjamin peraujudan hak ini dengan mengakui artd penting
kerjasama internasional yang berdasarkan kescpakatan sukarcla, Pengakuan
negara ini didasackan pada fmternational Covenunt on Economic, Secial and

('ultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan

P ulastomn, Fegormast gntars Naragron den Bealita, v, |, Ponerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005, Mo, 199,

*¥Roard Poduska, & Teor! Keprifodian, disndur oleh R, Turmun Sirsit, cet. 3, Resy Agung, Jakarm, 2000,
hlm. 128
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Budaya) vang disabkan dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bungsza, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966."

Perumahan memerlukan pengaturan yang khusus dar pemerintah, Hukum
yang mengatur mengenal perumahan dan permukiman juga harus berhasil guma
dan berdaya guna. Menurut Cheryl W. Gray™ ada tiga unsur penting yang perlu
diperhatikan agar hukum dapat berfungsi dengan baik dalam suatu ekonomi pasar
adalah:

1. Tersedianya hukum yang ramah terhadap pasar (marker-friendly lows),

2. Adanya kelembagaan yang mampu secara efcktif menerapkan  dan
menegakkan hukum vang bersangkutan

3. Adanys kebutvhan dari para pelaku pasar atas hukum dan perundang-
undangan.

Kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman mengingatkan kembali
akan tugas dari negara dimana memasuki abad ke duapulub hampir semua nepara
merupakan negara kesejahteraan atan biasa disebut negara hukum modern, Hal ing
hmbmhdmgankmdmkhﬂ—kﬁammhmmlmmmenjehngﬂbad
kesembilan belas P de 1aan menyebut negara yang menyelenggarakan
pemerintahan secara aktif scbagai negara hukum sosial (social rechtsstaar),*
dibandingkan dengan umumnya negara-negara lain pada wakiu masih menganut

Y inelng-Undang teatang Pengesshan dmeermarional ¢Covenant Cn Esonomic, Social And Culiwral Righs
(Ruvenan Imiemasional Teatang  Hak-lak Fhonomi, Sosial Dan Budayva), UU No. 11 Talum 2005, LN No,
LE8 Tahun 2003, TLN No. 4557, Pasal |1 sy 1

"Cheryl W. Gray, Keforming Legl Ststem tn Develaping and Transition ¢ omntries, Fingnee & Development,
Suplember 1947, yang dikwip oleh Erman Rajapukpuk. Jumal Hukum Bisazs, Yolumc §, 1993, him. 16.

Pde. Hanw'Th G Dvupsicen®Femhout, bestmrrecht in de rociele Kechisfaw, Klwver, Doventer, 1956,
hlmi,




paham negara hukum klasik atau yang disebut negara hukum liberal fliberale
rechrsstaar),”” Perkembangan dari negara hukum klasik ke negara hukum modem
lebih dikenal dengan scbutan negara penjaga malam (Nachhwakerstaot) dan
negara kesejahteraan (Welvaartsiug),

Hak-hak subyektif vang ada pada manusiz menurut Grotius disebut
sebagal hak-hak alam, yang antara lain disebutkan adalah halk wnmk berkuyasa atas
milik dan barang-harang lain yang berhubungan dengan milik.”' Lebik lamjut,
Cirotius mencatat Hak Milik pribadi sebenamya bukan termasuk hukum asli. 1lak
Milik termasuk  hukum  alam, hanya karcna pada  kenyataanmya hidup
bermasyarakat diatur oleh manusia berdasarkan Hak Milik ™ Hak Milik
keberdaan dewasa ini distur dalam Rancanpan Undang Undang Sumber Daya
Agraria dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rancangan Undang Undang
Sumber Daya Agraria telah mengatur mengenai kebendaan bumi atan Vang
disebut tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Kepemilikan dan rumah scbagai benda tidak dapat dipisahkan. Bahkan
Kleyn menyebutkan bahwa di benua Eropa pengertian vang sentral dari hukum
kebendnan adalah Hak Milik, ™

b,

"Theo Huijbers, Filsafisr i dalam Lintasan Sejarab, pencrbil Knnisivs, Cetakan 195, Yopyvakana, J06,
him. 61. Hak-hak alwn lainnya adaloh hak uniuk herkuass atas diri sendini, wakni hak atas kebebosan: hak
untuk mmmmmmrmmmmﬂmwmm&mmhmﬁm
220 majikan, scperti halove dalam habungan dengan e don pelayan.

i,

Kleyn, WM, Hukum Bendla Belamda, opendium Tukum Belonda, dalam Djuhaendah Hasan, Lemboga
Jaminan Kebondusn hogi Tanah dan Benda Jain yang Mekckat pada Tanah dalam honscr Penerapan Asig
Peznisihan Horizontal, Penerbit PL. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, him, 53.
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Masalah yang dihadapi pemerintah adalah keterbatasan persedisan tanah,
pudabal kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Keadaan demikian dapat
memmbulkan pertentangan kepentingan sehingea akan menimbulkan konflik dan
lebih lanjut berakibat meresahkan masyarakal. Yang menjadi faktor penyebab
meningkatnya kebutuhan akan tanah adalah:

a. Permmbuhan penduduk yang semakin meningkat.™
Sejak proklamasi kemerdekaan hingga setelah 43 tahun Indonesia merdeka
jumlah penduduk  terus meningkat schingga timbul masalah vang antara lain,
semakin sempitnya lahan pertanian, terbatasnya tempat tinggal dan adanya
keperluan untuk jalam, jembatan, sekolah, lempat ibadah, bahkan untuk
Rl

b. Peningkatan kualitas hidup.™
I'ada masa-masa permulaan kemerdekaan sebagian penduduk masih buta hurof
dan jumlah kaum terpelajar relatif sedikit. kini kaum vang bebas buta huruf dan
terpelajar jauh menmykat jumlahnya,

Keadaan wersebul membuat meningkatnya taral kebutuhan hidup
masyarakat, kalau semula masyarakat belum perlu memiliki kendaraan, kini
kendaraan terscbut menjadi kebutuban yvang tidak dapat diabaikan. Ini berdampak
penyediaan tanah untuk garasi kendaraan dan berlanjut pada kebutuhan prasarana

jalan dan lain sehagainya.

“Lnrcktorst Jenderal Agraria Drektoral Pendudtoran Tanah, G Cir., him. 22.

“Mudjiono, Polrtk dan Hukum Agrarta, Libery, Yogyakarta, 1997, him. 24.

) Nirckivat Jenderal Agraria Dircklorat Pendaftaran Tanah, foe ¢ .
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Berdasarkan  tinjavan  (erhadap pengalaman  dari pelaksannan
kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang pertanahan selama ini, adanya pendekatan
yang bersifat konscpmual dan terpadu dalam pembangunan bidang pertanahan
merupakan hal yang sangat mendesak . *

Menurut Sidarta ada dua ujung ekstrem kondisi perckonomian yang ada di
suaty negara.”” Di uwjung ekstrem yang pertama, ekstrem vang ideal, adalah
manakala perckonomian suatu negara tu ditandai dengan pertumbuhan ckonomi
yang tinggi dengan inflasi yang rendah, dengan suku bunga bank yang rendah. i
wung ekstrem yang kedua, ujung yang menakutkan manakala perekonomian suatu
negara ilu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi vang negatif, dengan inflasi
vang tinggl, dan dengan suku bunga bank yang tinggi pula. Kondisi yang sangar
mecmprihatinkan, inilah yang sekarang melanda Indonesia,

Lebih lanjut Sidarta menyatakan bahwa untuk keluar darf krisis ini, maka
pertama-tama  diperlukan  adalah  membangun  kepercayasan rakyat terhadap
pemerintah, hukom, membangun ketertiban, bersamaan dengan  perbaikan
ckonomi secara bertahap dengan prioritas menyehatkan dan  membuat
berfungsinya perbankan Indomesia™ Sektor-sektor vane pada masa ool
diharapkan dapat menjadi motor penggerak perbaikan keadasn adalah yang
berbasis Sumber Daya Alam (SDA), yaitu pertambangan, pertanian, dan

pariwisata serta industri-industri Kerajinan rakyat vang tidak memiliki kandungan

Som Harsono, ~Pakok-Pokok hebllakvanaan Bidang Pertamahar dalanr Pembamgunea Nesioma! " Analigis
(805, 4 {Mnret-Apnl FE): 81

“Oidartn,  “Mearteri Kufich pads Mata Kulioh Twe Ruamg® Scheol of Real Freore, (Tokarta: thdak
dipublikasikan, 19, lanps huliman.

bid.,
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import. Scktor real estal tidak mungkin dapat menjadi motor penvelamat
perckonomian kita, tetapi pada tabap selanjutnya akan menjadi sektor yang
berperan besar dalam ikut mempercepat pemuliban ekonomi kita, dengan catatan
agar tetap menempuh kebijaksanaan yang hati-hati agar kesalahan masa laly tidak
terulang kembali,

Sasaran jangka panjeng yang ingin dicapai dalam pembangunan
perumahan dan permukiman ialah agar seluruh rakyat Indonesia dapat menghuni
perumahan yang layak dalam permukiman vang sehar dan teratur.

Perumzhan yang layak dalam permukiman vang sehat dan teratur im
merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor vang
penting dalam meningkatkan martabat, mutu kehidupan dan penghidupan serta
kegejahteraan rakyat dalam masyarakat yang adil dan makmur,

Menurut Mudji Sutrisno, uwrusan pengadaan perumahan adalah paling
mendasar dalam siklus hidup manusia.,* [ebih lanjut, Mudji Sutrisno mengatakan
Eetiadaan rasa memiliki imlah vang muncul sekarang ini, sebeb hunian yang
sclama ini ada sama sekali tidak mencerminkan kultur rakyat dalam beraktivitas
maupun memenubi kebutuhan hidupnya,®

Sclanjutnya dikatakan bahwa perumahan dan permukiman mempunyvai
hungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia.™ Dalam masyarakat

Indonesia, perumahan merupakan pencerminan dan pengejewantahan dari dif

““Hilda Hasoti, "Mengatesi Mavalah Tanpa Masaloh " Praperti Indovesia, (Maret 2001), mengutip Migi
Hutrisnn, him 22,

#pkigd hlm. 23,

“Huku | RIMT teotwng Perumshan dun Permukiman, Kelerungan Pemerintal stas Roncangan Undang-
Unlyng Republik Indonesia Nomor (kesomg) tenlang Perumahan dan Fermukimem, Dokumentasi DR R,
him. 2.




pribadi manusia, batk sccara perseoranyvan maupun sccara kesamuan  dan
kebersamuoan dalam masyarakat, Ada ungkapan di masyarakat vang berbunyi
“Fumahmu, Wajahmu dan Jiwamu™ dari  ungkapen  itw  tampak bahwa
perumahan  dalam  kehidupan manusia Indonesia mempunyal arti dan makna
yang sangat dalam. Keadaan perumahan di suatu tempat akan memcerminkan
taraf hidup, kepribadian dan peradaban manusia penghuninya, suatu masyarakat,
atau suatu bangsa.

Perumahan tidak dapat dilihat sekedar sebagai sarana kehidupan tetapi
perumahban lebih terkait dengan proses benmukimmnya manusia, vaitu kehadiran
manusia dalam menciptakan rvang hidup di lingkungan masyarakat dan alam
sckitamya. Bermukim pada hakekatnya adalah hidup bersama, dan untuk itu
fungsi rumah dalam kehidupan manusia adalah schagai tempat tingeal atau
hunian dalam suatu lingkungan yang mempunyal prasarana dan sarana yang
diperlukan manusia untuk memasyarakatkan dirinya. Di sinilah fungsi bangunan
gedung sebagai fungsi humian terwujud.”’ Bangunan gedung sebagai fungsi
hunian meliputi bangunan uniuk rumah tinggal tenggal, mmah tinggal deret,
rumah susun, dan rumah tinggal sementara®

Dilihat dan proscs bermukim, rumah merupakan pula sarana pengaman
diri manusia, pembert ketentraman hidup, dan sebagai pusat, kegiatan berbudaya.
Di dalam rumah dan lingkungannya itu, manusia dibentuk dan berkembang

menjadi manusia yang berkepribadian, Dengan demikian maka dalam skala

1 indang-Undang, tentang Banpunsn dan Uodung, UL Mo, 28 Tahun 2002, LN Mo, 134 Tabun 2002 714
Mo 4247, Pusul 5 ayat 1. seloin fungsi hunian ada juga fungss kesgamaon, ussha, sosial dan budsyva, serta
Fungsi kiusus,

Wb, Pasal 5.
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nasional, perumalian memepany peranan yang sangat penting dalam pembentukan
walik kepribadian bangsa,

Memperhatikan arti penting perumahan dan permukiman ying tidak dapat
terpisahkan dari rvang yang harus dimanfaatkan, maka lingkup perumahan dan
permukiman selam dimanfastkannys, maka lingkup perumahan dan permukiman
selain masalah “perumahan” juga meliputi masalah-masalah yang menyangkut
aspek penataan ruang yvang didukung dengan prasarana dan sarana lingkungan
serta wnilitas umum, sehingpa membentuk  fasilitas untuk kegiatan  sosial
masyarakat dalam mendukung perikehidupan dan penghidupannya, baik di
kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, maupun kawasan-kawasan terlentu.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai
dasar pengaturan penataan ruang sclama ini pada dasamya telah memberikan
andil yang cukup besar dalam mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir
semua pemerintah daerah telah memiliki rencana Tata Ruang Wilayah, Sejalan
dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bemnegara, dirasakan
adanya penunuman kualitas ruang pada sebagian  besar wilayah menuntut
perubahan pengaturan dalam undang-undang tersebut, Beberapa perkembangan
tersebut salah satunya antara lain-®
- L. Situasi nasional dan  internasional vang  menunm penegakan  prinsip
keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan  keadilan dalam rangka

penyelenggaraan penatsan ruang ].rang-bﬂ.ik.

——

“*Undang-Undang tentang Penatxn Ruang, UL No. 26 Tahun 2007, LN No. 68 Takun 2007, TLN No. 4725,
Penjelasan (immem batir 8
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2. P'elaksanaan kebijakan otonomi dacrah yang memberikan wewenang yang
semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyclenpparaan penataan
ruang schingga pelaksanaan kewenanean tersebut periu diatur demi menjaga
keserasian dan kelerpaduan antar daerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan
antar dacrah.

3. Kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tingei terhadap penataan
ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan
penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakai,

Untuk menyesuaikan perkembangan terschut dan untuk mengantisipasi
kompleksitas perkembangan permasalahan dalam penataan ruang, perlu dibentuk
undang-undang tentang Penataan Ruang vang baru sehapai pengganti Undang-
Undang Nomor 24 tabun 1992 tentang Penataan Ruang.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomwor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang pada tanggal 26 Aprl 2007 maka Undang-lndang Nomor 24
lahun 1992 tentang Penataan Ruang tidak berlaku lagi. Dalam rangka mencapai
lwuan penyelenggaraan penataan ruang, undang-undang ini memuar ketentuan-
ketentuan  pokok yang salah satunya yaitu pembagian wewenang antara
pemerintah pusal. pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
dalam penyclenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan
tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang
wilayah nasional yang aman, nyaman, produkiif, dan berkelanjutan,

Dalam pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 lentang

Penataan Ruang menyatakan bahwa pemenuban kebutuhan akan perumahan dan
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permukiman harus dilukukan dengan suatu penatasn ruang yang baik, salah
salunya berdasarkan atas asas keserasian, keselarasin, dan keseimbangan. Asas
keserasian, kesclarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang
diselengparakan dengan mewwjudkan keserasian antara strukiur ruang dan pola
mang, keselarasan  antara  kehidupan  mapusia dengan  lingkungannya,
keseimbangan pertumbubhan dan perkembangan antar dacrah serta antara kawasan
perkotaan dan kawasan pedesaan,™
Pembangunan perumahan dan permukiman belum mempunyal keterkaitan
yang sangat luas dengan sektor-sektor pembangunan yang lain, baik yang menjad
faktor pendukung ataupun yang mendapat manfast atau dampak dari
pembangunan perumahan dan permukiman, adalah;®
l. Manfaat dan dampek di bidang peningkatan kesejahteraan rakyal sangat
dirasakan oleh anggota masyarakat dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan
dasamya.
£ Di bidang ckonomi, proses pembangunan perumahan melibatkan dan
mcndorong  penpembangan sejumlah perusshaan dan industri hulu maupun
hilir, menyerap modal dan menciptakan kesempatan kerja yang besar,
3. Sebagal unsur pengarah pertumbuhan wilayah, pembangunan perumahan dan
permukiman dalam  bentuk fisiknya merupakan pelaksanaan tata TuAng
wilayah. Penataan ruang tersebut mengatur berbagai fungsi dan Jokasi kegiatan

pembangunan yaitu tmpm-ﬁng;gal atau human, tempat bekerja, prasarana dan

“1hid, Pasal 2 batir b,

“"Bulu I RUT tontang Perumahon den Permukiman, O it him, 4.




sarana keludupan baik di pedesaan maupun di perkotaan dalam satu kesatuan
yang serasi.

4, Perumahan dan permuokiman vang layvak, sehat dan teratur akan meningkatkan
kualitas manusia dan dapat menunjang kehidupan sosial masyarakat yane
tertib, aman, schingga demikian dapar meningkatkan ketahanan nasional.

Penundaan realisasi keburuhan masyarakat akan perumahan terjadi karena
daya beli masyarakat terbatas, Keluarga-keluarga baru ters terbentuk, dan karena
pendapatannya terhatas, perwujudan angoan-angannya untuk memiliki schuah
rumah menjadi terfunda bukannya hilang. Pada waktu perckonomizn negara
Indonesia kembali pulih dan daya bel masyarakat memngkat, kebutuhan riil
menjadi dalam bentuk “booming” real estate. Oleh karena ity maka pemikiran
untek memberikan yang terbaik di bidang permukiman dan perumahan menjadi
permkiran divndangkannya Undang-Undang MNomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman serta peraturan pelaksanaan lainnya,

Dengsn mengikuti pembahasan di DPR pada saal pembentukan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, maka dapat
diketahui keterangan Pemerintah yang disampaikan pada tanggal 11 Juni 199]
pada saat penyampaian RUTS tersebut, vang antara lain menyebutkan rancangan
undmg—wﬂmuginimmhuhagﬂihalmamempmwimﬁmﬁnghﬂgi
kehidupan rukyat, bangsa dan nepara, sebagai usaha untuk mengisi cita-cita
perjuangan bangsa Indonesia bagi terwujdnya kehidupan masyarakat yang adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Uindang Dasar [945. Seperti

telah kita ketahui bersama, tujuan perbangunan nasional adalah pembangunan




manusia Indonesia seululnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia,
Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan bagian dari pembangunan
nasional tersehut.

Pasal 1 undang-undang tersebut menyulakan bahwa romah adalah
bangunan yang berfungsi sebagai tempat hunian dan sarana pembinaan keluarga,
sehingga perumahan dapat diartikan sebagai kelompok rumah vang berfungsi
scbagal lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi
dengan prasarana dan sarana lingkungan. Permukiman diartikan schagai bagian
dari lingkungan hidup di luar kawasan hndung, baik vang berupa kawasan
pekotaan maupun pedesaan yang berfumgsi sebagm lingkungan tempat tinggal
atau lingkungun hunian dan tempar kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan, ™

Terbentuknya Undang-Undang tentang Bangunan dan Gedung, UU No. 28
Tahun 2002, LN No. 134 Tahun 2002, TLN Ne.4247 menjadi suat ik balik
bagi pemenntah unmk menanggulangm  masalah  perumahan  di perkotaan,
khusum?abagipmhanglmanpermm}mndanpmmukhmnmmwnikﬂ]yang
ditujukan hagi masyarakat agar mereka merasa aman dan nyaman serta lerpenuhi
sarang dan praarana guna menumjang kehidupan perumahan dan permukiman
secara vertikal. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruks;
yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sehagian atau selurubnya berada di

atas dan/atan di dalam tanah dan/atan air, yang berfungsi sehagai lempat manusia

% 1hid, him, 1.

*Undany-tindang tertang Porumahan don Permukiman, Uinlang-Undong Nomor 4 Tahon 19492, [N No, 23
Tahun 1992, TLN No. 34469, Pasal | butir [-3.




melakukan kegatannya, baik untuk hunian  atau tempat  tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.”
Qelam it Bangunan pedung diselenggarakan berlandaskan @825 kernan{aatan,
keselamatan,  kescimbangan, serta  kescrasian bangunan gedung  dengan
lingkungannya.”

Pembentukan undang-undang  tentang Peramahan  dan Pormukiman
merupakan suats perwujudan dari pembanzunan perumahan yang schat, serasi
dan teratur. Pembangunan perumahan Jan permukiman yang serasi diwnjudkan
melaloi lingkungan perumahan yang penghumnya terdifi dari berbagal profesi.
fingkat ekonomi dan status spsial yang saling membutuhkan dengan dilandasi olch
rasa  kekeluargaan. kebersamaan  dan kegotongroyongan, Sera menghindan
(erciptanya lingkuagan pereahan Gengan pengclompokan hunian yang dapat

mendorong lerjadinya kerawanan sosial. lcbib lanjut dijelaskan tentang misi,

permukiman yang Jayals dan terjanghan oleh sermua lapisan masyarakal.
2. Mendorong pertumbuhan wilayah dan anlar wilayah melalui pembangunan
kawasan perumihan dan permukiman di perkotaan dan pedesaan  secara

seimbang dan terpadu.

———

“'F.Fndm-umw_; entanyy Bangunan da.n {iedung, \ndang-Undang Momor 25 Tabnm 2002, 1M Mo 134
Yahum 1992, TLN No, 4247, ¢3p i, Pasal | angka 1.

T, Pasal L




3. Mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman
teratur, rukun produktivitas dan berkelanjutan, ™

Misi tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undane No. 4 Tahun
1992 yang menyebutkan:

Ayat (1) Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan atau
menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan vang schat,
aman, serasi dan teratur.

Ayal (2) Seliap warga ncgara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab
untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman,

Seclain itu juga didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1992 yang menycbutkan bahwa setiap warga negura mempunyai hak dan
kesempatan vang sama dan scluas-luasnya untuk berperan serta  dalam
pembangunan perumahan dan permukiman.

Misi ters¢but dibuat unluk mencapai visi agar semua orang menghuni
rumah yang layak dalam lingkungan permukiman yang schat, aman, nyaman,
serusl, produktif dan lestari. Misi tersebut kemudian dijabarkan dengan beberapa
kebijakan umum di bidang perumahan dan permukiman, yaitu:

1. Kebumhan perumahan dan permukiman pada dasamya adalah tangeung
jawab masyarakat sedangkon upaya pemenuhban kebutuhan terscbut menjadi
tanggung jawab bersama, dimana peran khas pemerintah adalah melakukan
pengaturan, pembinasn dan pembangunan dalam menciptakan iklim yang
kendusif.

Tk 1 BRI tertomgy Peromahan dean Pesmudiman, (O, blm, 7.




2.

Pembangunan perumahan Jan permukiman mengacu pada prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjulan, melalui rencana tata ruang wilayvah vang dinamis
danmaponsif&nﬂapcnaﬂgmmlmah,aird&nudamumukmmmmj

kelayakan sebagai hunian baik di perkotaan maupun pedesaan.

Agar kebijakan umum tersebut dapat tedluksana maka strategi umum vang

diambil adalah pemberdayasn dan peningkatan peran pelaku pembangunan

perumahan dan permukiman baik sektor formal maupun non-lommal dalam

penyedizan perumaban dan permukiman bagl masyarakat khususnya masyarakat
berpendapat rendah,

Strafegl tersebut dimaksudkan untuk menciptakan komunikasi yang

terintegrasi sehagai jaringan, hingpa masyarakat seeara mandirt dan terorganisasi

mampu memenuhi kebutuhan perumahan dan permukimannya.

Sirategl umum tersebut kemudian dijabarkan kembali menjadi beberapa

kebijakan dan strategr pelaksanaan kebijakan tersebul. Kebijakan tersebut adalah:

1.

I

[y

Pembangunan  perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau
bagi scluruh lapisan masyarakat,

Pembangunan  perumahan  dan  permukiman  yang  berkelanjutan  dan
berwawasan  lingkungan, dalam rangka pembangunan  perkotaan  dan

perdesazn yang seimbang menuju lerbentuknya sistem kota yang mantap.

Peningkalan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembamgunan

perumahan dan permukiman,
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4. Pemantapan kelembagaan zerta pola pengclolaan pembangunan  perumahan
dan permukiman secara terpadu. Pengembangan sumber-sumber dan sistem
pembiayaan perumahan dan permukiman.

3. Pengembangan  peraturan perundang-undangan  bidang  perumahan  dan
permukiman,

Pelaksanaan  Pembangunan Perymahan  dan Permukiman selama
Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (1969-1994) dari tabun ke tahun
mengalami peningkatan terus menecrys, Meskipun sebetulnya sejak tahun 1950.an
telah dilakukan upaya-upava pengembangannya, dalam pelaksanaannya masih
lersendat-sendat, akibal dari situasi dan kondisi politik, Keamanan, sosial dan
ckonomi wakiu itu. Pengembangan pembangunan  perumahan rakyat secara
berencana dan berkesinambungan dimungkinkan sejak Pelita I, sctelak adanya
stabilitas di berbagai bidang secara nasional,

Schagai dasar untek mendalami kebijaksanaan dan stratep vang harus
dijalankan, maka perlu penyamaan persepai akan anti penlingnya perumahan dan
permukiman, maka Kantor Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Republik
Indonesia telah mengeariskan Konsep Kebijaksanaan dan Strategl  Nasional
Perumahan dan Permukiman yang dikeluarkan pada bulan September 1998,

Kebijakan dan stratepi perumahan dan permukiman ini menjadi acuan
pengembangan program yang terkait dalam perumahan dan permukiman. Dalam
setiap penjabarannya hendaknya dilengkapi dengan indikator-indikator untuk

menilai keberhasilan strategi yang telah ditctapkan.




Uperasional kebijakan dan strateys schagai arah pembangunan perumahan
dan permukiman daerah diwujudkan oleh Pemerintah, Menurut Sidarta masalah
pembangunan di Indonesig sangat berkaitan dengan ¢Grand Strategy yang kurang
berkesinambungan. Masalah ¢Grang Mrategy pembangunan Indoncsia inilah yang
saat ini dirasakan kurang ada kevakinan dalam mencapal misi vang akan datang,
Misi yang diciptakan dengan menycjahterakan masyarakat, dalam masyarakat
yang adil dan makmur, merupakan misi global, vang harus diterjemahkan dajum
tindakan operasional, tidak dilandasi jaman Belanda yang mendasarkan lalu lings
darat schagai “Aack-bome " perkembangan, sanpal tidak dapat mewadahi
perkembangan  yanp kita inginkan. Timbul berbagai kendala, kelurangan-

kekurangan akibat perencanaan tata ruang vang tdak dimiliki dasar vang kuat

Dalam  perencansan apapun tingkatnya, Nasional, Regional, Propinsi
Kabupaten maupun Metropolitan, Kota besar atau Kota kecil pada suaty hirark;
p:rmuanaanynngnmdnm:inlahmmmahu,mamemugnh,dm
TENCANA SErvice,

Beberapa  konsep enlang perumahan  seperti Konsep Pembangunan
Perumahan [lolistik yang dikembangksn oleh Erna Witoclar perlu dikaji terug
Mencrus pencrapannya.  Konsep pembangunan saat ing telah mengarah ke social
change model, yang dianggap sehagai koreksi terhadap kelemahan mode

pmnhangunanyan.gherdaaa:kimpadamﬂdul pettumbuhan ckonomi atag yang

r —

Pekdarta, Lo CUr
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sering  discbul schagal  ccomomic  growth model”™  Model inilah yang
dikembungkan oleh Mochtar Kusumaatmaja dengan konsep pendekatan sosial
budaya. Dalam twlisannya, Mochtar membagl masalah hukum dan masyarkat
dalam lima kelompok besar yaitu (1) arti dan fungsi hukum dalam masyarakat; (2)
hukum sebagai kaidah sosial; (3) hukum dan kekuasaan; (4) hukum dan nilai-nilai
sosial; (5) hukum sebagai alat pembaharnen masyarakat.”

Pemikiran tentang kebijakan di bidang pertznaban hamslah memuat
prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan,  Menurat  World  Submit  onm
Suistanable Development (WSSD), prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
scbagai pendekatan  baru berdasarkan pertimbangan keterkaitan dan kesaling
tergantungan  pembangunan ckonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan
lingkungan ™

Dalam perkembangannya dewasa ini muncul istilah berkesinambungan
sebagm lerjemahan kata susraimable. Kata susteinghle terschut keraundian
dikaitkan dengan kata developmenr sehingga menjadi sustainable development.
Istilah ini diadopsi dalam GBIIN menjadi Pembangunan Berkelanjutan. lap MPE
No. IV/MPR/1999 tentang GBIIN tersebut telah menjiwai peraturan-peraturan
lain yang muncul sesudah i Memang sebelum tahun 1999 telah dikenal istilah
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagaimana
digunakan dalam Undang-Undang No. 23 Tohun 1997 tentang Pengelolaan

M. Diusd Silalahi, “Pembangunan Berkelonjuan Palam Pengelalaan Sumberdava Alam Yang Berbasis
Pembangunan Sovial Dar Lhenced, " Seminne Pembongunan Hukum Nasional VIIL Depasar, Bali (14-13
Juki 2003, him. 1.

PMochtar Kusmmaatmacdia, Korsep-konsep Hukam ., Cp Cit, hlm 2

"M, Daud Silalahi, “Pembungunan Serkelanfutan. . Loc. Cit, him. 2




Lingkungan Hidup, yang merupakan perbaikan terhadap istiluh sebelumnya yang
dikenal sebagai Pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai terjemahan
dari eco-development. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang juga menggunakan istilah berkelanjutan dalam penyelenggaraan
penatazn Tuang yang bertujuan untuk mewwjudkan ruang wilayah nasional yang
aman, nyaman, dan produktif berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketshanan
Nasional.” Jadi digunakannya kata berkelanjutan  dalam  GBHN telah
memperkaya dan memperluas pengertian dari konsep pembangunan it sendiri.

Istilah pembangunan berkclanjutan mula pertama muncul dalam World
Conservation Stratepy dan The Intermational Union for The Brown dalam buku
Building a Sustainable Society (1981). Istlah tersebut kemudian menjadi sangat
populer melalut Laporan Brundland, Our Commeon Feuture (1987). %

Pembangunan berkelanjutan adalah sualy komitmen moral tentang
bagaimana scharusnya pembangunan ita diorganisir dan dilaksanakan untuk
rencapal ujuan™

Ketentuan  dalam  Undang-Undangy Nomor 23 Tahun 1997 temang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan hahwa
ketentuan  tentang perlindungan sumber daya buatan dielapkan dengan undang-

undang. ™ Perlindungan sumber daya vang penting ditujukan kepada konservasi

"Undang-tindang tentang Penataan Boang, TTT Mo, 26 Tahun 2007, 1N No. 68 Tahun 2007, 11N Na. 4725,
Pasal 3.

A, Sonmy Keral,, Etika Linghkungan, cetakan ketign, Penerbit Buku Kompas, Jakerta, 2002, him 166

"Ihid.. him. 167

"Undang-Undang lentang Ketentuan-Kelentuan Pokok Pengelolian Lingkongan Hidup, 10 Mo, 23 Tahun
[907, LN Mo, 68 Tahun 1997, TLM No. 3699 Pasal 13,
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fungsi sumber daya tersebut bagi kesinambungan pembangunan. Sumber daya
buatan itu meliputi bendungan, waduk, instalasi emergi, perumahan dan
permukiman, dan lain-lain.*’

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menetapkan
wewenang pengelolaan perbuatan hukum terhadap sumber dava buatan diater oleh
pemerintah.*

Dengan memperhatikan teori-teor terkait di atas maka peraturan-peraturan
mengenai aspek lingkungan dan tata ruang akan merupakan pengembangan dari
pembangunan perumahan dan pemukiman

F. METODE PENELITIAN

Pendekatan penclitian ini bersilat yuridis normatil’ vaitu berusaha untuk
menemukan ketentuan-ketentuan hukum dan nilai-nilad yang terkandung di dalam
ketentuan tersebul pada saat proses pembentukannya. Penclitian ind juga akan
mencliti taraf  sinkromisasi vertikal®™ Untuk menambah wawasan, dalam
penelitian ini juga dilakukan perbandingan hukum dengan negara lain.

Spesifikasi penclitian yang dilakukan menggunakan deskriptit analitis, di
mana dilakukan wraian-uraian techadap hasil penclitian yang kemudian dianalisa
secara mendalam.

Penelittan 11 dilakukan dengan menggabungkan penelitian kepustakaan -

dan penelitian lapangan. Penelitian diawali dengan penclitian terhadap proscs
* Kocsnadi Hardrasoemantri, Hutum Tatr [ inghungan, Op Cie, him 202
“Lindang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, ¢hp ¢ ir., Pasal § ayat 2 hutirc,

"'Socriono Sockanto dan Sel Mamudil, Penelitian Hukwm  Normatif, Susty Tinjsuan Singlnr, ot IV, PT.
Raja Grafindo Porkass Jakaris 1995, him, 14,




pembentukan Undang=Undang Nomor 4 ‘Tahun 1992 di Dewan Perwakilan
Rakyat. Data dan nsalah rapat serta Dafiar Inventarisasi Masalah (DIM)
Rancangan Undang-Undang aken menjadi titik awal penclitian,

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan studi
dokumen, yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara. Dalam penclitian
dilzkukan pengumpuian data sesusi dengan keperluan vang meliputi data primer
dan sckunder. Data pnimer yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan
melalui wawancara dengsn beberapa narasumber yanpg memiliki keahlian dalam
bidang wvang relevan dalam disertasi ini, antara lain beberapa pejabat di
lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Dacrah dan beberapa
manager perusahaan pengembang, di samping melakukan pengamatan di Jokasi
perumahan yang ditelii. Wawancara atau interview tersebut digunakan schagai
alat pengumpulan data.* Data sekunder di perolch melahn penelitian kepustakaan
yang menjadi sumber utama dalam penulisan hasil penelitian ind.

Bahan hukum tertier yang ferdin dari kamus maupun pedoman harga
sluan per m® lertinggi untuk pembangunan peduny maupun tumnah dinas akan
memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bohan hukum primer maupun
sekunder di atas,

Pengolahan data dilakukan dengan memakal pendckatan kualitatif
normatif, baik terhadap hasil informas dan narasumber maupun terhadap semua
hahan literatur, pendaspat para pakar hukum, dokumen pemerintah mavpun artikel

dalam media cetak dan media clektronik.

MSocriono Sockanto. Pengantar Penelitian Hukum, cet, 5, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, him
21.
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Pengolahan data pendukung dengan metode kuantitatif semata-mata
digunakan agar data yang diperolch dapat dipergunakan untuk keperiuan analisis,
data vang terkumpul baik data dari dokumen Dewan Perwakilan Rakyat dan data
vang diberikan oleh informan dan pengembang kemudian dianalisis oleh penelit
dengan cara melakukan perbandingan terhadap hukum positf yang berlaku,
Pandangsn darl informasi merupakan masukan bagi kejelasan praktek di
lapangan. IData vang telah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk tabel

schingpa memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut. Penjelasan dari tabel yang

disajikan akan membantu pemahaman terhadap hasil penelitian.
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BAE 1
TINJAUAN IMIUKUM ATAS PERUMAHAN DAN PERMURKIMAN D1

INDONESIA

A. ASAS-ASAS DAN SISTEM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI

INIMINESIA

1. Pengertian Asas

Pengertian asas meourut Kamus DBesar Bahasa Indonesia adalah suatu
kebenaran yang menjadi pokok (tumpuan herpikir, berpendapat); dasar, alas,
pedoman: cita-cita yang menjadi dasar perlumpulan (negara). ¥ Dari ketiga
pengertian terscbut dapat kKita lihat pengertian essensial darl asas vaitu suatu dasar
{(pokok) tempat menemukan kebenaran dan sebagai ampuan berpikir.

Dalam ilmu hokum asas adalah sifat-sifat umum atau  aturan-aturan
hukum. Asas diperolch melalui proses amaliis (vuridis) dengan menjaring
{abstrakai) sifat-sitat khusus vang terdapat dalam aturan-sturan konkret untuk
memperoleh sifat-sifat yane abstrak,

Beberapa asas umum dalam KUHPerdata adalah :

l. Asas lertutup, dengan im dimaksodkan bahwa tidak dapat dibuat hak

kebendaan baru selain vane lelah disebur secara limitatif dalam undang-

“pusar Bashase Depariemen Peadidikan Masional, Kamus Besar Bahasa Inclonesis. Fdisi Keempat. Penerbit
PT. Gramuodia Puedaks 1lama, Takarta, 2008, him, 91-92

™ Mariam Darus Badrulamon, KUIL Perdata Buku 111 Hukum Perikaton Dengan Penjelusun, odisi kedua,
cilzkan poriame, Menerbit Alumni, Bandung |99, him. 224,
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undang. Asas ini dimaksudkan agar ada Kepastian hukum  dalam  hak
kebendaan,

2. Asas absolut, bahwa hak kebendaan dapat diperiahankan terhadap siapapun.
Setiap orang harus menghormati hak terselt,

3. Asas dapar diserahkan, bahwa pemilikan benda mengandung wewenang untuk
menyerahkan bendanya,

4. Asas mengikuli, bahwa kebendaan akan mengikuti bendanya di tangan
stapapun berada.

2. Asas publisitas, bahwa pendaftaran benda merupakan bukti pemilikan.

6. Asas mdividual, bahwa objek huk kebendaan hanya terhadap benda yang
dapat ditentukan,

7. Asas totalitas, babwa hak milik hanya dapat diletakkan terhadap benda secara
totalitas atau secara kescluruhan dan tidak pada bagian-bagian henda,

8. Asas pelekatan, yailu asas vang melekatkan benda pelengkap pada benda
pokoknva

9. Asas basil merupakn titel sempurna, asas ini berlaku bagi benda bergerak dan
terdapat puda dalam pasal 1977 KUHPerdata, Asas ini dewasa ini hanya dapat
berlaku bagi benda bergerak tidak atas nama atsupun tidak terdaftar, ¥

Asas vmum yang ditulis olch Sri Soedewi Masychun Sofwan adaluh
sehaga benkut :
1. Asas pernaksa, berarti berlakunya ketentuan hukum benda merupakan hukum

pemaksa (dwingend recht) jadi tidak dapat disimpamgs.

—

"I ¥uhnendnh Hasan, Lembage Jaminan Kebarndaan bogi Tunal din Benda lain vang Melehat pad Tanals
dulam Komvepsi Penerapan Asas Pemizeiun Horisontal, Pencrbit FT. Citra Adirya Bakii, Bandung, 1996,
Bibm. 82
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Asas dapat dipindalikan, kecuali hak pakad dan hak mendiami hak benda dapat
dipindahtangankan,

Asas mdividual, objek hak kebendaan selalu benda tertentu, artinya orang
hanya dapat menjadi pemilik dart barang berwujud vang merupakan kesatuan.
Agas totalitas, hak kebendaan selalu terletak pada keseluruhan objek

Asas tidak dapat dipisabkan (onsplitshaarheid). Yang berhak tidak dapat
memindahtangankan sebagian wewenangnya termasuk hak kebendaan yang
ada padanya.

Asas prioritas, scmua hak kebendasn memben wewenang yang scjenis dengan

wewenang-wewenang dan cigendom meskipun luasnya berbeda.

- Asas pencampuran, hak kebendaan yang terbatas hanya mungkin terhadap

henda milik orang lamn, tidak dapat seorang untuk kepentinpannya

mempercleh hak gadai atas barang muliknya sendin.

. Perlakuan  atas benda bergerak dan benda lidak bergerak adalah berlainan.

Aturan mengena: pemindahan, pembebanan, bezit dan verjanng.

Asas  publiatas, mengenai benda tidak  berperak  pembebanan  dan
penyerahannya harus dengan pendaftaran di dalam register unum,

Sifat perjanjiannya zakelijik, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak
kebendaan, ¥

Aszas dalam hukum adat dikenal amtara lain : asas kekelvarpasn, asas

tolong menolong, asas gotong royong, asas perwakilan dan permusvawaratan,

asas kepentingan umum didahulukan dari kepentingan pribadi, asas kontan

Mo Soedewt Masychun Sofwan, Hukom Benda, Liberty, Yopyvakarta, 1975, hlm 36-40.
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konkret, sedangkan dalam hukum pertanahan dikenal asas pemisahan horisontal
Yyaitu a5as yang memisahkan tanah dari segala benda yang melekat pada tanah,

2. Asas Keadilan

Adil menurot Kamus besar bahasa Indonesia mempunya tiga arti, pertama
sama besar, udak berat schelah dan Gdak memihak, kedua berpihak kepada vang
benar, berpegang pada kebenaran, keliga sepatutnva tidak sewenang-wenang, »
Keadilun diartikan sebagal perbuatan melakukan vang adil ™!

Aristoleles mengangpap bahwa keadilan menurut hukum adalah sama
dengan keadilan umum. * Di samping keadilan schagai keutamaan wnum {yaitu
ketaatan kepada hukum alam dan hukum positif) terdapat juga keadilan schagai
keutamaan khusus yang menentukan sikap manusia pada bidang tertentu. ™

Aristoteles juga memberikan perbedaan keadilan menjadi jenis keadilan
distributif dan keadilan korekiil. Dalam kecadilan distributif yang terpenting adalah
bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapalan yang sama rata. Pada
keadilan korektif ketidaksetaraan yang disebabkan olch, misalnya pelanggaran

kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. **

suroje Wignjodiputrn, dalam [Djuheendah Hasan, Lemboge Jamingn Kebendasn bagi Tansh dan Senda
lain yang Melekat poda Tanah dulam Eensepsi Penevopan Asas Pemizahem Horisontad, Posettit PT, Cllm
Aditya Bakii, Dandung, 1996, him §4.

“Pusut Bahasa Depurtemnen Pendidikin Mosional, Kanmes Besar Bahasa Indonesia., (e G, him. 10

M ibid

" Theo Huijbers, £ilsafar Hukum dalam ..., Cip i him, 2%,

" ibid,

M arl Jonchim Fricdrich. #ifsafin Mukam Feespebsil Historix, Cetaban 1, Penerbit Nuansa dan Penerbit Musa
Media, Bandung M4, hlm 24-23.
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Theo Huijbers menyatakan bahwa hukum sangal erat hubungannya dengan
keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan
dengan keadilan supaya sungguh berarti schagai hukum. ¥ Kedanlatan hukum
jelas berkaitan crat dengan keadilan. Kita dapat melihatnya dengan mengingal
gagasan sistem hukum dan hubungan dekatnya dengan prinsip definitif keadilan
sebagal keteraturan. Sebush sistem hukum adalah sebush unstan amuren publik
yang memaksy yang ditujukan pada orang-orang rasional dengan tujuan mengatur
perilaku mercka dan memberikan kerangka kerja bagi kerjasama sosial, Ketika
aturan-aturan ini adil mereka menegakkan scbuah dasar bagi harapan-harapan
yang sah. **

Thomas Aquinas membedakan antara keadilan  distributif (iustitia
distributiva), keadilan tukar menukar (fustitia commutativa) dan keadilan legal
(iustitia legalis). Keadilan distributif menyangkut hal-hal umum seperti jabatan,
pajak dan scbagainya, Hal-hal ini harus dibagi menurut kesamaan geometris,
Readilan tukar-menukar menyangkul barang vang ditukar antara pribadi seperti
jual beli dan sebagainya. Keadilan legal menyangkut keseluruban hukum,
sehingpa dapat dikatakan bahwa kedua keadilan tadi terkandung dalam keadilan
legal ini. Thomas Aquinas mengikutl pandangan Anstoteles.

John Rawlz menunjuk ada 2 prinsip dalam keadilan yaitu ;

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas seluas

kebebasan yang sama bagi semua orang.

*Theo HMuijbers, Filvafar Hwkon, O i W 63,

*nhn Rawls, Teori Keadilan, Pencrbit Pustaks Pelajar, Yopyskaria, 2006, him, 280 209,

*Boejono [Hrdinstwirt, Filvafiar Hukum delam Keasepsi dan Arslive, Aluami, Bandung, 1984, him. 95,
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2. Reumpangan sesial dan ckonomi mest distur sedemikian rupa schingya ;
a. [Dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang
b. Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang, ™

Prinsip pertama menunjuk hahwa kebebasan ini harus setara karena warga
suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama. * Prinsip kedua
herkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekaysan serta dengan desain
organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tangrung jawab, atau
rantal komando. Scmentara distnbusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama,
harus demi keuntungan scmua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi
otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang, Masyarakat
yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi
semia orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan
sosial ckonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan. ™™

Pengaturan tentang perumahan dan pemukiman memerlukan penanganan
secara adil kepada seluruh warga masyarakar, Perimahan merupakan sektor yang
memainkan peranan penting dikarenakan dapat mengeerakkan akiivitas ckonomi.
Perumahan bukan saja mewwjudkan pekerjaan dalam industri perumahan tetapi
Juga kepada industri-industri yang berkastan dengan perumahan seperti industd
yang menghasilkan hahan bangunan dan peralatan perumahan. Subsidi perumahan
dapat merangsang ekonomi seeara relatif dibandingkan dengan bentuk-hentuk

*John Kawls, 1eorl Keadilun, € hlin, 72,

" fbid, hlm, 73.

9 el
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perdelanjaan negara yang lain."" Dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 4 Taun

[992 tentang Perumahan dan Permukiman dijelaskan mengenai asas serta tujuan

dari penatasn perumahan dan permukiman. Asas tersebut diantaranya adalah asas
manfast yaitu pembangunan yang menggunakan berbagai sumber dava yang
terbatas agar dapat dinikmati secars merata olel seluruh rakyat. Asas adil dan
merata memberikan landasan agar hasil-hasil pembangunan perumahan dan
permukiman dapat diniltma_ni secara adil dan merata oleh scluruh rakyval. Asas
kebersamaan dan kekeluargaan memberikan landasan agar polongan masyarakat
vang kust membantu golongan masyarakat yang lemah dan mencegah terjadinya
lingkungan permukiman vang eksklusif Asas kepercayaan kepada diri sendiri
agar segala usaha dan keglatan dalam pembangunan ini berumpu pada prakarsa,
swadaya dan peran serta masyarakat. Asas kelerjangkauan adalah bagaimang
pembangunan ini dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi lemah. Asac
kelestarian lingkungan hidup vang berarti bahwa pembangunan ini diharapkan

-

3. Asas dan Sistem Perumahan dan Permukiman d Indonesia

Asas pembangunan di bidang perumahan dan permukiman yang bertumpu
pada masyarakat memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk
dapat berperan serta dalam usaha ini. Pemerintah mempunyai kewajiban dan

m'{.i-mm, Richard K. Follow The Ledder flow Changer fo Revideniial And Non Residentiol Tevestment
Predict { hanges In GIP. Real Tatate Feomsmic, 1997, him, 253-270,

Undang-Lindang Nomor 4 Tahun 1942, Op.Cit., Penjidasan Pasal 3.
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tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dalam wajid: pibiatias dan
bimbingan,

Herberipa asas yang menjadi dasar dari pengaruran Rancangan Undang-
Undang Perumahan dan Permukiman adzjah: "%

1. Asas Kescjahteraan [Jmum mengandung arti pengadaan perumahan, rumah
susun dan permukiman dimaksud unmk mewujudkan kescjahteraan lahir dan
batin seluruh rakyal Indonesia secara adil dan merata berdasarkag Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga setiap warga negara Indonesia dan
keluarganya dapat memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan,

2. Asas Keadilan dan Pemerataan memberikan landasan agar pembangunan
perumahan dan mmsh susun dapat dinikmati secara merata, dan tiap-tiap
WHTER negara dapat menikman hasil-hasil pembangunan perumahan yang
layak

3. Asas manfal memberikan landasan agar  pelaksanaan  pembangunan
perumahan dan permukiman yang menggunakan berbagai sumber daya yang

terbatas  dapat  dimanfaatkan sebesar-besarnya  bagi  kesejahtersan  dan

kemakmuran sctiap warga negara,

4, Asas Keserasian dan Kescimbangan dalam perikehidupan mewajibkan adanya
kescrasian kcpcmingan—l-:ep«;mingm dalam pemanfaatan rumah susun, unmgk
meneegah timbulnya kesenjangan-kesenjangan sosial,

5. Asas Swadaya Masyarakat memberikan landasan peran serta masyarakat
untuk furut serts mengupayakan pengadaan dan pemelibaragn terhadap aspek-

aporun Akhir Kajian Teknis Peryempiarnasn Hukwn Nasional Bidang Permmahun Uan Permukiman,
Tohun Angparan 2003 Bogien Hukum Sckretaria) Dircktorat Jendral Perumahon Das Permubiman
Deparicinen Permuliman Dan Prasnrans Wilayah,




aspck  perumahan  dan  permukiman  schinpga  mampu membangkitkan
kepercayaun akan kemampuan dan kekuatan sendiri,

6. Asas kcbersamaan dan kekeluarsaan memberikan landasan agar golongan
masyarakat yang kuat membantu golongan masvarakat Yang lemah dan
mencegah tenjadinya lingkungan permukiman vang eksklusif,

7. Asas kelestarian lingkungan hidup memberikan landasan untuk menunjang
pembuangunan berkelanjutan bagi peningkatan kescjahterasn, baik generssi
sckarang maupun penerasi yang akan datang,

8. Asas Ketwegangkauan memberikan landasan agar  hasil pembangunan
perumahan dan permubiman dapal dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan
rendah,

S&mmﬁngkasmshukmnpetmhmdﬂnpmmukim&nmm
dengan sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia terdin dari asas
horizontal dan vertikal, sedangkan bentuk pemilikan dari mAsing-masing asas
tersebut dapat berupa bentuk rumah dengan pemilikan pribadi MaUpun sewa

Pengertian horizontal sendiri adalah berhubungan dengan suatu vang
terletak sejajar dengan horizon ataw paris lurus: datar; mendatar, sedangkan
vertikal adalah tegak hurus padas dasar (dari bawah ke atas maupun sebaliknya)
bersudut 90 derajat dengan tanah atau lantai, dengan bidang datar atau
horizontal"**

Asas horizontal dan asas vertikal dalam pembangunan perumahan dan

permukiman berkaitan dengan asas pelekatan vertikal dan asas pemisahan

"1, 8 Bodudu, Kamus Kato-Kate Seragan Awing dalam Balse Indenesia, Pencrtil Buky Kompas, Jakarts,
2003, bim, 143 dan 362
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horizontal, Asas pelekatan vertikal yailu asas yang mendasarkan pemilikan tanah
dan segala benda yang melckat padanys sebagai suaty kesatuan vang tertancap
menjadi satu, sedanpkan asas pemisahan honzontal justru memisahkan tanah dari
segala henda vang melekat pada tanah tersebut '
Selain adanya asas dari pembangunan perumahan dan permukiman
Juga dikenal adanya sistem dalam pembangunan perumahan dan permukiman,
Istilah sistemn dalam pengertian kesisteman diartikan schagai suatn susunan atau
struktur yang terintegrasi, schingga merupakan suatu rangkaian kesatuan yang
utuh dan menyeluruh yang mempunyal tujuan dan pola eksistensi vang mantap
dan teratur, bersifat dinamis serta tumbuh, yang terdiri dari bagian yang
dinamakan subsistem yang satu dengan yang lain bersifat kait mengail, saling
berhubungan, saling mempengaruhi dan saling mempunyai ketergantungan. '
Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum 1ty merupakan tatanan,
merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-
unsur yang saling berkailan erat satu sama lain. '’ Pada umumnya asas hukum im
berubah mengikuti kacdah hukumnya. Kacdah hukum akan berubah mengikuti
perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat. '™ Dan dalam
penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum
(Rechtssicherheit), _ kemanfastan  (Zweckmassigkeit) dan  keadilan

"juhacetah | s, Lembaga Saminen (e Cit hlme 65,

"™ Analisis CSIS, Masalal Tanah Semakin Meninghat, Penerbit Centre for Steategie and Inlenational Studies,
Tahun XX No.2, Maret-April 1991, him. §6.

" Budikna Mertalusime, Mengeau! Hulam Sustu Panganter, Edisi Pertama,  Cesnkan Pertama, Pencrbit
Liberty, Yogyakarts, 1956, him. 00,

rhid, hlm. 33-34.
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(Gerechtigheit),'™ Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan

atau penegakan hukum keadilan diperhatikan, '™

Hubungan  antara  pengertian  sistem  dengan  sistem  pembangunan
perumahan  dan  permukiman  adalah  susunan  atan  struktor  organisasi
pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakssnakan secara terpadu dan
menyeluruh secara nagional dengan (yjuan untk pemenuhan kebumhan akan
tempat tinggal vang layak, di dalamnya terdapat tahap-tahap serta tata cara yang
terdiri dari bagian-bagion lentang hal pembangunan perumahan yang sesuai

dengan peraturan perundang - undangan.

Komposist sistem dan pembangunan perumahan dan permukiman baik
secara horizontal dan vertikal terdiri dari jemis perolehan dan cara perolchan, jenis
pembiayaan, dan sistem hunian yang berwawasan lingkungan.

Jenis perolehan tanah bagi pengembang vang hendak  melakukan
pembangunan perumahan di wilayah siap bangun adalah Hak Guna Bangunan
atau Haok Pakai. Apabila tanah yang tersedia di kawasan siap bangun tersebut
berada di atas tanah negara, maka cara perolehan tanah yang dilakukan olch pihak
pengembang adalah permohonan hak kepada negara dimema kewenangan
pemberian hak atas tanah kepada pengembang terschut dilimpahkan sebagian

kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Masional Propinsi atau Kepala

0 rict | hilm, 130,

0 i, hlme 131.




Kantor Pertanahan Kabupaten®otamadya ' Bila tanah yang tersedia sudah
memiliki landasan haknya maka dapar dilakukan perbuatan hukum  uniuk
pemindahan haknya, berupa jual-beli, tukar menukar, hibah, mavupun pembagian
hak  bersama. Pemcgany hak atas tanah dapat melepaskan hubungan hukum
dengan sebidang tanah haknya secara sukarels, Dalam Perpres Nomor 36 Tahun
2005 tentang Pengadasn  Tanah Bagl Pelaksanaan Pembanmman  Uniuk
K-::_,[mling.m Umum dikenal dengan istilah pelepasan hak atau penyarahan hak.
Pelepasan atau penyerahan hak sscars sukarela ini dilakukan setclah melalui tahap
musyawarah dengan diberikan ganti kerugian berdasarkan kesepakatan vang telah
dicapai di dalem Pasal 1 Perpres Momor 36 Tahum 2005, MNamun apabila
pemegang hak atas tanahnya tidak mau melepaskan sebidang tanahnya, maka
dapat dilakukan pencabutan hak dimana dalam hal ini pembangunan rumah susun
lermasuk kegiatan pembangunan wntuk kepentingan umum schagaimana yang
diatur dalam Pasal 18 UUPA  juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 196]
tentang Pencabutan Ilak-Hak Atas Tansh Dan Benda-Benda Yang Ada Di
Atasnya, diunana dalam hal ini pembangunan rumah susun termasuk kegiatan
dalam pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dialur dalam
Perpres Nomor 36 Tahun 2005, schingga dapat dilakukan pencabutan hak 2
Kepemilikan perumahan untuk hunian yang dibengun oleh pengembang di

atas sebidang tansh Hak Guna Bangunan hanva dapar dimiliki oleh Warga Negara

""Peramuran Menteri Megara Agrariz’Kepala Badan Pertanahon MNasional Momor 3 Tahun 1994 Eentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberion Hak atms Tasah Megora, Paal 2, Pesberian Hok Guna Bungunan atas
tnuh  yong luwinya tdok fehih dari 2 Ha menjadi keweningnn  Kepuln  Kanlor  Pertaashan
KabupatenKolamadys, sedangkan bils tanah Tak Chana Dangunan yang luosnya tidak lebib dari 15 Ha
menjadi kewenanpan Kepala Kantor Wikryah Badan Pertanahan Nusional Propinsi.

"Aric S Hutagalung, Teburer Pennikiras Sepuctar Mok [okum Tanak, Penerbit Lembaga Pemberdayang
Hukmn Indonesia, fakarty, 2005, him, 154
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Indonesia, sedangkan Warga Negara Asing hanya dapat memiliki remah hunian
tersebut apabila tanah vang tersedia adalah tanah Hak Pakai'"

Penghunian rumah yang bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan
atau izin dari pemilik rumah secara tertulis, Kescpakaton yang dapat dilakukan
antara pemilik rumah dengan penghuni dengan cara sewa-menycwa maupun
dengan cara bukan scwa-menvewa scbagaimana vang dimaksud dalam Pasa]l 12
Undang-tindang Nomor 4 ‘Tahun 1992, Pembangunan perumahan dan
permukiman yang bukan dilaskukan oleh masyarakat pemilik tanah juga dapat
dilakukan olch badan usaha/pengembang di bidang perumahan vang ditunjuk olch
Pemerintah  berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992,
Pembangunan  perumahan yang  dilakukan olch pengembang hanya dapat
dilakukan di kawasmn dan lingkungan yang siap bansm dan berdis sendin. '™

Penyelenggaraan pembangunan rumah susun dapat dilakukan di atas tanah
Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah negara, atau Hak
Pengelolaan  sesuai dengan peraturan perundang-indangan  vang  berlaku
schagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985,
Satean rumah susun dapat dimiliki oleh perscorangan ateu badan hukum yang
memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah,

-Jenis perolehan Hak Milik atas satvan rumah susun yang dapat dimiliki
oleh Warga Nepara Indonesia maupun Badan Hukum yang didirikan menurut

hukum Indonesia dan berkedudukan di Indomesia adalah rumah susun yang

" “"Peraturan Pemerintah Nomor 41 | ahun 1996 tentang Pemiliban Numah Tempear Tingeal atru Hunian alek
{rane Arine vanr Berbedvdukan of fndosesia, Pagal 2

M ndang-TTndang Momor 4 Tehon 1992, Op.Tfr., Pasal 23,




1

dibangun di atas tanah Hak Guna Bangunan, sedangkan Jenis perolchan Hak Milik
atas satuan rumah susun bagi Warga Nepgara Asing maupun Badan Hukum Asing
vang ingin memperolch satuan-satuan atas rumah susun dapat dilakukan apabila
rumah susun yang dibangun berada di atas wnah Hak Pakai,

Pemerintah sejauh ini berupaya untuk memenuhi kebutshan akan
perumahan yang layvak, schat, aman, scrasi dam terjangkau olch masvarakat
golongan ckonomi lemah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Namun dalam prakteknya timbul
permasalahan menyangkut masalah pembiayaan pembangunan rumah  serta
menyangkut masalsh hukum lainnya, misalnya mengenai lata cara pemberian
kredit, penyediaan tanuh, pengaturan lingkungan, '

Untuk mengatasi masalah perumahan, pemerintah memudahkan pemilikan
rumah dengan cara pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman
dengan fasilitas kredit, Ketentuan yang harus dipenubi dalem fasilitas kredit i
dibarapkan agar sesuai dengan kemampusn masvarakat dalam arti sistem kredi
Justru tidak akan memberatkan masyarakat marjinal,

Jenis pembiayaan tersehut schaiknya cicilan tiap bulannya ataupun
mengenai bunga dan wang muka diharapkan agar disesuaikan dengan kemampuan
ehonomi juga karena keterbatasan inilah maka diharap para pengembang atan
developer mempunyai kesadaron yang tingpi dalam usaha pengadaan perumahan
dan permukiman. Petan pemerintah dapat pula dilihat dalam program pemerintah

kepada masvarakal yaitu dengan budaya koperasi perumahan, melalui koperasi

" el Lamzah, Dessar-fusar fukum Perumaban, Pencrbit Rineka Cipta, Jakartu, 2000, hlm, 4.




banyak kebutuhan anggota masyarakat yang dapat dipenuhi secara bersama-sama
dengan biaya yang lebih murah, penyelenggaraan yvang lebih mudah dan dalam
wiktu vang singkat."'”

[Jalam prakick peluksanaan pembangunan perumahan dengan sistem KPR
yang biasanya dibangun atau dilaksanakan oleh pihak perusshasn pembangunan
perumzhan yaitn badan usaha yang berbentuk badan hukum. Unmk dapat
mclaksanakan  pembangunan  perumahan  dan permukiman  perusahaan
pembangunan perumahan  wajib  untuk  melaksanakan  penyediaan  tanah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987
tentang Prosedur Pelaksanaan Penyediaan Tanah,

Kemerosotan indusitri perumabhan dan permukiman dapat discbabkan
karcna faktor langkanya dana jangka panjang. Oleh karena i, untuk membentuk
kembali industri perumahan yang efisien di Indonesia diperlukan kredit yang
disalurkan oleh perbankan berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang bersifat
jangka panjang dimana dananya berasal dar tabungan, giro, dan deposito yang
merupakan dana jangka pendek. Jika bank terus mencrus mencrbitkan KPR
dengan pembiayaan yang bersumber pada dana jangka pendek, bank akan
mengalami kesenjangan antara sumber dan penggunaan dana (mismatch funding).

Untuk mengatasinya perlu dilakukan mobilisasi dana jangka panjang
uniuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang berjangka panjang pula, antara lain
melalui teknik mitigasi resiko kredit lain yang telah dikenal sesnai dengan standar

praktik internasional, yailu schuritisasi asct. Salah satu bentuk konkret sekuritisasi

"Gatot Supramond, Perbankar dan Masalah Kredit suatc Tinjoun Yuridés, Edisi revisi, Penerbit Djambatan,
Jakaria, 1996, him. 112




asel yung menjadi alternatif pembiayaan adalah tersedianya pasar pendanaan KPR
sekunder melalui pembentukan Secondary Mortage Facifity (SMF).  Kegiatan
dasar usaha SA{4 adalah membeli tagihun KPR dari bank penerbit KPR, kemudian
menerbitkan efek atau sekuritas untuk dijusl kepada investor dengan jaminan
tagihan KPR yang didukung dengan Ilak Tanggusgan yang dibebankan atas
bidang tamuh yang dibeli melalni KPR tersebut, Denpgan demikian, SMF
diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan mendidik pasar agar KPR yang
diterbitkan dapat memenuhi nilai investasi yang ditetapkan.

Dengan menciptakan Sccondary Mortgage Facility diharapkan dapat
menunjang sistem pembiayaan perumahan yang berlaku saat mi, schingga di masa
mendatang sumber dana wotuk pembiayaan perumahan bisa didapat dari berbagai
sumber.'"” Sccondary mortgage market penting dalam perumbuhan lembaga
Eeuangan pada sektor perumahan karena berorientasi pada satu tujuan, vaily unmik
meningkatkan aliran dana untuk perumahan.'™ Pasar sekunder menjembatani
tjuan ini dengan menghubungkan pihak-pithak  yang membutuhkan dan
mempunyal dana, Caranya yailu dengan mengembangkan lembaga dan instrumen
baru yang dapal mengurangi resiko pinjaman dan menvediakan dana segar,
Pembentukan pasar sekunder pembiayaan perumahan {(secondary mortgage
marker) dapat menghadirkan investor baru schingga memperluas penyediaan
dana untuk perumahan. Kemampuan untuk menjual dan meminjam  melalu

"“Fund Bawazicr, Pertembongan Chonom Cilobal dan Pengunian {emhage Kenangan Dalam Mendubug
Pembangunon  Perkofuon, Mokoloh dissmpaikan dalam Konvensi Nasional Pernguizn Peran  Seria
Masyarakal [alam Penatean Kuang dun Pembangunom Perkotaan, Jakaria T-X Mei 1996, him, 10,

""Jess Lederman, The Hondbook of Morigage Banking © rends. Opprrlunity and Strategy, Mortgage
Hunkere Aszocistion of Unibed Swanes, Chicaga, 1995, hbm. 277




mortgage i meningkatkan likuiditas dan mengurangi resiko dalam penvediaan
pembiayaan jangka panjang

Fasilitas sekunder pembiayaan perumahan tergantung pada keberadaan
pasar primer yang kuat dimana KPR menjadi aset yang menarik dengan perjanjian
yang terkait kepadanya. Prasyarat utamanys adalah perangkat hukum yang kuat
dalam kegiatan pendafiaran. penyvelenggarasn, dan perjanjian jual-beli dan
simpan-pinjam. Pasar modal yang schat juga merupakan sarana yang penting
dalam pengembangan pasar sckunder pembiayaan perumahan, Solusi terbaik
untuk memasuki pasar modal bagi pembiayaan perumahan mencakup tiga
komponen, yaitu:

a  Apa yang diinginkan atau dibutuhkan pihak penerbit
b, Apa vang akan diterima investor
€. Sistem, peraturan, dan hukum apa yang mengaturnya

Salah satu bentuk derivatif atau turunan dari $MF dikenal dengan nama
subprime mortage securities yang dalam pengertian singkatnya adalah surat utang
yang ditopang jaminan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

Pembentukan ini sangat potensial dalam menciptakan pasar dana Jangka
panjang yang merupakan basis pembiavasn perumahan, Tanpa SMF, industri
perumahan Indonesia akan sulit hidup kembali. Karena salah satu sifat industri
perumahan sangat sensitif terhadap fluktuasi kenaiken suku bunga. Hal inipun
merupakan ceminan Ketergantungan hisnis perumahan terhadap dana dalam

jumlah besar (capital imtensive) serta bersifal jangka panjang (long rerm

finameing). Kenyataan timbulnya crash property di Indonesia menunjukkan secara
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makre maupun mikre perumahan di Indonesia sangat rapub. Masa depan indusird
perumahan di Indonesia yang akan datang akan sangat rentan dengan gejolak
perckonomian. Untuk itu diperlukan terobosan barn atasu asas yang dapat
dijadikan  dasar dalam  pembangunan perumahan  dan  permukiman.
Ketidakseimbangan alokasi kredit sektor properti akan berakibat pada kelangkaan
Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pada sisi lain peluang SMF schagai sebuah
solusi sangat strategis terutama umluk meningkatkan permintaan  sekaligus
menciptakan efisiensi pasar, dalam jangka panjang SMF akan mendorong suku
bunga KPR karena mobilitas dana jangka panjang dalam negeri juga dischabkan
dana jangka panjang dari luar negeri. Sclain itu SMF diharapkan agar dapat
membentuk pasar obligasi baru bagi investor institusional antara lain asuransi
Jjaminan sosial dan dana pensiun,

Solusi lain juga dapat dengan cara usaha untuk memobilisasi sumber-
sumber pembiayaan jangka panjang perlue dilakukan guna mengpali sumber-
sumber dana masyarakat, schingga tersedia dana jangka pamjang vang
berkelanjutan. Scjalan dengan i perlu juga diadakan peningkatan angvaran
kredit likuiditas Bank Indonesia khusus untuk pembangunan Rumah Sederhana
atau Rumah Sangat Sederhana. Kini sudah saatnya Indonesia membangun schuah
industri perumahan dan bisnis properti yang efisien, solid dan stabil. Untuk itu
diperlukan paradigma dan vigi baru pembangunin perumahan nasional melalui

sebuah macre planing yang disponsori oleh pemerintah. Bila sebelumnya peran

pemerintah lebih banyak dalam pengurusan dan pelaksanaan pembangunan. di cra
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globalisasi peran pemerintah akan bergeser menjadi motivator, dinamisator,
fasilitator sckaligus pemegang fungsi schagai pengonirol,

Pembangunan perumahan dan permukiman harus mengacu pada sistem
pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lngkungan hidup maupun
berkelanjutan  dalam  penyelengparnan  penataan  ruang. Penyelengparamm
pembangunan perumahan yang berwawasan lingkungan hidup mengacu pada
perlindungan sumber daya buatan vang penting ditujukan kepada konservasi dari
fungsi sumber daya tersebut bagi kesinambungan pemhbangunin sebagaimans
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Iidup. Sumber daya buatan itu meliputi bendungan, waduk, instalasi
encrgi, perumahan dan permukiman, dun lain-lain.'"” Dalam Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Rusng menpgunokan istilah
berkelamutan dalam  penyelenggarasn penataan mang yang bertujuan untuk
mewujudkan ruang wilayah nasional vang aman, nyaman, dan produktif
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, '

Ciri utama dari sistem adalah adanya nguan yang sama atau adanya
kesatuan tujuan. Tujuan sistem perwmahan dan permukiman di Indonesia baik
secara vertikal maupun horizontal adalah sama-sama mewujudkan tujuan dari
masing-masing sistem it  sendii  sccara  nasional  yaitu  mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Indonesia,

Indonesia pada saat sckarang ini memasuki era baru yaitu cra otonomi

dacrah yang penuh dengan perubahan-perubahan mendasar, baik  untuk

R pesnadi Hordjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, e D0, Bilene 202,

" Undang-Undang tentang Penatoan Rwang, TN Mo 26 Tabun 2007, Pasal 3.
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masyarakat maupun pemerintah sccara keseluruhan, Perubahan itu antara lain
perubahan dari seniralisasi menjadi desentralisasi, dari proses instrukturtif
menjadi fasilitatif atauw dari sifst dilayani menjadi melayani yang semula
mengandalkan power menjadi profesionalisme.

Pemahaman mengenal hubungan antara sentralisasi dengan desentralisasi
perlu dijadikan acuan dalam menyimak Bab [V Undang-Tindang Nomor 22 Tahun
1999 juncio Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dengan alasan memberikan batasan-batasan dalam bidang-bidang vang
sccara otonomi telah diberikan olch pemerintah pusat'” Dengan perubahan
paradigma tadi harus dapat mendorong peran swasta di dalam pembangunan
termasuk pengembangan perumahan dun permukiman. Namun demikian dalam
pelaksanaan otonomi daerah ini masih dalam proses selanjutnya. Menvikapi hal
tersebut kita harapkan bahwa kebijakan kebijakan yang akan dikeluarkan baik
dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan
semangat yang telzh ada di pasar schingga mampu menarik investor/pengembang
asiny mavpun pengembang dalam negeri sendiri.

Dalam pembangunan Nasional Indonesia yang pada hakekatnya adalah
pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh manusia Indonesia,
yany diantaranya adalah pembangunan perumahan maupun permukiman yang
layak, sehat, aman, serasi dan teratur yang merupakan salah satu kebutuhan dasar

manusia dan mtrupakan [aktor terpenting dalam peningkatan harkat dan martabat

""Undang-1 Indang tentang Pemerintahin Duerah, UL No. 32 Tahun 2004, 1N No. 125, TLN No. 4437, Pasl
Tik pyat 3. Ulrosns Pemerintsh Daerab meliput bidang politik Tuar negen, perishanan, keamanan, Vi,
moncler dan lizkal pasioonl, dan apamo.
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serta mutu kehidupan bagi masvarukat Indonesia maka perlu ditingkatkan dan
dikembangkan pembangunan perumahzan dan permukiman secara terpadu, terarah,
herencana dan berkesinambungan, Peningkatan ini diftjukan vntuk mengatasi
permusalahan tentang pembangunan Ji atas agar dapal menjadi kesatuan
fumgsional dalam wujud tata ruang fisik, maupun kehidupan sosial, ekonomi serta
budaya, '+

Dalam  pembangunan  Nasional  tidak lepas dari Sasaran Program
Pembangunan vang sesusi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) dimana salah sapy sasarannya
dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah terselenggaranya upaya
pemingkatan  lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat dengan
memaksimalkan potensi sumber daya sceara mandiri, &

L Indonesia asas pembangunan perumahan dan pexmukiman tidak akan
bisa terlepas dari tujuan asas perencanaan pembangunan nasional sendiri vaitu
antara |ain:'**

2. Mendukung koordinasi antar pelaku pentbangunan:

b. Menjamin lerciptanya inteprasi, sinkronisasi dan sinergl antar  fungsi
pemenintah, baik pusat maupun daerah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara PCIENCANAAN, Pengangoaran,
pelaksanaan dan pengawasan;

.'i:l.lndm.g-ﬂnﬂmg tentong Progrom Pembangunan Nugional (PROPENAS) UL No 25 whan 3000 1N
Mo 206, Lmplran, Bab VIIL

2 i,

" Undong-Undany 1entang Regcma Fembangunan JTangka Menenguh Nasiosal, UL Ne, 25 13, Mo, Tahun
2005, Bab IT angha 1 snmpai dengan 3




d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya Secara efisien. efektf,
herkeadilan dan berkelanjutas.

Pelaksanaan otonomi dacrah adalah menyangkut berbagai bidang, Dalam
bidang-bidang yang dimaksud di atas adalah mengenai penyelenggaraan secara
kombinasi antara seniralisasi dan desentralisasi. Penyelenggaraan ini tidak hanya
pada bidang pemerintahan, di dalam Pasal 11 Undang-l/ndang Nomor 22 Tahun
1999 funmcre Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daemhdnpmdﬂihathahwmmhanmmpukmmlahsamhidang
pemerintaban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota, namun
wewenang yang diberikan kepada pemerintah kabupatenkota mengenai bidang
pertanahan tersebut hanya sebatas lokalitas dan tidak hersifat nasional.

Pemberian otonomi pada bidang pertanahan kepada daerah kabupaten/kota
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
merupakan suatu perubahan dasar dalam pelaksanasn hukum tanah nasional.
Pengertian “Otonomi Dacrah™ dalam undang-undang tersebut dirumuskan sebagal
“Kewenangan Daerah Otonom™ untuk mengatur dan mengurus  kepentingan
sesuasi dengan peraturan perundang-undangan, Meskipun pengaturan permberian
otonomi berada pada “Pemerintahan Dasrah Kabupaten atau Kota™, namun karena
pada kalimat terakhir disebutksn bahwa sesusi dengan peraturan perundang-

undangan maka pengaturannya berada dalam bingkai negara kesatuan. Kebebaszan

dalam mengatur dan mengurus kebijakan bidang pertanahan akan tetap dalam
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kerangka kebijokan dasar dan pokok-pokek ketentuan hukum pertanahan yang
berlaku nasional,

Hubungan antara kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah atau pelaksanaan otonomi daerah mengenai asas pembangunan
perumahan dan permukiman sebagai contoh misalnya, pengurusan ijin lokasi, ijin
mendirikan bangunan, perencanaan  dan  penctapan  tata  ruang, Apabila
dikclompokkan dan disimpulkan aspek kewenangan-kewenangan tersebus dapat
diklasifikasikan menjadi: '’

a. Kewenangan dalam aspek fisik meliputi penataan persediaan, peruntukan dan
penggunaan tanah.

b. Kewenangan dalam aspek politis meliputi penatsan hubungan hukum serta
administrasi pembukiannya.

¢, Kewenungan dalam aspek politis meliputi penataan penguasaan dan pemilikan
tanah.

Pengendalian penguasaan tanah diatur dalam hukum tanah adat vang
kemudian diangkat dalam UUPA, berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945 dan
Pasal 2 UUPA." Walaupun sudah disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 56
Tahun 1960 tentang Penetapan Luss Tanah Pertanian, bahwa mengenai
maksimum tanah perkotaan akan diatur dengan peraturan pemerintah, namun
peraturan pemerintah tersebut sampai dengan saat ini belum ada, jadi mengenai
kejelasan asas im belum secara pasti dapat dijadikan pedoman dalam setiap

™ aric 8, Hutgalung, Tebaran Femibiran.,, (i Cif, hlm 45,

i,




71

penyelesaian mosalah tanah ataw apraria. Cara uniuk mengatasi masalah

penyedizan tanah di perkotsan dapat ditempuh melalui kebijakan, antara lain: '’

1. Konsolidasi tanah perkotaan bertujuan untuk mengatur kembali bidang tanah
dalam bentuk yang serasi untuk kemudian dibangun perumahan yang terdapat
fasilitas wmum.

2. Pembenmkan badan hukum yang bertugas menyediakan tanah, mematangkan
dan kemudian menyalurkan untuk berbaga  keperluan termasuk  uniuk
permukiman.

3. Perolehan tanah dengan cara penukaran tanah dengan sebidang tanah vang
sctara dengan saham perusahaan yang mengambil alib tanah itu.

Kebijakan apapun yang akan diambil hendaknya diperlukan pemikiran
untuk membangun perumahan demgsn harga yang teganekau oleh masyaraka
lapisan bawah, Perumahan sendiri mengandung arti yaitu sekelompok rumah
atan  tempat tnggal kediaman yang layak dibuni, dilengkapi dengan prasarana
lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial. Upava pemerinlah untuk
menerapkan syarat pembangunan perumahan kiranya belum menunjukkan hasil
yang meyakinkan, walaupun sudah ada pendansan dengan subsidi silang, harga
tanah yang relatif tingei mengakibatkan pembangunan rumah sederhana dibayangi
dengan harga aklor yang tidak terjangkau oleh kelompok marjinal vang sungguh
memerlukan perumahan tersebut. i Indonesia masih perlu perhatian vang cukup
besar bagi lapisan masyarskat vang belum sepenuhnya mendapatkan haknya

S peramuran Kepala Badan Ferisnshan Nasiona] (BFN) Nomor 4 1ahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah,
Pacal 1. Secara konseprual dapat pula diremuskan konsolidasi tanah perkotian adalsh kebijukan pertnnahan di
wilayah perkotaan (urhan) don pinggiron kota vang harus discacsikan dengan rencona tata ruang serta usaha
pengadm Gmah bagl pembangunan.




untuk memperoleh hak atas tanah. Sclain masalah timbul dari pthak masyarakat
yang marjinal yang memerlukan perumahan sebagal tempat hunian pada saar
sekarang ini mendapatkan suatu kendala yaitu dari para pihak industri penimeahan
itu sendiri.

Selain itu guna tereiptanya hunian yang memadai maka diambil kebijakan
vang vperasional dalam penvelenggaraan perumahan dan permukiman mecliputi
melembagakin penyelenggaraan pengembuangan perumahon dan permukiman _
dengan masvarakat schagai pelaku wiama, mewujudkan perumahan selaku
pemenuhan  kebutuhan dasar manusia seda diharapkan dapat mewljudkan
permukiman yang berkelanjutan dan responsif yang mendukung pengembangan
jati diri, produktifitas dan kemandirian masyarakat.

Penggunaan tanzh dalam rangka kegiatan pembangunan perumahan dan
permukiman harus sesuai dengan klasifikasi penataan ruang berdasarkan kegiatan
kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.'™ Kawasan perkotaan
adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan schagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribus
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ckonomi, sedangkan
yang dimaksud dengan kawasan perdesasn adalsh wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan
susunan fungsi kawasan schagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahian, pelayanan sosial, dan kegiatan ckonomi. '™ Kaitannya di sini antara

'"*Undang-Undang Newor 26 Tahun 2007, Op Cir,, Pasal $ avat 4,

P fbicl,, Pasal 1 angika 23 dan 25,
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pembangunan perumahan dan permukiman dengan penataan ruang vaitu bahwa
dalam penggunaan tenah untuk pembangunan perumahan dan permukiman harus
berdasarkan pada fungsi dari kawasan yang menjadi tempat pembangunan ity
sendiri. Umumnya pembangunan i dilakukan di wilayah perkotaan, schab
kegiatan utama perkotaan bukan dard pertanian.

Masing-masing negara memiliki permasalshan  dalam pcnatazn
perumahan, dan masalah perumahan itu sendiri adalah masalah bersama, Tl_dak
ada satu negarapun yang telah berhasil dengan ntas menvelesaikan masalah
penyediaan tempal tinggal bagi warganya. Masalah pengadaan perumaban
merupakan tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan akan lempat
tinggal di negara masing-masing, '™

Masing-masing negara juga mempunyai strategi atau asas yang dapat
dijadikan salah satu solusi bagi penyelesaian masalal di atas, Asas yang diamut
olch berbagai negara yang menyangkut kebijaksanaan di bidang pembangunan
perumnahan dan permukiman sebagaimana disebutkan di atss, telah dilakukan pula
dengan baik & beberapa negara di Asia, misalnya jasa penvedizan perumahan
secara terpadu bagli masyvarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan di
Republik Korea, kebijaksanaan deregulasi dan swastanisast  di Malaysia,
kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediosn lahan untuk perbaikan daersh

masyarakat berpenghasilan rendah pada masyarakat Thailand, dan program

MSiswono Yudohusodo, dkk, Rumah Gtk Selwruh Kukyi, Pencebit Yayasan Podamu  Negeri,
Jakarta, 05991, hlm. 14, Gdak ods saty bangsapun dapol menyatskan telsh memilik resen untuk dopat
menyvelesaikan masaluh peryedizin rumah bagi wargs negnranya Sutu keberhasilon akan dupit tercermin
daui keberbasilan sistem perekenomian seeirn plobal Vang momp menangand hunii inl seris isinva, termasuk
kesejahterian penphunisys, musing-masing negars histyn sedikit yang mompu mengatasi masalah perumahan
itu jugn dengan simem yang kuat.
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pembangunan scjuta rumah pada negara Srilunka, Pada saat yang sama
perusahaan  perumahan milik pemerintah yang iclah maju dalam  bidang
perumahan, seperti Singapura, Hongkong, Philipina dan Jepang juga sedang
memainkan peranan yang besar pula dalam pembangunan perumahan dan
permukiman, !

Lebih lanjut pada negara Singapura, asas pembangunan perumahan dan
permukiman dikenal dengan nama CPF (Ceniral Provident Fund). Maksud dari
pendinan CPF antara lain membante warga Singapura dengan menyediakan dana
untuk membayar vang muka dari pembelian sustu rumah, membayar angsuran
atau jika dananya cukup dapat digunakan scbagal pembayaran perumahan sccara
mﬂﬂi.l}z

Pada saat ini di Indonesia terdapat dua Undang-lindang yang berkaitan
langsung dengan pembangunan perumahan dan permukiman, vaitu seperti
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun serta Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1992 tcmtang Pembangunan Perumahan dan
Permukiman. Yang menjadi persoalan di sind apakah produk Undang-Undang di
atas tclah ada kaitannya deagan UUPA, dimana pola yang dipergunakan pada
kedua Undang-Undang terscbut apakah sudah sesuai dengan pola yang telah

ditentukan dalam UUPA. Selain pola, yang menjadi pertanyaan apakah asas yang

" fhid, him, 15.

1 rbid., hlm, 179,
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dipergunakan dalam kedua Undang-1Undang tersebut saling berkaitan ataukah ada

kesinkronan, '

Dampak tersebut dapat dilihat pada pembangunannya rumesh susun, dalam
kenyataan di lapangan masih menimbulkan masalah vang cukup rumit meski telah
diberlakukannya | ndang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
vaitu masalah wtilitas serta lingkungan tempat tinggal.

Penatagunaan  pembangunan perumahan  sendiri  misalkan pada
sistern  honzontal mengenai tanah yang di atasnya akan dibangun yaitu mengenai
penatagunaan tanah, pendaftaran, perijinan pembangunan yang sesusi dengan
Wwjuan masing-masing dalam memberikan sumbangan peran serta Kepiatannya
dalam menyelenggarakan pembangunan  perumahan  dan permukiman,
pengembangan administrasi pembangunan perumahan dan permukiman untuk
menunjang pencapaian tujuan nasional di atas berdasarkan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, sedangkan pada
pembangunan secara vertikal pada sistem ini didasarkan pada Undang-Tndang
mengenai rumah susun yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1985 dan behwa untuk melaksanakan ketentuan dari Undang-Undang itu
sendin telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

1988 tentang Rumah Susun.

AP, Partindungan, Bwnga Rampat Mubum Agraric serta Landreform, Penerbit Mandar Maju, Jakarta,
1994, hilm, 44647,




B. FERUMAIIAN DAN PERMUKIMAN IIORIZONTAL DAN
YERTIKAL

Pembangunan perumahan dapat dilaksanakan pada schidang tanah yaitu
dengan secara langsung membanpunnya. Namun pembangunan ini tidak bolch
bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992
tentang Perumahan dan Permukiman yaitu pembangunan diarshkan untuk
membangun suatu rumah yang layak dipergunakan sebagal lempat tinggal serta
dilenghkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan yang bersih vang mendukung
kegiatan peri kehidupan dan penghidupan

Pembangunan perumahan dan permukiman dapat dilakukan dalam
berbagai bentuk dan ukuran pada suate kawasen siap bangun yang telah
dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman khusus bagi
pembangunan  perumahan  dan  permukiman  dalam  skala  besar  yang
pembangunannya dilakukan secara bertahap. Kegiatan pembangunan perumahan
dan permukiman dilakukan oleh pemilik hak atas tanzh sendiri vang tentunya
barus sesuaml demgan Undang-Undang vang terkail, sclain ilu pembangunan
perumahan yang tidak dilakukan olch pemilik asli dari tansh yang hendak
dibangun dapat dilakukan dengan persctujuan dari pemilik hak atas tanah dengan
suatu perjanjian tertulis,'*

Setiap warga negara Indonesia mempunym hak vyang sama dalom
memperoleh atau menempati serta memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu

setiap warga negara juga harus dapal memclihara lingkungan di sekitamya

B ctan-Unduny; Momar 4 Tabun 1992, Op.€Cir, Pasal 6 ayat 2,
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untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan,'" Tiap-tiap pembangunan
atas suam tanah yang akan dibangun hendaknya memenuhi kriteria, pertama
kematan pembangunan rumah atan perumahan dilakukan oleh bukan pemilik hak
atas tanah dapat dilakukan atas persetujuan dari pemilik hak atas tanah dengan
suatn perjanjian tertulis.®

Pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk kesejahteraan
masyarakat dengan cara pemenuhan kebuluhan akan tempat tinggal, karena
bukan hanya golongan ckonomi vang atas vang memerlukan tempat hunian,
melainkan setiap masyarakat dan lapisan sosial maupun membutuhkan tempat
untuk hunian yang layak. Pembangunan perumahan dan permukiman perlu terus
didorong dengan dilandasi kesetiakawanan sosial di antara berbagai kelompok
masyarakat dimana yang lebih mampu membantu kelompok masyarakat yang
Kurang mampw'’ Apar tercipta  pemerataan pembangunan perumahan dan
permukiman secara proporsional maka dibentuklah Badan Kebijaksanaan dan
Pengendalian  Pembangunan Perumahen dan Permukiman Nasional, yang
mempunyai tugas pokok yaitu: '
1. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembangunan perumshan dan

permukiman;

"'ibid., Penjelasan Pasal § ayat | Pemenuhabas hak wasga negura tersshut dopat dilakukan dengas cars
membamnmun sendini pni zewa btk yong dibeli secors tunai maupuen dengan cars sngsuran korena menempatt
rumah adakah hak dan worgs peeara sebelum mercka mempunyisd rumzh sendin sorta rumah vang dimaiss)
di mini adalah rumash yeng mempunyvai syarat seria kelayakan lingkungan.

1" hid, Pasal 6 spar 2

"TSural Keputiesm Hersoma Nomor T3WEPTS/1992 tootang Pedoman Pembangunan Perumnhan dnn
Pormakirman e Lingkungan [Tunian YVang Derimbang

”'qutl.n'an Presiden Nomor 37 Tahun 1994 tentang Badan Kbijahanzn dan Pengendalian Pembangunon
Perumahan dun Pemukiman Masional.




78

2. Memecahkan berbapgai permasalahan di bidang pembangunan perumahan dan
permukiman;

3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pembaneunan
perumahan dan permukiman.

Sampal dengan saat ini sektor perumahan dalam kerangka pembangunan
perckonomian  dirasakan belum mendzpatkan perhatian alaw prioritas yang
memadai. Selama inl pembangunan pada scktor ini masih ditempalkan schagai
kewajiban pemenuhan kebutuhan sosial sesual perannya scbagai kebutuhan
masyarakat. Akibatnya permasalahan yang timbul dari gejala ini adalah:

1. Penanganan terhadap peningkaian kualitas perumahan belum memadai,

2. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman terutama pada kawasan
permukiman vang dihum oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah akibat
menwrunnya kemampuan masyarakal dalam hal memclihara sarana dan
prasarana linglungannya di dagrah-daerah perkotaan.

3. Banysknya pertumbuhan yang tidak seseuai dengan arah  rencana
pengembangan wilayah perkotasn serta kurang didukung dengan sistem
infrastruktur perkotaan yang memadai schingga menimbulkan adanya
kesenjangan antar satuan lingkungan atau kawasan permukiman |

4. Helum tersedianya fasilitaz dan mekanisme pembiayaan jangka panjang dalam
pembangunan perumahan.

5. Belum cfisicnsi pasar peromahan yang diantaranva disebabkan oleh mmitnya

proses perijinan dan sertifikasi dalam pembangunan perumahan.




Pengaruh keterpurukan hukum i Indonesia terhadap upaya pemulihan
ckonomi cukup signifikan. Para investor asing akan lebih memilih untuk mencari
pasar lain di luar Indonesia jika kondisi hukum di Indonesia sama sekali belum
mampu mewujudkon kepastian bagi kaum bisnis, investor khawatir menanambkan
mvestasinya dan akibatnya perekonomian kita semakin lemah dengan tingkat
pengangguran vang tinggl. Demikian juga dalam suasana keterpurokan hukum
terdapat hubungan sibernetik (hubungan sccara mendatar) amtara keterpurukan
hukum dan keterpurukan ekonomi. Akibat keterpurukan hukum, jelas tingkat
kepercayaan warga masvarakat vang buruk terhadap law enforcemenr mau tidak
mau akan menimbulkan dampak ncgatif, seperti peningkaton kriminalitas dan
tindak pidana lain, '

Bagaimanakah aparat penegak hukum ikut berperan terhadap upaya
pemulihan ckonomi? Misalnya pada contoh scorang tersangka dalam kasus
korupsi yang diduga telah menggelapkan uang sebesar 70 milyar rupiah, diajak
untuk bemegosiasi secara legal (bukan negosiasi suap-menyuap), jika tersangka
mau diajak berunding dengan Kejaksaan Agung dan bersedia mengembalikan apa
yang telah dikorupsi dan wang negara tersebut, dengan konsckuensi Kejaksaan
Agung tetsp menindak meski “meringankan hukuman”, maka bagaimanapun
hukum telah ditegakkan serta negara memperoleh tambahan dana untuk

dipunakan dalam pemulihan ekonomi ataupun bisa jupa dari pengembalian uang

AR Achmad, Keterpueskan Hikum df Indomesia (Penvebob dan Solusiova), cetakon pertama, Jokarta,
Penerbit Cehalia liwboncsiz, 2002, hilm, 1,
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nepara  dipergunakan  sebagai subsidi  dari  pembiayaan  pembangunan
perumshan, '

Permasalahan Pembangunan Perumahan dan Permukiman baik secara
vertikal maupun horizontal tidak akan terjadi jika terdapal suatn Undang-Undang
ataw afuran vang menpaturnya bersifat idealis, Selain itu pelaksanaon dan
masyarakat sendin akan supremasi Undang-Undang tersebut harus pula dijadikan
budaya akan kepatuhan terhadap hukum terscbut. Seperti yang kita lihat dalam
Undang-Undang mengenai rumah susun sendiri bahwa dalam penjelasan seria
Pasal-Pasal dalam peraturan ini sering sckali menyinggung mengenai
pembangunan rumah  susun bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah,
pengertian ini diulang-ulang secara TEMIS-MENENUs.

Masalah perumahan tidak lepas dari masalah tanah, jumlah tanah yang tiap
cqat makin terbatas dapat memimbulkan pembangunan  perumahan  dan
permukiman yang tersendat, karena seper yang kita ketahui bahwa pembangunan
perumahan berthubungan langsung dengan jumlah tanah yang tersedia, selain im
faktor dari kemampuan ekonomi manusia terdapat pula hubungan antara
kemampuan membeli tanah dengan kemampuan untuk membangun suatu rumah.
Tata cara pengadaan dan permberian hak atas lanah untuk keperiuan perusahaan
pembmgmmnpenmmhﬂﬂdanpcrmukmmdmlu:dalumﬂepm Presiden Rl
MNomor & Tahun 1985 tentang Badan Kebijuksanaan Perumahan MNasional.

Arti tanah sangat berpengaruh dengan budaya pada masyarakat, dimans
erat hubungannya antara perkembangan tapah vang selaln diikuti dengan

perkembangan budaya masyarakat yang tinggal dalam wilayah tersebut, Maka

Inrned hlm 101,




jika bangsa ini menginginkan perubahan yang positif dalam hal budaya salah satu
hal yang dapat dilakukan adalah dengan menctapkan Undang-Undang atan
peraturan hukum tertentu mengenai tanah yang apabila peraturan yang telah
ditetapkan ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta konsekuen.

Dewasa mi, kota besar seperti Jakarta dijadikan tempat untuk mengadu
nasiv bagi para migran, karena i Jakaria peredaran uangnya begitu besar,
schingga para migran beranggapan hi_:hwa Jakarta adalah tempat vang subur bagi
mercka untuk menggantungkan hidupnya,'”' 1lal ini menyebabkan mahalnya
harga tanah di kota yang javh berbeda dari harga tanah di pedesaan. i perkotaan
akses rakyat jelatn terhadap sebidang tanah untuk perumahan boleh dikatakan
sangat sulit, di sisi lain terdapat badan hukum atau perorangan yang menguasai
tanah perkotaan seears berlechiban dengan maksud investasi dan spekulasi. Untuk
it diperlukan pembatasan kepemilikan tanah.

Wilayah kota tidak dapat sccara terus menerus bertambah luas, wilayah
kota akan lerasa menjadi semakin sempit dan terbatas dengan padatnya
lingkungan hunian dan meningkatnya fasilitas pelayanan. Perkembangan wilayah
i tidak dapat dibiarkan bertambah melebar, tetapi perlu dihambat dan perlu
dioptimalisasikan penggunsan Ishan dengan membangun secara vertikal baik
untuk lingkungan hunian maopun untuk t'asiiil.-?s pelayanannya.

Dengan berkembangnya jumlah penduduk kota akan mengakibatkan
semakin terbatasnya lzhan untuk pembangunan perumahan dan permukiman baik

untuk hunian mavpun pembangunan pendukung lainnya karena wilayah kota tidak

M LPIES, Juhariy seboypi Kote Ferturup, dampelm feriudin kida vang lebil kecil, Jakart, 1996, him, 66,




dapat secara terus-menerus bertambah luas, wilayah kot akan lerasa menjadi
semakin sempit dan terbatas dengan padatnya lingkungan hunian  dan
meningkatmya fasilitas pelayanan '

Dengan perkembanpan penduduk kota secara cepat dan lahan untuk
permukiman sangat terbatas, akan membawa akibat lahan di dalam kota harpanya
semakin meningkat. Harga lahan akan semeakin tinggi. bila lahan tersebut semakin
dekat dengun pusat-pusat pelayanan kot Harga lahan perkotaan berubah dengan
cepat, seimbang dengan kebutuhan lahan, baik inu wntuk kebutuhan komersial
mavpun untuk kebutuhan perumahan.

Semakin  sedikimya lahon tanah yamg tidak scbanding  dengan
bertambahnya penduduk, maka dapat kita jumpai pada kenyataannya makin
banyak peraliban fungsi tanah yang semula diperpunakan sebagai tanah
perkebunan  menjadi  tansh untuk  sarana  pembangunan perumahan  dan
permukiman, Permasalahan ini telah menjadi pertimbangan pemerintah vaitu
dengan cara penyclesaian masalah imi dan berhubungan langsung dengan instansi
vang terhail.

Mengingat adanya kecenderungan makin langkanya tanah di dacrah
perkotaan yang dapat dipakai untuk pembangunan perumahan serta makin
tingginya harga tanah, untuk mengefektitkan penggunasn tanah yang terbatas,
pembangunan perumahan dilakeanakan dengan rumah susun ataupun dengan
Perumnas. Pemerintah memberkan kescmpatan kepada masyarakat yang

berpenghasilan rendah, agar dapat memiliki tempat tinggal atau rumah dengan

= Sigwono Yudnhusodo, Rimah Untak . Op. Cit. him. 341




jalan memberikun kredit pemilikan kaveling siap bangun atau kredit pemilikan
T‘Iﬂlﬂh.ju

Didinkannya Perum Perumnas adalab salah satu cara yang di tempuh oleh
pemerintah  untuk menyelenggarakan kemanfastan wnum berupa  kegiatan-
kegiatan yang produktif di bidang pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat
beserta sarana dan prasarana serta melakukan pemupukan dana, Dengan tujuan
melaksanakan kebijaksanaan dan program pemerintah i bidang pembangunan
peramahan rakyat beserta sarana dan prasarananya yang mampu mewujudkan
lingkungan permukiman scsual dengan rencana pembangunan wilayah atau
kota '

Pengembangan di bidang perumahan dan permukiman yang bertumpu
pada masyarakat memberikan kesempatan yang luss bagl masyarakat untuk dapat
berperan serta dalam usaha ini, pemerintah mempunyai kewajiban dan Eanggung
jawab untuk melakukan pembinaan dalam wujud pengaturan dan bimbingan,

Pemecahan masalah perumahan dan permukiman rakyat menyangkur
kepentingan masyarakat memerlukan suatu sistem yang elekif untuk menyaiukan
berbagai instansi pemerintah, perusahasn umum, sektor swasta dan peran serta
masyarakat. Setiap wargancgara berhak untuk membangun suatu perumahan demi
kelangsungan dan kenyamanan dalam melangsungkan hidupnya baik membangun
dengan asas vertikal maupun horizontal sesuai dengan kemampuannya, selain itu
cara pemilikan hek atas tanah dapat beralih atau mengalami peralihan baik dengan
cara pewarisan maupun dengan cara pemindahan hak yang sesuai dengan
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ketentuan Undang-Undang vang berlaku, pemindahan hak terscbut harus
dilaksanakan dengan pembukiian suatu akla autentik karena uwntuk menghindan
sengketa dan apabila terjadi senghketa akan mudah untuk menyclesaikanmya.
Sengketa yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaaton rumah  dapat
disclesaikan melahu badan peradilan yang sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang yang berlaku yaitu sesusi dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992
tentang, Perumahan dan Permukiman.

Setiap orang atau badan hukum wvang hendak membangun suat
perumahan yang berwawisan lingkungan diwajibkan untuk: pertama mengikuti
persvaratan lekmis, chologis dan administratif. Kedua, melakukan pemantauan
lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantavan lingkungan,
Ketiga, mclakukan pemantapan hnghkungan berdasarkan rencama pengelolaan
lingkungan dan keempat mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan
Kualitas linckungan, baik di dalamnya maupun di sekitamya,'**

Untuk meningkatkan daya guna tanah perkotasn. khususnya untuk kota-
kota besar yvang berpenduduk mendekati 1 juta jiwa atau lebih perlu dibangun
rumah susun, yaimue untuk masyarakat golongan berpenghasilan tinggr perlu
dibangun rumah susun mewah, untuk golongan menengah perlu discdiakan rumah
susun mencngsh, scdangkan untuk masyarakat berpenghasilan rendsh perlu
dibangun rumah susun sederhana, '™

| indung-ITndang Momor 4 Tahun 1992, e, Penjelasan Pasal 7.

e iowom Y idoho, Nemek atuk ., CipoCi, 341
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Di dalam perumahan tradisional dari berbagai suku bangsa di Indonesia,
N
mesela bermah tingpal di atas atan remah tingzal dengan kolong (rumahnya

Ssimp ungwy). sudah banyak dikenal Demikian pula pada jaman Pemerntzh

o
=

Belands, mumah-rumah  yang  dikenal dengan verdiepings  huizen
can numah-rumah bertingkat yang bahkan merupakan rumah-rumah vang
je==m bagi penghuninya dijudikan kebangpaan. Tipe rumah tinggal seperti it
= ﬂ-:gm: di whun lima puluhan dalam bentuk rumah susun di dasrah
Rebayoran Baru. Perumahan bertingkat yang lantai bawahnya merupakan toko
=== tempat wszha, dan lantai atasnya rumah tinggal, sodsh lams dikemal
t Indonesia, khususnya di daerah pertokoan di kota-kota besar,
rangunan rumah susun juga harus dapat mewnjudkan permukiman yang lebih
Jemghep dan fungsional, jika diperlukan bangunan gedung bertingkat lainnya ¥

Keadaan terschbut di atas tiduk scpenubnya dibandingkan dengan arti
rumah susun vang dikenal pada wakty imi. Perumahan bertingkat dalam bentuk
apartemen atau fat merupakan lipe perumahan kota yang sudah lazim di kota-kota
Eropa atavpun di belahan dunia lainnya scjak beberapa abad yanyg laju '

Dengan lajunya pertambahan penduduk perkotaan, akan terjadi makin
luasniya perkembangan setiap wilayah perkotasn di Indonesia. Sampai saat ind
pertambahan luas perkotaan cenderung masih secara horizontal. Daerah-dacrah
pertanian yang subur di sekitar kota, seperti ladang dan persawsahan akan habis

olch pelebaran wilayah kola, vang tentunya menggangey tersedianya persediasm

9k Blm, 713,

TR, hlm. 215,
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pangan. Di samping itu akan menimbulkan permasalahan  transportasi dan
mahalnya biaya prasarana serta utilitas kota. Tempar tinggal yang layak berart
tidsk hanya sckedar atap tempat berlindung sesevrang, akam tetapl juga agar dapat
dinikmati kebebasan pribadi, Iuas lantai yang cukup, rasa aman yang cukup,
penerangan dan ventilasi yang cukup, prasarana dasar yang cukup, lokasi yang
dekat dengan tempat kerja dan fasilitas umum lain yang memadai 1%
Pertambahan  penduduk i kotakota mengakibatkan  bertumbahnya
tempat hunian  dengem segaln fasilitasnva. DN lain pihak akan  bertambah
pula fasilitas pelayanan masyarakat seperti pertokoan, Pusat-pusat perbelanjaan,
pasar-pasar, gedung-pedung untuk fasilitas hiburan, taman-laman, sarana ijbadah
dan fasilitas lain yang dibutubkan masyarakat kota. Oleh karena itu, asas

yang semakin hari akan semakin sempit, Meski masih banyak sekali masyarakat
wugbalummmnpumluknwmbangmnnmh untuk fempat tingeal namun
diharapkan agar masvarakat dapat menyiasati sendiri dan diharapkan dapat
mempunyai kesadaran yang tinggi yaitu misalnya seseorang vang dengan tingkat
ckonomi yang tinggi mampu membeli dua atau liga rumah tersebut diharapkan
agar rumah sclain yang ditempati oleh orang tersebut hendaknya dapat disewakan
kepada orang lain yang membutuhkan hunian, Persyaratan sewa-menyvewa juga
diusahakan mampu memberikan solusi bagi masyarakat dalam proses kepemilikan
mimah dengan catatan bahwa tejaminnya hak penyewa yang diharapkan agar

pihak yang menyewakan tidak terlaly mengambil keuntungan yang sebesar-

Wi hlm 341,
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besarnya atas keaduan yang sepert i, dengan cara menetapkan harga sewa yang
sesual dan tidak terlalu tinggi serta dengan syarat atau ketentuan sewa yang
memberatkan pihak penyewn

Hal ini sudah merupakan keharusan karena hak dari penghuni rumah susun
ini juga harus diperhatikan oleh pihak pengelola dan diharapkan dengan ketentuan
ini pengelola bukan saja dapat mengambil Keuntungan yang besar dalam provek
i Tugu. memiliki tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para
penghum rumah susun nantinya,

Pembangunan rumah susun ataw rumah dapat disclenggarakan oleh Badan
Usaha Milik Nepara/Daerah, Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta serta
swadaya masyarakat,”™" Scharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1935
tentang Kumah Susun ini menjangkau seluruh bangunan bersusun pada umumnya
dan masalah untuk polongan masyarakat lemah diatur secara kKhusus karena
seperti yang telah terjadi dalam fenomena sckarang ini telah banvak sekali
pembangunan  perumahan  vang  dilakukan secara  bersusun, tidak  hanmya
diperuntukan bagi masyarakat golongan ckonomi lemah saja melainkan sudah
berkembang dalam cakupan yang lebih luas seperti yang telah ads pada
masyarakat luar negeti.

Asas pembangunan perumahan secara  bersusun  diharapkan  dapat
menghemat penggunasn tanah, asas ind telah banyak diperzunakan pada negara-
negara lain misalnva pada masyarakat Malaysia mengenalnya dengan strata titfe,
memang pada kenyataan babwa pembangunan perumahan mempergunakan asas

i mampyu membatasi penggunaan tanah yang terlalu berlebihan namun dengan

" Andi Hameah, Dasar-Dasar Hdben.., Op. Cit, him 2%
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dun kewapban-kewapiban para penyewa masing-masing dan pemilik bangunan,
hubungan antara para penyewa, pengelolaan bagian-bagian gedung dan
pengoperasian  peralatan-peralatan yang digunakan bersama, semuanya dapat
diatur dalam pefjanjian sewa menyewa yang bersangkutan,'*

Masalah timbul, jika para pemakai ingin memiliki secara pribadi bagian
hangunan yang dipakainya. Apakah menurut hukum hal itu dimungkinkan, karena
sccara fisik bagian - bagian tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan
satu kesatuan dengan bangunan gedungnya, Demikian pertanvaan dari mercka
yang hukumnya mengunskan asas accesic (perlekatan). Kalaupun hal tersebut
dimungkinkan, bagaimana dengan kepemilikan bagian-bagian gedung yang
karena fungsinya harus digunakan bersama Bagaimana pengaturan dan
pembiayaan pengelolaan dan pengoperasian peralatan vang digunalkan bersama,
Karcna selelah semua satuan rumah susun terjual, pembangunan bangunan yang
bersungkutan berdin, karena hanya bagian-bagian vang hanya ada di lantai dasar
saja yang secara fisik berhubungan langsung dengan tanah tersebur '™

Dengan demikian maka pembangunan rumah susun tidak hanya berkaitan
dengan aspek lingkungan dan tata ruang tetapl juga berkadtan erat dengan hak

kepemilikan atas rumah susun

"Rudi Harsono, Hukwm fgraria Indonesta Jiid 1, Penerbit Djambatan, 2003, hlm. 355,

B3 prir




 PEMBANGUNAN. BANCUNAN RUMAH HUNIAN DAN NN

Pembangunan perumahan dan permukiman diyakini mampy mendorong
lebih dari sematus macam kepialan industri yang  herkajtan dengan  hidang
perumahan dan  permukiman,  sehingga penyelenggaraan  perumahan  dan
permukiman sangat berpotensi dalam menggerakkan roda ckonomi dan upaya
penciptaan lapangan kerja produktit'™

Pada kenyatmannya, rumah berfungsi schagai tempat berlindung dari
cuaca,  pangguon, serta buhaya, juga scbagal tempat beristirahat ymtuk
memulibkan kembali tenaga yang telah digunakan, menghilunghan ketegangan
dan untuk menjadikan dirinya sendiri menjadi manusia sentubnyg,

Rmnahadalahmm'upakaut&mmdarimﬂmmaﬂusiabeﬂngkaldan
kemana ia dapat selalu kembali setelah menjalani kehidupan sehari-har;, Karena
I rumah merupakan salah satu fakior yang memberikan kepastian hidup
manusta. Selain daripada ity rumah berfungsi sebagai tempat tinggal, dimans
manusia dapat mengharapkan keintiman dan kehangatan hidup MANusIawi,

Dengan bantuan keluarga kita mendapatkan pendidikan wama, sebagai
contoh yang terjadi pada masyarakat Jepang. " The Family was not ohly the basic
.a?iuf ogical and coomomic unit of society, but as the main agent of socialization for

the child, it was also an ethical and moral school of Freat importance. 7

~eie—— —— e

'“I}jnlm K irmanta, Pumbanguman Perumaban dar Permukiman Yang Herwmwaran Linghungan Sirgiegis
Tislam f'fm:;;cnﬁmﬂwr:ﬂfﬂir&urr, Depastermen Permukiman Dan Prasurana Wilavah,

'“lmn.mmfmwrmmqﬁmmmm 1967, him. 61,




Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perumahan merupakan salah sag
kondisi untuk memungkinkan manusia menghadirkan diri secara wajar, diyakini
perumahan merupakan faktor yang ikur menentukan, atau membentuk manusia
serta tingkah lakunya dengan akibat-akibatnya atas sesama anggota masyarakal
dalam kehidupan sehari-hari.

Meninghatnya jumlah urbanisasi di perkotaan bukan saja terjadi pada
masyarakat Indonesia, pada masyarakal perkotaan di seluryh dunia akan
mengalami hal yang sama yaitn meningkatoya jumlah penduduk yang melakukan
urbanisasi di perkotaan, urbanisasi yang Juga terjadi di setiap ncpara, bukanlah
geiala yang terpisah, melainkan mewakili proses yang berkaitan secara rumit
dengan pembangunan  keseluruhan banpsa di bidang ckonomi, sosial dan
politik.

Bagi nogara Mulaysia masalah urbanisasi di samping disebabkan oleh
masa lalu perkotaan Malaysia sendid, juga disehabkan oleh daya-daya dari luar,
urbanisasi di Malaysia dapat dilihat sebagai proses keterlibatan lokal dari kota.
kota gudang, yang tanpa wilayah pedalaman, melalui urbanisasi kolonial, dimana
dinamika urbanisasi semakin banyak dibentuk oleh dinamika ckonomi dan sosial
dalam negeri."**

Begitu pula Ji negara Singapura masalah penduduk yang juga menarik
adalah kedatangan banyak imigran dari seluruh Asia pads tahun-tahun pertama
usia kotanya, namun pola pencrimaannya sangat berlaman. Singapura banyak

sekali menyerap pedagang-pedagang China dan pengrajin-pengrajin dari Malaka

" LP3ES. Soninlogi Perbotaan Uizt da Sengheser Tanak di Indonesio dan Malaysia, Jakarts, 1982,
him, G1.
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di mana mercka memutuskan uniuk meninggalkon Malaka agar dapat tinggal di
Singapura,

Undang-lndang MNomor 4 Tahun 1992 tentang  Perumshan dan
Permukiman memberikan pengarahan pembangunan perumahan dan permukiman
yang dilakukan oleh berbagai pelaku pembangunan tersebut agar tidak terpencar-
pencar, telapn lerkonsentrasi schingga dapat mencapal skala lingkungan
perumahan yang cukup besar dan sarana hingkungan dapat dilakukan efisien dan
cfektif. Dengan pembangunan permukiman skala besar memungkinkan investasi
dan penyedisan prasarana lingkungan secara lebih ekonomis dan mendukung
terwujudnya pembangunan perkotaan yang lebih efisien dan lebih akrab dengan
para warga kotanya.

Pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk kesejahteraan
masyarakat dengan cara pemenuhan kebutuhan akan tempat unggal. karena bukan
hanya golongan ckonomi atas yang memerlukan tempat hunian, melainkan setiap
masyarakal dan lapisan sosial maupun membumhkan tempat untuk hunian yang
layak. Karena itu pemeratasn pembangunan perumahan dan permukiman agar
terciptanya perbandingan secara proporsional,

Penyelengaraan pembangunan dan permukiman selama jangka panjang
tahap 1 (1%6%-1994) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang terus

menerus.  Scbagai dasar untuk mendalami  kebijaksaan dan strategi  yang

dijalankan, maka perlu penyamaan persepsi akan artinya pentingnya perumahan

dan permukiman yang berwawasan lingkungan dewasa ini, maka perlu digariskan
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konsep kebijakan dan strategi nasional perumahan dan permukiman  yang
berwawasan lingkungan,

Salah satu strategi pokok pembangunan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RFIMN) adalah strategi pembangunan Indonesia
yangdiamhkanpada:hmmsa:mpﬂknk}mimmuhanh&kdamrmkym seria
penciptaan landasan pembangunan vang kokoh dimana hak dusar yang harys
dipenubi antara lain hak rakvat untuk memperoleh kebutuhan hidup (sandang,
pangan, dan papan) yang terjangkau, '’ Untuk menindaldlanjuti konsep kebijukan
dan sirategi nasional perumahan dan permukiman vang berwawasan lingkungan
maka pemerintah membentuk:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman:

2. Undang-lUndang Nomor 26 Tahun 2007 tenting Penatasn Ruany;

ed
"

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup:

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 lentang Sumber Dava Air;

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup:

berinovis, serta hak rkyat watuk memeluk AgamManya mosing-mxasing don ustuk beribodal menurut apama
dan kepercayanniya, Tanpa pemenvhan hak dasar akan sulit dihorapkan partisipasi pada kebebnsan das
fp=rinhi




8 Peraturan Pernenmesh 80 Tahun 1099 tentang Kawasan Siap Bangun dan
Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;

9. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 1 Tshun 1987 tentang Penyerahan
Prasarana Lingkungan, Utilitas umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada
Pemerintah Daerah:

[0. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyal Nomor 02/PERMEN/M/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Negara Perumahan Rakyat;

1. Peraturan Menteri Negara Perymahan Rakyat Nomor 03/Permen/M/2006
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahag Rakyat Nomor
OZ/Permen/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kena kementerian Negara
Perumahan Rakyat;

12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/Permen/M/2006
tentang Pedoman peluksanaan pemberian stimulan umum perumahan swadaya
bagi masyarakal berpenghasilan rendah melalui lembaga kenangan mikro
lembaga keuangan non bank;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang  Perumahan dan

Jangka Menengah Nasional (RPIMN) 2004-2009. Sesuai dengan jiwa dari Pasal
33 Undang-Undang Dasar 1943, vang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan
kekavaan alam vang terkandung di dalamnva dikessai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar demi kemakmuran rakyat serta perekonomian
ﬁmmmhagﬂmmbmmbuﬁmmamkukelm{gmmkaﬁm
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penyediaun tanah untuk pembanpunan perumahan dan permukiman harus
ditangani dengan schaik-baiknya, karena tunah merupakan sumber dava alam
vang tidak dapat bertambah yang harus dipunakan secara efisien dan
dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat,

Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman di Indonesia salah satunya sebagai upaya penataan dan
pengendalian  tanah  uniuk perumahan Salah satu mjuan dalam  penataan
pembangunan perumahan dan permukiman adalah untuk memenuhi kebutuhan
rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan
pemerataan kesejahteraan rakyat'™® Mengingat semakin longkanya tanah di
perkotaan  yang membuat harga tanah semakin mahal, maka diperlukan
pembangunan perumahan dan permukiman yang dapat dijangkau oleh masyarakat
dan dalam rangka untuk mencapai wjvan dari pembangunan perumahan dan
permukiman itu sendir,

Pembangunan rumah susun menjadi  solesi untuk  pembangunan
pervmaban dan permukiman di perkotaan, Hal ini schagai akibat dari perlambahan
jumlzh lahan tanah sebagai rumah yang terbatas, Sebagal dasar vang dijadikan
acuan dari pembangunan rumah susun adalah Undang-Undang Nomeor 16 Tahun
1985 tentang Kumah Susun, Undang-Undang inilah vang dijadikan pedoman
pertama kali dalam setiap hal yang mengenai rumah susun, Ruomah susun
meTupakan bangunan bertingkat yang dibangun dalam spatu lingkungan, yvang
terbagi dalam bagian-bagian vang distrukturkan secara fungsional dalam arah

horizontal mavpun vertikal dan merupakan satuan-saman yang masing-masing

=" =

"** indang-lindang Momor 4 Tahon 1992, (e it Pasal 4 butir b,
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dapat dimiliki atau disewa dan digunakan sccara terpisah, terutama untuk human
vang dilengkopi dengan bagian bersama, benda beérsama dan tanah bersama.
Bagman bersama adalah bagion rumah susun vang dirmilki secara tidak terpisah
untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah
susun, sedangkan benda bersama adalabh benda yang bukin merupakan bagian
rumah susun, etapi yvange dimiliki bersama secara tidak terpizah unk pemakaian
bepsama: '™

Pembahasan mengenai rumah susun tidak dapat dipisahkan dengan
pembahasm mengenal bangunan gedung. Rumah suwsun merupakan bangunan
pedung funpsi hunian. Bangunan gedung funpst hunian menurot Undang-undang
No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung meliputi bangunan untuk
rumah tinggal tungeal rumah tinggal deret, romah susun dan rumah tinggal
sementara.' " Kepemilikan dar bangunan gedung menurut undang-undang
banpunan dan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau
perkumpulan, vang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
Perbedaan kepemulikan gedung terjadi karcna alas hak atas tanah dan bangunan
gedung rumah susun itu sendiri.'®!

Kenyataannya ada kebutuhan akan ramah susun yang bukan untuk hunian

saja tetapi jupa untuk mendukung fungsi permukiman dalam rangka menunjang

" Indang-1Undang tenteng Rumeh Susun, UL No, 16, LN No, 75 Tahun 1985, TLN No, 3318, Posal 1 butir
4 dan 5.

1 Indang-Undamg tentang Bangunan dan Gedung, U0 No, 28 Tzhan 2002, Oo O, pasal 3 avas 2, Dakam
puzal 5 syal 1 monychutkan funps bangunan gedung selain schagai fungs: hunian jups merupukan fungsi
keagamaan, sosial dun budsve seris fungs Khusus, sedunpkan Julam pasal 6 ayval 1 menyobutkan [ungsi
bangunan pedung harus disesenikan dengan peruntukan lokosi vang dintur dalam Hencane Tata Ruong
Wilzyah KabupalenKola,

1" il posal 1 butic %
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kchidupan dan penghidupan masyarakatl (antara lun untuk lempat usaha, tempat
perbelanjsan, pertokoan, rumah toke, perkantoran dan lan-lain) yang dibangun
bertingkat di atas tanah bersama maka untuk dapat menampung kebutuhan
terscbut ketentuan-ketentuan tentang rumah susun dinyatakan berlaku juga
terhadap bangunan bertingkat bagn keperluan di luar humian déngan penyesuaian-
penyesuaian. Tanah bersama sendiri merupakan sebidang tanah vang digunakam
atas dasar hak bersama sccara tidak terpisah vang di atasnya berdiri mmmah susun
dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan. '

Peraturan mengena rumah susun lelah diatur sebelumnya pada Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, kemudian terbit juga
Peraturan Pemenntah Nomor 4 Tabun 1938 tentang Humah Susun. Dinyatakan
dalam Undang-Undang Nomeor 16 tabun 1985, pada Pasal 3 avat (1) butir a,
balvwa tyjuan dibangunnya rumah susun “Untuk memenuhi kebutuhan Perumahan
yvang layak bagi rakval vang berpenghasilan rendah.” Pengaturan rumah susun
diharapkan untuk dapat meningkatkan usaha pembangunan dan permukiman vang
fungsional bagi kepentingan rakyat banyak., Mendukung konscp tata ruang dan
vertikal dan meremajakan dacrah kumuh, optimalizasi penggunasn sumber daya
perkotasn, serta mendorong pembangiman permukiman yang berkepadatan tinggm.

Pembangunan peromahan dalam bentuk rumah susun atan bangunan
gedung bertngkat senng diperfukan dan bahkan telah memadi Kebutuhan yang
sangal mendesak. Dalam hal ini wang perlu dipikirkan ialah bagaimana

menciptakan kondisi vang diperlukan dengan mengadakan penyesuaian sosial

Yilinid  Pasal 1 angkn 6.
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budaya yang meliputi sarana hidup, tata hidup dan nilad hidup sehingga rumah
dapat berfung=1 dengan baik,

Pengembangsn rumah susun sebagai perumahan rakyat, jelaslah bukan
masalah yang berdin sendini, akan tetapi merupakan bagian dari usaha menaikkan
kembali rasio yang kian menurun akibat pertambahan dan kepadatan penduduk

vang terlampan tinggi.

D. PEMILIKAN ATAS RUMAH HUNIAN

Dalam (RPIMN 2004 2009) jaminan penghunian diperluas dan diperjelas
menjangkau penghunian atas dasar kepemilikan, sewa, kontrak, dan pola lain Ving
disepakati oleh para pemangku kepentingan. Data statistik perumahan tahun
2000."" menerangkan lebih dari 4% rumah berfungsi juga untuk kepiatan lain di
luar bumian. 63% mmah yang ada dikategorikan belum dilengkapi dengan
prasarana dan sarana yang layak huni, 6,8% rumah tidak dihuni (kosong). Analisa
dani data sensus ekonomi nasional (susenas) tahun 2000 menunjukkan adanya
kesenjangan kepemilikan rumah bagi 4.338.864 rumah tangsa.

Hak .Mﬁ]ﬂ{ dibedakan pengertiannya anlara menunut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UTTRA)
dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, Hak Milik
merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan penuh yang dapat dipunyai orang atas

tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPA.'™ Hak Milik hanya dapat

" maistik Suscnas 2000 dipakai scbapn dasar perhitungan, walavpun ada data kin dsri tohun

borikuinya yang dosamya adalsh porhitangan ekstrapelast susenas 2000 dengan sumber deta sckunder
ledrumya,

"™ Indlamg-Undang tentug Peraturan Dusar Pokok-Pokok Agraia, UU No. 5. LN No. 104, TLN No. 2043,
Ltk 1960, Pasal 20.



dimilky eleh Warga Negara Indonesia, sedangkan unuk Dadan Hukum yang
didmkan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia disediakan
hak atas tanah berupa Hak (Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha. Bagi Warga
Negara Asing dan Badan Hukum Asing yang memiliki perwakilan di Indonesia
hanya disediakan tansh Hak Pakai untuk dapat menguagai tanah di Indonesia.

Hak Milik atas rumah bunian diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang
Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman., Pada Pasal
dijelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya penghunian tanpa persetujuan atau
1zan pemilik maka diaturlah mengenai kepemilikan, dalam rangka mewujudkan
ketertban dan kepustian hukum. Kepemilikan dalam penghunian ini melipet
pemakaian dan penggunaan remah scbagai tempat hunian dalam pembinaan

kcluarga baik penghunian bagi instansi, menumpang ataupun sementara.

Iak Pemilikan atas Satuan Rumah Susun itu disebut Hak Milik atas
Satuan Rumah Susun, yang bersifat perorangan dan terpisah. Hak pemilikan
dalam rumah susun ada beberapa diantaranya yaitu Hak Milik serta hak yang
ditangrungkan pemilikan atas rumah susun dapat dialibkan, hal ini diatur dalam
PPasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 menycbutkan bahwa “Pemilikan

rumah dapat beralih dan dialihkan dengan cara pewarisan atau dengan cara

pemindshan hak lainnya seswal demgan peraturan perondang-undangan yang

berfaku.”

Hak Milik atas Satuan Fumah Susun meliputi hak pemilikan perseorangan

vang digunakan secara terpicah (misalnya untuk tempat tinggal atay tempat
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usaha), hak bersama atas bagian-bagian banpunan, struktur rumah susen dan
perlengkapan lain yang diperlukan uatuk dapat berfungsi dengan baik sesuai
dengan penggunaannya, seperti instansi tenaga listrik, lampu-lampu dan lain-
lainnya yang digunakan untuk kepentingan bersama,'*

Hak Milik perseorangan yang digunakan secara terpisah adalah merupakan
reangan yang mempunyal luss dan batas tinggi tertentu yang memisahkan Hak
Milik perscorangan terhadap ITak Milik orang lain yang sclalu tidak dibatasi oleh
dinding. Apabila ruangan dibatasi oleh dinding, maka permukaan dalam dar
dinding pemisah, permukaan bawah dari langit-langit struktur, permukaan bagian
atas dari lantai struktur adalah merupakan batas pemilikannya. Dalam hal
sebagian ruangan tidak dibarasi oleh dinding misalkan balkon, maka bagian atas
setinggi permukaan bagian bawah dari langit-langit strukiur merupakan bartas
pemilikannya. Apabila Keseluruhan ruanpan Gdak dibatasi oleh dinding seperti
tempat usaha terbuka, tempat parkir yang dimiliki perscorangan secara terpisah
dan sebagainya, maka batas pemilikan dapat dilakukan dengan memberi tanda
yang jelas dan tidak dapat dihapus.'™

Dalam hal kepemilikan atas satuan-satuan rumah susun tersebut, Warga
MNegara Asing dapat memiliki Hak Milik atas satuan rumah susun terscbut apabila
pembangunan rumah susun ferscbut dibangun di atas tamah Hak Pakai. Oleh
karena itu, Hak Milik yang dimaksud oleh UUPA berbeda dengan Hak Milik
menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, Hak Milik vang dimaksud

dalam UUPA merupakan Hak Milik dalam hal kepemilikan stas suatn bidang

5 pndi Homzals, Do clecsor Hubzem, . Op.Cit, him, 19,
1 il
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tanah, sedangkin Hak Milik menurut Undang-Undang Nemor 16 Tahun 1935
merupakan Hak Milik atas satvan-satuan atas rumah susun atau bangunan dari
rumah susun tersebut.

Dengan adanya kebutuhan yang mendesak akan perumahan bagi orang
asing maka diterbitkan Peraturan Pemenntah Nomor 41 Talun 1996 tentang
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing vang
Berkedudukan di Indonesia. Pertimbangan pencrbitan Peraturan Pemerintah
terschut merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
tentang Perumashan dan Permukiman, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985
mengenal Rumah Susun, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agararia.'®’

Hak Milik dibedakan pengertiannya antara menumit Undang-lindang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrana (UUPA)
dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. Hak Milik
Menurut UUPA adalah hak tumun-temurun, terkuat, dan penuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.' Hak
Milik hanya dapat dimilki olch Warga Negara Indonesia, sedangkan untuk Badan
Hukum yang didinkan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
disediakan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha,

Bagi Warpga Nepara Asing dan Badan Hukum Asging vang memiliki perwakilan di

“TPeraturan Pemerintsh Nomor 41 Tahun 1996, (O ¢ 6, Kenviderze Merimbong,

"**| Indanp-Undang Momeor § Tahun 1960, Cp Cir., Pasal 20,
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Indonesia hanya disediakan tanah Hak Pakal untuk dapat menpuasai tanah &
Indonesia

Hak Milik vang dimaksud dalam Undang-lindang Nomor 16 tahun 1985
tentang Rumah Susun merupakan Hak Milik atas satuan-satuan rumah susun yang
dimilki perseorangan atau badan hukum yang bersifat perseorangan dan terpisah.
Hak Milik atas samuan remah susun meliputi hak atas baglan bersama, benda
bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yvang tidak
terpisabkan dengan satuan yang bersangkutan,'™ Pembangunan rumah susun
hanya dapat dibangun di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Paka
atas Tanah Negara atou Ilak Pengelolaan sesuai denpan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,'™

Dalam hal kepemilikan atas satuan-satupan rumah susun tersebut, Warga
Mepara Asing dapat memiliki Hak Milik atas satuan rumah susun tersebut apabila
pembangunan rumah susun tersebut dibangun di atas tanmah Hak Pakai. Oleh
karena itn, Hak Milik yang dunaksud oleh UUPA berbeda dengan Hak Milik
menurvt Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985. Hak Milik yang dimaksud
dalam UUPA merupakan Hak Milik dalam hal kepemilikan atas suatu bidang
tanah, sedangkan Hak Milik menunst Undang-Uindang Momor 16 Tahun 19835
merupakan Hak Milik atas satuan-satuan atas ramah susun atau bangunan dan
rumah susun tersebut,

Hak Milik atas rumah dibandingksn dengan Hak Milik atas saman rumah

susun dapat dibedakan menjadi Jua yailu .

1 Indang-Llndang Nomar 16 Talnm 1985, Op Cir, Pasal &

1™ 5id ., Pacsl 7
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Hak Milik yang dibedakan berdasarkan kepemilikan perseorangan dengan
kepemilikan bersama,

Hak Milik atas rumah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4
tahun 1992 {entany Perumahan dan Pemukiman. Pada Pasal im dijelaskan
bahwa untuk mencegah lerjadinya penghunian tanpa persefujuan atau izin
pemilik maka diaturlah mengenai Kepemilikan, dalam rangka mewujudkan
ketertiban dan Kepastian hukum. Kepemilikan dalam penghunian ini meliputi
pemakaan dan penggunaan rumah schagai tempat hunian dalam pembinaan
keluarga baik penghuman bag instansi, menumpang ataupun sementarz,

Konsep dasar yang melandasi hak milik atas satwan rumah susun
berpangkal pada teon-teort pemilikan atas suatu benda, Menurut hukum suatu
benda’bangunan dapat dimiliki seseorang, dua orang atau bahkan lebih, vang
dikenal dengan istilah pemilikan bersama. [Dalam pemilikan bersama suatu
benda'bangunan pada pokoknya dikenal dua bentuk pemilikan vaitu pertama
pemilikan bersama yang terikat {gebonden mede elgendom), kedua pemilikan
bersama yang bebas (vrije mede cigendom). Pemilikan bersama vang terikat
adalah ikatan hukum vang terlebih dahulu ada diantara para pemilik benda
bersamanya. Para permlik bersama tidak dapat bebas memindabkan haknya
lanpa perselujuan mede eigenaar lainnya. Pemilikan bersama vang bebas

memungkinkan pemilik bersama tidak terdapat ikatan hukum terlebih dahulu

selain dari hak bersama menjadi milik sustu benda. D1 sini ada kehendak
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bersama-sama menjadi pemilik atas suatu benda untuk digunakan bersama,
Bentuk inilah yang disebut dengan condominium.'™

Istilah yang dipakai berbeda menurut sistem hukum dari negara vang
bersangkutan, misalnya di Inggris disebut Joint Property, di ltalia
menggunakan istilah condominium, sedangkan di Singapura dan Australia
mengunakan istilah Srrata Tirle, Diantara istilab-istilah tersebut diatas, istilah
strate titfe yang lebih memungkinkan adanya pemilikan bersama secara
horizontal disamping pemilikan bersama secara vertikal, ™

Menvrut hulum di negara bagian New South Wales, Ausiralia, yang
dimaksud dengan Strata Scheme adalah '™

A Srrata Seheme is legally recognized arvangement where by a building
ard the land upon which it is erected v subdivided into lots or lots and
cammaon properdy, the loiy (or wniis as they are commaonly called ) having
separate title, the transfer of which is not inherently restricied, the commen
property being wsed by the vccupiers of the lots bt owned by a body
corporale as agent Jor the owners of the lois in specified proportions ™

Secara paris besar dapat diartikan pengaturan mengena Strata Scheme
tidak jauh beda dengan pengaturan yang ada pada pembanmman suatu
bangunan gedung yang sesuai dengan undang-undang bangunan pada

umamnya yalu membangun suatu bangunan di atas tanah kaveling secara

U Arie &, Thingalung, Condominium dan Permasalalannys, odisi keduz, Badsn Pencrbit Fokultas Hukum
Universitas Indoisesia, [Depok, 2002, him, 11

" Atie, 5. Hutngolung, Serba Ancka Musalsh ..., GpCi, hlm. 160,

sk hlm 161,
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unum  scsum  dengan  undang-undang.,  Walaupun di  negara  kita
mempergunakan berbagai istilah rumah susun, flar, comdominium, namun
dalam bahasa hukum semuanya disebut rumah susun, karena mengacu pada
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 mengenai Rumah Susun.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyam dengan tempat kedudukammya sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan‘atau di dalam tanah dan/atau air, yany I:rcl'fmlgm schagal tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun
kegiatan klwsus,'™ Selain itu Bangunan gedung disclengzarakan berlandaskan
asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian bangunan
gedung dengan lingkungannya,'™

Hak Pemilikan atas Saman Rumah Susun itu disebut Hak Milik atas
Satuan Rumah Susun (HMSRS), vang bersifat perorangan dan terpisah. Hak
pemilikan dalam numah susun ada beberapa diantaranya yaitn Hak Milik serta
hak yang ditanggungkan pemilikan atas rumah susun dapat dialibkan, hal ini
diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 menyecbutkan
bahwa * Permihikan rumah dapat beralih dan dialihkan dengan cara pewarisan
atau dengan cara pemindahan hak  lainnya sesuai dengan  peraturan

perundang-undangan vang berlaku,”

"™ Indang-1 ndzng tentang Banmnan dan Gedong, UL Nomor 28 Takuan 2002, LN Mo 134 thun 1992, TIN
Mo, 4247, Pasal T angka 1,

"™ i, Pasal 2.




Selain pemulikan atas satuan rumah susun tertentw, [IMSRS yang
bersanghbutan meliputi juga hak pemilikan bersama atas apa yang dischut
“bagian bersama, tanah bersama, dan benda bersama”. Semuanya merupakan
salu kesatuan yang tidak ferpisahkan dengan pemilikan Satuan Rumah Susun
vang bersangkutan,'™

Menurul ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1985 yang dimaksud dengan rumah susun gdalah bangunan gedung
bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan vang terbagi dalam bagian-
bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan arah
vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan
digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi
untuk bagian bersama, benda bersama, dan tansh bersama. Jadi remah susun
merupakan suatu pengertian yuridis dari bangunan gedung bertingkat vang
senantiasa mengandung sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama, vang
penggunaanya untuk hunian atan bukan hunian, secara mandiri atau secara
terpadu sebagan satu kesatuan sistem pembangunan,'”

Dengan demikion berarti tidak scmua bangunan pedung bertingkat itu
dapat disebut sebagai rumah susun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1985 tentang Rumah Susun, tetapi setiap rumah susun adalah selalu bangunan
gedung yang bertingkat. Rumah susun ini menurut ketentuan Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1985 “hanya™ dapat dibangun di atas tanah yang

M sizwona Yudohusodo, Rumah Untuk., Ch iz, him, 358,

" Andi Hamzah, Dosar Davar fukum ., Op Cie, hlm, 59,
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dikwasai dengan cara [ak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah

negara serta [lak Pengelolaan, '™

Sehagal pertimbangan dalam  kepemilikan atas rumah ada beberapa

pemindahan hak atas tanah. pemindahan hak ini sendiri adalah jika status

hukum pihak yang akan menguasai tanah memenuhi persyaratan sebagai

pemegang hak atas tanah yang bersedia uniuk memindahkan haknva, Rentuk-

bentuk pemindahin hak dapat dilakukan dengan cara, antara lain:'™

o,

i

Jual Beli

Pemindahan hak terjadi pada saat itu juga sccara langsung dan penjual
kepada pembeli.
Tukar Menukar

Hak atas tanah tertentu ditukar dengan hak atas tanah yang lain vang
sejenis, misalnya lanah yang bersertipikat Hak Milik dengan tanah yang
bersertipikat 11ak Milik, tanah yvang bersertipikar HGB dengan tanah yang
bersertipikat HOGB pula.
Hibah

Pemindahan terjadi scketika dan langsung sebapal penyisihan schagian
dar1 harta kekayaan seseorang yang diberikan sccara cuma-cuma semasa
hidupnya kepada orang vang biasanya mempunyai hubungan kekerabatan.
Hibah Wasiat

Pemindahan hak tefjadi secara langsungy menurut kehendak terakhir

dari 51 pemberi wasial, lelapi dengan syaral sesudah o meninggal dunia

FArie 8. Hutagalung, Tebaran Pemitiran .. Op Cit., Blm. 177.
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baru terjadi pemindahan hak, itupun tidak sedemukian mudah dan masih
diperlukan perbuatan hukum yang lain,
e. Pemasukan/ Inbreng

Pemindahan hak secara langsung dari pemegang saham kepada
perserpan sebagal buktu pembayaran sahamnya.

Meskipun kecil kemungkinannya rumah susun dibanpun di atas tanah
vuny dikuasai dengan Hak Pakai, nanun Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1985 tentang Rumah Susun tclah memberikan jaminen bahwa
untuk  kepentingan pembangunan rumah susun, hak pakainya akan
diberikan dengan jangka waktu yang cukup lama menurut keperluannya.
Janpka waktu tersehut atas permintaan para pemilik satuan-satuan rumah
susun yang bersanglkutan, serta dapat diperpanjang, Dasar hukum Hak
Milik atas satuan rumah susun, meliputi:"*

a. Hak pemilikan hak perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yang
digunakan sccara terpisah

b. Hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun Bagian
bersama adalah bagian ramah susun yang dimiliki secara tidak terpisah
untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan rumah
susun;

¢. Hak bersama atas benda-benda

Benda bersama adalah benda yang bukan merupskan bagian rumah

suswn, tetapi vang dimiliki bersama secara tUdak terpisah unmuk

pemakaian bersami,

"™} Indamg-1 Indang MNomor 16 Tahun 1985, (p.Cit_ pasal £
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d. Hak bersama atas tanah
Tanah bersama adalah scbhidang tanah yang dipenakan atas dasar hak
bersama tidak terpisah yang di atssnya berdii rumah susun dan
ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan,
2, Hak Milik yang dibedakan atas status kewarpaneparaan
Bagi Warga Negara Indonesia pemenuhan akan tempat tinggal (rumah)
merupakin hak vang hiasa dimilik_i sesual denpan Kemampuannva. Demi
terciplanya kescjahteraan, yang harus diprioritaskan dalam negara adalah
kescjahteraan “rakyat jelata ™4

asar ini yang membedakan pemberian hak antar warga negara dengan
warga negara asing, yaitu bagl warga negara sendiri hak tanahnya dapat
dijadikan sebagai Hak Milik. Hak Milik ini adalah hak vang paling tinggi
tingkatannya dibundingkan dengan hak-hak tanah yang lain. Dalam Pasal 5
ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 dischurkan bahwa * setiap
warga ncgara mempunyai hak uniuk menempati dan/atan menikmati dan/atau
mermbhki rumah,..”

Sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Penmmahan dan Permukiman, dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985
mengenai Rumah Susun, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang
Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agararia, sebagai bahan pertimbangannya

maka disusunlah Peraturin Pemenntah Nomor 41 Talm 1996 tentang

" William {hang, Kerikil-Kertkil df Jalan Reformai, Catotan-Cotaton dori Sudut Fiika Sogial, Penerbit Buku
Kompas, Jakarta, 2002, him, 114G,
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Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang
Berkedudukan di Indonesia. "™

Pejelasan lebih lanjut dalam kaitannya kepemilikan rumah bagi orang
asing bahwa pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Fumah Susun
adalah merupakan solusi atan masukan kepada pemerintah dalam kebijakan
pemerintah umuk mewujudksn pembangunan hunian secara vertikal, namun pada
kenyataan di lapangan warga negara asing telah pula diperbolebkan memiliki
rumah di luar ramah susun,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 berbunyi bahwa
rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing adalah:'™
a. Rumah yang berdiri sendir: yang dibangun di atas tanah:

i. Hak pakai atas tanah ncgara;
1. Yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah.

b. Satuan rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah hak pakai atas tanah
negara. Uniuk membatasi hak bilamana mereka tidak berkedudukan di
Indonesia yang kemudian:'™

Peraturan Menteri Negara Agrana/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 7 Tahun 1996, menjelaskan: '™
1. Orang asing vang kedudukannmya di : Indonesia memberi manfaat bag

pembangunan nasional dapat memilki sebuah rumah tempat tinggal atau

W peraturan Pemerintzh Momor 41 Tahon 1996, Lec O
W nad Pasal 2

"™ ihid , Pasnl 6,

“Peraturan Menteri Negaru Agririn®epala badan Pertanahan Magional Nomor 7 Tahun 1996 fentang
persyoratan pemilikon fonoh ol bnggal stag hunian erang azsing, Pasal 1,
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humian dalam bentuk rumah dengan hak atas tanah tertentu atau satuan rumah
susun yang dibangum di atas tanah hak pakai atas tanah negara,

2. Orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang asing yang
memiliki dan memelihara  kepentingan  ekonomi di  Indonesia  dengan
melaksanakan investasi unuk memiliki rumah tempat tinggal atau hunian di
Indonesia.

Orang asing dari sed kehadirannya di Indonesia dibagi dalam 2 golongan,
orang asing yang bertempal tinggal di Indoncsia secara menctap (penduduk
Indonesia) dan orang asing yang bertempat tinggal scwaktu-wakty atau tidak
menetap. Bagl orang asing yang menetap dokumen dapat berupa izin tetap tinggal,
namun bagi orang asing lainnya dokumen dapat berupa izin kunjungan atau ixin
keimigrasian. Cara memperoleh hak atas kepemilikan rumah oleh orang asing; '™
a. Membeh atau membangun rumah di atas tanah Hak Pakai atas tanah nepara

atau tanah Hak Pakai di atas tanah Ilak Milik.

b. Membeli atay membangun rumah di atas tanah Hak Milik atap Hak Sewa
untuk bangunan atas dasar perjanjian tertulis dengan pemilik hak atas tansh
yang bersanghkutan.

Para developer atou pengembang dalam hal ini tidak diperbolehkan
mempunyal atau membangun atas rumah yang bersertipikat Hak Milik, hal i
sesual dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman. Apabila tanah vang akan dibeli olch developer tersebut
berstatus [lak Milik sescorang maka tanpa perlu melalui pelepasan hak atas tanah

tersebut, selanjutnya hanya memobon hak baru yaitu Hak Guna Bangunan dan

"%t Pasal 2
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seketiha tanah terscbut dapat dikonversi menjadi HGB vang kemudian dapai
segera dibuat Akta Peralihannya oleh PPAT,

Pihak pengembeng mempunyai tantangan vang kuat dalam hal menarik
para konsumen agar dapat memilih produk perumahan yang akan dijual. olch
sebab in diharapkan pengembang bukan saja harus memenuhi syarat-syarat yvang
telah ditctapkan oleh pemerintah juga haris puls menyediskan sarana penarik
minal konsumen pcn.‘r.m:l!mn terscbul. Selain it kelancaran akses informasi juga
sangul penting bagl pengembang dalam hal menarik konsumen. “Jnvesrigares the
propertics and behaviewr of information the forces governing the flow of
information  and  the means for processing  information  for optimal
accessibility and usability, "'

Tanah yang dibangunnya tersebut telah bersertipikat IIGI, apabila akan
dijual dapal dilakukan dengan cara peralihan hak dengan akta PPAT dan sekaligus
dapar diberikan perpanjangan haknya untuk 30 tahun ke depan, Pasal 6 avat (4)
dan (3) UUPA. Mengingat Pasal 5 ayat (2) Peraluran Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur bahwa perusahaan pembangunan perumahan
wajib berbentuk badan hukum, maka bentuk-bentuk usaha CV, Firma dan
Perusahaan Perseorangan tidak diperkenankan menjadi subjek  daripada
perusahaan pembangunan perumahan,'™ Peraturan ini dikaitkan dengan masalsh

penyediaan tanah serta pemberian hak atas tanah sebagai usaha semacam it

HTeungky Mohd. Azzman Shariffsdecn Dewan Tun lemail B, Miseoeleotromicy Informarion Teahrofogy
aredd Srciely, Pulra Winhd Trade Cenre Kuala Lompar, T95%, lm, %

"t Pdaran Trirekiur Jendral Agraria Nomor T 6/ 2006-78, tanggal 01-406-1975.
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Tanah yang bersertipikat [lak Paka apabila ingin sckaligus ditingkatkan
memjadi Hak Guna Bangunan, dapat melepaskan Hak Pakainya sebelurn
kemudian memohon Hak Bangunan lagi (Pasal 6 ayat (6) UUPA). Dan pengertian
hak serta mengenai hal perolehan hak di atas, maka dapat ditarik kesimpulan
sendini bagaimana kepemilikan atas mamah dan rumah susun bagi Warga Negara
Indonesia dengan Warga Negara Asing. Dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1985 tentang Rumah Susun ditentukan balwa rumah susun berikul lanah
tempat bangunan itu berdini serta benda lainnya yang merupakan kesatuan dengan
terscbut dapat dijadikan jaminan utang dengan:'®
a. LDibebani hipotek, jika tanahnya tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan;

b. Dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.

Bahwa hipotik atau fidusia dapat juga disebablkan atas tanah beserta ramah
susun yvang akan dibangun sebagal jaminan pelunasan kredit pembangunan
rumah susun yang telah direncanakan di atas tanah yang bersangkutan dan vang
pemberian kreditnya dilakukan sccara bertahap sesuai dengan pelaksanaan
pembangunan munah susun lersebut.

Hipotek serta Credietverbond dmyatakan sudah tidak berlaku lagi setelah
lahimya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
(UIUITT). Undang-Undang n:u diundangkan setelah UUPA mencapai usia hampir
36 tahun, UUHT diundangkan pada tanggal 9 April 1996 dalam Lembaran Negara
Rl Nomor 42 dan Tambahan [.embaran Negara RT Nomor 3632 dan mulai berlaku
scjak divndangkanmya. Pasal 5 UUPA menycbutkan bahwa Hak Tangpungan

yang dapat dibebankan adalah pada Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna

I ndang-1Indang Momor 16 Tahun 1955, O 05, avat 1
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Bangunan tersebut dulam Pasal 25, Pasal 33 dan Pasal 39 vang diswr dengan
undang-undang ini, Pengertian Hak Tangpungan sebagaimana ditetapkan pada
Pasal 1 angka | UULIT adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
sehagaimana yang dimaksud dalam UUPA tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-
Kesatuan dengan tanah im0 untuk pelunasan utang tertentu, vang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur
lainnya. Sesuai dengan Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 51 UUPA di atas
dalam Pasal 4 UUNT ditegaskan bahwa hak atas tanah vang dapat dibebani Hak
langgungan adalah ITak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Ketiga
hak tersebut dapat dijadikan IIak Tanggungan menurut undang-undang karena:™
a. Hak terscbut telah didaftar dalam daftar umum pada BPN dengan pendaftaran
maka adanya pencatatan Hak Tanggungan pada buku tanah dan sertipikat hak
atas tanah tersebul lelah sesuai dengan kelentuan dan orang lain dapat
mengetahuinyva
b. lak tersebut menurut sifatnya telah dapat dipindahtangankan, schingga
apabila diperlukan dapat segera direalisasi unmk membayar utang yang
dijamin pelunasanmya.
Selain ketentuan mengenai ketiga hak di atas, objek Hak Tanpgungan
dalam ULHT dapat juga berupa Hak Pakai atas tanah negara yang harus tetap
menurut ketentuan dan wajib didaftar. Meski dalam UUPA tanah Hak Pakai

tdak termasuk dalam objek Hak Tanggungan, karena pada waktu itu Hak Paka

"'"Umlang—llndmg ientang Hak Tanggungan st Tangh Beserta Benda-Benda vang Berkaitan dengan tanah,
LI oo, £ Dybom 1996, LN Mo 42 Tahun 1996, TLN Mo, 3637 Pasal 4 avat 2.
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atas tanah tdak wajib didaftarkan ke kantor pertanahan tersebut, tidak mungkin
Hak Tanggungan dapat dicatat dalam buku tanah dan sertipikatnya.

Namun sesuai dengan perkembangan pada saat ini yang didukung dengan
kebutuhan akan kredit dan setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan
(UUHT), maka Hak Pakai harus pula didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional
{BFN), setelah ada peratursn terschut Hak Pakai dapat dipindahtangankan karena
Hak Pakai di atas telah dipenuhi asas  publisitas. Hak Pakai  dapat
dipindahtangankan dan telah diharusken didafiarkan tetapi tidak semua tanah Hak
Paka dapat dipindahtangankan, scperti tanah vang bersifat |lak Pakai atas nama
pemenntah, atas badan pemerintah, atas badan keagamaan, dan sosial serta Hak
Pokai bagi Badan Asing yang tidak diketahui atau tidak ditentukan jangka
waktunya. UUHT memberikan kemungkinan mengenai hal terscbhut dengan
adanya perkembangan jaman, meskipun pada saat i diangpap kurang begitu
perlu. Namun jika masa vang akan datang kebutuhan masyarakat menghendaki,
undang-ulang im tidak terlalu sulit mengatasinya karena telah ada tempal untuk
kebutuhan itw. Pasal 4 ayat (3) UUHT mencgaskan pelaksanaan hak tanggungan
atas tanah Hak Pakai tersebut dilakukan dengan peraturan pemerintah. Sebagai
tanda bukti adanya Hak Tanggungan diterbitkan sertipikat ITak Tanggungan yang
terdiri dari salinan buku tanah Hak Tanggungan dan salinan akta pejabat pembuat
akta tanah,

Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekuoatan eksekutorial dan dapat

dilaksanakan schagai putusan pengadilan. Bentuk dan isi akta pejabat pembuat

akla tanah dan bentuk Hak Tanggungan serta hal lain yang mengenai pendafiaran
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Hak Tanggungan dan pemberian sertipikatl sebagal tanda bukti ditetapkan dan
diselenpgarakan  berdasarkan  ketentusn  persluran pemerintah  sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 UUPA,

Mengenai pembebasan tanah dengan Hak Pakai atas tanah negara,
penjelasan Undang-Undang Nomor 16 T'shun 1985 menguraikan bahwa dalam
praktek perkreditan, tansh Hak Pakai tclah lama diterima sebagai jaminan utang,
Tetapi menurut UUPA tanah 1lak Pakai ilu tidak dapat dibebani Hak Tangrungan.
Dulam praktek perbankan selain lembaga jaminan yang telah disebutkan juga
dikenal lembaga jaminan yang dilakukan dengan cara cessie piutang atas nama,
dengan maksud untuk memperoleh kredit, Dasar hukum cessie adalah Pasal 613
KIH Perdata yang menpgatur sebagai berikut: “penyerahan terhadap piutang-
piutang atas nama dan kebendaan tidak bermubuh lainnya, dilakukan dengan jalan
membual akla otentik atau di bawah tangan, dimana hak-hak atas kebhendaan itu
dilimpahkan kepada orang itw”

Peraturan Pemenniah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1996 tentang
Pemilikan Fumah Tempat Tinggal ataw Humian olch Orang Asing vang
Berkedudukan di Indonesia, merupakan perkembangan hukum yang pesitif dan
penemuan hulum yang baru dan merupakan suatn kebijakan pemecrintah vang
sesuai dengan globalisasi. [4 dalam Pasal 42 UUPA, jelas ditegaskan vang berhak
memperoleh hak pakai adalah Warga Megara Indonesia; namun dalam penjelasan

tiap Pasal-Pasalnya menyebutkan orang-orang dan badan hukum asing dapat pula

diberi hak pakai, karcna hak ini hanya memberi wewenang yang terbatas. '’

M Uindang-Undong Momor 3 Tahun 1960, (. iz, Penpelasan Pasal 42,
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Pejelasan lebih lanjut dalam kaitannya kepemilikan romah bagi orang
asing bahwa pada U ndang-Undeng Nomor 16 Tahun [985 tentang Rumah Susun
adalah merupakan solusi atay masukan kepada pemerintah dalam kebijakan
pemenntah untuk mewujudkan pembangunan hunian secara vertikal, namun pada
kenyatasn di lapangan WHrga negara asing telsh pula diperbolehkan memilik;
rumah di luar mmah sysun,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 menyatakan hahwg rumah
tempat tinggal atav hunjan yang dapat dimiliki oleh orang asing adalah romah
yang berdiri sendin yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah nepara
maupun rumah yang dibangun yang dikvasai berdasarkan perjanjian dengan
pemegang hak atas tanah dan satuan mumah sysun yang dibangun di atas bidang
tanah Hak Pakai afas lanah negars yang dapat dimiliki oleh orang asing sehagai

rumah tinggal atau huniannya, '™

mlauhi syarat,

b Apabila dalam janska wakny sebagaimana dimaksud wrsebur di atas hak atas
tanah tersebut belum dilepaskan atan dialihkan kepada pihak lain vang
memenuhi syarat, schingga apabila rumah tersebut dibangun di atas tanah Jfak

"Peraturan Pernerintah Nomar 41 Tahun 1906, Lo ¢t

™ 158, Pusal 0,
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Pakai atas tanah negara, rumah beserta lanahnya dikuasai oleh negara untuk
dilelang, dan pka rumah tersebut dibangun di atas tanah berdasarkan
perjanjian (Pasal 2 angka 1 huruf b) rumah tersebut menjadi milik pemegang
hak atas tanah yang bersanghutan.

Dalam Peraturan Menteri Negara AgrariaKepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 7 Tabun 1996, menjelagkan hahwa orang asing vang
kedudukannya di Indonesia memberi manfaat bagi pembangunan nasional dapat
memilki sebuah rumah lempat Gnggal atau hunian dalam bentuk rumah dengan
hak atas tanah tertentu atau saran romah susun vang dibangun di atas tanah hak
pakal atas tansh negara'™ Orang asing scbagaimana adalah orang using yang
memiliki dan  memelihara kepentingan ckonomi di  Indonesia  dengan
melaksanakan investasi umtuk memiliki rumah tempat tinggal atay hunian di

Indonesia.

™ pernturnn benter Megarn Amrarin/Kepals Badan Pertanahan Masional Momor 7 Tehon 1996, Loc O
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PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DALAM SISTEM

TATA RUANG INDONESIA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

A. SEJARAH TERBENTUEKNYA KOTA, PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN DI KOTA

Manusia adalah zeon politicon merupakan hasil pemikiran dari filsuf
Aristoteles. Pemikiran ini mengandung pengertian vaitu manusia tidak dapat
hidup sendini tanpa ada bantusn manusia lain. Seliap manusia mempunyai
kebutuhan agar dapat hidup berdampingan dengan manusia lain karena manusia
dalam setiap melakukan suatu hal mereka cenderung ingin mendapatkan
penghargaan dari manusia vang lain. Adanya persamaan kepentingan di atas,
manusia mulai berpikir untuk membentuk suaty komunitas yang di dalamnya
terdapal apa yang dinamakan norma atau kaidah karena mereka berpikir paling
tidak akan ada suatu perbedaan twjuan serta persamaan kepentinean, maka
disusunlah suatu aturan yang dapat menciptakan rasa tertib dalam kehidupan
bersama,

Pertumbuhan permukiman di kota-kota selama berabad-abad ini berbeda
- menurut waktu dan ruang, sesuai dengan penyatuannya ke dalam perckonomian
dumia. U'mumnya ada dua fase pertumbuhan kota yang penting. Bangunan-
bangunan di perkotzan sebelym kedatangan bangsa Fropa pada umumnya terbust
dari bahan bangunan vang tidak tahan lama scperti kayu, bambu, dan daun-

daunan, Demikian pula jalan-jalannya tidak diperkeras denpan konstruksi vang
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taban lama. Oleh karena itw, jika kota tersebut ditinggalkan oleh penghuninya
maka dalam waktu yang relative snghkat bangunan dan jalan-jalan akan hancur
dan susah unmk dikenali kembali. Hal ini berbeda dengan bangunan-bangunan di
Kota-kota Kropa yang sudah sejak lebih dan seribu tahun yang lalu dibangun dari
bahan yang tahan lama, baik dari batu alam maupun dari batu buatan, sehingga
walau sudah lama ditinggal penghuninya dan tidek dipelihara, bekas-bekasnya
masih dapat dikenali don dipelajani. Oleh karena ite, kota-kota tua di Indonesia
yang karena satu atau lain sebab ditinggalkan penduduknya pada umumnya sudah
sulit dikenali lokasinya yang pasti dan pola kotanya, karcna sisa-sisanya sudah
hilang sama sekali, seperti misalnya kota pusat kerajaan Sriwijaya, Tarumanagara,
dan Majapahit. Namun dari catatan, baik yang dibuat oleh orang-orang Indonesia
maupun yang dibuat olch orang-orang asing seperti China, India, dan Eropa, ciri
utama kota masih dapat dikenali. Kota-kota tua yang dapat dikenali bekasnya dan
dapat dipclajari sisa-sisanya adalah kota-kota yang dibangun setelah masuknya
agama [slam ke Indonesia, kemudian disusul dengan kota-kota setelah kedatangan
orang-orang Lropa, terutama bangsa Belanda.'™

Perkembanpan perumahan di  perkotaan merupakan  bagian  dari
perkembangan perkotaan secara keselurvhan yang  dipengaruhi  oleh
perkembangan berbagai [akior seperti ekonomi, sosial, budaya, politk, teknologt
dan keadaan alam. Perubahan ada pelitik. teknologi. dan keadaan alam. Perubahan
pada faktor vang mempengaruhi pola dan perkembangan perkotaan dapat
menghilangkan ciri-cin kota sebelumnya dan menggantinya dengan ciri-ciri bary,

schingga kota dapat menunjukkan ciri-ciri dan berbagai zaman dan budaya yang

Fuizwong Yidohusede, Huewh Untwk . Co.Cit, hlm. 299,




i

mempengaruhinya. Scpanjang perkembangan sejarah, kota berkembang mengikuti
perkembangan penduduknya. Kota-kota yang ada pada umumnya tumbuh menjadi
besar dan kota-kota yang baru bermunculan, baik dan perkembangan permukiman
pedesaan yang sudah ada maupun karena dibangunnya kota-kota vang baru sama
sekali. Kota dapat pula lenyap sama sekali karena ditinggal oleh penduduknya,
misalnya karena kota tersebut hancur akibat perang, bencana alam, atau karsna
mundurnya kegistan ckonomi yany mendukungnya, sedangkan kota baru bisa
pula tumbuh atau dibangun di atas reruntuhan kota yang lama.'™

Tipe-tipe dan pola perumahan suatu kota yang merupakan bagian dari pola
penggunazn tanah kota akan menggambarkan pula struktur masyarakatnya scrta
sejarah pertumbuhannya. Ada bagian-bagian kota yang tumbuh pada kurun waktu
tertentu oleh sesuatu hal yang telah lenyap dan ada pula kota-kota yang secara
kescluruhan lenyap tidak berbekas, mungkin penggambarannya tidak dapat
dituliskan secara lengkap.

I3 dalem menctapkan apakah scsuam konsentrasi permukiman ity sudah
dapal dikategorikan sebagai kota atau belum, maka perlu ada kriteria yany jelas
untuk membedakannya. Salah satu kriteda yang wnum digunakan adalah jumlah
dan kepadatan penduduk."”

Sccara garis besar rumah di perkotsan (besar dam sedang) serta
Metropolitan dapat dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, perumahan yang

direncanakan dengan baik dan dibangun dengan baik, teramr, rapi serta memiliki

V¥ fhidd

(LLr

Robinson Tarigan, Perencanann Pembangunan Wilayah, edisi revisi, Celakan Kodua, Penerbit PT Tumi
Aksara, Jakara, 2006, libm. 123,
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praurana, whilites dun fasilites vang cukup dan baik, yang dapat kita schut sebagm
perumnahan yang teratur, Kedua, perumahan yang berkembang tanpa direncanakan
terlebih dahulu. Polanya tidak teratur dan prasarana, utilitas, dan fasilitasnya tidak
mengukupt atau memenuhi svarat baik jumlahnya maupun kualitasnya yang dapat
kita sebut sebagai perumahan yang tidak teratur. Ketiga, perumahan yang tidak
sepenuhnya direncanakan dengan baik. Jalan-jalan uwlamanya direncanakan
dengan baik dan di kin-kanannya dibangun rumah-rumah yang baik dan tetatur.
Namun di bagian tengahnya, di belakang rumah-rumah yang dibangun, di pinggir
jalan yang direncanakan tumbuh rumah tipe kedua vaita rumah yang tidak teratur.
Kelompok ini dapat kita sebut sebagai perumahan setengah tecatur. '™

Kecenderungan yang terjadi ketika perkotaan di negara dunia ketipa makin
metropolis adalah hahwa laju permumbuhan penduduk vang begitu pesal tidak bisa
lagn diantisipast oleh dava dukung kota secara layak.

Kola merupakan suatu sistem keseimbangan umum (general equilibrium)
vang mengandung interaksi ancka akiivitas ckonomi yang berkaitan dengan
kegiatan produksi dan konsumsi.'”

Tekanan arus urbanisasi yang melonjak begitu cepat membawa akibal
terhadap pengaturan tata ruang kota yang pada umumnya kurang menguntunghkan
kelompok masyarakat marjnal. Pola pengembangan kota vang cenderung
konzentrik dan memusat, tidak saja menyebabkan kelompok masyarakat marjinal

makin terdesak ke daerah pinggiran kota atan permukiman kumuh, tetapi

Tt blm, 305

“ Iwan Nugrabo dan Rochmin Daburi, Pembongunan Wilayah, Persektil Fhonomi, Sosial den Lingkungan,
Uctakan Pertama, LE3ES, Jakarta, 2004, him. I3
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seringhkali masyarakat miskin kota harus berpuas din dengan berbagan fasilitas
publik yang sangat minim, jauh berbeda dan warga kota yang ekonominya
terzoiong mampmL

Akibat obsesi yang terlaly mengpebu untuk membangun kota menjadi
metropolis, tidak cuma menimbulkan “urbanisasi berlebih™ dan pemekarsn
horizonlal sk kola yvang kurang terkendali, fetapi juga melahirkan persaingan
dan konflik yang makin intensif untuk mendapatkan spasial atau tanah,

Banyak orang membury tanah bukan sekedar unmuk keperluan tempat
tinggal atsu permukiman, namun tanah seolah-olah tclah menjadi barang
dagangan dan dianggap sebaga sumber rejeki paling menguntungkan. [h dacrah-
daerah pusat industri, perdagangan dan permukiman elit, atau daerah-dacrah
strategis lain, harga tanah pada umumnya terus melonjak dan makin tingei.
Semakin dekat dari pusat kota, biasanya harga tanah makin mahal,

Penyerahan harga dan peruntukan tanah kepada mekanisme pasar adalah
salah satu fakior yvang membuat masalah pertanahan kota makin runyam,
Kompetisi bebas yang melibatkan semua orang dalam bisnis tansh scring
membawa akibat pelaksonaan rencana dan tata ruang makin sulit dijulankan.
Selain 1w, kemampuan pemerintah mengelola tanah kota atau untuk membangun
fasilitas publik juga kian terbatas.

Pihak penentu arah perkembangan dan pemanfaatan ruang kota seringkali
adalah kekuatan komersial atau setidaknya suara kekuatan swasta vang seringkali

dominan mempengaruhi  kekuatan kelembagaan dalam menyusun  berbagai

kebijukan pembangunan kota. Sementara iy, kekuatan massa terutama kelompok




marjinal kota seringkali menjadi pihak yang sama sekali tidak diperhitungkan
dalam pengaturan dan pembagian tata ruang kota.

Kecendenungan memperhatikan warga kota miskin secara tidak adil,
seringkali juga terjadi dalam penyelesaian berbagai sengketa tanah. dalam setiap
sengketa pertanahan di berbagai kota, biasanya selalu ada tiga pihak yang terlibat,
vaitu kckuatan komersial, kekvatan kelembagaan atan pemerintah, dan kekuatan
massa khususnya warga kota vang secara sosial-ckonomi remtan. Sungguh
memprihatinkan, dalam berbagai konflik tanah, kekuatan kelembagaan seringkali
cenderung membela kekuatan komersial dan mengorbankan kekuatan massa.

Selama mi di wilayah perkotaan kesempatan golongan miskin memperoleh
akses tanah pada umumnya cenderung makin terbatas, bahkan dalam banyak hal
nyaris tidak ada Seringkali warga kola golongan mencnzah ke bawazh makin
tersisth dan hasil pembangunan kota dan tersuksesi ke dacrah-daerah pingoiran
atay permukiman Kwnuh, Suksesi adalah proses tergantikannya penduduk asli
oleh penduduk pendatang. 13 negara sedang berkembang seringkali suksesi
berarti terdesaknya penduduk kota yang miskin oleh penduduk kota lain yang
secara sofal-ckonomi lebih mampu,

Hans Dieter-Evers mencatat kecenderungan di perkotasm besar negara
sedang berkembang adalah kota meluas ke arah pinggiran, selanjutnya hal yang
pertama kali lerjadi adalah pembagian tanah yang luas, Namun kemudian terjadi
pericde singkat pengumpulan kembali ketika para pembangun kota memborong

tanah perumahan. Akibatnya, terjadi banyak sekali pemilikan tanah yang kecil,

sedangkan pengumpulan kembali hanya berlangsung sementara. Hans Dieter-
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Evers menyatakan bahwa tekanan atas tanah kota yang meningkat, lidak hanva
dizebabkan oleh adanya pertambahan penduduk, tetapi juga karena kuranpgnya
alternatif terhadap kesempatan penanaman modal. Harga tanah berperak sccara
spiral. dan kota-kota dunia ketiga dilanda gelombang spekulasi segera setelah
terjadi perkembangan ckonomi.*™

Bersamasn dengan munculnya gelombang spekulasi, satn persoalan lagi
muncul yaitu hak rakyal atas tanah menjadi agak disbaiken sama seckali, Di
berbagai kota besar, setiap orang bisa dengan mudah melihat adanya tanah-tanah
koseng yang dibiarkan terlantar. Masalahnya bukan karcna pemilik tanah tidak
memiliki dana yang cukup untuk membangun tetapi karema memang tanah
Tersebul hanyza sekedar dijadikan barang dagangan dan spekulasi saja untuk kelak
dijual kembali bila harga tanah saat ftu dirasa sudah menguntungkan.

Mengantisipasi pertumbuban penduduk perkotaan, memandu penciptaan
permukaan demi mencegah timbulnya dacrah kumuh baru. Kawasan berkembang
diperkirakan akan menghadapi tekanan naiknya penduduk urban sampai dua kali
lipat pada tahun 2030 untuk membangun kawasan ini dibutuhkan investasi besar-
hesaran, yang nantinya akan berdampak kepada kondisi lingkungan, Aktivitas
ekonomi di kota dan urbanisasi akan mempengarubi penggunaan dan ketersediaan
air dan energl. lJampak sosial yang akan muncul dan seringkali tidak diantisipasi
olch pemerintah lokal adalah menjamurnya kawasan-kawasan permukiman
penduduk miskin atau berpendaparan rendah. Tidak sedikit pemerintah yang tidak

mempunyal kebijakan kKhusus untuk membantu kawasan ini, dan membiarkan saja

warganya mempertahankan diri sendiri. Biasanya alasannya adalah tingginya

., him 304,




biaya yang harus dikeluarkan untuk penataan ulang kawasan kumuh lersebut. 1%
Bogota, badan pembangunan perkotaan memperkirakan babwa hiava instalasi
jaringan pembuangan air &i kawasan kumuh besamya tiga kali lipar dibandingkan
kawasan permukiman lainnya, "

Perencanaan kota dapat diartikan sebagai alokasi sumber-sumber yang
dirmibiki. terutama ruang dan lahan sehingga dapat dicapai pengeunssn lahan dan
ruang yang maksimum dan ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat kota ™

Guna mengantisipasi hal ini, diperlukan kawasan perencansan kawasan
permukiman  kbusus  untuk  penduduk  miskin, Ada  baiknva  mencermati
pengalaman beberapa nepara dalam merencanakan kebijakan khusus ini, yaitu
program “sifes and service” ini diprakarsal pemcerintah kota Lima (Peru). Intinya
suatu kerangka dasar standar sarana pelayanan minimal, seperti sarana keschatan
sudah dibangun terlebih dahulu sebelum dacrah-daerah tersebut diduduki secara
spontan atau dengan kata lain program ini mengantisipasi permintaan masvarakat
lemah akan permukiman sebelum berkembangnya kawasan kumuh *

Indenesia sendiri mendapatkan kesulitan dalam hal pengaturan pengadaan
perumahan bagi masyarakataya. Penyediaan serta peningkatan jumlah perumahan
harus segera ditingkatkan termasuk pembangenan sarana umum agar tercipta
suatu kola yang mempunyai serta memperhatikan kondisi serta pengembangan
nilai sosial budaya dengan harga yang terjanghkau bagi lapiszan masyarabat yang
berpenghasilan rendah. Seperti vang telah terurai secara jelas di dalam amanah

e World Bank, Laporan Pembargunan Dunia 2003, him. 20,

*PBF. Sihombing, Evolusi Kebijukun Pertanshan Datam Hukem Tunsh Indonesia, cotskan kedua, Penerbit
PT. Toko Gunung Agung, Th, Takarta, 2005, him 463 - 464,

e World Hamk, Laporar ., (Op Cit him. 21
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yang dituangkan dalam Gans-Garis Besar [alvan Nepara, dan teratur secara pasti
dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang MNomor 6 Tahon 1962 tentang
Pokok-Pokok Perumahan. unmuk kepentingsn pengembangan perumahan tersebus
maka kerjasama perlu dilakukan antara pihak-pihak yang terkait misalkan antara
pemerintah, baik pusal maupun pemerintah daerah dengan pihak pengembang,
pihak swasla, Koperasi, atau bank. Sejalan demgan itu maka akan ada saling
keterarikan dalam proyek ini sepanjang tdak ada penyimpangan vanyg dilakukan
olch salah sam pihak. Karcna masing-masing pihak harus memiliki kesadaran
bahwa masalah perumahan adalah merupakan masalabh yang menpuasai haat
hidup rakyat yang sangat mendesak. Pemerintah dalam hal ini telah menctapkan
beberapa peraturan di antaranya Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor &
Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan, dimana sclanjutnya peraturan
terschut diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 lentang

Perumahan dan Permulkiman,

E. PENATAAN RUANG DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

Kota merupakan tempat permukiman, tempat usaha dan kesempatan kerja.

)i perkotaan, pemanfaatan tanah menjadi lebih intensif sehingga nilai tanah

scmakin mahal dan kegunaan tanah kian komplcks vang mengakibatkan

kebutuhan akan sealu penataan ruang vang memadan dan terencana terasa amat

mendesak. Perencanaan kota mempunyai maksud dan tujuan untuk peningkatan

kualitas linglungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai
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kescjahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota™™ Oleh karena itu, maka pada
tanggal 13 Oktober 1992 diundangkanlah undang-undang vang mengatur tentang
Penaraan Ruang yaitu Undang-Undang Nomeor 24 Tahun 1992, Ii dalam undang-
undang ini terdapat istilah ruang yang didefinisikan sebapai wadah yange meliputi
ruang daratan, ruang lautan, dan ruang wdara sebagai satu kesatuan wilayah,
lempat manusia den makhluk lainnya hidup dan melakokan kegiatan serta
memehhara kelaogsungan hidupnya, sedangkan tata ruang adalah struktural dan
pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan ataupun tidak,™

Dalam perkembangan sclanjutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992
tersebut sudah tidak sesuai lagi dempan keadaon pemataan ruang yang ada di
masyarakat sekarang ini. Keberadason rang yang terbatas dan pemahaman
masyarakal yang berkembang lethadap pentingnya penataan muang, sehingga
diperlukan penyclengparaan penataan ruang yang (ransparan, cfckuf, dan
partisipatif agar terwujud ruang vang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan,
I samping itu, sceara geografls Negara Republik Indonesia berada pada kawasan
rawan bencana, sehingga diperlukan juga penatasm ruang yang berbasis mitigasi
bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan
dan penghidupan.®™ Olch karena itu, pada tanggal 26 April Tahun 2007
diterbitkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (cntang Penataan Kuang dan

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008,

**'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penvediann dan Pemberian Hak atas Tanah
untuk Perusahann Pembangunan Perumaban, Pesad 7,

*Undang-Tndang tentang Penatsan reang. U1 Mo. 24 Tahun 1992, TN No. 115 Tahen 1992, 11N Na. 3215
Pasal 1 onpka 1 don 2.

S Ivbarge-Undang Mommor 26 Talwn 2007, Loc i
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Peraturan Pemerintah Momor 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang
yang baru mulai diterapkan adanya reward dan punishment, Peraturan Pemerintah
Nomaor 26 Tahun 2008 berisi tentang Rencana Struktur Ruang, rencana pola ruang
serta aturan zonasi, feward yang diberikan kepada pengembang adalah
keringanan  pajak  (Len Mendirikan Banpunan, kompensasi, urun  saham
penyediaan mitastrukur seperti listrik, kemudahan prosedur  perzinan dan
kelembagaan).  Sclain ity pemerintah  juga memberikan  reward  kepada
pengembang jika mercka bisa memanfustkan lahan sebesar 40 % dari lahan
maximum yang digunakan atan pembangunan yang dilakukan secara vertikal
misalnya pembangunan dilakukan 4 (empat) lantai tetapi mercka (pengembang)
hanya membangun 2 (dua) lantai saja. Selain adanya reward pemerintah juga
menerapkan adanya punishment. Punishment im diberikan pada pengembang yang
tidak menerapkan peraturan tentang lala ruang wilayah, punishment ini dapat
berupa pengenaan pajak yang tinggi, pengenasn kompensasi dan  pinalt,
pembatalan penyediaan infrastrulerar. "

Di dalam Undang-Undang Nomeor 26 Tahun 2007 dikenal adanya istilah
struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusar-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi schagai
pendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat vang sceara hicrarkis memiliki

hubungan fungsional, sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukkan ruang

e

e www kontan.com Ada insentil buat penpusaha vang taat
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dalam suatu wilayah yang meliputl peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan
peruntukkan ruang untuk fungsi budi daya,™

Dinamiks pembangunan m ibatkan kebutuhan akan tanah semakin
meningkat sedang pada pihak lain persediaan akan tanah sangat terbatas. Sehingea
penambahan untuk kebutuhan yang satu akan menguranm persediaan tanah untuk
kebutthan yang lain. Hal ini di samping menimbulkan alih fungsi tanah dari
pertanizn ke non pertanian, juga mengakibatkan makin meningkatnyva harea
tanah."” Karena terbatasnya lahan-lahan di daerah khusus Ibukota Jakarta perlu
dilakukan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan terhadap pembebasan
atau pembelian tanah dan benda-benda yang berada diatasnya baik uniuk
kepentingan dings ataupun swasta*'”

Nilai tanzh menjadi penting mengingat tiga sifat atau watak vang
dimilikinya. Pertama, tanah merupakan aset yang tidak terpengaruh oleh
penurunan nilai dan faktor wakiu. Kedua, tanah merupakan aset yang secara hisik
tidak bertambah. Ketiga, tanah merupakan inveslasi jangka panjang sclain salah
satu faktor produksi schingga hal dalam spckulasi tanah sebagai tempat untuk
menyimpan kekayasn (land hoarding. Dengan demikian tanah sudah merupakan
komoditas vang hams dimanfastkan secara optimal. Olch karcna itu, dalam
analisis ini kita harus pula mengetahui tentang teori-teori yang terkait dengan

pemanfaatan tanah, Secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut:

" indang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Op Cie, Pasal | butir 3 dun 4,

¥ Wayan Suandra, fakum Pertonahan fndonesie, Penerbit Rineka Cipta, Fakarta, 1994, hln 7.

*Kepumsan Gubernur Keopals Dacrah Khusus Toukotn Takarta Nomor ; 540 Tahon 1990 tentang: Potunjuk
Pelaksmaan Pemberion Sural Persetujuan Frinsip Pembebasan lokasi/Lahan Atas Bidang Tanih umtuk
Pembungunan Fisik Kot di Daemb Khosus Thokats Talkarts




Johan von Thunen (1826) adalsh pioncer teon pemanfaatan tanah yang
terkenal dengan prinsip Highest and hest use, Iha mempersoalkan bagaimana
meneniukan tempatl menanam {pertanian) vang paling efisien berbagal tanaman
serta pemantaatan tanah yang dimilikinya, Alfred Weber (1909) adalah orang
pertama yang menggagas suam teori yvang komprehensif tentang lokasi industr.
Prinsip dasar yang dikemukakannya adalah bahwa pengusaha akan memilih lokasi
dimana bayanya paling kecil. Walter Christaller dan August Losch (1939),
mengungkapkan teon tempat sentral fcemral place theory). Teori ini bermaksud
untuk menghubungkan tempat seniral dengan daerah belakangnva schingea
terbentuk struktur ruang regnonal, J. Boudeville (1967} terkenal dengan teon
kutub pertumbuhan (the theory af growth poles), yang didefinisikan sekelompok
mdustnn yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daersh perkotaan dan
mendorong perkembangan kegialan ckonomi lebih lanjut keseluruhan dacrah
pengaruhnya,”"

BEcberapa nama lain, scperti Ernest Burgest (1525) Homer Ioyd (1930),
Hams dan Ullman (1940), Edgar M. Hoover (1948), Walter Isard (1956) dan
sejumlah nama lainnya yang berkaitan dengan teori pemanfaatan tanah *

Penjabaran dari teori-teori tersebut adalah terdupatnya anggapan kuat
terhadap tanah yang dipandang sebapmi rvang (region/sparial). Makna ruang di
sini tergantung atas kegunaan fuve) dan nilai (vafue). Sejak itu mulai timbul apa
vang dischbut “teori permumbuban kota”, karema kola merupakan tempat
permukiman, tempat usaha dan kesempatan kega. Di perkolsan, pemanfaatan

*'Rudi Santosn, Real Fstote, ., O Cir,, hlm, 11

2 rhid him, TZ
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tanah menjadi lebih intensif sehingga nilai tanah semakin mahal dan kegunaan
tanah kian kompleks. Timbuloya penataan ruang atau yasig lebih dikenal regional
ploming di setiap negara pada umumnya dimulai dengan adanya pertumbuban
kota-kota yang makin pesat i awal abad 20 dimana belum terjadi sebelumnya.
Pertumbuhan kota im diakibatkan adanya arus urbanisasi yang berakses pada
munculnya siums, wrban sprawl, waffic jom, adanya penganpeuran dan lain-lein
schingga diperlukan suatu penyelesaian dan pendekatan yang bersitat regional.
Secara tegas dalam scminar PBB tentang Perumahan dan Perbaikan Masyarakat di
Asia dan Timur di New Delhi (1954) dinyatakan bahwa pendekatan regional vang
menghasilkan regional plan dapatlah mengurang tckanan yang dahsyat dari kota
vang telah memadat dan tumbuh mencapal batas maksimumnya dan regional
planning dapatlah menyelenggarakan kebidupan ckonomi dan region secara
menyeluruh.*"

Dalam proscs urbanisasi Asia Tenggara, perubahan sosial benar-henar
terjadi, namun tidak terlalu luar biasa jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah
dumia yang lain, baik angka perubahan-perubahan sosiv strucrural maupun tingkat
urbanisasi  yang telah berlangaung  relatif lambat.  Meskipun  kota-kota
berkembang, namun struktur penduduknya tidak berubah banyak, Gejala ini yang
lerutama nampak pada kota-kota kecil dan mencngah wang telah miendesak
pengamal-pengamat masalah perkotaan untuk menyebut proses itu schagai

involusi perkotaan bukan merupakan revolusi perkotaan *'*

M inid, Bim, 13

e - Sostologl Perkninmg Urbarizas) | Loe Cir
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Kebijakan dan strategi yang menyangkut penataan, vanp menggumakan
pendekatan  sistem  yang comprehensicintegral, Menuntul dan  memadukan
sekaligns perencanaan fisik sumber daya-spatial, perencanzan komunitas-sosigl
dan perencanaan sumber daya.

Dengan terbinya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Fuang dipandang sebagai landasan hukum dalam upava penataan ruang
dan pembangunan dacrah i Indonesiz. Rencana tala ruang secara hirarki,
schagaimana terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dapat
dibedakan atas:*'’

1. Rencana Tata Ruvang Wilayah Nasional, yang produk akhimya disebut dengan
Stratepi Nasional Pola Pengembangan Tata Ruang (SNPPTR) atau Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional;

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang produk akhimya disebut dengan
Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi (RSTRP) dan kemudian diubah
namanya menjadi Rencana Umum Tata Ruang Provinsi:

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, vang produk akhimya disebut
dengan Rencana Umum Tata Ruang Dacrah (RUTRD) atau Rencana Umum
Tata Buang Kabupaten;

4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Pemahaman tentang penatasn ruang atay perencanaan regional, termasuk
di dalamnya penggunaan lala ruang tanzh, sangatlah penting dalam mempelajari

ilmu real estate, Mengutip pernvataan dari Claudius Petil, scotang  pelopor

* Indang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Op. €., Pasal 14 ayas 2.




perencanuan regional, bahwa arti sesungpubnya dari perencanaan regional adalah
perencanaan masyarakat it sendir dan indusin real estate biasanya berawal dan
tumbuh dari sini.*"®
Penanganan pembungunan perumahan di perkotaan, pada tahap penentuan

lokasi yang dihadapi adalah masalah kesesuaian dengan rencana fata ruang kota
dan perkotaan. Banyak usulan lokasi pembangunan permukiman, lerulama yang
berskala besar berada di luar wilayah administratif kota, yang belum ada rencana
tata ruangmya dan belum ada program penyediaan prasarana perkotaannya. Hal
demikian ini menimbulkan kurang berfungsinya permukiman vang dibangun
sesual dengan fungsi kela yvang dibarapkan, Lebih dan e, mengakibatkan
penggunaan tanah dan manajemen perkotaan menjadi tidak efisien. Dengan
demikian, keterkaitan pembangunan perumahan dengan pembangunan perkotaan
dapat dilihat dari segi keterkaitan proses pembangunan dan  keterkaitan
funpsionalnya. Untuk im pembangunan kota ke sepala arah sebagaimana
diarahkan dalam Rencana Induk periu dikendalikan dengan cermal agar
penggunaannya dapat ditata secara proporsional.”’’
Penataan Ruang mempunyai 2 sistem, yaituw
1. Administratif, vakni mencakup Tata Ruang Nasional dan Tata Ruang Dacrah;
2. Fungsi kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan tertentu misalkan untok

kepentingan Industri Rencana Tata Ruang Daerah meneakup kawasan di atas

adalah terdini atas proses pemanfastan tata ruang, pemanfaalsn ruang, dan

pengendalian ruang.

*nudi Santoso, Renl Exic.,.., Op O, him. 15,

T aric. §. Hutogolung, Tebaran Pemikiran...., O, Cit, hlm. 193
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Perbedaan antara tata ruang dengan penataan ruang scsua dengan Pasal 1
Undang-1Tndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa tata ruang
merupakan sualy norma atau aturan dalam mengendahkan ruang juga sebaga
wujud struktural dan pola pemantastan ruang baik direncanakan wtau tidak,
sedangkon penataan ruang adalah proses dalam  perencanaan 1ata  Tuang
pemanfaatan ruang dan pengendalian mang terscbut. Subjek dari penataan ruang
adalah pemerintah, orang perorangan dan badan hukum__

Tata ruang perumahan dan pemukiman harus telah dildentifikasikan
terlehih dulu hal-hal yang menonjol dalam masalah tersebut serta tata roang harus
mengacu kepada tata ruang nasional baik sistern maupun polanya. Perbedaan tata
ruang di Indoncsia dengan di luar negen musalkan di negara Jepang dimana
dibedakan antara penatasn di daerah dan di perkotasn sedangkan di Indonesia
penataan ruang dibedakan antara administratit tata ruang nasional dan wilayah
atan daerah. Demikian pula pemantaatannya antara hutan lindung dan hutan budi
dﬂ}’ﬂ_lla

Dialam hal pembangunan kota, tata ruang kota adalah pola pemanfaatan
ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian dan ketertiban pembangunan
antar scktor dalam rangka perumusan program-program pembangunan kota dalam
jangka panjang sehingga karenanya tata ruang kota berfungsi sebagai landasan
pembangunan kota bersanpkutan. Tata muang kota disusun dengan fujuan unfuk
dapal menampung atau member ruang kepada semua akiivitas penduduknya
dalam berbagai bidang {ekonomi, sosial. budaya). Bentuk tata roang kota di atas

permukaan tanah disebut tata guna tanah. Sesual dengan fungsi kota, tata guna

205anan external {Jetro), Japamese Lifessvie, Tokyo 105-3582-8466, Tapan_ 1999, preface.
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tanah kota sccara garis besar dapat dikelompuokkan sebagal kawasan karya (tempat
kerja) yang memanfaatkun lahan kota + 15 %, kawasan wisma (tempat tinggal)
memantaatkan lahan keota 4 60%, kawasan marga (prasarana) memantaatkan
lahan kota + 208 dan Kawasan Suka (fasibitas) yang memaniaatkan lahan kota £
5%, Kawsazan karya adalah ruang yang dibotuhkan untuk menampung fungsi
utama kota sehagai simpul jasa produksi dan distribusi, dimana kota dipandang
sebagal tempat untuk menghasilkan scsuatu yvang bermanfaal bagl kehidupan
masyarakat, biasanya terdapat pada kota besar seperti Jakarta. Kawasan wisma
adalah mang vang dibulubkan uniuk menampung fungsi kota schagal pusat
pormukiman  (lempat tinggal). Kawasan wisma menjadi pendukung utama
kawasan karya, Di samping ruang untuk kedua fungs kota yang utama tersebut,
masih diperlukan ruang untuk penumjang atan pelayanan, seperti rwang untuk
prasarana dan utilitas umum serta fasilitas sosial.”"”

Pemikiran untuk mendapatkan pekerjaan demi tercapainya cita-cita dan
terpenubinya kebutuhan masyarakat membuat penduduk desa biasanya sccara
mendadak tanpa berpikir panjang melakukan urbanizas: yang sccara besar-besaran
tanpa dipikirkan akibat bertambahnya jumlah penduduk di kota akan menambah
berubahnyva tata reang kota karena sebagian pendatang yvang datang ke kota tanpa
dibekali olch suatu keahlian. Mereka pada akhimya menjadi pengangguran dan
semakin menambah masalah bagi pemerintah khususnya mengenai  tempar
tinggal merska. Masalah tanah untuk perumahan sebagai akibat dan masalah

uwrhanisasipun menmimpa pada  masyarakat Jepang, “more than half of

Mg hewun Y ilotiusodo, Mamab Dk OpoCit, blm, 322,
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Jupan s stegr mountain or decp forest that is unsuitable for habitation the cities
are located in the plamts which occup only a small part of the country. Housing
conditions in these urban areas, where the population. ™ Tempat tinggal bagi
warganya di Jepang menjadi suatu masalah tersendini, hal itu dapat dilihat dari
tidak terpenuhinya kebuluhan perumahan bagi masyarakat, schingga banyak
masyarakat Jepang vang tinggal Ji daersh pegunungan maupun di daerah
pingpiran kota.

Pemerintah saat ini mengupayakan bagaimana caranva agar kebutuhan
akan tempat tinggal mercka dapat terpenuhi. Scsuai dengan kebutuhan tersehut
pemerintah berupaya dengan cara memberikan fasilitas terhadap kredit pemilikan
rumah. Biasanya yang melakukan seperti ini adalah para pengusaha atau
perusahaan pembangunan perumahan yaity badan usaha yang berbentuk badan
hukum yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan. >

Ihtinjan dan konsep penatasn ruang, keterkaitan antara pembangunan
perumazhan dan pembangunan kota adalah scbagai berikur™ Pertama, program
pembangunan perumahan adalah bagian dar program pembangunan kota vang
tidak dapat dipisahkan. Kedua, dalam mengatur pembangunan perumahan dan
pembangunan  perkolasn, pemenntah  menggunakan  fasilitas  serta
pengendaliannya  melalui  perizinan. Pembangunan prasarana dan  fasilitas
merupakian penjabaran dari rencana pembangunan kotanya, serta akan menarik
investasi untuk ditkuti olch pembangunan unsor-unsur kota lainnya.

- o duprmese Litesivle..... Loc Ol

Speraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahon 1987, Op.Cir, Pusal | butir 1.

Meiswono Yudohusodo, Rumal Uik, . Loe Oz




133

Maksud dari perencanaan kota adalah mewujudkan peninghkatan kualitas
lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam  mencapai
kesejahteraan, sesual dengan aspirasi warga kota, sedangkan suaty perencanaan
kota mempunyai tujuan supaya kehidupan dan penghidupan warga kota aman,
tertib. lancar, dan sehat melalui perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi
dan seimbang sesuai demgan kebutuhan dan  kemampuan daya dukung
pertumbuhan dan perkembangan kota serta perwujudan pemanfaatan ruang kota
vang scjalon dengan twjuan serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan
pembangunan daerah **

Diengan pendekatan konsep penataan ruang inilah sckaligus dapar dilihat
keterkaitan spasial dan keterkaitan fungsional antara pembangunan perumahan
yang secara dominan memaniaatkan = 60 % dari luas areal perkotaan (clemen
utama keviatan kota), secara fungsional diranglum oleh penyediaan pembangunan
prasarana dan fasilitas perkotasn yang memanfaatkan 4 20% dari arcal

pﬂkﬂtﬂ.ﬂ.ﬂ.m

C. HAK-HAK ATAS TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN
Tanuh  (Jand) menjadi unsur pokok dan  penting karema untuk
pengembangan bangunan apapun di atasnya sangat memerlukan tanah sebagai
pondasi. Arti pentingnya tanah bam kehidupan umat manusia. sebagai contoh

kasus seringhali tanoh schapai sumber utama timbulnya sualu peperangan di

2 phid, him 384,

i, him 3TL
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dalam kedaulatan suatu negara, schingga ada angpapan buhwa lanah scbagai
sumber kehidupan dan penghidupan manusia merapakan eonditio sine qua non,
seperti halnya udara yang kita hirup. Mengingat akan arti penting tanah sebagai
penpesahan kedaulatan suatu negara maka seringkali tanah digunakan sebagai alat
vang dapal dipolitisasi sebagai sarana untuk memecahkan Kesaluan suatu negara,
dimana tanah itu sendin memiliki kandungan kekayaan vang beraneka ragam baik
kandungan di dalamnya maupun kandungan di atasnya. Rendahnya status hukum
kepemilikan tanah.

Berdasarkan duta BPS, pada talun 2001 di daerah perkotam, persentase
rumah tangga vang memiliki sertipikat  BPN (Badan Pertanahan Masional) atas
tansh vang dibangun baru mencapai 50,8 persen, sedangkan di dacrah pedesaan
hanya 21,6 persen™ Status hukum kepemilikan tanah harus diatur sedemikian
hingga agar tanah yang akan digunakan dapat pula dimanfaatkan secara maksimal
nantinya.

Pengaturan hukum tanah vang diatur di dalam UTUPA telah memberikan
kedudukan kbusus bagi tanah sebapai benda. Kekhususan ind terlihat dengan
adanya protcksi dalam pemilikan hak atas tanah berupa Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak (Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Kedudukan kimsus dalam hukum
tanah terlihat pula pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UFLTDY 1945, yaitu bahwa bumi,
air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh nepgara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyar, ™ Macam-macam hak-hak

ates tanah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, berupa; Hak Milik, IIak

adan Pussl Saristik, 2000, Stk Perumahan dan Permukiman, Hasil Survei Sogizl FEhonomi 2000,

“Dijuhacndah Hasan, Lembaga faminan O i hlm 61




14d

(runa Uisaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak membuka tanah,
dan Hak memungut hasil hutan,

Hak-hak alas tanah apapun scmuanya memben kewcenangan uwniuk
memakat sualu bidany, tanah tertentu dalam rangka memenuls svatu kebutuhan
tertentu, Pada hakikatnya pemakaian tanah it hanya terbatas untuk 2 (dua) tujuan,
Pertama, pemakman tanah untuk divsahakan: misalnya untuk usaha pertanian,
perkebunan, perikanan {tamh_al-;} atau petemakan, Kedua, tanah dipakan sebagai
tempat membangun  sesuaty;  seperti untuk membangun bangunan  gedung,
bangunan air, bangiman jalan, lapangan olahraga, pelabuhan, pariwisata, dan lain-
lain. Semua hak ates tanah 1lu merupakan hak untuk memakal tanah, maka
semuanya memang dapat dicakup dalam pengertian dan dengan nama scbutan
Hak Pakai. Mecngingat bahwa dalam masyarakat modern peruntukkan tanah itu
bermacam-macam, maka untuk memudshkan pengenalannya, Hak Pakai vatuk
keperluan yang bermacam-macam ity masing-masing diberi nama sebutan vang
berbeda, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangman, dan Hak
PE]]'LEI.LH.'I

In antara hak-hak pakai tersebut ada vang sifatnya sangat Khusus yang
bukan sckedar berisikan kewcnangan untuk memakai scsuam bidang tanah
tertentu yang dibaki, tetapl juga mc_ngmdxmg hubungan psikelegis-emosional
antara pemegang hak dengan tanah yang bersanghkutan, Hubunpannya bukan
sekedar hubungan lugas yang memberi kewenanpan memakai suatu bidang tanah

tertentu.  Pemegang haknya sebaga orang Indonesia yang belum mendapat

Rudi Darsomey, Hubpm Spraria,, CooCe, hlme 258,
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pengaruh  pemikiran barat, morasa handerbeni lanah  yang  bersanghutan,
Dirasakan tanah itu scbagai kepunyaannya. Hak Paka i dalam UUPA diberi
nama scbutan Hak Mihk. Nama Hak Milik vang dianut dalam UUPA bukan nama
asli Indonesia, tetapi sifat-sifat hak menpuasal tanah yang diberi nama sebutan
Hak Milik it sudah dikenal dalam hukum adat, yaitu sehagai hasil perkembangan
penguasaan dan pengusahaan atay penggunaan sebagian tanah ulayat secara
intensif dan lerus-menerus oleh perseorangan warga masyarakal hukum adat
pemegang hak ula‘_l.rat.m

Untuk jenis tanah sebagaimana diatur dalam beberapa Pasal dalam UUPA,
terdiri dari:
1. Hak Mihk

Hak Milik adalah hak tunm-temuerun, terkuat, dan terpenmh vang dapat
dipunvai orang atas tanah. Hak Milik dapat dipunyai oleh perorangan maupun
badan hukum.™® Dalam Pasal 520 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menvebutkan bahwa pekarngan dan kebendaan tak bergerak lainva vang tidak
terpelihara dan tada pemiliknya, sepertipun kebendaan mercka yang meninggal
dunia tanpa ahli waris atan yang warisannya telah ditinggalkan adalah mulik
negara. Kepemilikan olch negara terscbut didasarkan pada ketentuan Pasal
sehelumnya yaitu dalam Pasal 512 yang menyebutkan bahwa kebendaan yang
bukan milik siapapun juga atan kebendaan lainnya adalah milik negara, milik

badan kesatuan atan milik seseorang. Dan rumusan kedua Pasal tersebut dapat

Hrhef, him. 255,

i Mulpdi dan Cunawnn Widjan, ek fak atar Tamah, Cetakan || Penerbit Kencana, Jakarta, 2004,
hlme 25.
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diketahun bahwa khusus untuk perkarangan dan benda tidak berperak, selain yang

dirmliki oleh orang-perorangan secara bebas, baik dalam kepemilikannva sendiri

secara individu maupun dalam bentuk milik bersama yvang tenkat, maka sshuuh

perkarangan (tanah) dan benda-benda tidak bergerak lainnya yang ada di

Indonesia (Hindia Belanda) wakto itu adalah milik negara vang pada waktu itu

diwakili oleh Pemerintah ITindia Belanda. ™"

Hak Milik dapat terjadi karcna beberapa hal. Ilal yang pertama
mengenal ketentuan adat yaitu dapat dilakukan dengan jalan pembukaan atas
lahan baru yang diatur sesum dengan peraturan perundang-undangan yamg
berlaku. [1al yang kedua mengenai kepemilikan atas Hak Milik dapat dengan cara
penelapan pemenniih menunit cara dan syarat-syarat vang ditetapkan, Hal yang
ketiga adalah berdasarkan kKelenfuan peraluran perundang-undangan. Jangka
waktu dari Hak Milik imi sendin tidak terbatas sesuai dengan Pasal 20 Undang-
Undang Pokok Agrana vang berbunyi:

a, Hak Mibk adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenubh yang dapat
dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6,

b. Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, sedangkan
kewenangan pemberian haknys diatur dalam Pasal 3, 7, 14 Persturan Menteri
Negara Agraria’Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan
Pemberian Hak atas Tanah Negera

Hak Milik mervpakan hak vang paling kuat atas tanah yang memberikan

kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas

ihrd, him. |-
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bidang tanah Ilak Milk yang dimilikinya tersebut (dapat berupa Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakal, dengan penpecualian Hak Guna Usaha), yang hampir
sama dengan kewenangan negara (sebagal penguasa) unmik memberikan hak atas
tanah kepada warganya. Hak ini meskipun Udak muotlak sama, tetapi dapat
dikatakan mirip dengan eigendom atas tanah menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang memberikan kewenangan vang paling luas pada pemiliknya
dengan  ketentuan horus memperhatikan  ketentuan Pasal 6 UUPA  vany
menyatakan bahwa semua hak atas mempunyai fungsi sosial.”'

Mengenai ketentuan Hak Milik diatue dalam Pasal 20 sampai dengan 27
LILPA, sedangkan kewenangannya diatur dalam Pasal 3, 7, dan Pasal 14
Peraturan Menteri Negara Agraria’Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1999. ketenlusn mengenai pemberian dan pembatalannya haknya diatur
dalam Pasal § s/d 16 Peraturan Menteri Negara Agraria’Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor & Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak
atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, antara lain:

a. Menurut hukum adat yaitu dapat dilakukan dengan pembukaan lahan baru
yang diator sesuai dengan peraturan pemérmtah,

b. Menurut penetapan pemerintah yang syarat-syaratnya telah ditetapkan olch
undang-undang, :

Hak Milik memberikan kewenangan yang mutlak atau-yang terluas dari

kewenangan atas hak lain yang berada selain [Tak Milik, misalkan Hak Guna

Usaha, Hak Pakai atau hak vang lain atau dalam istilah Kitab Undang-Undang

il | hbm, 30,
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Hukum Perdata adalah mirip dengan cigendom, scpamjang masih harus
memperhatikan ketentuan yang ada pada Pasal 6 pada UUPA.
¢, Sesum dengan ketentuan undang-undang, Hapusnya Hak Mibhik berada dalam
ketentuan vang dirumuskan pada Pasal 27 UUPA, yang berbunyi bahwa Hak
Milik hapus apabila:
1. Tanahnya jatuh kepada negara
2. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 ULIPA;
1, Karcna penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
il. Karena ditelantarkan;
1. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2);
3. Tanahnya muwsnah
Alasan pencabutan hak adalah karena kepermihkan tanah tersebut
dianggap demi kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara
Pencabutan ini dapat diberikan ganti rugi vang lavak bagi pemilikinya,
Kelenluan secara jelas mengenal bhal imi dapat dilihat dalam Pasal 18
UUPA dan juga dapat dipertegas dengan Pasal 1, 2, dan Pasal vang lain
sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di
atasnya 22
Alagan hapuanya Hak Milik karena penyerahan secara sukarela adalah

dapat dipertegas dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993

2ihid,, hbm. 129, Temukhir divbeh dengam Peraturan Presiden Momor 65 Tahien 2006 1eniang perubahan stas
Perpres Mosmsns 36 Tnbun 205 tentmnp Pengadasn Tanak Ragi Peluksanann Pembengunan untuk Kepentingnn
Ulmeim,
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tentang  Pengadaan Tanah bag;  Pelaksimaan Pembangunan  untuk
Kepentingan Umum yaitu di dalam Pasal 2, 3, 4, dan 5, scrta diperkuat
pula denpan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Peneabutan
Ilak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di atasnya Undang-
Undang Nomor 51/Prp./1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah atan
kuasanya dan peraturan vang terbary adalah Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 tentang Pengadaan 'I'anah bagi Pelaksanaan Pembangpunan
untuk Kepentingan Umum,*

Alasan hapusnya Iak Milik karena tanah tersebut ditelantarkan adalah
karena seperti yang terdapat di dalam Pasal 3 dan 4 adalah dimana dapat
ditarik  kcsimpulan bahwa yang dimaksud tanah vang terlantarkan
adalah:**

a lanah yang tidak dimanfaatkan dan/atau diperlihara dengan baik;
b. Tamah yang tidak diperunakan sesuai dengan keadaan sifat atau
tjuan dari pemberian atas hak tanahnya tersebut.

Alasan hapusnya Hak Milik karcna dikuasai atau dialibkan kepada
subjck hukum yang tidak berhak memangku kedudukan sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Hak Milik atas
tanah karena mengacu pada rumusan Pasal 21 ayat (1) UUPA. Hapusnya

Hak Milik karena kemusnahan tanahnya dapat dilihat pada dasar-dasar

Mnig, blm. 133,

il him. 137,
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atas tanah itu sendini. Dengan musnahnya suatu bidang atas tanah, maka

pemberian Hak Milik atas tanah itu sendiri telah hilang demi hukum,“?

2. Hak (iuna [Tsaha

Hak Guna Usaha adalab hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung olech pegara, dalam pertanian, perikanan atan peternakan. Pengaturan
mengenal [ak Guna Usaba diatur dalam Pasal 28 sampai dengan 34 UUPA. Hak
Cruna Usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 Tabun atau 35 tahun. Hak
Guna Usaha dapat dijadikan jaminan wtang dan dibebani [lak Tanggungan.

[Iak Guna Usaha diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 18 Peraturan
Pemcrintah Memor 40 Tahun 1996 tentang Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
CGuna Bangunan, dan Hok Paka, sedangkan kewenangan pemberan dan
pembatalan haknya diatur dalam Pasal ¥ dan 14 Peraturan Menlen Negara
Avnmia’Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak
atas Tanah Negara.

Kelentuan mengenai subvcknya diatur dalam Pasal 17 sampal dengan
pasal 31 Peraturan Menteri Negara Apgraria/Kepala Badan Pertamahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Cara yang dapat ditempuh agar terjadi
pemberian haknya adalah dapat melalui pemberian hak oleh menteri atau pejabat

vang ditunjuk.

S hig, Wi 139 dan 144
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Subjek hukum dan Hak Guna Usaha adalah Warga Negara Indonesi dan
badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, sedangkan asal tanahnya sendini
berasal dan pembenan haknya olch menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam
Pasal 30 UUPA menyatakan bahwa yang boleh mempunyai Hak Guna Usaha
hars Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum
norara di Indonesia. Secara khusus hapusnya Hak Guna [Usaha adalah telah diatr
secara jelas dalam Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria, vaitu:™
a. Jangka wakminya telah berakhir;

b. Dihentikan sebelum jangka waktu waktunya berakhir karena suatu syarat tidak
terpenuhi;

¢, Dilepaskannya oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

d. Ihcabut untuk kepentingan wmum;

e, Ditelantarkan;

f. Tanahnya musnah,

3. Hak (una Bangunan

Hak (muna Bangunan adalah hak untuk mendinkan dan mempunyai
bangunan-hangunan atas tanah yang bukan miliknya sendin. Pengaturannya dapat
dilihat dalam Pasal 35 sampai dengan 40 UUPA serta terdapat di dalam Pasal 19
sampai dengan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak (huna
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Paka atas Tunah, sedangkan kewenangan
haknya diatur dalam Pasal 4, 9, dan pasal 14 Peraturan Menteri Negara

ﬂg[m']ﬂ.l’!{:pala Badan Pertanshan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang

peid hlm 172,
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Pelimpahan Kewenangan Pemberion dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak
atag Tamah Megara, ketentuan menpenai tata cara pemberian hak tersebut diatur
dalam Pasal 37 sampai dengan 48 Peraturan Menteri Negara AgrariaKepala
Badan Pertanahan atas 'Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Hak (iuna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan di alas langh yang bukan miliknya sendin dengan jangka wakiu selama
30 tahun sebagaimana yanyg diatur dalam Pasal 35 UUPA. Ini berarti scorang
pemcgang Hak Guna Bangunan berbeda dad pemegang Hak Milik dari tanah
dimana bangunan terscbut didirikan atau dalam konotasi yang lebih umwm,
pemegang Hak GGuna Bangunan bukanlah pemegang [ak Milik dari tanah dimana
bangunan tersebut didirikan **

Subjek dari Hak Guna Bangunan adalah Warga Negara Indoncsia serta
badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan vang
berlaku. Hak Guna Bangunan scbagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peramran
Pemenntah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Milik, 1lak Guna Usaha, Hak
Guna Banpunan, dan [Tak Pakai dapat berasal dari:

a. Tanah mihk negara;
b. Tanah Hak Pengelolaan;
¢. Tanah lHak Milik.

(’ara yang dapat dilakukan agar dapal memperoleh haknya adalah dengan
cara pemberian haknya olch menteri atan pejabat vang berwenang dan telah

ditunjuk dengan penctapan pemerintah apabila tanahnya berasal dari tanah vang

Eime———mm e
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secara langsung dikuasai olch negara. Untuk Hak CGuna Bangunan atas tanah vang
pengelolaannya dibenkan olch menteri atau pejabat yang berwenang berdasarkan
usul pemegang Ilak Pengelolasn Kemudian untuk Hak Guna Banpunan atas
Tanah Hak Milik tefjadi dengan pemberian oleh pemegang lak Milik dengan akla
yang telah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Jangka waktu berlakunya Hak Guna Banpunan adalah 30 tahun apabila
tanal yang berasal dari tanah negara dan dapat diperpanjang untuk Jangka waktu
paling lama 20 tahun, sedangkan apabila tanahnyva berasal dari tanah Hak Milik,
maka jangka wakiu yang diberikan hanya 30 tahun sebagaimana vang diatur
dalam Pasal 25 hingpa Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan 1lak Pakai,

Hapusnya Hak (hma Bangunan schagaimana yang diatur dalam Pasal 35
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak (Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan ak Pakai Atas Tanah;

. Derakhimya jangka waktu vang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan di
alees;

b. Dibatalkan haknya oleh pejubat yang berwenang sebelum janpka waktunya
berakhir karena telzah dilanggamya perjanjian yang telah disepakati;

¢. Dilepaskan secara sukarcla oleh pemegang haknva sebelum jangka waklunya
berakhir;

d Dicabut demi kepentingan umum berdasarkan UndangUndang nomor 20
Tahun 1961;

¢. Tanmahnya diterlantarkan;

“Ihid |, him. 1949
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f Tunahnya musnuh;

g, Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2).

4. Iak Pakai

Hak Pakai adalah hak uniuk mengeunaksn danatau memungut dari hasil
tanah yang dikuasai langsung nepara atau tanah milik orang lan vang
memberikan wewenang dan kewajiban vang  ditentukan oleh pejabat vang
berwenans. [lak Pakai dapat diberikan dalam hal:**"

a Selama jangka waktu tertentu atam selama tanahmya dipergunakan untuk
keperluan tertentu.
b. Dengan cuma-cuma, dengsn pembayaran atau pembenan jasa berupa apapun.

Pengaturan Hak Pakai terdapat dalam Pasal 41 UUPA dan Pasal 39
Peraturan Pemerintah Nomor 400 Tahun 1996 tentang Hak Milik, Hak Guna
Bangunan., 1lak Guna Usaha, dan Hak Pakai. Kctentuan mengenai tata cara
pembenan dan pembatalan haknya distur dalarn Pasal 49 sumpai dengan 65
Peraturan Menteri Negara AprariaKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembenan dan Pembatalan Hak ataz Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan.

Subyeck Hak PPakai sebapaiamana yang diatur dalam Pasal 39 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hsk Guna Usaha, Hak (juna
Dangunan, dan 1lak Paka atas Tanah adalah:

a. Warga Negara Indomesia;

b. Orang Asing yvang berkedudukan di Indonesia;

M hid., hlm. 245.
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¢. Instansi pemenntah;

d. Badan-badan Keagamaan dan sosial;

e. Badan Hukum yang didirikan di Indoncsia memrat hukum Indonesia;
[.  Badan Hukum Asing vang memiliki perwakilan di Indonesia:

g. Perwakilan Negara Azing dan perwakilan Badan Internasional.

ITak Pakai dapat berasal dari tamah negara, tanah Hak Pengelolaan, dan
tanah Hak Milik, Tanah yvang berasal dari tanah negara diberikan haknya oleh
menteri atapun pejabat yang ditunjuk, sedangkan tanah Hak Pakai atas tanah Hak
Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak vleh menter atan pejabat
yang ditunjuk berdasarkan usul pemepang hak. Kemudian untuk tanah Hak Pakaj
atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian olch pemegang Hak Milik dengan
akta yang dibuat olch Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).*

Jangka wakm berlakunyapun memiliki perbedaan, di antaranya apabila
Ilak Pakai berasal dari tanah negara maka diberikan jangka waktu 20 tahun dan
kemudian dapat ditambah atan diperpanjang untuk jangka wakt paling lama 20
taliun atau dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sclama tanah tersebut masih
dipergunakan. Bila tanah Hak Pakai terscbut berasal dari tmmah Hak Milik, maka
diberikan jangka waktu 25 tahun serta tidak dapat diperpanjang kembali,**

Hak Pakai dapat hapus sebagaimana vang diatur dalam Pasal 55 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 temtang Hak Guna Usaha, Hak Guna

Bangunan, dan Hak Pakai atas Tansh bila:

bt him. 251,

M hid, him 259,
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1. Derakhurmya jangka wakiu yang telah datetapkan i atas perjanjian yang telah
disepakati oleh kedua belah phak;

2. Dibatalkannya oleh pejabat yang berwenang karena tidak dipenuhinya
kewajiban oleh salah satu pthak atau telah dilanggamya ketentuan-ketentuan
yvang telah disepakat oleh salah satu prhak melalu keputusan pengadilan yvang
telah berlaku secara tetap;

3. Ddlepaskan sccara sukarcla olch pemegang hak schelum jangka waktunya
berakhir;

4. Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961

5. Tanahnya musnah.

6. Tanahnya diterlantarkan;

7. Ketentuan Pasal 40 ayat {2),

5. Hak Pengelolaan

[lak DPengelolaan adalah hak yang diberikan oleh Menteri Nepara
Agraria’Kepala Badan Pertanahan Masional apabila tanah-tanah negara akan
dipergunakan oleh instansi-instansi vang dimaksudkan untuk diberikan dengan
sesuatu hak kepada pihak ketiga.

Berkaitan dengan masalsh hsk atas tmah, vang diperlukan pula alah
perihal sertipikal ITak Tanggungan sebagaimana dengan diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tangpungan Atas Tanah Beserla

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Hal i dilatarbelakangi oleh

tuntutan pembangunan nasional yang memerlukan lembaga hak jaminan yang

kuat dan mampu membenkan kepastian hukum  bagi  pihak-pibak  yang




%3

berkepentingan, (byek tanah yang dapat dibebani [lak Tanggungan adalah Hak
Milik, Hak (umna Usaha Tlak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah
negara.*
Secara ringkas undang-undang Hak Tangpungan mempunyai ciri-cir
sebagai berikut:™*
a. Memberikan kedudukan vang divtamakan atan mendahului kepada pemcgang
hak;
b. Sclalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek it
berada;
¢. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas:

d. Mudah serta pasti pelakzanaan eksekusinya.

Hak atas tanah memberi wewenang kepada pemegang haknva untuk
mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang di atasnya hak itu
melekat, UUPA menyatakan bahwa Ilak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna
Bangunan dapat dibebani Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan suatu
hutang. Sebaliknya Hak Pakai dan Hak Sewa itu tidak dischut dalam hak atas
lanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan karena sifatnya vang sangat istimewa,
maka untuk dibebani menjadi Hak Tanggungan adalah harus benda tersebut
ditumjuk oleh undang-undang sebagai objck Hak Tangoungan,

Pada hokikatnya Hak Tanggungan merupakan ikutan (accessoirt pada

perjanjian pokoknya, yakmi perjanjian yang menimbulkan hukum hutang-piutnag.,

Mpdaris W, Sumardiono, Kebifubun Pertgnahan amtare Regulod & fmplementas, Cetakan Pertama,
Penerbit Kompas, Takarta 20601, him 124,

hid hlm 122




Denpan demikian, keberadaan, peralihan, dan hapusnya Hak ‘Tanggungan
tergantung pada utang yang dijamin pelunasannya tersebut. Keberadaan Hak
Tanggungan ditentukan melalui pemenuhan tata cara pembebanannya vang
meliputi dua tahap kegiatan. Pertama, tahap pemberian Hak Tangpungan dengan
dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT (vang memuat substansi
yang bersifal wajib dan janji-janji yvang bersifat fakultatif) yang didahulni dengan
pegamian pokoknya, vaknl perjanijian utang-piutang. Kedua, tahap pendafiaran
IMak Tanggungan oleh kantor pertanshan vang menandakan seat lahimya Hak
Tanggungan.2*’

Hak-hak atas tanah yang beraspek keperdatasm tersebut disebut sebapai
hak-hak atas tanah vang primer, karena hak-hak tersebut bersumber langsung dari
Hak Bangsa Indonesia alas tanabh-tanah yang ada di selurub wilayah Negara
Republik Indonesia. Hak-hak yang tidak bersember langsung dari Hak Bangsa
Indonecsia dischut hak-hak atas tanah yang sckunder, vaitu hak-hak vang diberikan
olch pemegang hak primer, scperti hak scwa, bagi-hasil, gadai, dan lain-lain **

Akhir-okhir  ini  ada yang mengemukakan pemikiran  untuk
menyederhanakan jumlah hak-hak atac tonoh yang 4 (empat) macam terschut
{Hak Milik, Hak Guna Banpgunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai) menjadi 2
(cua), yaitu hanya Hak Milik dan Hak Pakai, seperti vanp dijumpa di negara-
negara yang menggunakan sistem hukum anglo-saxon, dengan demikian memang
jclas akan ada penycderhanaan dari sudut hitangan jumiahnya.

b, il 123,

rhig, m. 235

Mt hilo. 2540,
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Ada pemikiran untuk menyederhanakan hak-hak atas seperti yang tertuang
di dalam Rancangan Undang-Undang (RULT) Sumber Daya Agraria yaitu menjadi
Hak Milik dan Hak Pakai. Hak Pakai terdin dar Hak Pakai dengan jangka waktu
tertentu, Hak Pakai dengan jangka wakiu selama tanahnya dipergunakan, dan Hak
Pakai khusus dengan jangka waktu selama tanahnya dipergunakan. **®

Iak Paka yang dimsksud RUU Sumber Daya Agraria adalah hak untuk
menggunakan dan atau mengambil hasil dan tanah untuk jangka wakm tertentu
atau selama tanahnya digunakan bag keperluan vang scsuai dengan tujuan
pemberian haknya, Hak Pakal untuk selama tanahnya dipergunakan bagi
keperluan yang sesuai dengan tujuan pemberian haknya diberikan di atas tanah
negara, yang penggunaannya bagi keperluan publik vang bersifat Nasional atau
Internasional, Hak Pakai Khusus adalah hak pakai vang  memberikan
kewenangan:”"’
1. Scbagaimana dimaksud avat (1) atas tanah negam;
2. Menentukan dan mengatur peruntukkan, penpgunaan dan  pemanfaatan

tanahnya;

L

Menyerahkan bagian-bagian dari hak pakai terschut kepada pihak ketiga
selama jangka wakitu tertento.

Hak Pakai dengan Jangka waktu tertentu dapat dipunyai oleh:*™

1. Warga Negara Indongsia;

2 -Warga Megara Asing;

”R‘.m:m:@nhnd.;ng-ifnﬂmg tentang Sumber Dava Agraria
i,

= il
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3. Badan Hukum Indonesia; atan
4. Badan ITukum Asing vang mempunyai perwakilan di Indonesia,

Jangka waktu yang diberikan untuk Hak Pakad atas tanah negara selama 50
tahun, sedangkan Hak Pakai yang diberikan di atas tanah Hak Milik sesuai dengan
kesepakatan para pihak dimana selama-lamanya waktu yang dibérikan adalah 50
tahin, >

Penyvederhanaan jumlah hak-hak atas tanah tersebut pada Kenyataannya
justru  dapat memmbulkan ketidaksederhanaan dalam  pengertian  dan
pengenalannya. Hak Pakal yang akan menggantikan Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakal yang ada sekarang akan bermacam-macam isi
kewenangannya, Masing-masing Hak Pakai itu berbeda tujuan peruntukkan tanah
yang dihaki, berbeda persyaratan bagi pemegang haknya, dan lain-lainnya. Hak
Pakai itupun tidak akan langsung dapat memberikan informasi mengena
peruntukkan tanah yvang dihaki, maka Hak Pakai itu tidak dapal langsung dikenal
isi dari kewenangannya. Berbeda dengan ITak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
dan Hak Pakai vang masing-masing sudah jelas peruntukkan tanah yang dibaki.
Namun merumuskan ketentuan dalam rangka melindungi kepentingan Masional
dan golongan rakyat vang ekonominya lemah juga tidak semudah seperti yang
diharapkan jika tetzp ada Hak Guna Usaha, lak Guna Banguman, dan Hak

Pakai, ™

= rhrl

*2pndi Harsono, [dem Agraria.,.., Cp.Cir, hlm, 291,
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Ditinjau dan segi praktis perubahannya juga tidak akan mudah dan
sederhana. Kini sudah ada sekitar 23 juta bidang tanah yang didaftar dengan
penvebutan nama Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak (Guna Bangunan, dan Hak

Pakai terschut.™

. PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan  dan
Permukiman telah menjadi landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari
kerangka landasan pembangunan nasional memasuki Rencana Pembanpunan
Jungka Menengah Nasional (REJMN) 2004-2009. Sesuai dengan jiwa dari Pasal
33 Undang-Undang Dasar 1945, vang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan
kckayaan alam wang terkandung di dalamnva dikuasai olch ncpara dan
dipergunakan untuk sehesar-besar demi kemakmuran rakyat serta perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, maka sistem
penycdian tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman harus ditangani
dengan sebauk-baknya, karena tanah merupakan sumber dava alam yang tidak
dapat bertambah yang harus digunakan sccara cfisien dan dimanfaatkan bagi
kescjahteraan masyarakat,

Kctentuan lebih lanjut dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dirumuskan dalam
Pazal 2 UUPA ayat (1) UUPA menyatakan: “atas dasar ketentuan dalam Pasal 33

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal yang dimaksud dalam kekayaan

el
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alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai olch
negara, sebagai organizasi kekuasaan seluruh rakyat ™™

Hal terscbut diperkuat dengan kenyataan bahwa berdasarkan data yang ada
di Badan Pertanahan Nasional dari 13 (tiga belas) kota, 60%-80% dacrah yang
sudah terbangun di kota-kota tersebut merupakan areal perumahan, Penyvediaan
tanah harus dikclola dan dikendalikan olch pemerintah agar penggunaan dan
pemanfastannya dapat menjangkau masyarakat sccara adil dan merata tanpa _
memimbulkan kesenjangan ckonomi dan sosial yang besar dalam  proscs
bermukimnya masyarakat “*

All development plans for Jakarta and other Indonesian cities from
kampong to rehabilitation of infrastructure, like roads, water sewage, and so
Jorth, as well as impravement of social facilities, depend on ability of those cities
tur reise considerably more funds on their own. To keep up present demands alone
without implementing long deferred infrastructure needs, will require a fresh look
ar the revenue side of Indonesian ciries, Sctiap pembangunan vane dilakukan dj
Jakarta maupun di dacrab-daerah luin yang ada di Indoncsia tersebul tergantung
dari alokasi dana masing-masing daerah terhadap perbaikan infrastrubitur seperti
pembangunan jalan, saluran irigasi, sarana dan prasarana umum, dan lain-lain.
Namun apabila yang terjadi alokasi dana ada untuk pembangunan inlrastruktur
tetapt implementasinya masih kurang, maka hal itu dapat tercermin dari kota-kota
im sendiri yang ada di Indonesia ="

Zpkc §. Hutsgalung, Tadaran Pemikivarn ., Op.Ci him 11,

“"Muhyunio, Kossepsi Peraturan Perumahan |, Cp O, him, 1,

4 1nkn Wong, The Cifies of Az, Singapore Lniversity Becs, Singopurs, hlm 319




Pembangunan  perumahan dan permukiman merupakan upava untuk
memenuhi salah satu Kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan
mute lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan  wilayah,
memperluas lapangan Kerja serta mengperakan keptatan ckonomi dalam rangka
peningkatan dan pemerataan kezgjahteraan rakyval. Sehubungan dengan itu, upaya
pembangunan pervmahan dan permukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan
perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, dengan harga vang terjangkau
oleh masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendah dan dengan tetap
memperhatikan persyaratan minimum bagi perumabsn dam permukiman yang
layak, sehat, aman dan serasi. ™’

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, apalagi di wilayah perkotaan,
kebuluban skan perumahan dengan segala sarana dan  prasacananya juga
meningkat. Hal im dengan sendirinya akan mempunyai konsckuensi kepada
kebutuhan tanah untuk perumahan yang lebih besar. Prinsip dasar dalam konsep
hubungan antara manusia dengan tanah menempatkan individe dan masyarakat
sebagai kesatuan yang tak terpisahkan. Pemenuhan kebutuhan sescorang terhadap
tanah diletakkan pada kerangka kebutuhan masyarakat schingga kebutuhan ing
tidak bersifat individualis. Ada batasan tertentu dimana sesecrang tidak bisa
berpikir mereka memiliki hak perorangan yvang mutlak. di setiap hak atas tanah
maka di sampingnya terdapat pula kewajiban terlentu untuk  pertangrungjawaban
terhadap kepentingan umum.

Banyak negara dihadapkan pada berbapai kendala dalam pengadaan tanah

untuk perumahan, Selain karena kian langka dan mahalnya harga tanah, juga

*"hudi Santosn, Keal Esmate ., (4 i, him, 7
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terbatasnya kemampuan pemerintah dalam  pengelolasan dan pengendalian
pertanahan. Setiap negara punya ukuran yang berbeda dalam kebutuhan (ruang)
tanah unmuk perumahan. Amerika Serikal mempunyai standar antara 81-271 meter
persegi (m*) per orang (proporsinya disesuaikan dengan jumlah penduduk suatu
wilayah). Inggris antara 116-149 meter persegi (m?) per orang, India 10-20 meter
persegl (m°) per orang, dan Indonesia diperkirakan 15-16 meter persegi (m®) per
orang. Standar terschut akan semakin beragam bilamana menyangkut pendapatan
dan kualitas hidup penduduk.”™

Masalah pengadaan atan alokasi tanah untuk perumahan sudah menjadi
pemikiran dan kajian serius negara maupun badan internasional scjak awal abad
ke 20 akibat kecemasan dan meledaknya jumlah penduduk dunin. PBB sendid
telah mengeluarkan resolusi No. 43/181/csember 1988 yang berisi scruan agar
setiap negara untuk mewujudkan rumah yang layak bagl semua (shelter for alll,
upalagl untuk dacrah perkotaan dimana abad ke-21 dimana dua pertiga penduduk
dumia akan tinggal di sana, schingga persoalan tanah untuk perumahan kian
kompleks dan rumit,**

Kepastian hukum atas tanah meliputi 3 hal, yakni subvek haknya (siapa
pemilik tanah), obvek haknya (dimana letak, batas-batas, den luas arealnva) dan
Jenis haknya (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan lain-lain). Untuk pmhhuktiau:
hak ataz tanah dilakukan melalui pendafiaran tanah vang dibagi atas dua sistem.
Perlama, sistem positif dimana pemegang hak terdafiar dilindungi hukum dan

udak dapat diganggu pugat. Kelemahannya, pendaftaran sesuatu hak atas tanah

BEihidd, him

**Siswono Yodohosodo, Rimiah Dntuk..., Op iz hlm 15




Lol

kepada seseorang vang tidak berhak akan menghapus hak orang lain. Sistem ini
berlaku di Jerman, Swedia, Spanyol, Tunisia, Swiss, dan Australia, Kedua, sistem
negalif dimana pemilik vang sehenarnva yang dilindungi oleh  hukum,
Kelemahannya, pembeli yang beritikad baik kapanpun dan atas nama siapapun,
selalu terancam oleh gugatan sehingga kurang terjamin kepastian hukumnya,
Negara yang mengant sistem ind, misalnya Perancis, Belgia, Italia, dan
scbagainya. Bagi negara Indonesia secara teori menganut sistem n!:gatif._. karena
asas yang dianut adalah “memoplus yuris” yang berarti tidak ada scorangpun yang
mengalihkan hak vang lebih dan apa yang ia miliki. Jadi seseorang vang bukan
pemilik tidak dapat menjadi orang lain yang denpan perbuatannya menjadi
pemilik suatu bidang tanah.

Ada beberapa cara pengadaan tanah imiuk perumahan, yakni melalui bank
tanah (lund bank), kensolidasi tanah (land readfustment) Jan pembebasan tanah
(melalui jual-beli, dan lain-lain). Unmk dapat melaksanakan pembangunan
perumahan, perusahaan pembangunan perumahan  wajib - melaksanakan
penyediaan tanah, Prosedur penyediaan dan pemberian hak atas tamah untuk
keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan distur dalam Peratoran Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987, Dalam cra reformasi, selanjumya Badan
Pertanahan Nasional sclaku instansi vang berwenang mengeluarkan paket
reformasi pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan relatif murah melalul Peraturan
Menter: Negara Agrana atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Talum

1999 tenting Pembenan ban Lokasi, Peraturan Menteri Mepara Agraria atau

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomer 3 Tahun 1999 tentang Pemberian [ak




atas lanah Negara, dan Peraturan Menteri Megara Apraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Ulayat "
Menurut Peraturan Menteri Negara ApramaKepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1999, perusahaan pembangunan perumahan yang ingin
memperoleh tanah untuk keperluan perusahaan terlebih dahulu harus mempunya
1zin lokasi dan luas tansh Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada
perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman
maodal vang berlaku pula sebagal izin pemindahan hak, dan untuk mengpunakan
tanah tersebut guna keperiuan usaha penanaman modal '

Numun pada kenyataannya di lapangan temyata untuk memperoleh izin
tersebul lidak mudah, yang memerlukan wakiu serla biaya vang tidak murah.
Sctelah mendapat izin lokasi dan luas tanah, Perusahaan Pembangunan
Perumahan dapat melakukan pembelian tanah secara langsung atau melakukan
pembebasan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 2 Tahun 1976.%

Pembangunan perumahan dan permukiman pada hakikatnya  adalah
pemantaatan lanah yang berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana ditetapkan
dalam rcncana tata ryang, dan bahwa perlu pengatran dan  pedoman
pembangunan perumahan dan permukiman dengan lingkungan hunian berimbang

vang dikaitkan dengan ketentuan perijinan penggunaan tanah bagi pengembangan.

*rhid, hm. 19,

**Peraturan. Menkeri Megars Agrariafepala Badan Pertanalan Masivns] Momer 2 Tabun 1999 tenoang
Pernherian [zin Lokasd, Pagal 1.

" Anali Namaah, Dasar-fazar Bk Op Cie, him 13
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Pada aspek kelembagaan, pemerintah melalui Keppres Nomor 37 Tahun
1994 membentuk Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian  Pembangunan
Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N), vang di dacrah dibantu oleh
BP4D Tingkat 11 Tugas pokek lembaga ini meliputi tiga hal, yakni menyiapkan
rumusan kcbijakan, memecahkan berbagai permasalahan, dan melaksanakan
pengawasan dan  pengendalian di bidang pembanguman perumahan  dan
permukiman.*

Pada tanggal 17 Juni 1993 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 55
Tahun 1593 tentang Pengadsan lanah bagi Pelakssmaan Pembangunan untuk
Kepentmgan Umum. Keppres ini dibuat dengan maksud unmuk menampung
aspirasi berbagai kalangan dalam masyarakat schagai reaksi terhadap ekses-ckses
{pelampavan batas, bersifat berlebihan) pembebasan tanah vang selama ini
terjadi. Namun pada tanggal 3 Mei 2005 Keppres tersebut telah disempurnakan
dengan  Perpres Nomeor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentinpan Umum, Hal ini dimaksud agar
terletaknya suaru kota dengan rapi dimana antara pemilik tanah dapat memberikan
haknya demi kepentingan umum meskipun mendapat ganti kerogian namum
tujuan peraturan itu sendiri adalah terciptanya tata ruang kota vang kondusif serta
dapat terlihat secars transparan. Pemerintah dengan Lu:wmquam}fa dapat
merancang dan menyusun suatu aturan mengenai arti penting dan tatansn suam
kota itu scndiri.

[Dalam perkembangan selanjutnya, kebutuhan akan tanah yang semakin

meningkat membutuhkan pengaturan yang lebih memadai, maka pada tanggal 05

2550 i, 29
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Juni 2006 diterbitkan Perpres Nomor 65 ‘[ahun 2006 tentang perubahan atas
Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadasn Tansh Bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun Perpres Nomor 63 Tahun 2006
terschut hanya mengubah beberapa Pasal-Pasal dalam Perpres Nomor 36 Tahun

2003 yang tidak scsuai lagi dalam pengadaan lanah untuk kepentigan umum.

Kepres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bapi Pelaksanasn
Pembangunin Untuk Kepentingan Umum, mendefimsikan kepentingan wmum

adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakae, *™

Perpres Nomer 3¢ Tabun 2005 tentang Pengodaan Tanah Bagi
Pelasksanaan  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  mendefinisikan
kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.
Mengenai  kegialan pembangunan untuk  kepentingan umum  dibatasi pada
kegiatan pembangunan yang dilakukan dan sclanjuinya dimiliki oleh pemerintah,
scrta tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Dengan demikian interpretasi
kegiatan  yang termasuk dalan kategori kepentingan wmum  dibatasi  pada
terpenubinya ketiga unsur tersebut, yaitu unsur kegiatan pembangunan vang

dilakukan, kegiatan pembangunan lersebut dimiliki oleh pemerintah, dan kegiatan

™ Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengndnan ‘Tonoh bagi Pelnksinann Pembangunan
untuk kepootingan Umvns, Fasal 3 syl 1. Adapun kepiataebegistan yang wermasuk Jalem pembangunan
uptuk kepentingsn umum sdalah 1 Jalan Umum, salutan pembuangon wm 20 Waduk, bendungan, dan
bangunan pepgairam loinnya termasuk safwron irgasi; 3. Romah Seker Umom dan Pushemess 4, Pelabuhan
i banalor udary ataw feominal; 5. Peribadatan; 6, Pendidikan atsu sekolah; 7, Pasar umum st pasar Inpres;
8. Faslias pomakaman urmum; 9. Faslitas keselamatan umum zeperti anters Tnin mageul penanggulsngan
bahaya benjir, lahar dan lain-lain bencara; 10 Pos dan celekomanikas; 11 Sarama olahraps; 12 Stasiun
penyiaran rodio, televizi boserla sarma pendukungnya; 13, Kantor pemenindah; don 14, Pasilitas Anghaton
Bersenjala Republik Indonesia. Dalam Keppres Momor 535 mbun 1993 ind dischutkan pula uniuk kegiston
selam yang disebutkan & atas, akan ditetaphan dengan Keppres (Pasal 5§ angla 25,
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pembangunan tidak dilakukan untuk mencari keuntungan %°

Dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 lentang tentang perubahan atas
Perpres Nomor 36 ‘Tahun 2005 lenfang Pengadaan lanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mengubah Perpres 36 'ahun 2005,
menvebutkan bahwa pembangunan uniuk kepentingan umum vang dilaksanakan
oleh Pemerinlah atau Pemerintah Daerah sebagamana yang dimaksud dalam
Pasal 2, sclanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemenntah atau Pemerintah
Dacrah ** Dengan Perpres ini rumah susun sederhana fidak lagi menjadi objck
vang dapat didefinisikan dalam pengertian Kepentingan umum,

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan umum tidak
dapat dilakukan bila tidak sesuai dan didasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang
Wilayah (RTRW) vang telah ditetapkan terebih dahulu. Bagi daerah vang belum
mempunyai Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, harus dilakukan berdasarkan

percncana:m ruang wilayah atau kota vang telah ada sebagaimana diatur dalam

meliputi 21 kegiotan, yuitu: 1, Jalan umum, jakan Ll rel kereta opi (di stes tnah, & Maang atas tnawh, atoupun
ruang bawaly tonan}, saluran sir minm atog ai bersih, saloran pambuangan «ir dan sanitsi; 2 Waduk,

bendung, irigasi, dan bangunun pengasan lainnya; 3. Rumab sskit umum dog pusat kesehamp
masyariat; 4, Pelabahan, bandor viire, stacnm kerota api, dan terminal; 5. Peribadatan; §, Pendidikan aimu
sekolah; 7. Pasar wmum: K. Fasilivas pemukaman umum: 9, Fasilingg keselamatan umum: 10 Pag dan
tekchomundkasi; 11, Surana olihraga; 11, Stasium penvistan mdio, televisi dan =l peekbukungnya: |3
Kauntor pemnerintab, pemerinfah daspah, perwokilan negara swing. perserikatan funges-bangsn,  dandnmy
lembnga-kembaga internasional di bawoh asungon perserikntan bangea-bangsa; 14, Fasilites Tentira Nasional
Indonesia dan Kepalisisn Republik Indonesia sesus; dengon lugas pokok dan fungsinva: 15, I embagn
pomasyornkulun dan runsal whapan: 16, Rumak susun sederhana: 17, Toapat rembuangan sunpsh; 15
Cagar alam dan cagar budava; 19 Perlamanni: 30 Pant sosial; da 21, Pembangkil ransmisi, distmbnesi
tenapa listrik,

dan terminal; 4, Fasilitas keselamatan umun, Sepert anggul penangyuinnpean bahaya banjir, Lahar, dan Jain-
Inin hencona; 5. Tempot pembunnpan samnpaby. 6. Cagar alam dan cagar budaya; dan 7, Pembangkit, tranumis,




Pasal 4 Perpres Nomor 36 tahun 2005, Masalah vang masih perlu dipikirkan
adalah mengenai peran serta masyarakal dalam perencanaan pengadaan tanah
ersebut. Jika Pasal 4 Perpres 36 tahmn 2005 i dibubungkan dengan Pasal 7
Juncio Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Kuang,
jelas bahwa penatsan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta
masyarakat. [N samping itu, disebutkan pula bahwa sctiap orang mempunyai
kewajiban untuk menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam
memelihara kualitas ruang, Namun masalahnya, mengenai pelaksanasn hak dan
kewajiban seria tata cara dan bentuk peran serta masyarakat tersebut masih akan
diatur dengan Peraluran Pemerintah (PP). Sementara PP tersebut belum terbit,
kiranya mekamsme vyang mencerminkan keikutsertasan masyarakat  dalam
perencanaan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum, dapat dipenuhi
dengan melihat ketentuan yang sudah ada. Misalnya, Permendagri Nomor 9
Tahun 1982 tentang Tugas-Tugas Bappeda dalam proses perencanaan Bottom-Up
mulai dan tingkat paling bawah: masyarakai-desa-kecamatan-kabupaten-propinsi,
sampai pada tingkat pusat,®®’

Pengadaan tanah bagi keglatan untuk kepentingan wmum oleh pemerintah
dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. I3 luar ing,
pengadaan tanah dilaksanakan denpan cara jual-beli, tukar-menukar atau cara lain
yang discpakati. Dengan demikian, berarti pihak swasta tidak dapar
memanfaatkan Perpres im. Dalam Perpres ini, pengadaan tanah dilakukan atas
musyawarah langsung. Yang dimaksud dengan musyawarah adalah proses atau

kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan

™ il him, 74,
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vang didasarkan atas kesukarelaan antara parn pihak untuk  memperoleh
kesepakatan mengenal bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 butir 10 Perpres Nomor 36 Tahun 2005. Dalam hal ini pengcrtian
musyawarah adalah dalam arti kualitatil, dipentingkan dialog secara langsung,
Namun apabila jumlah pemcgang hak amss tanah tidak memungkinkan
musyawarah secara cfektif, dibuka kemungkinan adanya wakil-wakil yang
ditunjuk di antara para pemegang huk atas tanah yang sckaligus bertindak selaku
kuasa mercka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Perpres Nomor 36
Tahun 2005. Bila musyawarah yang berkali-kali diadakan tidak mencapai
kesepakatan, panitia pengadaan tamah (terdini dari orang) mengeluarkan
keputusan  mengenai bentuk dan besamya panti kerugian tersebut dengan
memperhatikan aspirasi vang berkembang dalam musvawarsh, Pemegang hak atas
nah yang tidak menerima keputusan tersehut, dapat mengajukan keberatan
kepada  BupatiWalikota atau Gubernur ataw  Menteri  Dalam MNegeri
mengupayakan menyclesaikannya dengen mempertimbangkan pendapat dan
keinginan para pihak, untuk selanjutnya mengeluarkan keputusan yang dapat
mengukuhkan atau mengubah keputusan panitia pengadaan tanah sebagaimana
vang diatur dalam Pasal 17 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 2%

Berbeda dengan keadaan sebelumnya, dalam Kepres ini apabila upaya
penyclesaian yang ditempuh Bupati/Walikota atan Gubernur atau Menteri Dalam
Negeri tetap ditolak oleh pemegang hak dan lokasi pembangunan tidak dapat

dipindahkan, maka secara eksplisit disebutkan bahwa Bupati atau Walikota atau

e ———— —

M rhid , him, T5.




LGS

Crubernur atau Menten Dalam Neperi vang  bersangkutan mengajukan usul
penyelesalan dengan cara pencabutan hak alas tanah, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan
Benda-Benda [hn Alasnya, Dengan demikian, jelaslah bahwa upaya pencabutan

hak itu merupakan jalan terakhir bila upava vang lain telah gagal. ™

E. PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DHUBUNGEKAN DENGAN HUKUM LINGEKUNGAN
l. Pembanpunan Perumahan Dan Permukiman
Kelenluan mengenai hukum  lingkungan sebelumnya diamr dalam
Undang-Undang Nomor 4 (whun 1982 tentang Ketenman-Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan [Tidup, Namun dalam perkembangannya undang-undang
tersebut diganti dengan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup karena tingkat kesadaran dan  kchidupan
masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan  lingkungan hidup telah
berkembang sedemikian rupa serta penyvelenggaraan pengelolaan lingkungan
hidup dalam rangka pembangunan berkelanjulan yang berwawasan lingkungan
hidup harus didasarkan pada norma bukum Jdengan memperhatikan tingkat
kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat
hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup,
Ketentuan dalam |ndang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa

ketentuan  tentang perlindungan sumber daya buatan ditetapkan dengan undang-

JM;MEL




undang,*™ Perlindungan sumber daya vang penting ditujukan kepada konservasi
fungsi sumber daya tersebut bagi kesinambungan pembangunan, Sumber daya
buatan i salah satu di antaranya adalah pembangmunan perumahan dan
permukiman.””

Penataan pembangunan perumahan dan pemukiman atas tanah bertujuan
untuk memenuhl kebutuhan rumah sebagai salah sam kebutuhan dasur manusia,
mewujudkan perumahan u.ji:m permukiman yang layak dalam lingkungan yang
serasi, aman, sehat dan teratur, memberikan arah pada pertumbuhan wilayah dan
perscbaran penduduk yang rasional serta menunjang pembangunan Jdi bidang
ekonomi, sosial, budaya, dan bidang vang lain. Pemerinmtah dalam melakukan
usaha pengembangan ini berupaya agar disiapkan suatu kawasan vang siap
bangun dan limgkungan siap bangun, Kawasan siap bangun adalah sebidang vans
fisiknya telah disiaphan untuk pembangunan perumahan dan permukiman dengan
skala besar yang terbag dalam satu lingkungan siap bangun yang pelaksanaannya
dilakukan sccara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer
dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan
vang ditetapkan oleh Pemerintzh Daerah Tingkat I dan memenuhi persyaratan
pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan. Lingkungan siap bangun
adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun ataupun
berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana

lingkungan dan selain ilu sesual juga dengan persyaratan pembekuan tata

T indang-TTndang Nomor 23 Tahun 1997, (o i, Pasal 13,

*"Kpemudi Hardjasoemaniei, Hutum Tate Linghwmgan, OpCie, hlm. 202
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lingkungan tempat tinggal atau linpkungen hunian dan pelayanan lingkungan
untuk membangun kaveling tanah matang.”™ Kaveling tanah matang adalah
sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesusi dengan persyaratan lembaga dalam
pengiunaan, penguasaan, pemilikan tanah dan rencana tata mang lingkungan
tempal tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan ™
Persyaratan pembangunan kaveling siap hangun vang harus dipenubi adalah:*™
1. Perencanaan, pﬂJ_al-:sanaan.. dan pengawasan pembangunan kaveling siap
bangun bescrta lingkungannya harus dilaksanakan oleh lenaga ahli dalam

hdingnya.

]

Pelaksanaan pembangunan lingkungan kaveling siap bangun baru dapat

dimulal sesudah ada ijin dari instansi yang berwenang.

3. Persyaratan-persysratan administrasi yang menyangkut penyedizan tanah,
perencanaan proyek serta legalitas dan bonafiditas (pengembang) harus
mengikuti peraturan perundang-undangan vang berlaku,

Untuk mewygjudkan  kesejahteraan  bagi masvarakat  diperlukan
pembangunan  yang adil dan merata terutama  pembanpunan  perumahan,
Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat
tinggal ataw lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman®™ Kebutuhan bertambahnya

FEUndang-Unduny: tentang Perumihan don Permuakiman, UL No # Tuhun 1992, Pasal | anga 9,
W ihad, Pasal | anpka 10

*HAndi 1Tamgnh, Daear Deaear Hikim Op Cir, hlm 15,

“http e jakarta po id/divas perumahan




171

perumahan saat ini sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk yang
setiap tahunnya meningkal yang memerlukan perumahan yang sesuai dengan
slandar kesehatan serta ramah lingkungan. Mengenai kepentingan di atas, maka
pemerintah  sendiri dengan  kewenangannya  serta dengan  kekuasaannya
menectapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman scbagal pengganti dari Perpu Nomor 6 Talum 1962 tenlang Pokok-
Pokok Perumahan,

Perumahan yang dimaksud adalah segala bentuk bangunan yang
dipergunakan oleh sescorang, perusahsan, dan baden lain vang digunakan untuk
lemnpat tnggal ataw keperluan yang lain. Makna dari pembengunan perumahan
dun permukiman yang sesuai dengan hukum lingkungan adalah bagaimana
pembangunan itu dinsahakan agar tidak merusak ekosistem makhluk hidup yang
lain karena rumah yang ditinggali itu bersilal permanen atau ditinggali dengan
waktu vang lama schingga diperlukan pengaturan vang memperhatikan aspek
lingkungan, Dalam sebush ckosistem semua komponen baik vang terkecil seperti
zat, materi dan makhluk hidup vang lain saling berkaitan dan mercka saling
menghidupi satu sama yang lain, Perputaran siklus ini tidak akan pernah berakhir
selama ramlal komponen ekosister tetap utuh. Semskin berkembang jumlah
ckosistem serta beraneka ragam maka semakin berkembang dengan apa vang
dihasilkan ckosistem itu atay fungsinva akan semakin kelihatan dalam kehidupan
karcna adanya saling keterkaitan, saling mengisi, dan serasi dalam kehidupan

ckosistem. Ketika konscp pembangunan dicvaluasi schagai sarana pembahaman

i negara berkembang, masalah lingkungan menjadi isu pembangunan. Arfinya,
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selain pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, isu lingkungan dengan
segera menjadi perdebatan dan sekalipus menjadi dimensi baru dar konscp
pembangunzn. Pembangunan inilah yang disebut schagai pembangunan yang
berwawnsan lingkungan fecodevelopment.”™ Namun jika pembangunan teak
mengindahkan lingkungan maka nilai fungsi dard ekosistem akan lumpuh dan
akibatnya lingkungan hidup Ji bumi akan mati. Beberapa ahli lingkungan
rnv:ngm.':l:ar_.t agar apabila pembangunan tidak memiliki keramahan serta merusak
linglungan maka pembangunan tersebut sebaiknya dihentikan karena akibat dari
pembangunan terschut lebih memberikan kerusakan yang banyak dari lingkungan
daripada nilai guna pembangunan itu sendiri, Sebaiknya pola pembangunan vang
dilakukan adalah pembanguman yang berwawasan lingkungan hidup dengan
mempertimbangkan  lingkungan dengan  pola pembangunan  schapai  proses
perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga meningkatkan potensi
terkini serta masa depan. Proses pembangunan yang mempertimbangkan kondisi
sumber daya alam, kualitas dan faktor kependudukan diharapkan dapat berfingsi
secara  berkesinambungan  supaya dapat menopang  proscs pembangunan.
Keberhasilan suatu pembangunan perumahan itu sendiri dapat dianalisis dengan
bertambahnya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal denpan terpeliharanya
Kualitas lingkungan r:hr.mlcm di zekitarnya.

Misalkan pembangunan suatu aparfemen mewah yang menutup sehuah
saluran air yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat schagai tempat pembuangan

air dalam kehidupan schari-hari, Namun karena kepentingan apartemen tersebut

maka saluran dialihkan kepermukimen penduduk yang akibatmya mencemari

** M. Duaud Silalahi, Pembangunan Berkelanjitan o Cit. Denpasar, (4«15 Jufi 2003
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sumber air yang akan dipergunakan oleh masyarakat. Proses pembangunan dalam
magyarakal merupakan sustu proses yang bergerak dalam sebush garis lurus yaknd
dari masyarakal vang terbelakang ke masyarakat yang lebih maju. Lalu sebagn
upaya agar terciptanya pembangunan yang ramah lingkungan saat ini masih dirasa
kurang mendapat tanggapan mengenai hukum lingkungan di Indonesia, Mungkin
sclama Ini lurang adanya suatn badan lunggal yang secara administratif
mengelola lingkungan hidup dan juga karena belum adanva suatu ketentuan
hukur substantif yang memadsi yang diperlukan dulam dalam pengelolaan
Imgkungan hidup. Manusia scharusnva menvadari bahwa mercka dan alam
memerlukan  tempat untuk tinggal, Scharusnya pembangunan  perumahan
mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawab
mereka dalam pengelolaan lingkungan. 1i suam daerah di Jakarta misalnya atas
kepentingan pengembang maka suatu kawasan dibangun perumahan mewsah yang
tidak mengindabkan lingkungan dan berakibat pembangunan i sendid
masyarakat kampung yang tinggal di sekitar bangunan tersebut scnantizsa
khawatir karena apabila hujan turun maka perkampungan mercka akan lergenang
air, hal ini karena pihak pengembang menutup saluran air yang mengalir tepat di
atas tanah vang telah dibangun.

I‘:ml:r:m_glman harus melalui beberapa tahap yang tiap tahap itu
memerlukan suatu proses yang harus memperhatikan apa dampak vang akan
diakibatkan dari proses pembangunan it sendin. Olch karena i, setiap ada

FEncana mengenai suatu pembangunan maka seliap itu pula pemerintah menyusun

berbagai aturan yang di dalamnya terdapat unsur dari para ahli lingkungan. Hal ini
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dimaksud supaya pembangunan itu sendini scsual dengan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) agar tidak memberikan dampak yang buruk bagi
kelestanan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini tidak boleh lepas dari
pengawasan pemeriniah karena bisa saja tefjadi penyimpangan terhadap apa yang
menjadi atwran yang scharusnya dapat mengalur masyarakat menjadi hal yang
kpmug memberikan manlaat bagi masyarakat umum, mungkin saja hal ini terjadi
karena ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin mendupat keuntungan dar
situasi ind.

secara eksphisit Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 menerangkan
bahwa pengadazn tanah untuk perumshan akan melalui konsep Kawasan Siap
Bangun (KASIBA) den Lingkungan Siap Rangun (LISIBA) semacam konsep
bank tanah. Lokasi untuk pembangunan KASIBA dan LISIBA dilctapkan olch
Pemerintsh Daerah berdasarkan rencana umum tata ruang. BUMN dan badan
usaha swasta (pengembang) yang ingin menyelenggarakan pengelolasmnya hars
mengajukan  permobonan  kepada Kepala Daersh untuk ditunjuk  sebagai
penyelenggara KASIBA/LISIBA  tertentu, dan setelah itu barulah  dapat
melaksanakan kegialan-kegiatan lain yang diperlukan. Untuk KASIBA
pengelolaannya diselengparakan olch BUMMN atau badan lain yang dibentuk oleh
pemerintah dan ditugasi untuk itu. BUMN atan badan lain ini dapat bekerjasama
dengan pengembang tanpa mengurangi kewenangan BUMN selaku penyelenggara

pengelolaan KASIBA. Pada penjualan kembali tanah siap bangun di KASIBA

penyelenggara dapat melaksanakan subsidi silang. Tonah komersial berupa tanah
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untuk rumah mewah dan rumah menengah dapat dijual kepada para pengembang
dengan keunmngan yang lnggl agar schagian dari keuntungannya dapat
dipcrgunakan untuk mensubsidi harga (ansh untuk pembangunan Rumah
Sederhana/Rumah Sangat Sederhana,

Untuk LISIBA berdiri sendini karena penvelenggara pengelolaannya
dilakukan oleh perusahann pengembang. Mammun mereka tidak diperbolehkan
menjual tanah siap bangun, Mereka hanya boleh menjual kapling tanah matang
ukuran kecill dan sedang, yang boleh dijual tanpa bangunan rumahnya,
Pembangunan dalam LISIBA harus pula mengikuti ketentuan lingkungan hunian
berimbang.” KASIBA hanva diperbolehkan mengembangkan hunian minimal
10,000 umil dan maksimal 135000 unit dengan luas tanah maksimal 450 hektar.
Sementara LISIBA maksimal 2.000 unit dan minimal 1.000 unit sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tertanggal 30
September 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun
vang Berdiri Sendin.

Scbuah nepara yang tinggi  produktivitasnya, dan kurang  merata
pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi
semakin miskin. Hal ini, misalnya karena pembanpunan vang menghasilkan
produktivitas  yang  tinggi  iu  lidak  mempedulikan  dampak  terhadap
lingkungannya. Lingkungannya semakin rusak, sumber-sumber alamnya semakin
terkuras, sementara kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih

lambat daripada kecepatan perusakan sumber alam tersebut. Oleh karena itu,

sermgkah terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak

Budi Santoso, Real Txtate...., G Cir., him. 22
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memiliki daya kelestanan yang memadai. Akibualnya, pembangunan ini tidak bisa
berkelanjutan, ™

Sejalan  dengan  lajunya  pembangunan, tclah memingkatkan  pula
kesejahteraun masyarakat.  Denpan  peningkatan ungkat pendidikan  yang
menyertat peningkatan Kescjahteraan ity telah meningkat pula selera dan cita rusa
masyarakal luas. Perhatian masyarakat kepada masalah kualitas kehidupan,
termasuk lingkungannya telah meningkat sangat pesat. Di samping masalah
ekonomi, masalah kualitas lingkungan hidup dapar berkembang menjadi iccwe
politik yang wtama di waktu-wakiu yang akan datang. Oleh karenz i1, rumah-
rumah dengan lingkungan yang kurang baik di wakiu-wakm vang akan datang
tidak akan laku dijual,

Santso  Soeroso, memperkenalkan istilah pembangunan  berwawasan
kependudukan dengan pengertian konsepsi vang menyatukan pembangunan dan
kependudukan dalam suatu konsepsi secara komprehensit dan integral. Strateg
pembangunan berwawasan kependudukan terditi dari strategi terkait variabel
kependudukan, strategi pendekatan kewilayahan dan strategi  terkail  human
development index (indeks pengembangan manusia). ™

Sedangkan Emil salim mengatakan bahwa perkembangan  jumlah
pmdmluk dipengarubi oleh komponen kependudukan scperti tmgkat kelahiran
kasar, tingkat fertilitas total, tingkat kematian kasar dan tingkat kematian bayi

perempuan dan laki-laki. Di samping peningkatan jmlah penduduk di Indonesia

“M At Budiman, Pembangunan Dunly Eetigs, Penerbit PT. Gramedia Postaka Ultzrma, Fakarta, 2060, him. 6.

™ Sumpso Secrsn, Menparusutimakan pembangunan Rerwnwisun Kependudukan i Indoncsia, cotskan
pertamna, pencrbit buku Kedokieran EGL, Jakarta, 2005, him. T1 dan 75,
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Juga terdapat penyebaran penduduk yang tidak merata. Pertambahan jumlah
penduduk  akan mendorong kenatkan kebutuhan akan pangsn, sandang,
pemukiman.

World Dank, menyebutkan adanya 5 (lima) bagian ulama vang penting
vaitu pembangunan medal manusia, kelestarian lingkungan, perkembangan
ckonomi makro, pembangunan scktor swasta dan iklim investasi, serta berbagai
hubungan  global  yang mempengaruhi  lingkungan  cksternal  untuk
pembangunan, =

Pembangunan perumahan dan permukiman bukan sekedsr membangun
atap uniuk tempat berteduh, tetapi membangun lingkungan manusia dimana di
dalamnya terjadi proscs pembentukan peradaban manusia, Kualitas lingkungan
permukiman yang baik akan mewarnai permukiman-permukiman di negara kita di
abad yang akan datang,

Dari uraian-uraian di atas, dapat diperkirakan bahwa perumahan ideal di
waktu-wakiu akan datang akan mempunyal corak-corak, antara lain schagai
herikut:**

a. Kualitas lingkungan permukimannya yang lebih lengkap dan lebih baik,
bersih, schat, dan teramr.

b. Kualitas prasarana lingkungan berupa jalan dan saluran-saluran air yang lebih
baik.

¥ Emil Solim, Pembangunan Berkelanjutan, penerbit majalah Prisma, nomor 1 shun xx, Jakarts, Tanuari
19407 hilem. & dan 6.

“H The World Bank, Laporan Pembangunan [unia 2007, Pembanpunan dan Gonerssi Mendatang, penesbit
Salernba Empot, Edisi 2007, Jakama, 2007, him, 471

* Siswone Yudohusodo, Rumah smrak O Cie, him. 442,




¢, Kelenpkapan sarana permukiman yang lebih lengkap dan lebih baik, yaitu:
listrik, telepon, air bersih, pembuangan air limbah, pembuangan sampah, dan
lain=lain,

d. Fasilitas sosial yang lebih lengkap dan lebih baik. berupa lapangan-lapangan
olahraga, balai pertemuan, puskesmas, dan lain-lain.

¢, Bentuk rumah yang efisicn, fungsional dan ukuran rumah yang semakin kecil.

f. Rumah-rumah semakin mempunyai privasi yang tinggi.

g. Bentuk-bentuk tradisional yang kurang efizsien, semakin berkurang. Bentuk
argitecktur rumah, bemafaskan arsitektur tradisional dengan moditikasi untuk
mengejar efisiensi.

h. Kescnjangan kualitas dan wkuran antara rumah-rumah akan mengecil, dan
mavorilas akan merata.

L Khusus di kota-kota besar seperti Jukarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan
Semarang, rumah-rumah susun akan mewamnai perumahan perkotaan.

Banyak gekali seqm kehidupan masyvarakat yanp secara pesikosrafis perlu
dan penting untuk diteliti dan diketahui tentang kecendenmgan perubahannya
yang bermanfaat bagl perumusan kebijaksanaan baru dalam pembangunan
perumahan dan permukiman vang akan datang. Mamusia maupun masyarakat heas
mempunyal kemampuan untuk dapal mengarahkan perkembangan masa depan
seperti yang diharapkan dan tidak hanya sekedar menerima perkembangan masa

depan itm menunit apaad.'mya.dan hanya mencoba menyesuatkan dini dengan

perkembangan tadi, tanpa mencoba mewamnai perkembangan itu.
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2. Pembangunan Perumahan Derwawasan Lingkungan

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa
kepada rakyat dan bangsa Indonesia mernpakan karunia dan rahmat-WNyva yang
wajib dilestanikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi
sumber seria penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk

hdup lannya demi kelangsungan dan pemnghkatan kualitas hidup itu sendir.

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas
wilayah, bak wilayah pegara mavpun wilayah administratif. Akan tetap,
lingkungan hidup yang berkatan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah
woewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksod adalah lingkungan hidup
Indoncsia.

Lingkungan hidup Indonesia sehagal suatu ekosistem terdin atas berbapai
subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan
corak ragam yang berbeda vang menpakabatkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yung berlanan. Keadaan yang demikian memerlukan
pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup vang didasarkan pada keadaan
daya dukwng dan daya tampung lngkungan hidup akan meningkatkan
kesclarasan, keserasian, dan kescimbangan subsistemn, yang berarti jupa
meningkatkan ketahanan subsistem it sendirl. Dalam pada im, pembinaan dan
pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi ketahanan ekosistem
secara kescluruban. Olch karena itw. pengelolaan linghungan hidup menuntut

dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebaga cin utamanya. Unmuk

itu, diperlukan svatu kebijaksanaan nasional pengelelaan lingkungan hidup yang
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harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke dacrah™,

Pembangunan memanfastkan secara terus-menerus sumber daya alam
zuna meningkatkan kescjahleraan dan mute hidup rakvat Sementara i,
ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah
maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut
makin meningkat sebapai akibat meningkatnya kegiatan permbangunan untuk
memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. [)i pihak
lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terpanpgu dam daya tampung
lingkungam hidup dapat menurun.

Kegiatan pembangunen yang makin meningkat mengandung risiko
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup schingga strukiur dan fungsi dasar
ckosisiem  yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup itn akan merupakan beban sosial, yang pada akhimya
masyarakat dan pemeriniah harus menanggung biaya pemulihannya,

Terpeliharanya  keberlanjutan  fungsi lingkungan hidup merupakan
kepentingan rakyat sehingga menuntut tangguny jawab, keterbukasn, dan peran
anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalyi orang perseorangan,
organizasi lingkungsn hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok
masyarakat ada, dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi lumpuan keberlanjutan
pembengunan. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk

sumber daya alam, menjadi sarena untuk mencapai keberlanjutan pembangnnan

"Undang-Undang Nosor 23 Tahun 1997, Op iz, Bagian Pernbukaun,
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dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan
generasi masa depan,

Pembangunan sebagal upaya sadar dalam mengolah dan memantaatkan
sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik unluk mencapai
kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin, Oleh karena it
penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan scimbang dengan fungsi
lingkungan hidup.m

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran panda, yvaitu
sebagal modal pembangunan dan sekalipus sebagai penopang sistem kehidupan,
Jasa-jasa hngkungan memberikan kenikmatan, keindahan alam dan udara yang
bersih bagi kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber doya alam dan
lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk
domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun,
pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih
mengabaikan kelestarian fimgsi lingkungan hidup, schingga daya dukune
lingkungan menurun Jan kelersediaan sumber daya alam menipis™®, Menumunnya
daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena Kemampuan
ilmu pengetahuan (Iptek) yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju
pertumbuhan penduduk yang dihubungkan dengan pembanguman perumahan bagi

penduduk,

Dalam alam semesta terdapat abiotic commumity (udara, tanah, air beserta

Wi

0. Dined Silalahi, “Pembonygumen Berkelanjutan ., Loc. (it
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mineral di dalamnya) dan biotic community (tumbuhan, hewan dan Manusia).
Interaksi antar kemponen hintic communily ataupun antara komponen ahinsie
dengan biofic community dapat menimbulkan dampak positil (vang berupa
kescimbangan  ckosistem)  alaupun juga dampak negatif (ketidakscimbanyan
ckosistem, contoh banjir yang melanda beberapa daerah di Jakarta akibat dari
pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan) **'

Adanya ketidakscimbangan ckosistem mengharuskan disusunnya berbugrai
perauran tentang  hukum lingkungsn untuk menata perilaku orang dalam
memanfaatkan sumber daya (alam atan buatan). Beberapa ketentuan yang telah

mengangkat tema pendanaan lingkungan dapat ditelusuri sebagai berikut:™

a. Undang-Undang No, 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PLH)., Berdasar UUPLH, dalam rangka mclaksanakan ketentuan bahwa
sumber daya alam dikuasai olch negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pemerintsh dapat  mengembangkan
pendanaan lingkungan bagi upaya pelestarian fungsi lingkunpan hidup sesua
peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Ini merupakan dasar bagi
pemerintah dalam menentukan kebijakan berikutnya terkait dengan upaya
pelestarian lingkungan hidup ( Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU PLH),

b. (faris-paris Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 2004, Bab X menyebutkan
ada 5 (lima) program besar yang perlu dijalankan guna mewujudkan

pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kelima program

A,gmuru Ruthmm;m; Irizrini, S.0P.. Research lnstitute for GGovernoree, Peneliti RIVER Yogyakarta
pada Februsari XTih, 2008,

MOto Socmarwotn, Adr-Iiri Sendie Poradigma Sary Pengelofour imghumgan Hidup, Gajah Mada
Ulniwersioy Press, 2001




tersebut, adalah:

i. Pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber dava alam dan
lingkungan hidup:
il. Peningkatan efcktivilas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumber
daya alam;
iii. Pencegahan dan pengendalion kerusakan dun pencemaran lingkungan
hidup penatazn kelembagasn dan penegakan hukum;
iv Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
v, P'eningkatan peranan masysrakat dalam pengelolaan sumber daya alam
dan pelestarian lingkungan hidup,
Eelima program di alas sehagai kega yang perlu dilakukan Euna
memenubi kebutuhan pelestarian dan peningkatan muty lingkungan hidugp.
¢. Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RUU RPJPN) Tahun 2005-2025. RUU ini menyebutkan bahwasunya
pelestarian lingkungan hidup termasuk penyelamatan ckosistem beserta flora-
fauna Indonesia sesungguhnya merupakan bagian integral dalam membangun
daya saing Indonesia ke depan, Schingea berbagai langkah yang diperlukan
dalam rangka menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup harus terus
digalakkan (termasuk di dalamnya pendanaan lingkungan hidup),
d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIMN} 2004-2009

memiliki sasaran berupa membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan

Sumber Daya Alam (SDA) yang mengarah  kepada  pembangunan
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berkelanjutan.

Pembentukan  ketentuan-ketentuan  pengelolaan  lingkungan di atas
bertyjuan untuk mewuudkan pembangunan berkclanjutan vang berwawasan
lingkungan (eco develepment). Berdasar pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-
Undang Pengelolaan Lingkungan Ihidup (UUPLH) setiap orang mempunyai hak
atas lingkungan hidup yang baik dan schat, serta ada pula kewajiban vmtuk
memelihara kelestarian  fungsi  lingkungan dan wajib  mencepah  dan
menanggulangl pencemaran atau perusakan lingkungan. Dalam hal ini hak dan
kewajiban merupakan salu kesatusn, dan imi merupakan unsur dar hukum it
sendiri™.

Pagal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 19497 temtang Penpelolaan
Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa sctiap rencana usaha danfatan kegiatan
{pcmbangunan) yang memungkinkan dapat menimbulkin dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak
lingkungan {AMDAL) sckaligus scbagai syarat yang harus dipenuhi untuk
mendapatkan izin melakukan usaha dan/atay kegatan. AMDAL scndin adalah
kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/utau kegiatan vang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bapi prozes pengambilan
keputican tentang penyelenggaraan usaha denfatau kematan, Dengan dasar
tersebut yang akan bertanggung jawab penuh terhadap Kerusakan yang mungkin
terjadi akibal sustu proses pembangunan adalah pemilik atan pemrakarsa provek

pembangunan  yany bersangkutan  dengan  scpenmhnya  membiavai  dan

=

™ Indang-Undang Nomer 23 Tahun 1997, Gw Cit. Pasal 5 dan 6.
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Pada pembangunan perymahan bagi rakyat berdasarkan dengan U JPLH
diperlukan suatu izin sebagal sistern kontr] (Pasal 18 UUPLH), Perizinan sendin
meliputi: rencana  tata ruang; pendapat  masyarakat: pertimbangan
rekomendasi pejabat vang berwenang yang berkaitan dengan ussha dan/atay
kegiatan terschut. Dalam hal ini perizinan lingkungan METUpakan instriumen
vuridis yang digunakan uniuk mencegah persoalan Lingkunyan.

mahluk hidup, sat, encrgd, aty komponen vang ada aray harus ada dan/atay unsyr
pencemar yang ditenggang keberadasnnya dalam suaty sumber daya tertenty
sehagai unsur lingkungan hidup, Kriteria baku kerusakan lingkungan Indup adalak

Baku mutu lingkungan dapat dibagi menjadi: BMI ambieg (sering dischyt
brakew mutu air, baku muty ndars dan sebagainya, berkaitan dengan kualitas sumber
daya alam) dan BML. cfiyen (sering disebut baloy muty limbah cair'baku muty air
limbah, berkaitan dengan kualitas lmbah huangan). Ambang batas ini muilak
diperlukan untuk dapat menentukan Kapan suatu pencemaran telah erjadi atan
belum, Dengan adanya eco development di Indonesia vang dikenal dengan
pembangunan berwawasan lingkungan maka Pembangunan tetap diperlukan dan

“Ht-.rn ‘%drmwum E'l-'ch"m.ﬂ :wm.r o Narde Pemvempurmaanya, Seminar schiri oleh Bapedal, Jadurn
FE=10-200),




harus dilaksunakan, tetapi perabangunan ity tak boleh merusak lingkungan hidup.,

Permasalahan yang dijumpai untuk menuju ke perumahan sehat sangat
rumit dan kompleks, telah terjalin dan muncul dalam waktu yang telsh lama,
mclibatkan berbaga sektor dan instansi serta melibatkan pula berbaga tingkat dan
lapisan masyarakat.

Persyaratan  kesehatan  perumahan  yang  bersifat tckmis  kesehatan,
dilaksanakan dalam lingkwp perencanaan, pembangunan, pelaksanaan,
pengawasan dan pengendalian pembangunan rumah  dan perumahan  guna
melindungi penghuni rumah dan atan perumahan serta masyarakal sckitamya dari
hahaya dan pangpuan keschatan, Untuk mewujudkan pembangunan perumahan
yang berwawasan lingkungan diperlukan aspek ckologis dimana berkaitan dengan
keserasian dan kescimbangan, baik antara lingkungan buatan dengan lingkungan
alam maupun dengan lingkungan sosal budaya, termasuk mla-mla budaya
bangsa yang perlu dilestankan

Perumahan dan linpkungan permukiman sehat akan menjadikan hidup
manusia nyaman, aman, erlib, teratur dan tentram dimana akan memberi berhagai
kemupdahan bagi kehidupan manusia untek dapat bekerja dan berusaha secara
layak dan lingkungan permukiman yang schat akan mempengarubi kualitas
kehidupan manusia menjadi lebih schat dan produktlf,

Dalam pembangunan kawasan perumahan aspek yang penting adaluh
terscdianya prasarana drainase kawasan yang mampu menjamin kawasan tersebut

tidak tergenamg air pada waktu musim hujan, Saluran dramase kawasan

perumahan horps terintegrasi denpan sistem drainase di luar kawasan atau sistem
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drainase perkotaan perdesaon, Maksudnya adalah balvwa saluran drainase kawassg

perumahan dialirkan ke luar kawasan pada saluran induk yang akan mengalirkan

dir ke [aut atau sungai atau danaw, Disamping itu untuk kepentingan kawasan

perumahan yang lebih luas dalam upaya mengurangi genangan wr, khususnya di

daerah  bekas rawa-rawa perlu disediskan kolam  retensi yang berfungsi

menyimpan dan meresapkan air ke dalam tanah,
Kawasan pembangunan harus juga mempunyai standar teknis penyediaan
sistem penanganan air limbah untuk kawasan berisi antara lain:

1. Penjelasan umum, meliputi pengertian penanganan air limbah, hal-hal vang
pertu diperhatikan dalam pemilihan sistem pengolahan air Embah, dan
bagaimana penanganan gir limbah dengan menpeunskan sistem jaringan
{perpipaan).

2. Persyaratan \eknis melipuli langkah pengembangan, sistem setempal, sistem
terpusat, dan pembagian tugas dan wewenang serta keterkaitannya dengan

sistem perkotaan,

ey

Pemilihan sistem penanganan air limbah, perencanaan sistem air limbah
setempat, dan perencansan sistem pengolahan air limbah TeTpUsal,

4. Keterpaduan dalam pengembangan dan pengelolaan.

Prasarana pengelolaan persampahan kawasan perumahan yang sehat dan

bersih adalah kawasan perumahan yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan

sampah yang memadai, yaitu sistem pengelolaan vang aman, nyaman dan sesum
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dengan Ketentuan yang berlaku. Standar teknis pengelolaan persampahan berisi

tentang: **'

L. ketentusn wmum yang terdini dari persyaratan umum, persyaratan teknis dan
pembagian tugas dan wewenang pembangunan seria pengelolasan sistem
persampahan.

2. Pengelolaan sampah pada kawasan perumahan, meliputi penentuan timbulnya,
densitas, komposisi sampah dan prediksi beban timbulnya sampah,
pengelolaan sampah tingkat kawasan, dan teknik operasional pengelolaan
sampah pada kawasan perumahan,

3. Pengelolaan persampahan mandiri termasuk pembuatan komposter komunal

untuk keburshan kawasan pecumahan.

4. Pembuangan sisa pengolahan sampah pada tempat pemrosesan akhir (TPA).

Kawasan Perumahan perlu menyediakan ruang terbuks hijan yang
bermanfaat untuk menjaga kualiltas dan kescimbangan lingkunpan di sekitar
kawazan. Huang terbuka hijau, secara tidak langsung  bermanfaat  untuk
perlindungan tata air, dan konscrvasi hayati atau keancka-ragaman hayati, dan
bermantaatl langsung seperti kenyamanan fisik (teduh, segar) dan mendapatkan
buhan untuk dijual (kayu, daun, bunga), tempat wisata (bermain) serta bangunan
umum yang bersifal terbatas (WC umum, pos polisi, lampu taman, gardu [istrik,
dan lain-lain). Persyaratan ruang terbuka hijau didasarkan pada luas wilayah dan
berdasarkan pada jumlah penduduk. Untuk persyvaratan luas wilayah, ditentukan

bahwa rusng terbuka hijau publik (milik pemerintah dan terbuka untuk LI )

*'Poraturan Menteri Negare Porumahan Kakyat Nomor: 34 /PLRMENM/2006 tentang Peddoran Usnam
Pemyvelengearaan Keterpeduzn Prasnrsna, Saronn dan Tl (PS5 Kawasan Porumahan.,
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dan privat (perorangan) paling sedikit 10 (scpuluh) persen dari selurub luas
wilayah kawasan perumahan, atay mengacu pada peraturan perundang-undangan
vang berlaku. Untuk persysratan jumlah penduduk, ditentukan luas per kapila
dalam m’. Misalnya jumlah penduduk 250 jiwa sampai dengan 480.000 jiwa,
diperlukan ruang terbuka hijau (RTH) schesar 1 m* sampai dengan 0,3 m® per
kapita. Bentuk tipologi ruang terbuka hijau (RTH) berupa ruang terbuka hijau
taman lingkungan dan taman kota, jalur hijau, jalur hijau sepanjang sungai, jalur
hijau scpanjang rel kereta api, jalur hijau legangan tinggl, KTH pemakaman, dan
RTH pekarangan. Krileria penyediaan ruang terbuka hijau adalah pemiliban
vegetasi (tumbuhan), ketentuan penamaman, dan pemcliharazan muang (erbuka
hijau. Ruang terbuka hijan perlu dilukukan pengelolaan secara rutin oleh
Pemerintah  dacrah, dalam pengelolaan RTH ing diperlukan peran  serta
masyarakat, swasta, dun organizasi non pemerintah

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa prinsip berdininya sebuah perusahaan
adalah uniuk memperoleh keuntungan sehesar-besarnya, Mau tidak mau,
perusahaan harus mercalisasikan hal tersebut agar roda perusahasn tetap bisa
berputar, Menjamurnya perusahaan baik & kota besar maupun di  kota
berkembang yang ada di wilayah nusantara telah memberikan kontribusi positif
schaligus negatif, Dengan berdirinya suatu perusabaan  (produksifjasa) di
permukiman biasanya ikut membantu meningkatkan perckonomian masyarakar
sekitar, salah samnya karcna telah membuka lapangan pekerjaan.

Dampak negail dari berdirinya sebuah perusahasn  dirasakan  soot

perusabaan bukan hanya semakin kava, tetapi juga semakin berkuasa, sementara
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jumlab penduduk miskin dan lemah serla rentan seeara sosial, ckonomi, politik,
keschatan dan rusaknya lingkungan semakin banyak. Dalam hal ini, kemajuan
perusahaan ternyata menyumbangkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial.
Dengan kata lam, pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan pemerataan
atau distribusi kesejahteraan,
Pemerintah mclihat hal ini sebagai indikasi yang tidak baik dalam
perekonomian bangsa, schingga untuk mengatur keberadaan dan peduman suatu
perusahaan dalam menjalankan roda perusahasnnya serta mencegah lerjadinya
pertumbuban  ckonomi yang menyimpang, dikelusrkanlah UndangUndang
Nomeor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Dalam undangundang yang baru ini, terdapat sat Pasal vang
menjelaskan tentang kewajiban lain suatu perusahaan yaim tentang tangmung
jawab sosial dan lingkungan, yaitu Pasal 74 yang terdiri atas 4 avat, yaing™
1. Perscroan yang menjalankan Kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan
dengan sumberdaya alam wajib mclaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan.

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kewajiban perseroan yang diangearkan dan diperhitimgkan schagai
biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan

kepatutan dan kewajaran.

ndang-Undang Nemor 40 Tahun 2007 Tentang Perzeroan Terbatos LN No, 106 Labun 2007, 11N No,
4750,
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3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi sesuai demgan kelemtuan peraturan perundang-
undangan.

4, Ketentuan lebih lanjul mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan dikcluarkennya undeng-undang terscbut, perusahasn saal ini
berlomba-lomba dan berusaba untuk memberikan kontribusi secara maksimal
kepada sosial dan lingkungan, entah untuk “benar-benar” berkontnibust terhadap
bangsa atau hanya untuk “memenuhi peraturan” schingga ada legalitas terhadap
keberadaan perusahaan karena telah memenuhi aturan tersebut. Istilah kepedulian
perusahaan dalam bidang sosial dan lingkungan lebih dikenal dengan SR
{Corporare Social Responsibilin,

Pro dan kontra benmunculan dengan dikeluwkannya undang-undang
tersebut. Banyak kalangan LSM melihat bahwa perusahaan hanya berbasa-basi
ketika melakukan CSR. Kadin dan sejumlah asosiasi pengusaha menolak undang-
undang itu, tetapi pemerintah tetap mengesahkannya. Kekhawatiran mereka
adalah undang-undang i menjadi sumber legitimasi prakeek pungutan liar karena
peraturan itn mencakup kewajiban bagi perusahaan untuk mengalokasikan dana
C'SK.

Ema Witoelar selaku Dhta Besar Millerium Development Cioals (MINzs)

menegaskan bahwa Kontribusi korporat dalam pembangunan dan pengembangan
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Indonesia tak hanya ditentukan lewat kegiatan bisnis, tetapi juga pada beberapa
kontribusinya terhadap lingkungan sekitar

Banyak perusahaan swasla kini mengembangkan apa yang  disebut
Corporate Social Kesponsibility (CSR), yailu pengambilan  keputusan yang
dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan kepurusan hukum
dan menghargs manusia, masyarakat dan lingkungan. Ada berbagai penafsiran
tentang (58 dalam kaitan akiilitas atau perilaku suatu perusahaan, namun yang
paling banyak diterima saat 1m adalah pendapat bahwa yang disebut (SR adalah
yang sifatnya melebihi (beyond) laba, melebibi hal-hal vang diharuskan peraturan

dan melebthi sekedar public relations.

Menurut Bank Dunia, tonggung jawab sosial perusahaan terdiri dari
beberapa komponen utama: perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi
manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masvarakat, standar usaha,
pasar, pengembangan ekonomi dan bhadan usaha, perlindunpan keschatan,
kepemimpinan dan  pendidikan, bantnan bencana kemanusiaan. Banyak
perusahaan di dunia vang makin meyakini bahwa (5F adalah mutlak untuk
membangun citra yang Ichih baik dan kredibel, dan bahwa inisiatif-inisiatit ('SR
berwawasan sosial dan lingkungan akan berdampak positil bagl kinega finansial

dan menjamin sukses berkelanjutan bagi suam perusahaan, ™

Khusus tentang 'SR, PPM Institute of Management terlibat dalam suatu
proyek dan ADSGM (Association of Deans of Sourheast Asian Graduate School

mf.’w’,m#ﬂr: Secierd Kesporesitalily , Warla Ekonomi. 23 Juli 2007.

"R, Tamwsm Achdu, 4 Promise of Gold Rerftegy, Susfainable USE pada Seminar Mosionsd: di Hotel Hilton,
Bkt 23 Ajustics 2006,
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of Management) dimana STM-PPM adalah salah satu pendini. Provek ('SR ini
didasari suatu observasi bahwa perusahaan-perusahaan di Asia tampaknya kurang
peduli terhadap SR (dibandingkan dengan perusshaan-perusahaan di Barat)
schingga diputuskan uniuk menaikkan “awareness” dan kepedulian perusahaan-
perusahaan di Asia tersebut dengan menulis kasus-kasus tentang ¢'SR di Asia, ™™

Di Indonesia sendin pemerintah menetapkan hanya industri yang
berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam saja yang wajib
membuat ('SR, Kewajiban ini juga berlaku bagi industri yang berpotensi
menyumbang kerusakan lingkungan. Undang-Tndang Nomor 40 Tahun 2007
Pasal 74 temang tangmung jawab sosial dan lingkungan sangat disayangkan
karena peratwran ini hanya diperuntukkan hapi industd yang berhubungan
langsung dcngan pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi perhatian
pemerintah terhadap lingkungan alam dengen pembuatan CSR dinilai oleh
masyarakat sudah sangat baik dan harus dihargai sebagai langkah positif terhadap
pembangunan yang berwawasan lingkungan,
F. NEGARA SEBAGAI PENGEMBAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

PERUMAILAN DAN PERMUKIMAN

Manusia merupakan mahluk yang mempunyai keinginan untuk saling
mengenal antara satu dengan laimnya, sehingga ada kecoenderungan untuk hidup
berkelompok atau berorpanisasi. Oleh sebab itu ketergantungan antara satu
individe dengan individu lainnya mernpakan hal terpenting dalam membentuk

suatu kelompok organisasi. Masyarakat adalah suatu kumpulan manusia vang

elnerliviy Sewiodogiy Tevhadap Implementas] Covporate Sovtal Besponsibility Pada Maryarghal Indomesia
Jurnal Bosintcknologl Fadisi 12 Tahun 6, Desember 2007
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hidup bersama dengan tujuan bersama. Dasar hidup bersama yang menjadi ikatan
masyvarakat itu bisa berupa tempat tinggal (kampung, desa atan nagan,) jadi
bersifat tentonal atau bisa berupa pertalisn darsh atau ketunman (suku atan
marpa). Bisa juga kombinasi dari keduanya™ Ketika masyarakat masuk ke
wilayah stafe (negara) yang mempunyai struktur dan tatanan yang lebib besar
maka sctiap orang mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan suatu posisi
dalam suatu negara. State berarti negara berasal dani bahasa latin “status”™,
Menunit Webster Dictionary, ncgara adalah sejumlsh orang yang mendiami
sccara permanen suaty wilayah tertentu dan diorganisasi sccara politik dibawah
suatu pemerintahan yang  berdaulat yang hampir sclurubmya bebas  dan
pengawasan fuar serta memiliki kekuasaan pemaksaan demi mempertahankan
keteraturan dalam masyarakat.”® Sedangkan politik menurut David Easten
mempunyal arli penctapan alokasi nilai yang mengikat seluruh masyarakat. ™"
Negara berarli mempunyai suatn otoritas publik yang mempunyai kekuasaan
untuk memaksakan peraturan-peraturan hukum atas individu-mdividu  yang

kesclamatannya berada di bawah hindungan ru:gn.ra.'m

7 nfochlsr Kuswiasrmadia, dan B, Arief Sidharte, Pongantar o Hakum, Fl.ilh-t]’.‘ﬂlg;ﬂ'n]m‘tp:ﬂmm
linghup herlakorya ilma hukum, Buku 1, Felis Pertama, ectakan ke-l penerbit Alumni, Bandung, 20, him
15.

Mphilip Dabcook, ¢ 4k {eds), Webster's Third New dnternarions! Diciionary € The Erglivh Language,
Springfielt, Massachuweetts, G & (. Merriom Company, 1961, him 1755

T javid Enston, A Sotem Analysiv € Poditical Life, New York, 1965, Scbepaimana dikutip Oleh Miriam
Budihagjo, Mavar-Ilavar e Politik, Fakarta, 1977, him 12-13%

W0riwn iokalp, Turkish Nazionalism and Westers Civilizarion, London, Goerge Allen and Lnwin L, 1959,
bilin 2144,
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Masyarakat itu sesunggubnya terdin dari manusia baik sebagw perorangan
(individu) atau kelompok-kelompok manusia vang telah berhimpun untuk
pelhagai keperluan atau tujuan.’"

Dalam suatu negara orang-orang mempunyai tujuan yang sama untuk
mewnjukan kehidupan bersama sehingga perbedaan-perbedaan antara satu dengan
lminnya akan hilang karcna mempunyai fujusn akhir yang sama. Agar tidak
bertentungan salu dengan lanonya maka diciptakanlah hukum dalam masyarakat,
Fungsi hulum adalab untuk tercapainya ketertiban, keadilan dan dapat digunakan
scbagal sarana pembaruan masyarakat. Fungsi ketertiban dan keadilan seringkali
disebut sehagai fungsi hukum tradisional, sedang sebagai sarana pembarusn
dalam masyarakat ditambah dengan fungsi ketertiban dan keadilan disebut sebagai
fungsi hukum modern.™ Dalam bukum, keterliban merupakan hal utama dan
penting. Selama perubaban apapun yang dilakukan intinya tetap ketertiban.
Selama perubaban itu ingin berjalan dengan tertib, maka masih ada empat bagi
peranan hukum terscbut. ™

Untuk masalah-masalah seperti keamanan dan ketertiban dan pertanahan
dan  lain-lain  hal yang menjadi  kepentingan umum,  masyarakat
mengorganisasikan dirinya menjadi negara dan membentuk pemerintah.”™

Berabad-abad lampau scbelum manusia mulai berpikir tentang negara dan

hukum, telah lahir dan musnah suatu peradaban tinggi vang tidak disadar oleh

W Mochtar Knsumastmadjs, dan I Acicl Sidharta, Pemgantar Hmy Hukum..._, O Cit, hm 16,

2 il Rusjidi, Peraman Mk Da'ee Pembargunen Negionnd Indonesio, Thes Modoliz Ke W don Wisuda
Sekuolah Tingg |lubam Garul, 19 November 1988, him, 3,

oy foclitar Kusuwmaatmedia, Faunpsi dan Perkembangan Hukam Dalom Pemborgavian Nasional, Bandung,
Dinacipiz, ionpa thum

= Mochtar Kuswmantossdjs, Jan B, Adel Sidhars. FPongantar Tmu Fukam | (o0 hlm 17,
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manusia, apa yang menychabkan masyarakat boleh mengadakan peraturan-
peraturan yang mengikat penduduk, menctapkan perintzh dan larangan untuk
tingkah laku meanusia. Segala suam yang menyanghkul tata lertib kehidupan
bemepara diatur oleh raja yang scwenang-wenang. (Meh karena itu timbullah
pemikiran unfuk membuat format yang ideal tentang negara. Seiring dengan
perkembangannya muncul pendapat-pendapal mengenai definisi tentang sualu
neEAn.

Menurut Plato terjadinya nepara karena seorang individu tidak mcrasa
cukup pada dirinya sendiri, melainkan membutuhkan pertolongan. Demikianlah
yang satu membantu yang lain, yang lain membutuhkan yang lain, Dalam
keanckaragaman kebuluhan terkumpul pada suatn tempat bagi mereka vang
membutuhkan dan mereka vang memberikan, pada suatu permukiman yang kita
namakan ncgara, Alasan pendinan negara adalah lebibh dititikberatkan kepada
kebutuhan manusa itu sendin, yaitu pengadaan bahan pangan demi eksistensi dan
kelangsungan hidup. ™

Dalam  buku Consolatio philospoioe  Augustinus menyebutkan  dua
pandangan tentang kota dan negara. Pertama Civitas def yaitu nepara Tuhan
berada di sam pihak. Kedua Civitas ferreng atan Digboli yailu negara duniawi di
satu pihak dan negara iblis di pihak lain. Negara Tuhan bukanlah regara di dunia
ini, akan tetapi semangatnya dimiliki oleh orang-orang gereja. Salah satu negara

duniawi adalah kerajean Romawi. Keadilan itu hanya mungkin dicapai dalam

WIE, Bndi Hawlimnn, Fibsatat Politik, Embrienal, 2001, hlm. |




negard-negara yang diperintah olch agama Kristen (Civitas ded) hanya dengan
mengejar tujuan nagara Tuhan, orang dapat berbahagia untuk selama-lamanya,”™

Thomas Aquinas berpendapat bila hidup di dalam masyarakat ite sesuai
dengan kodrat manusia (mahkluk sosial), di antara manusia haruslah ada suato
vang mengendalikan individu-individu di dalam masyarakat tersebut. Dalam
kchidupan bermasyarakat, manusia menggunakan akal dan pikirannya untuk
mengetahw apa yang ba:;rgun_n dan apa yang merugikan. Dalam kehidupan
bermasyarakat biasanya muncul kecenderungan pola pikir vang berancka ragam,
(Oleh karena itu diperlukan seorang penguasa yvang memikirkan kepentingan
umum. Jelaslah bahwa banyak pemimpin tak akan dapat mempertahankan
keutuhan masyarakat, akan tetapi apabila pemerintahannya tidak adil maka
Monark: adalah beniuk pemerintahan yang paling buruk. Pemikiran Thomas
Aguinas lebih cenderung mengutamakan kekuasaan ada di tangan rukyat di sini
rakyat juga mempunyal bak untuk mengawasi scgala tindakan raja di samping
kaum gercja.

MNiceolo Machievelll berpendapat bahwa hakekat atau tujuan negara adalah
terselenggaranya  ketertiban, keamanan dan ketentraman, vang semua itu
menipakan sarana umtuk mencapai fljuan vang lebih tinggl, vaitu kemakmuran
bersama bagl scmua rakyat. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai oleh
pemenntahan seorng raja yang mempunyai kekuasaan absolut, Dalam bukunya
vang berjudul i pricipe 1a menuliskan agar sang penguasza dijunjung tinggi dan

F® hid

“Inhd, Shiddig Tek Armia, Perkembangan Pemikiran dalam lma Hukum, Pradaya Paramita, Jokarty, 2003,
him. 20,
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dihormati oleh rakyatnya, maka ia harus pura-pura memperlihatkan bahwa ia
memihak sescoring, dengan demikian antara ia dan rakyat tmbulah korsok
(senasib dan sepenanggungan sebangsa dan senegara)’™®,

Jean Bodin dalam bukunya Six Livees de la Repuligue menguraikan hahwa
negara merupakan bentuk pemerintahan banyak keluarga yang dipimpin menurnst
bukum dan dilengkapi dengan kekvasaan yang berdaulat. Pemikiran  ind
didasarkan pada sebelum ada Komunitas warga Jdan warga negara atau sualu
benmuk negara manapun, setisp kepala keluarga berdaulat didalam muang lingkup
rumahnya dan memiliki keknasasn atas Wwidup dan mati dari istin dan anak-
anaknya. Jika sebuah keluarga diperintah dengan baik, keluarga itu merupakan
tiruan negara dan kekuasaan keluarga sama dengan kekuasaan vang berdaulat *™
Pengertian kedaulalsn menurut Jean Bodin adalah kekuasaan tertinggi di dalam
suatn negara untuk membuat hukum. Kedaulatan it bersifart ;

a. Tunggal : Hanya penguasa pertama ity yang memiliki, dan
tidak boleh ada kekuasaan lain dalam negara

vang berfungsi untuk membuat undang-undang

atan hukum;
b.  Ash : Kebmasaan itu tidak berasal dan kekuassan lamn;
c. Abadi * Yang memiliki kekuasaan itu adalah negara,

d. Tidak dapar dibagi-bagi  ; Kedaulatan itu tidak dapat dizserahkan kepada

oranyg lamn sebagian atan seluruhnya,

MR i, M. 23,

"N, Dudi Hadiman, Filsafu Politik, O, bl 33,




Thomas Hobbes berpendupat, bahwa negara ilu berasal dari perjanjian
masyarakat dan timbulnya masyarakat adalah karena kontrak sosial amn
perjanjian masyarakat, dan negara itu sendin ada didasarkan atas perjanjian antara
kekuasaan dan pentaatan kepadanya'" Pemikirannya dimulai sebelum terjadinya
negara, Manusia dalam keadaan bebas tanpa batas membuat mamisia mengikuts
semua hawa nafsunya, schingga kebebasan manusia vang satn melanggar
kebebasan manusia lainnya dan manusia yang salu merupakan serigala biagn
manusia lainnya (hemo homini lupus). Karena ity untuk mengatasi  serta
menghilangkan rasa takut, manusis-menusia sepakat uniuk membenuk negara
Kesepakatan ini discbut sebagai perjanjian masyarakat {coniract social). Dalam
perjanjian masyarakal itu semua orang berjanji antara sesamanya bahwa masing-
masing akan menyerahkan kekuasaannya kepada seseorang yang tidak ikut dalam
perjanjian (Raja). Dengan demikian maka si penerima kuasa tanpa perjanjian
apapun, maka kekuasaan negara lerpusat pada tangan raja dan kekuasaan raja
adalah absolut.

Pokok ajaran dalam buku Twe treatics on civil goverment karangan John
Locke adalah kekuasaan penpuasa tidak lagi diturenkan dard Tuhan, melainkan
dari alam kodrat, dan berdasarkan rasio. Scgala dari Tuhan bersifat mutlak,
sebaliknyva segala yang heras_a] dari alam kodrat dan berdasarkan rasio adalah
tidak mutlak. Menurut John Locke jika bumi dan semua mahkluk yang lebik
rendah  bermanfaat bagi semua manusia, bagaimanapun setisp mamusia

mempunyal pribadi sendiri bagi miliknya., Manusia sejak  dilahirkan telah

e —

S acjane Dirdpeiswin, Filsofin Hubum ., Lo Cit




memiliki kebebasan dan hak-hak asasi.’'" Hak asasi itu adalah : hak kehidupan,
hak kemerdekaan, keschatan dan Hak Milik. Hak asasi itu tidak dapat diganggu
gugat oleh siapapun, terkecuali atas persetmyjuan miliknya, Mamun dalam keadaan
demikian (keadaan alami), hak-hak asasi dan kebebasan belum terjamin penuh.
Oleh karena ilu, agar kebebasan dan hak asasi manusia yang sam tidak melanggar
kebebasan dan hak asasi manusia lainnys, maka mercka sepakat untuk
membentuk suatu negara. Berdasar pada hal tersebut John Locke merumuskan
bahwa tujuan dari suatu negara adalah menjaga dan menjamin terlaksananya
kebebasan dan hak asasi manusia, sorta menundukkan din di bawah sebuah
pemerintaban untuk pemeliharaan milik mereka (masvarakat). Ini didasarkan
untuk saling melmdungi hidup mercka, kebebasan-kebebasan mereka dan harta
milik mereka, atau secara umum dapat diringkas dengan sebutan Hak Milik.
Scielah 1w John Locke menghubungkan bentuk negara dengan kekuasaan
pembentuk undang-undang (legelarif)l Kekuasaan pembentuk undang-undang ini
menurat John Locke merupakan kekussaan tertinggl (supreme power) dan
digunakan untuk memelihara komunitas dan para anggotanya’’?,

Montesquicu berpendapat bahwa benar asas-asas hukum terletak pada
alam, akan tetapi tidak herarti bahwa asas-asas itu hanya dapat diketemukan
dengan akal pikiran vang abstrak. Asas-asas itu terletak pada kejadian-kejadian
scjarah. schingga dapat diketengahkan dengan mempelajari kejadian sejarah
tersebul. Dalam pengerfian yang paling luas, hukwn adalsh relasi-relasi yang

niscaya sehagaimana mercka dapat dimmmpulkan dan hakekat kenyataan. Sccara

i, Shiddig Tk, Armia, Ferkembangan Pemikimn. ., (i, him, 26-27,

'“F. Budi Hadiman, Filszfal Politik. ¢in.Cir. hlm. 56.
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umum hukum berlaku sebagai akal budi, sejauh akal budi ity memerintah semua

hangsa di dunia ini, Dalam bukunya Esprit de Lows Montesquicu menjabarkan

fungsi megara hukum harus dipisahksn dalam tiga keluasaan lembaga negara,
yaitu;

a. Kekuasaan Legislatf, yang membentuk undang-undang;

b, Kekuasaan [ksekutif, yang mclaksanakan uwodang-undang, memakiumkan
perang, mengadakan perdamman dengan negara-negara lain, menjaga tata
tertib, menindas pemberontakan dan lain-lain;

c. Kekuasaan Yudikatif, yang menjalankan hokuman atas kejahatan dan
memberikan keputusan apabila terjadi perselisihan antara para warga '

Muodel pembagian kekuasaan Montesquice berbeda dari yang kita miliki
dewasa ini. Wewenang vudikatif tidak berdiri sendiri dengan wewenang vang
sctara dengan kedua wewenang yang lan, melainkan bagian dari eksekutil yang
berwenang untuk hukum sipil dan hukum pidana. Tujuan pembagian kekpasaan
adalah sebagai pembatasan kekuasaan, dan pembatasan kekuasaon pada gilirannya
merupakan upaya untuk menjamin kebebasan para warga negaranya dalam
demokrasi.

sama dengan para pendahulunya Jean Jacques Koussean menvampaikan
teori asal mula negara melalul leor perjanjian masyarakat, maka Jean Jacques

Rousscau pun menyampaikan ajaran tentang leorl perjanjian masyarakat, Namun,

is1 perjanjian masyarakat menurat Rousseau berbeda dengan para pendahulunya,

Fousscau berpendapat negara adalah suatu organisasi vang berdin atas kehendak

-

"Indled. Shididig Tk, Asinia, Perkembangan Pemikiran. .., O Cle, him, 28-26,
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Khusus para anggotanys 4 Rousseau juga berpendapat, balnwg yang merupakan
hal pokok dar Perjanjian masyarakar jm adalah menemukan syary, bentuk sarpan,

petjaniian masvarakag adalah:

a. Terciptanya Folente generale (kemayan umum), vaitu kesatuan Kemanan
Orng-orang  vang telak menyelengparakan Petjanjian  masyaralar Ini
merupakan kekyasasn lertinggi, atay kedaylatan: don karena asalnya dar
rakyat maka dischye kKedaulatan rakyar,

b. Terbentuknya Kook vifas (masyarakat), yaity Kesatuan Orang-orang yapg
menyelengrarakan perjanjian masyarakat

Dengan adanya perjanjian Mmasyarakat berarti terjadilah peralihan najyr;

berpendapar  hahwa pengertian  negara  hukum itu timbul dari polis yang
"'ﬂ.tm:_ I'-f-:r:'-g:.rc; Murdyrr, 1-tui L_lls,Mﬂm-unﬂJ., Jakarta, Aksars pany, 198K, him, 395400,
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mempunyx wilayah kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti
negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah yang luas dan berpenduduk
vang banyak. Dalam paofic it segala urusan pegara dilakukan dengan
musvawarah, dimana scluruh warga negaranya ikut serta dalam  wrusan
penvelenggaraan negara.  Aristotcles juga mengemukakan tiga unsur dar
pemeniniah, yailu; Pertama; Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umurm,
Kedua; Pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-
ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang
menyampingkan konvensi dan konstitusi, Ketiga; Pemerintah berkonstitusi
berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan
seperti dilaksanakan pemerintah despotis. Pemikiran Aristoteles ini jelas sekali
merupakan cita negara hukum yang dikenal sckarang, karena ketiga unsur vang
dikemukakan Arnstoteles ini dapat ditemukan disemuea nepara. Locke berpendapat
bahwa rakyat harus dapat mengikhlaskan hak-hak tertento untuk  dapat
menciptakan Common Good.”” Namun jika negara mengabaikan kewenangannya
untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar tersebut, maka rakyat
mempunydl hak untuk mengadakan perlawanan. Hak untuk menmurunkan penguasa
vang memerintah dengan melanggar keadilan, yang diakui umum. Dalam filsafat
politik Abad 16 dan 17 kemudian dalam “pernyataan tentang hak-hak manusia
dan warga ncgara” tahun 1789 hak warga negara unuk melawan penindasan
dianggap scbagami hak asasi manusia. Hak perlawanan sclaln hanya dapat
dibenarkan, la terpenuhi dua syarat vaitu: pertama, bahwa tindakan-tindakan

penguasa secara kasar bertentangan dengan keadilan; dan kedua, bahwa semua

MEp pndi Hadiman, Filsafar Politik. Loc. i




sarana dan jalan hukum yang tersedia untuk menentang ketidakadilan it sudah
dicoba dan tidak berhasil, termasuk protes-protes politis biasa, Hak negara untuk
menuntut ketastan secara prinsipil terbatas olch tujuan ncgara, (ommon Crood
atau kKescjahteraan umum, dan dalam paham kesgjabtersan umum termasuk juga
keadilan. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum merupakan sarana
pembaruan masyarakat didasarkan atas tanggapan bahwa adanya keteraturan atay
ketertiban dalum usaha pembangunan atav pembaruan it merupakan suatu yang
diinginkan. Konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum
memang bisa berfungsi sebagai alat sarana pembangunan dalam arti penyalur arah
kepiatan manusia ke arah yang dikehendaki olch pecmbangunan  atan
pembaruan >

Persoalannya kemudian adalah bagzimana menarik garis batas antara yang
disebut sebagai keadilan dan ketidakadilan. John Rawls mendefinisikan keadilan
sebagai kebijakan yang dapat menguntungkan (berpihak) pada kelompok-
kelompok sosial di dalam masyarakat vang paling tidak diuntungkan oleh keadaan
sosial politik.""” Hebrew menyatakan apabila pemerintah tidak dapat memenuhi
tuntutan dari hubungannya dengan rakyat, berarti dia tidak dapal menjamin hak-
hak dasar warga negara * Immannel Kant memberikan gambaran tenlang negara
hukum berfungsi sebagai penjaga malam, artinya tugas negara hanya menjaga
saja, hak-hak rakyal jangan diganggu atau dilangpar, menpenai kemakmuran
rakyat ncgara tidak bolch ada campur tangan dad negara (negara sebagai

" Mochtar Kusumustmadis, KowsepKomsep Hukum . Loed .

i, i Hadiman, Filsafu Politik, Op Cir. him. 79

Inid bkm. B,
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Nuchtwachker). Konsep dari Imannuel Kant ini bersifat liberal dun menganut
paham individualistis, dalam hal negara scjauh mungkin tidak campur tangan
dalam urusan individu warganya, '

Pada negara hukum liberal atan negara hukum dalam arti sempil, orang
hanya mengenal dua unsur yang penting, vaitu:

a Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
b. Pemisahan kekuasaan.

Pada negara hukum formil schagaimana dikemukakan oleh FJ. Stahl

unsur-unsumya itu bertambah menjadi empat, yaim:

a. Perlindungan terhadap hak asasi manusia

b, Pemisahan kekuasaan,

. Setiap tindakan pemerintah hams didssarkan pada peraturan pemundang-
undangan,

d. Adanya peradilan administrasi,

Memasuki abad 18 sampai akhir abad 19 peran negara sangat dominan
dalam segala aspek yang ada dalam masyarakat, schingga setiap urusan dalam
masyarakat sangat bergantung dari keputusan negara. (leh sebab it negara hanya
mempunyai  waktu yang sangat sedikit untuk mengurus masalah-masalah
kenegaraan yang lebih esensial. Karena banyaknya masalah-masalah esensial
yang sempat diurus negara timbulah pemikiran untuk memperkeeil peran negara
dalam scgala bidang dalam masyarakat. Sejak itu muncullsh istilah “pemerintah
yang sedikit mencampur wrusan Kenegaraan adalah pemerintahan yang bak.”

Konsep inilah yang nantinya dikenal sebagai Nuchwachrerssiaat (negara sebhagai

i rhrd, him. A3
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penjaga malam), Seiring  dengan  perkembangan  jaman  konsep negara
Nachwachtersstaat tidak membawa masyvarakal ke arah kemakmuran, Melihat
konsep negara Nachwachtersstaat tidak scsuai lagi dengan kondisi masyarakat
maka timbullah konsep Welvagrtsstaat (negara kesejuhteraan). Dalam Konscp
negara ini negara ditumtut uniuk memperluas tangpung jawab kepada masalah
sosial-ckomomi  yang dihadapi oleh rakvat banyak, peran personal untuk
menguasai hajat hidup orang, banyak dihilangkan. Dengan berkembangnya
teknologi maka muncullah welfare socierv dimana kesejahterasn individu atau
kolektf tergantung dan perkembangan pada setiap unsur masing-maxing negara
dan tergantuny dari kesepakatan yang diambil olch pemerintahan sctiap negara ™

Pada abad 21 welfare state sudah tidak bisa dijadikan scuan dikarenakan
adanya kelemahan-kelemahan akibat pasar bebas, maka timbulah pemikiran baru
dengan the new right vaitn State, civil socigty and market Yang menyarankan
pendckatan terhadap mekanisme pasar. Perluasan ini dilakukan dalam mekanisme
masyarakat itu sendini melalui perubahan sistem Hak Milik. Iy bidang civil
sociely penegakan Hak Asasi Manusia lebih diketengahkan tidak hanya sebagai
wacana publik tetapi schagad salah satu tempat seseorang vang mengharapkan
keadilan™,

Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang funduk
pada falsafah bangsa yaim Pancasila, Tujusn pembentukan negara Indonesia
sendiri termang dalam alinea keempat TTD 1945 vaitu:

E— —

Manpelbert Kohi, Diskusi Interscksi, “Codl Rights fan Demokratisasi: Penpaloman  fndoneria®,
Selabintons, Sukaburmi, 12-14 Apustus 202

12 fhind

*'Mhd Shicdlq gk, Ammia, Perkembangan Pemiiirar . (p i, him, 4344,
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A, Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
b. Memajukan kezejahteraan umum,
¢. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
d. Tkut melaksanakan ketertiban dunia

Sistem demokrasi pancasila vang dianut oleh bangsa Indonesia menunjuk
kckuasaan tertinggi berada di tangan rakval dan dilakukan scpenuhnya oleh
Majchis Permusyawaratan Rakyat sebagai perwakilan dan rakyat, Perkembangan
tujuan negara Indonesia terus mendapat sorotan sampai dengan abad 21 ini seiring
dengan reformasi yang terjadi dan belum menemukan hasil yang positif, sehingoa
negara Indonesia melekat asumsi sebagai negara penjaga malam yang dalam
kehidupan masyarakat terdapat “tangan yang tak terlihat™ (Imvisible Hand) yang
mengatur segala aspek perekonomian, Negara kesejahieraan sejatinya merupakan
strateyi pembangunan Kescjahteraan sosial yang memberi peran lebih besar
kepada negara dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial (social security)
sccara terencana, melembaga dan berkesinambungan, Bentuk negara mencakup
jaminan sosial dasar yang melindungi warga negara dan segala resiko. Maka
pemerintah sebagai pejabat penting negara harus memperhatikan segala sendi-
sendl kehidupan masyarakamya baik dari segi formal maupun informal. Salah satu
cara menumang kesejahteraan masyarakat dengan didirikannya rumah hunian atau
lempal 1inggal bagl setiap masyarakat agar terciptanya keamanan dan Kenyamanan
dalam menjalan kehidupan.

Prinsip kesejabteraan dalam nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan

keadilan sosial dan keadilan ekonomu bagi seluruh anggola masyarakat atan
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rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat.
Pengertian keadilan sosial tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan material
glau kebendaan saja akan tetapl mencakup pula pemenuhan kebumhan spiritual
dari seluruh rakyat, Negara berkewajiban memperbatikan 2 macam keburuhan it
dan menyediakan jaminan sosial unfuk mereka vang kurang atau tidsk mampo, ™

Mceourat  Mechtar Kusumastmadja  dalam  bukunya Konsep-Konsep
Hukum Dalam Pembangunan mengemukakan bagaimana mengembangkan
hukum sebagm  spatu alat pembaharvan masyarakat (@ teol of sociul
engincering). ™ Jadi pemakaion hukum sebapai suatu alat pembaharuan
mazyarakat mengharuskan untuk memiliki pengetahvan yang lebih banyak dan
luas daripada pengetahuan hukum dalam arti vang lazim, "

Pembangunan hukum  nasional merupakan salah  safu strates
pembangunan  nasional vang telah berusia kwang lebith 35 talun  sejak
dideklarasikannya model hukum den pembangunan pada tahun 1970, Modcl
hukum dan pembangunan vang dikembangkan dan kemuodian dicantumkan dalam
GBHN saat 1tu dan juga dimjarkan di dalam pendidikan hukum di Indonesia telah
menectapkan fungsi dan peranan hubum dalam pembanpunan yaitu sebagai
penenta arah kebijakan pembangunan di bidang hukum. Fungsi hukum yang
utama adalah sebagai sarana rekayasa sosial (a fool of social engineering) yang
diharapkan dapat membawa peérubahan mendasar sikap masyarakat dalam
berperan serta dalam setiap gerak pembangunan nasional.

Enfutamoiad Tahic Axhary, Negira Hukum, edisi kedus, ool 1, Jokarta, 2003, him. 150,
snchiar Kusumintmadia, Konsep.bonsep Hubym  Op Ol him 21

=i, him. 30
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Dalsm  perjaianan pembanpunan hukum  baik  dalam pembentukan
peraturan permdanz-undangan manpun dalam penegakan hukum terbukt masik
belum berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan harapan akan fungsi dan

masyarakal dan semakin tingginya tingkat kriminalitas termasygl KEN sampai
saat ini. Disamping keadaan tersebut juga dalam bidang penegakan hukum,
tampak scmakin lemabnya kinerja aparatur pencgak  hukum yang dibuktikan
denpan tersendat-sendatnya penyelession berbagai kasus KEN dan tindak pidana
di bidang keuangan dan perbankun. Fungsi dan peranan hukum dalam model
hukum dan pembangunan kurang dipahami sebagai pembawa perubaban sikap
(attitudde) melainkan dipahami schagai sarapg (@ fool) semata-magy tmtuk
mengubah sikap masyarakat dan tidak dipahami sehagai sarana unmk mengubah

Kesenjangan sebagaimana  dinraikan  di ataz  merupakan  pertands
kelemahan model hukum dan pembangunan (hukum sebagai sarang pembaruan)

2o htp:/fwww. portalhukum. com
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konsep Roscoe Pound di Indomesia sebagai landasan teoritik dalam mencapai
keteriban dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat Indonesia masa
transisi pemerintahan dari rezim oforitarian Kepada rezim demokratik. Untuk
mengurangi atau mengatasi kelemahan tersebut di atas perlu dipertimbangkan
model alternatif hukum dan pembangunan yang saya sehut, sebagai pencrasi
kedua, yartu; "hukum schagal sarana pembaruan masyarakatr dan birokrasi™ atau
“law as a tool of social and bereucratic engineering”,

Model hukum dan pembangunan 1m menckankan penting dun strategisnya
peranan  faktor birokrasi dan masyarakat dalam arti sempit, menciptakan
ketertiban dan keamanan, dan dalam arti luas menciptakan pemeriniahan vang
bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (gond governance), Model hukum
pembangunsn generasi kedua i dibarapkan dapat menjadi milang punggung (ihe
backhone) dalam mewujudkan “supremasi hukum™ (supremacy of law), bukan
supremasi kekuasaan, Model altemnatf ind memasukkan peranan unsur masvarakat
schagal actor penting dan merupakan bagian dari solusi (part of the solwtion),
bukan bagian dari masalah (part of the problems) dalam pembangunan hukum dan
penegakan hukum.

Model alternatif hukum dan pembangunan tersebut diharapkan dapat
mempersatukan kedua faktor tersebut sebagai bagian vang tidak terpisahkan satu
sama lain dan kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dan saling memiliki
ketersantungan satu sama lain. Pemakaian model hukum dan pembangunan ini

scjalan dengan arah perkembangan dumia memasuki abad ke-21 dimana

“"Ramli Almasasmila, disampaikan dalam ceramah di SESPIM POLRT DIREG KE 41 TP, 2008, tanggal 4
April 25 di Lembane, Bandong.
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demokratizasi plobal menuntut adanya transparansi, akuntabilitas dan akses
masyarakat kedalam kinerja penvelenggarasan negara serta mendukung kewajiban
memberikan perlindungan atas HAM setiap anggota masyarakal scsual dengan
prinsip-prinsip dan porma-norma yvang diatur dalam Bab X A perubahan kedua
UL 1943,

Model hukum dan pembangunan generasi kedua merupakan landasan dan
sekaligus membenkan arah vang nyata schagai landasan stralegi pembangunan
hukum nasional lima tahun yang akan datang. Referensi pembangunan hukum
vang menggunakan model hukum dan pembangunan yang didukung oleh ajaran
Roscou Pound, “low ay a fool of social engineering”, dan dalam elaborasi lebih
lanjmt mengacu kepada Lawrence Freidmann, tentang “Legal Sistem™ (legal
subsiance, legal structure, and legal culture) terbukti Kurang sesuai dengan
perkembangan intelekivalitas dalam masyarakat demokratis di sat sisi, dan di sisi
lain belum mempertimbangkan “feyv-actors™ vang mencntukan keberhasilan
pembangunan ukum secara menyeluruh. Pernyatasm imi hendak mengungkapkan
bahwa model hukum Roscou Pound hanya cocok untuk perkembangan
magyarakat maju, tidak dalam perkembangan masyarakat yang  sedang
berkembang, dan pendapat Friedmann hanva cocok untuk juga di negara maju
dimana kultur ketaatan hukum dan aparat hukum sudah menguat dengan kontrol
sosial yang cukup signifikan,

Pada schagian besar bangsa di negare-negara berkembang, perumbuhan

penduduk menclan schagian besar pertumbuban ekonomi yanye mengakibatkan

2 i
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rakyat tetap dalam Keadasn melarat, Pertumbuhan penduduk Yyang terlalu cepat
akan menghalangi sustu bangsa unmk meneapai kemajuan dan memenuhi demnd
rakyat yang selalu meningkat akan kehidupan yang lebih baik ™ Unmk
meningkatkan kehidupan penduduk keargh kesejahternan dan kemakmuran maka
pemerintahan sustu nepara harus memperhatikan warganya dengan dibentuknya
rumsh hunian atau tempat tinggal, Dasar-dasar pembentukan rumah hunian d
Indonesia telah diatur lebih lanjut pada beberapa peraturan di Indonesia, Rumah
hunian sendiri berkaitan dengan hulkum kebendaan yang terdapat Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (K1UTH Perdata) Indoncsia.

Pengaturan mengenai rumah hunjsn pada umumnya terdapat pada Buku 11
KUH Perdata mengenai hukum benda. Dalam kepemilikan rumah hunion dikenal
adanya hak kebendaan, Hak kebendasn ialah hak muilak atas suatu benda dimang
hak ity memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat
dipertahankan oleh siapapun™, Dalam menafsitkan aturan-aturan dari hujum
berds hendaklah selaly diingat asas-asas umum dag hukum kebendaan, yang
termasuk dalam asas-asas umum dari hukum benda jalah ™!
1. Merupakan hukum pemaksa,
2. Dapat dipindahkan,
3. Asas individualiteir,
4. Asaz toitalireir,
5. Tak dapat dipisahkan,

*sediono M.P. Tiondranegoro, fimx hependuduban, Erlangga-lembags Stdi Pembangievn, 1981, kim. 7.
*Suedewi, Masichoen Sofwim, Hubum Renda, Liberty-Yogjakam , 1981, him, 24,

" ibid, hkm, 36,




6. Asas Prioriteit,
7. Asas percampuran,
8. Perlakuan terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak itu berlainan,

o

Asas publiciieir, dan
10. Sifat perjanjian.

KUH Perdata setelah diundangkan UT/PA masih berlaku dalam pengertian
umum, yaitu scbagai pemilikan atau hak pemilikan. Berkaitn dengan hak
kepemilikan, Sunaryati Hartono mengatakan di Indonesia landasaan idiil dari Hak
Milik adalah Pancasila dan UUD 1945, Landasaan 1diil tidak hanya didasar salah
satu salah satu sila atau salah satu pasal dard UUD 1945 tetapi juga Pancasila dan
UUD sebagai satu keseluruhan yang sistematis.™ Hak Milik bersumber pada
kenyataan hidup, bahwa untuk dapat menghidupi dini scndin. barang-harang
lertentu harus dimiliki karena bagi manusia ada kelompok fertentu yang
merupakan ketentuan tentang Hak Milik, ini dapat ditemukan dalam Pasal 570
KUH Perdata yang menycbutkan balvwa Hak Milik adalah hak untuk menikmati
suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan schebas-
bebasnya, asal tidak bertentanpgan dengan undang-undang atau peraturan umum
yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk it asal tidak
menggangeu hak orang lain dan kepentingan umum.

Hukum tansh termasuk dalam aspek dalam hukum benda. Salah satu aspek
yang peniing dalam hukum tanah adalah hubungsn antara benda yang melckat
antara tanah dengan benda lain yang melekat padunva. Kepastian hukum akan

kedudukan hukum dari benda yang melekat pada tansh itu sangat penting

“Punariuti Hartoan, Capity Selecta Perbardingar Fuim, Ahmni, Bandung, 1942, kim. 5%
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kedudukannya karena hal ini mempunyai pengarub vang luas terhadap segala
hubungan hukum yang menyangkut tanah dan benda yang melekat padanya, Agar
tidak terjadi menyalahpunaan wewenang maka negars memiliki hak untuk
menguasai tanah wilavahnya vang didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, Dalam
Pasal 33 dipakai istilah “dikuasai™ ini menunjukan bahwa negara selaku badan
penguasa diberikan wewenang untuk mengatur suatu yang berhubungan dengan
tnah, Untuk 1t tidak diperlukan lagi jika ada tonoh yang pihak lainnva tidak
dapat membuktikan, maka tanah i cigendom adalah domein negara sesual
dengan Pasal 33 UUD 1945 Tetapi Hak Milik perscorangan tetap dilindungi
dan diakui karena hakekat hak menguasai tamah ialah untuk membangun,
mengusahakan, memelihara, dan mengatur kepentingan negara,  umum,
kepentingan rakyat bersama dan kepentingan perscorangan. Disamping itu
penyediaan tunah juga harus dikelola dan dikendalikan oleh pemerinlah agar
penggunaan dan pemanfaatannya dapat menjangkan masyarakat secara adil dan
mcrata tanpa menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang besar dalam
proses bermukimnya masyarakat,™

i samping Pasal 33 ayat (3) UUD 45, hak-hak yanp terkait dengan
perlindungan fungsi dan daya dukung ekosistem yang relevan dijadikan sebaga
hak-hak konstitusional adalah :

1. Hak setiap orzmg untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik.

*gdarpns Gadama, Tafinen [ndang=l ndang Pokok Agraria, Cp €6, hlm. 55.

"“Imon Soctiknjo, Polintk Agreria Naxional (Giadjah Mada University Press, Jogjakarta, 1985, him. 21

" Muhyanto, Konsepsd Peraturen Perumahar  Ce Cir, him. 1-2




(]

bani

215

Negara  berkewajiban  untuk  menjamin  bahwa  sctiap  kebijaksanaan
pembangunan mempertimbangkan daya dukung ckosistem dan perlindungan
fungsi lingkungan hidup.

Negara berkewajiban memberikan ancaman hukum pada setiap pelanggaran
maupun perusakan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam secara
memadal berdasarkan peramran perundang-undangan,

Hak-hak serta kewajiban kenstitusional di atas merupakan ketentuan-

ketentuan umum dalam berbagai konstitusi di Negara lain seperti Philipina, Afrika

Selatan  (kontitusi tahun  1996), Angola (kontitusi tahun 1992), Armenia

(konstitusi tahun  1995), Chili (kontitusi tahun  1980), India (konstitusi

[amandemen] tahun 1976), Ghana (konatitusi tahunl992), Belanda (konstitusi

lamandemen] tahun 1983), Brasil dan lain-lain** Hukum kebendasn menuru

Soedewi Masjchoen Sofwan dapat dibagi menjadi benda tak bergerak yang

meliputi:**’

I-

Benda tak bergerak menurut sifatnya, tanah dan segala sesualu vang melekat

diatasmya;

Benda tak bergerak menurut tujuannya;

Henda tak bergerak menurut ketentuan indang-undang. Ini berwujud hak-hak

atas benda-benda yvang tak berperak.

Benda bergerak dibedakan atas:

1. Benda bergerak karena sifatnya menurut Pasal 509 KUUH Perdata ialah
benda-benda yang dapat dipindahkan.

. Mndonexvian erler far Erviearmesmal Law, Inkorn, 9 Apuste 2000

Flun Socdewl, Masichoen Sotwan, Hak Jemingr ez Tanah, Loc.Cit.




2. DBenda bergerak karena ketentuan undang -undang menurut Pasal 511 s

Perdata ialah hak-hak atas benda yang bergerak.

Dralam buku IT KUH Perdata tentang kebendasn menganut sistem tertutup,
artinya bahwa orang—orang Gdak dapat mengadakan hak kebendaan baru selain
yang sudah ditetapkan  dalam  undang-undsng  atay  berarti hanva  dapat
mengadakan hak kcbendaan terbalas pada apa yang sudah ditetapkan oleh
undang-undang saja. Hukum benda sebagnimana distur dalam buku 11 KUII
Perdata juga berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang
peraturan dasar pokok agraria yang lawim dikenal dengan nama Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) yang berlaku sejak tanggal 24 September 1960, Dengan
berlakunya undang-undang tersebut memberikan pengaruh perubashan besar
terhadap berlakumya buku I1 KUH Perdata dan juga terhadap berlakunya hukum
mah i Indonesia, Sejak berlakunya UL tersebut maka dicabutlah semua
ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak mengenai bumi, air, dan kekayaan alam
vang terkandung didalamnya dam buku II KUH Perdata kecuali ketentuan-
ketentuan hipotik. Dengan adanya unifikasi hukum tanah barat yang tadinya

tertulis dan hukum tanah adat yang tadinya tidak tertulis kedua-duanya diganti

menjadi tertulis sesuai dengan ketetapan MPRS No, IIMPES/1960.




BARB IV
PENGADAAN RUMAH HORIZONTAL DAN VERTIKAL DALAM

KAITAN HUKUM PERTANAIIAN DI INDONESIA

A. PENGADAAN LAHAN BAGI PEMBANGUNAN RUMAH VERTIKAL
DAN HORIZONTAL

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang telah
dijabarkan ke dalam berbagai peraturan pemerintih dan ditetapkan sebelum proses
reformasi berjalan telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang, Penataan Ruang. Dalam proses reformasi juga melahirkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 (UL No. 22/1999) tentang Pemerintahan Daerah
vang pada intinya memberikan keleluasaan  kepada  dactah  wmiuk
menvelengrarakan otonomi dacrah. Dengan berlakunya UL No. 221994 tersebut
maka diperlukan berbagai penyesuaian dalam UT No. 26/2007.7

Sejalan dengan pertambahan pendudok dan peningkatan dinamika aspirasi
masyarakat, tuntutan lerhadap pembangunan untuk kepentingan umum semakin
mengemuka. Namun, aktivitas untuk memenuhi tuntutan ini berhadapan dengan
ketersediaan tznah vang semakin terbatas dan pasar tamah vang belum terbangun
dengan baik. Ilel ini mendorong kenaikan harga tanah sceara tidak terkendals,
terutama di daerah perkotaan. Kondisi ini juga mendorong para spekulan tanah
melakukan tindakan mencarl untung (renr seeking) terhadap setiap transaksi
tanah. Bahkan, tindakan spekulan tanah ini kerap mengganggu kelancaran alokasi

pembangunan yang memerlukan tanah sehingga menyulitkan pengadaan tanah

E'E'E]:,‘l"::];|n:|'.|'|;|'r:n|;r| Pokerjany Unvam, Draf Final, {[rektorat Jendral Bina Marga) 2EE-2NE.
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terutama untuk pembanguman kepentingan umum dan menimbulkan ekonomi
biaya tinggi. Berkenaan dengan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan
kepentingan umum, Pemerintah K.l telah mengeluarkan beberapa peraturan
penting.  Diantaranya adalah lahimya Perpres No. 36 Tahun 2005 yang
dilatarbelakangi oleh ketentuan T No. 20 Tahun 1961 Pasal 2 ayat (1) yang
berbunyi: Pengadaan tansh uniuk kepenfingan umum olch pemerintah agau
pemerintah dacrah dilaksanakan dengan cara:
a. Pelepasan dan penyerahan tanah,
b. Pencabutan atas tanash

Dengan dikelvarkannya Perpres ini, sekaligus mencabut Keppres Mo, 55
tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bapl pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum. Pencabutan terhadap Keppres imi karema dipandang tidak
sesual scbagan landasan hukum dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk
kepentingan umum mavpun persealan vang timbul dalam pengadasn tanah selama
ini. Secara substansi Perpres tersebul memberikan pelvang vang besar kepada
negara untuk memberikan jaminan kepada investor untuk menanamkan modalnya
di Indonesia terutama dalam hal pengadaan tanah. Namun, dalam perjalanannya
masih terdapat perdebatan diantara beberapa pihak terutama terkait konsep dan
pemaknaan “kepentingan umum”.  Untuk mengatasi  berbagai  perdebatan
mengenai substansi Perpres No, 36 Tahun 2005 terutama yang berkaitan dengan
kebermbakan terhadap kepentingan umum. Pemerintah telah mengeharkan

penyempurnaannya yailu melalul Perpres No. 65 Tahun 2006 sckaligus mengganti

Perpres No. 36 Tabun 2005. Alasan utama dibalik penggantian ini adalah untuk
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meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan
menjamin - kepastian - hukum  dalam pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum,

Kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepemtingan wmum
seperti terfuang  dalam Perpres Momor 65 Tahun 2006, hingga dewasa ini
menggunakan mekanisme ganti rugi, Kebijakan ini berangkat dari konsep yang
memandang tanah sama dengan komodips lainnys, yakni memiliki pasar yang
disebut dengan pasar tanah (lemd marked). Dalam pencrapannya, mekanisme gant
rugi memerlukan prasyarat yakni asumsi yang melekal pada sistern mekanizme
pazar. Namun dalam pelaksanaannya, asumsi ini tdak lerpenubi schingga proses
ganti rugi sulit dibereskun dengan baik. Ketidakberesan ing menunjukkan bahwsy
kelembagaan ganti mugi tidak efisien. Sccara konsepsual ketidakefisicnan inj
dindikasikan oleh tingginya biaya wansaksi (fransacrion cosr). Semakin tinggi
biaya transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, berarti kian tidak efisien
Kelembagaan yang didesain, demikian sehaliknya, Konsekuensi logismya,
mekanisme ganti rugi sebagai kelembagaan yang didesain untuk mengatas]
persoalan  pengadaan tamah  untuk pembangunan kepentingan  wmum,  sulit
diharapkan untuk melakukan transaksi secara optimal Terkait dengan ini,
kelembagaan ganti rugl memiliki keterbatasan dalam pengadaan tanah, maka
metode pengadaan tanah lainnya seperti konsolidasi tanah (Jand consolidation)
dan Bank Tanah (lumd barking), perlu dipertimbangkan untul: drterapkan di
Indonesia, Oleh karena itu, metode alternatif pengadaan tanah terschut perlu

ditelaah baik secara teoritis maupun pengalaman empirts dengan mendalamg
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Uessoms learmed) dari berbagal negary yang telah mencrapkannya.
3 perin dilakikan peninjavan kembal; terhadap peraturan Perundangan

¥ beckaitan dengan masalah pertanabhan maupun bidang yang terkait, Ada dua

Hasil peninjauan kembalj jn; bermanfaat untuk melakukan penatann
kelembagaan yang merupakan prasyarat untulk diterapkan di Indonesia

Kepentingan umum didefinisikan schagai Kepentingan sebagian besar
lapisan masyarakat. Undang-Undang pencabutan hak atas tapah, kepentingan
publik didefinisikan secara luas sehagai kepentingan bangsa dan NEgara serta
k@mﬁugmihﬂmadﬁmbmmmmgmummdimﬁc}m
melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutap
Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda vang ada di aksnya dimana kepentingan
umum didefinisikan schagai kepentingan bangsa dan negara, dan/atay kepentingan
masyarakat luas, dan/atay kepentingan  rakyay banyak/bersama, dan/atan
kepentingan pembangunan,

Peraturan Presiden Nomor 36 Taha 2005 memua; kontroversi yang
bersumber pada definisi kepentingan ymunm vang terlalu luas dan jaminan
kompensasi  bagi masyarakat yang tanahnya diambil alih vntuk  kepiatan
pembangyunan demi kepentingan umum.
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Pada prakteknya pengadaan lshan untuk pembangunan kepentingan umum
sering menimbulkan konflik di berbagai dacrah di Indonesia. Faktor penyebab
bervariasi mulai dari rendahmya pengetabuan dan kesadaran masyarakat tentang
maksud dari kepentingan umum sampai munculnya para spekulan sehagal
pengejar keuntungan (rear seeker). Pembebasan lahan rakyat untuk kepentingan
umum tidak boleh menguntungkan pejabat nakal yang mencari keuntungan dan
para cale tanah dan spekulin. Pembebasan tanah milik rakyat juga tidak boleh
memunculkan crang-orang yang berussha mencari keuntungan sendiri, dan jika
lahan rakyat harus dibchaskan uatuk kepentingan publik, tidak boleh ada pihak
manapun yang diragikan, termasuk mereka yang melepaskan tanahnya.

Menurut Talkurputra, MN.D (1993), lima prinsip dalam menerspkan
konsolidasi tanah, antara lain adalah-**

1. konsolidasi tanah harus dilujukan untuk memperbaiki sumber penghidupan di
pedesaan bukan hanya ditgjukan untuk meningkatkan produksi komoditas
pertanian lerleniu,

2. Tujan akhir dari pelaksanaan konsolidasi tanah adalah  pembaharuan
masyarakat melalui perekonomian yang berkelanjutan, pembangunan politik
bagi seluruh magyarakat serta perlindungan dan manajemen sumber daya alam
yang berkelanjutan,

3. Penerapan proses konsolidasi tanah harus didasarkan atas prinsip partisipasi,
demokrasi dan keterlibatan masvarakat (memperkenalkan masyarakat untuk

mengatakan bagaimana sumber daya alam tersebut harus digunakan)

*Nad Tharga Talkurputea, Kehijikon Pembangunan Pertanahan dan peranan Konsolidosi 1ansh, Makslsh
pada "Loka Karys Pelaksuman Konsolidasi Tonoh Dalom Ponbranguman™, pada Tanpral 14 Gktober 1997,
hlm 7.




4. Intervensi pemerintah hanya dimjukan untuk membaniy masyarakat dalam
menentukan penggunaan atas sumber dayanya dan kemudian mereorganisas:
bagian-bagian ruang scsuai dengan pengpunaan tersebur, dan

3. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan vang komprehensif dan
lintas scktoral dengan mengintegrasikan unsur-unsur di pedesaan dengan
pembangunan daerah yang lebih luas termasuk keterkaitan desa dan kota.

Sccara kelembagaun konsolidasi tanah bukanlah sesuaiu yang, baru dalam
kontcks kebijakan pertanahan di Indonesia. Peraturan Kepala BPN Nomor: 4
tahun 1991 tentang konsolidasi tanah merupakan aturan pertama yang mengatur
pelaksanaan konsolidasi tanah. D4 dalam peratuean ini discbutkan bahwa
konsolidasi tanah adalah kebijakan  pertanahan mengenai penataan kembali
pnguasasn dan penggunaan kembali tonah serta ysaha pengadaan tanah uniuk
kepentingan  pembangunan,  untuk meningkatkan kualitas lingkungan  dan
pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif’ masyarakat.

Konsolidasi tanah perkotsan dapat dikataken sehagsi kebijakan tanah patisipatif

dalam pemanfoatan tanah schagaimana vang dialokasikan rencans tain ruang

untuk pemukiman, Dengan partisipasi masvarakat ketidaktertiban penguasaan
tanah dan ketidakteraturan penggunasn tansh ditata kembali® Hukum clapat
dijadikan sarana sebagai salah satu untuk menggerakan partisipasi masyarakat

dalam Konsolidasi Tanah Perkotaan, ™'

™ (oun Sitorus, Keterbetasan  Hukum Kensolidasi Tamoh Perkotsn Hehogai Imtrumen Kchifakan
Pertanahan Partisipatid’ Dalom Penataan Ruang Di Indonesia, coiskan perdans, penerbit Mitra Kehijakan
Tanah Indonesie, Yopyakaa 2606, hiem | -2

M thid, hlm 5.
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Menurat Talkurputra yang meclatarbelakangi  konsolidasi  tanah  dj
Indonesia adalah adanya beberapa permasalahan yang berhubungan  dengan
pengelolaan tanah yang dihadapi. Salah satunya adalah kebutuhan kelersediasn
lahan yang lebih baik untuk pembangunan bagi masyarakat termasuk berbagai
mfrastrukmurnya. Selain faktor di atas, konsolidasi tanah juga didorong oleh tidak
terkontrolnya harga tanah dan spekulasi tanah akibat dard tingginya permintaan
atas tanah pada dacrah perkotaan. Model konsolidasi tanah yang dipersyaratkan
oleh Bank Dunia adalah:**

1. Adanya keterhbatan partisipasi masyarakat,

2. lidak merugikan masyarskat secara moral maupun material dan tidak ada
pemaksaan,

Melibatkan 1.SM yang dianggap independen olch Bank DDunia schaga
pendamping,

4. Bermusyawarah dengan masyarakat yang pro maupun yang kontra,

L)

5. Tidak menyisakan masalah menjelang pelaksanaan tender konstruksi, dan
6. Seluruh biaya bersumber dari APBD, kecuali biaya konstruksi.

Konsolidasi dilaksanakan dengan tiga metode, yaitu penataan dengan
sistem LC (land consolidation) untuk lahan yang masih kosong  (dengan
partisipasi 20%). penataan tanah denpan tanah pengganti, penataan tanah dengan
ganti rugi uang untuk tanah yang terkena bagian sudutnya saja dan penataan tanah

dengan membongkar bangunan serta mengganti rugi dengan uang, Menurut

“'Difjen Penstsan Ruang Departemen Kimpraswil, Sinkronisasi Fenataun Ruang dengan Pernhanmisan
Perumahan dan Permukiman. Makalsh Pada Orientasi wortnwin Ridung Properti dan Konstruksi, Bundung,
17 M 2002




Talkurputra, paling tidak ada lima prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam

implementasi konsolidasi tanah di Indonesia: ™'

1. Pronsip pertimbangan dan konsesus, pemilik tanah meripakan subjek dalam
konsolidasi tanah sehingpa ada dua hal yang menjadi pertimbangan untuk
menjadi konsensus dalam implementasi konsolidasi tanah di Indonesia, vakni:
a. Pcnataan tanah untuk pecmbangunan unmk pemilik tanah iu sendin, jalan,

fasilitas kesechatan dan olah raga, kantor pemerintah dan fasilitas publik
lainnya  dan  memperimbangkan  pembiayaan  bagi  implementasi

konsolidas: tanah.

b. Mendizsain permukiman yang direncanakan melalw partisipasi aktif para
pihak,

2. Prinsip kesesusian dengan RTRW, implementasi konsolidasi tanah harus
seunl dengan master plan teruluma rencana permukiman, pembangunan dan
pertumbuhan daerah perkotaan,

3. Prinsip administrasi tanah, konsolidasi tanah hams dilakukon dengam tertib
adminisirasi, meliputi: pendatasn fimk tanah, administrasi, aspek hukum
aampal kepada dikeluarkannya sertipikat yang merupakan satu kesatuan dalam
mandjemen perfanahan.

4, Prinsip manfaal, meladui konsohdasi lanah yang menikmati tidak hanya
pemerintah akan tetap juga para peserii

5. Prinsip partisipasi komunitas, melalui Konsolidasi tanah dilakukan pelibatan
peran  serta masyarakat, sehingga mercka tidak hanya scbagai objek

pembangunan, tetapi juga scbhagal agen/subjek pembangunan,

" ra Darga Talkprpoes, Kehijakan Pembanzuman ., Loe O




¥

Kesuksesan  konsolidasi  tanah  sangat  ditentukan  oleh  pelaksana
konsolidasi tanah yang mencakup tiga komponen antara lain: pemenntah, pemilik
[ahan dan pengembang. Pemerintah menyediakan infrasmktor dan fasilitas publik
lamnnya untuk mcmpertemukan kebuluhan dard pemilik lahan, Pemilik [ahan
mecndapat perhatian scbagai bagian dimena lahannya akan digunakan umtuk
membangin infrastrukmr publik, dan pemulihan biava dari pekerja sipil dan
pengembang merckrut tenaga sipil. Keterlibatan semua pihak sangat penting
untuk  memaksimalkan fujuan, walaupun berbeda apa yang ingin dicapai.
Pemerintah menginginkan kesejahteraan  publik, pemilik  lshan unmk
memaksimalkan  konsumsi  dan  pengembany memaksimalkan  keuntungan.
Permasalahannya bagaimana mengaiur kelipa pihak  terschut, sehingps
kescjahteraan publik  dapat  dircalisasikan, kebuluban pemilik lahan  dapat

ditemukan dan keuntungan pengembang dapat dicapai baik,

B. BEGULASI DAN TAHAP-TAIAP PEMBANGUNAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan [ak Pembangunan di Induncsin.scv:.am umum diartikan sebagai suatu
usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Schingga vrientasi
dalam penyusunan program dan kegiatan tidak lagi dengan bertujuan proyek,

namum dengan pendekatan suatu kebutuhan riil dan masyarakat sceara luas bukan

sekelompok masyarakat, Dalam konteks Indonesia, pembangunan berkelanjutan
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ditujukan untuk mengurangt kemiskinan dan juga mengeliminasi kerusakan
sumber daya alam dan hingkungan

Pembangunan perumahan dan permukiman memiliki arti vang sangat
penting bagi laju perekonomian Ji Indonesia Karena merupakan satu Kesatuan dari
pembangunan nasional dan hakekat pembangunan nasional itu sendid vaito
pembangunan  manusia  Indoncsia  scumhnya dan  pembangunen seluruh
masyarakal Indonesia

Pembangunan juga mempunym makna vaitu adanya proscs perubahan
tertentu terhadap pola lndup suwatu masvarakat Elakekat pembangunan adalah
pembangunan terhadap manusianya sendird, pernyataan ini mengandung dua sisi.
Sisi yang pertama adalah bermakna orientasi, sedangkan yang kedua berarti suatu
kenyatasn, Pada kenyataan yang kita lihatr, membangun bukan saja hanya pada
objek manusianya melainkan membanyun dapat diartikan pula berubahnya suatu
lingkungan, Gejala ind menunjukan bahwa pembangunan scbagai  suaru
terminologl yang mengandung aspek ganda, dapat bermakna kemajuan atau
kemunduran. Secara plobal konsep pembangunan berkelanjutan sudah ada
oerakan nyata untuk mengimplementasikannya, seperti ketatnya berbagal aturan
tentang produk yang masuk ke negara-negara maju.  Misalnya  harus
mencantumkan label vany ramah hm;k.ungdn (eco-labelling). Untuk it secara
sederhana jika memungkinkan mulal sekarang setiap perusahaan yang bidang
usahanya berpotensi merusak atay mencemari lingkungan memasukkan biaya

perbaikan lingkungan ke dalam harga pokok produk atau jasa yang dihasilkannya,

sehingpa peremajaan atan perbakan lingkunpan menjadi tanggung jawab
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perusabaan yang bersangkutan, Konsep internalizasi biaya perbaikan lingkungan
ke dalam harga pokok, paling tidak akan menjadi langkah sedikit maju di masa
mendatang.” Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan
lingkungan yaitu suatu pembangunan yang berencana dalam pengelolaan sumber
dayva alam sccara bijaksana untuk meningkatkan mute hidup maka diperlukan
suatu upaya untuk menjaga kescrasian antar berbagai usaha atau kegiatan, ™

Pembangunan berkelanjutan hurus bertumpu pada kapasitas manusia yang
makin kuat. Peapembangan kapasitas dan kualitas sumber dava manusia secara
terus-mengrus dapat dikaitkan dengan implementasi proyek-proyek nasional baik
yvang berskala kecil maupun besar. Pembangunan berkelanjutan yang diharapkan
caat ini adalah pembanmman yang tidak mengurangi kesempatan generasi
mendatang untuk memperoleh bagan yang menentukan kescjahtcraannya. (leh
karena i, pembangunan berkelanjutan harus dapat berlanjul dar generasi vang
satu ke gencrasi yang berikutnya.

Dalam pembangunan berarti adanya proses kemajuan (progress) dapat
pula bermakna kemunduran (regress). Dalam  pembangunan  nasional,
pembanpunan perumahan merupakan upaya untuk memenuhi salabh sat dan
kebutuhan dassr manuszia, Scjalan dengan 1tu, pembangmunan perumahan dan
permukiman juga sebagal bagian_ dalam wpaya peningkatan kualitas kehidupan
masyarakat, pembangunan peremahan dan permukiman juga ditgjukan untuk

mewnjudkan perumahan dan permukiman yang sccara fungsional dapat

D Raka Suardana, Peewde Growth dan Pembanpunan Berkslaryuian, Lembngn Penelition, Penghajion dan
Pensubdizn Mosyarukol (LP3M) Undikeas Dermuisar

YR, Coenawan Siratng, Arelisiy Mergenend Damgert, Linglanpon, Ciadjah Mada U Press, Yogyakarta, 1991,




mendukung pertumbuhan perckonomion dan pengembangan wilayah. Dengan
demikian, pervajudan akan masyarakat yang sejahtera ckonomi serta budayanya
bukan hanys schuah angan-angan dan cita-cita yang tak tercapal melainkan suatu
kenyataan yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan perumahan
dan permukiman adalah->*
1. Faktor Kependudukan
Bila kita kaji faktor kependudukan, maka perkembangan penduduk yang
tinggl merupakan masalah yang memberikan pengaruh yang sangat besar pada ,
pembangunan perumahan dan permukiman di mana pembangunan perumahan
dan permukiman mempakan kebutuhan dasar manusia
2. Faktor Pertanahan

Akibat adanya arus urbanisasi sebagai fenomena dunia pada saat ini terutama

dalam negara berkembang i mana pada tahun 2005 vang lalu, penduduk
perkotaan di Indonesia naik menjadi 40% dari scluruh penduduk di Indonesia.
Di samping i, ady kekbawatiran masyarakal dunia pada waktu ini tentang
adanya kenyataan bahwa kurang lebih ada satu milyar penduduk dunia tinggal
pada tempat tinggal vang tidak memenubi persyaratan. Kondisi tersebut bukan
hanya di perkotasn saja melsinkan juga pada wilaysh pedesaan, khusus di
dacrah perkotaan penm_.ll:iman kumuh dari tahun ke tahun mengalami

pertambahan yang hegitni cepar.

“Siswono Yudohusodo, Rumal Uniut..., Op Cie, him, 85,
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3. Faktor keterjangkavan daya beli faffordahility)
Dari pengamatan yang diperoleh pada pembangunan perumahan di PELITA 1
sampal dengan pada PELITA IV, masalah ketedangkauan daya beli
merupakan laktor yang sangat dominan dan mempengarubi kelancaran
pengadaan perumahan selain masalah kependudukan dan masalah pertanahan,
Dalam hal pembangunsn perumzhan dan permukiman untuk masyarakat
berpenghasilan rendab, wsaha-usaha yang telah ditempuh oleh pemerintah
dalam memberikan iklim yang baik bagi usaha masyarakar, antara lain dengan
memberikan kredit ringan melalu fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
melalyi BTN maupun bank-bank swasta lainnya, Walupun demikian, dengan
kehijakeanaan ini baru dapat dicakup hanya sekitar 15 % saja dari kebutuhan
perumahan yang ada, itupun hanya sebagian kecil pembangunan perumahan
buru di perkotaan. Dengan lerbatasnyva sumber dana dan pemerintah, maka
perlu dilakukan usaha-psaha yang lain untuk lebih menyedot dana dar
masyarakat yang sebagian besar bukan merupakan sumber dana yang murah.
4. Faktor Perkembangan I'eknologi dan Industri Jasa Konstruksi

Melihat kondisi sckarang, industri jasa dan industr bahan bangunan belum
cukup dapat mendukung pembangunan perumahan dan permukiman dalam
skala besar atau secara besar-besaran. 1i Indonesia industr jasa kemstruksi
dan industri bahan bangunan terbagi dalam segmen yang modern dan segmen
vang tradimonal dimana segmen (radisional dapat menverap tenaga kerja

dalam jumlah yang sangat besar daripada segmen vang modern. Industri bahan

bangunan dan konstruksi dalam segmen yang tradisional tidak menggunakan
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peralatan yang canggih, tetapi industri semacam ini biasanya bersifat lokal dan
belum dapat menyediakan bahan bangunan yang murah dalam jumlah yang
besar. tepat waktu, dan pada tcmpat yang diperlukan seris dengan mutu
standar bahan yang dimginkan meskipun tngkat harga vang relatil’ murah
namun tetap pada umumnya juga belum dapat terjangkan oleh masyarakat
berpenghasilan rendah.

. Faktor Kelembagrasn

Perangkat kelembagaan yang berfungsi sebagai pemegang kebijaksanaan,
pembinaan, dan pelaksanaan, baik di scktor pemerintah mavpun scktor swasta
baik di tingkat pusat maupun dacrah. Sccara kescluruhan perangkat
kelembagaan terscbut belum merupaken sistem yang terpadu. Pemerintah
Dacrah memegang peranan dan mempunyal posisl yang sangat strategis dalam
melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman. Namun demikian
unsur-unsur pemerintahan di tingkat daerah yang melaksanakan program
khusus koordinasi, baik dalam koordinasi vertikal maupun horizontal untuk
membangun  perumahan, masih perlu dimantapkan dan perlu dipersiapkan
aparatumya.

. Faktor Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan landasan hukum yang sangat kuat
bagi penerapan kebijaksanaan dasar maupun kebijaksanaan pelaksanaan untuk
pembangunan perumahan dan permukiman, berbagai produk perundang-
undangan yvang ada dan vang masih berlaku banyak vang sudah tidak scsum

lagi dengan kondisi yang diperiukan. Sebagai contoh, pada Undang-Undang
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Nemer | Tahun 1964 tentang pokok perumahan yang menitikberatkan pada
pemenuhan  kebutuhan perumahan dan permukiman  unruk kepentingan
individual, sedangkan dalam GBHN selanjutnya menitikberatkan pada
pembangunan perumahan dan permukiman secara mgsional,

Pembangunan pada masyarakat negara yang sedang berkembang masih
berorientasi kepada pembangunan ekonomi dan bersamaan dengan itu mereka
h_arus pula berjuang melawan tekanan-ickanan ekonomi dari negara maju, hal
i mengakibatkan perluasan makna pembangunan bagi negara-negara
berkembang dan menjadikan bentuk perjuangan yang bersifat ganda, Untuk
mencapal  ljuan-tujuan  yamg berat dan kompleks i suata proses
pembangunan membutubkan perencanaan yang cermat. Perencanaan itu antard
lain juga mencakup jaminan dan petlindungan terhadap keteraturan,
kelancaran, dan kescluruhan proses dan hasil-hasil dari pembangunan ity
dibutuhkan suatu instrumen yang mampy memberikan jaminan, perlindungan,
kepastian, dan arah dan pembangunan it Instrumen it adalah bukum, akan
tetapi telah menjadi persoalan yang sangat pelik pada awalnya. Persoalan ini
dirasakan oleh seluruh masyarskat yang memburuhkan pembangunan i,
Persoalan itu mengenai kondisi dan kapasitas hukum yang belum memadai
dari keh}mman pembanguman  itu, Kedua proses perubghan dalam
pembangunan itu sendiri yaitu perubahan mengenal kondisi dan kapasitas
hukum yang belum memadai itu berlangsung san:gat ccpat dengan akibat-

akibat sampingan yanyg sering bersifat tak terduga dan kompleks,

i hlm. .
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7. Faktor Swadaya dan Peran Serta Masyarakat
Dalam kaitannya dengan wsgha untuk mendapatkan perumahan dan
permukiman perlu diketahui bahwa sistem pembangunan perumahan dan
permukiman melalui Perumahan Nasional (Perumnas) dan pengembang
swasta vang melaksanaksn pembangunan perumahan dan permukiman.
Pecmbangunan ini dirasa belum menjangkan kescluruhan masvarakat vang

bermmat untuk memulikn rumah. Lapisan masyarakal vang berpenghasilan

rendah atau tidak tetap yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan tidak
memiliki kesempatan dan kemampusn wntuk mendapatkan tempat dalam
sistem yang serba lugas dan berwatak badan usaha yang tidak dapat lepas dani
watak-watak ekonomi, S¢hubungan dengan itu, maka pamit dikemukakan
bahwa tugas bersama antara pemerintah pusat dengan pemernintah daerah
untuk  memberikan  motivasi-motivasi di lingkunpgan masyarakal, untuk
kemudian memngkatkan keterampilan teknis dan manajemen mercka,
8. Faktor-Faktor lain yang Mempengaruh dalam Pembangunan Perumahan dan
Permukaman
Faktor lain yang mempengaruhi adalah lebih bersifat internal vaim faktor
sosial budaya masyarakat sikap, dan pandangan seseorang terhadap rumahnya
dengan kemajuan teknologi, proses modemisasi, peningkatan kesejahicramn
dan pendidikan. Rumah memang bukan hanya tempat untuk berteduh dan
tempat wntuk melindungl dino dan pengaruh berbagal bahava dari luar, akan

tetapi sudah berkembang menjadi sarana yang dapal menunjukkan jatt diri dari

pribadi penghumaya. Faktor dan selera akan selalu berubah sesual zaman dan




kemajuan yang sulit diukur schingga diperlubkan pemahaman vang benar.
Begitupun  bentuk-bentuk  perumahan akan berubah sesuai denpan selera
masyarakat dan gaya hidup masyarakat dalam satu waktu tertentu,

Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian di negara-negara berkembung
menunjukkan ketergantungan kepada pemerintah pusat. Konsep pembangunan
nasional di Indonesia didasarkan kepada Trilogi Pembangunan, yaitu~**

a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnyvi;
b. Pertumbuhan ckonomi yang cukup tinggi; dan
¢. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Strategi itu sudah tentu tidak terlepas dari latar belakang scjarah bangsa
ini, Perlunya stabilitas politik yang mantap dan beranjak dari kenyataan dimana
instabilitas politik pada masa lalu dianggap mengpangu jalannya pembangonan,
Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan pertumbuban ekonomi yang cukup
tinggi dan menjaga kestabilan politik, maka diperluas program untuk peningkatan
kualitas sumber dava masyarakat, seperti keschatan dan pendidikan serta
pembangunan perumahan dan permukiman.

Kebijaksanaan pembangunan perumaban dan permukiman bertujuan untuk
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat dilakukan dengan berbagai
upaya, yaitu: "’

a. Menciptakan keadaan dimana setiap keluarga dapat menempati rumah yang

layak dalam hngkungan yang sehat dan teratur

“Sizwono Yudohusadn, Rumsh Unmk..... Op Ci, him 15

MR phig him. 6.
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Mendorong terciptanya kawasan perumaban dan permukiman vang dapat
berkembang sebagat pusat pertumbuhan bagi wilayah di sckitarmya.
Mengusahakan agar proses pembangunan permahan dan permukiman dapat
menjadi peluang dalam memperluas kesempatan kenja serta menggerakkan
keglatan ekonomi;

Menetapkan kehijaksanaan yvang bertumpu kepada pandangan bahwa pada
hakckatnya pembangunan perumahan dan permukiman ity adalab tanggung
jawab masyarakatnya scndiri;

Mengarahkan peran pemenntah  untuk membenmkan penyuluhan dan
bimbingan yang dapat mendorong, peran serta masyarakat luas, menumbuhkan
swakarsa dan mengembangkan swadaya masyarakat sehingga secara bertahap
mampu mementthi kebutuhan perumahan dan permukimannya sendin;
Memberikan arah kepada pembangunan perumahan dan permukiman yang
dilaksanakan berdasarkan asas-asas keadilan, pemerataan, dan keterjangkanan;
Memberikan penekanan kepada pembangunan perumaban dan permukiman
yang bersifat multi sektoral.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionmal (RPIMN)

2004-2000, pemerintab  telabh menyusun  program-program  untuk memenuhi

. kebutuhan agar masyarakat dapat menempati atau memenuhi perumahan yang

layak dan sehat. Program-program tersebut antara lain:

-

praiuran Fresiden No.T Tolun 2005, teatang Rencana Pembongunan Jangkn Menengoh Masional 20i4-
200, Penerbit Sinar (frafika, Tekarta 2003, hlm. 433,
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. Program pengembangan perumahan;

H

Menetapkan regulasi yang mengatur tentang wewenang dan tanggung
jawab mengenai perumaban dan permwkiman masyarakat miskin,
termasuk kelompok rentan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak
nevalif knas ekonomi dan kontlik sosial,

Penyedizan sarana dan prasarana dasar permukiman bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.

Pembangunan rumah susun sederhana, sewa, rumah sederhana, rumah
sederbana sehat.

Pertukaran pengalaman dengan negara lain dalam pengembangan sistem

perumahan dan permukiman,

2. Program pemberdayaan komunitas perummahan;

Pengembangan sistem pembiayaan perurnahan bagi masyarakat miskin.

b. Pemingkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tradisional,

c.

desa nelayan, dan desa cks transmigrasi.
Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan dan rehabilitasi rumah

akibat kerusuhan dan bencana alam.

d. Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya vang berbasis

pemberdayaan masyarakat,

c. Penctapan standar sanitasi dan perbaikan lingkungan kumuh,

f.

Penyederhanasn proscdur perizinan dan pengakuan hak atas bangunan

perumahan masyarakat miskin.
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g. Revitalisasi kelembagaan lokal yang bergerak pada pembangunan
perumahan masyarakat, termasuk kelompok dana bergulir perumahan.

h. Pembentukan forum lmtas pelaku untuk menyelesaikan masalah
permukiman masyarakat miskin.

i. Pendirian rumah penampungan atau panli unluk orang jompo, anak
jalanan, anak terlantar, dan penyandang cacar atan memiliki kemampuan
berbeda serla magvarakat yvang berada di wilavah kenflik dan rawan
terhadap bencana alam,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nagiomal Tahun 2000-2004 menyebutkan adanya
program-program pembangunan antara lain tersedianya perumahan bagi keluarpa
mizskm. Faklor vang lebih penting dalam program tersehur adalah bahwa distribusi
perumahan tersebut harus merata dan harganya terjangkau oleh keluarga miskin.
Kebijakan terscbut telah ditindaklamjuti oleh departemen terkant dalam hal ini
adalah Departernen Permukiman dan Prasarana Wilayah melalui penetapan
strategi penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Pada strategl ini akan
dilakukan pemenuhan kebumhan romah yang layak dan terjangkau dengan
menitikberatkan kepada masyarakat yang miskin dan berpenghasilan rendah.

Secara [ormal penyelenpparaan urusan perumahan dan permukiman telah
diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemenntah Daerah. Dengan demikian
pada dasarnya urusan perumahan telah menjadi bagian tugas dari otonomi dacrah,
walaupun masih perlu diatur pelaksanaan tindak lanjutnya tentang penyerahannya

yvang nvata kepada Pemenntah Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-
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undangan, ruang lingkup tugas dan landasan hukum serta peranan Pemerintah
Diaerah dalam pembanguman perumahan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 1958 tentang Penyerashén Tupas Urusan Permumahan Kepada [aerah
Tingkat | dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan
Schagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah
Dacrah. !

Landasan desentralisas: tentang permasalaban pembangunan perumahan
dan permuliman semakin kuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dasrah yang meropakan pernbahan dan
Undang-lIndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah. Perubahan
tersebut  dilakukan dengan pertimbangan bahwa efisiensi dan  efektivitas
penyclenpgaraan  pemerintahan  daerah  perlu  ditingkatkan  dengan  lebih
memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemenntah dacrah, potensi,
dan keanckaragaman dacrah, peluang dan tantangan persaingan global dengan
membenkan kewenangan vang scluas-luasnya kepada daerah disermal dengan
pemberian hak dan kewajiban menyelengparakan otonomi dacrah dalam kesatuan
sistem penyelengraraan pemerintahan negara,

Lingkup tugas penyelengparan pembanmman perumahan dan permukiman
oleh pemenniah daerah meliputi bidang pengaturan, pembinaan dan pembangunan
dalam proses Kegiatan planring and programming, pengawasan dan pengendalian
pembangunan serta pengembangan kegiatan pengusahaan pembangunan oleh
pemerintah dacrah. i dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang

Penyerahan Schagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada

Flyiswono Yodohsod, Kamah ek, O 5, hlm, 141,




Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sebagian urusan di bidang pekerjaan umum
vang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah termasuk sebagian bidang cipta
karya yang melipuli pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan
fasilitas  lingkungan perumahan, termasuk  pengaturan  dan  pembinaan
pembangunan perumahan dan permukiman beserta prasarana dan  Tasilitas
lingkungan perumahan scrta pembanguman pemeliharaan dan  pengelolaan
prasarana dan  fasilites lingkungan perumaban. Dengan demikian. adanya
Peraturan Pemerintah No., 14 Tahun 1987 tersebul merupakan landasan yang
cukup kuat bagi pemerintabh daerah untuk berperan secara aktif baitk dalam
pengaturan dan pembinaan maupun pembangunannya serta pemeliharaan dan
pengelolaan atas perumahan beserta fasilitas serta lingkungannya, ™™

Dari segl pelaksanaan program perumahan tidak hanya melibatkan taktor
pemerinlah  (etapn juga seklor swasta. Scklor pemenntah berperan  untuk
melaksanakan program peramahan terutama bagn golongan berpendapatan rendah,
Di lain pihak, scktor swasta Icbih mengutamakan kepada pembangunan
perumahan bagt keseluruban pasar, terutama perumaban bagy golongan sederhana
dan tinggi.,”” Campur tangan pemerintshan dalam perumahan dilaksanakan
melalui peraturan pemerintah dan subsidi yang dibentuk oleh pemerintah *™
Subzidi biasamya dilihat sebaga menerima atau memberi sesuatu dengan percuma.

Pengertian yang lebih luas terhadap arti subsidi ialah “Subsidi merupakan insentif

Y2 i

" awrence Chan, Government Hosing Policies and Incentives: The Indwstey Viewpoint, Capamas Berhod,
Fowala Lo, 19497, him. 17,

I Toek-Smir, Marja and [ouglas [ Subridies For Housing Finance. ousing Finance International, 2003,
bartir 17,3,
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vang diberikan olch pemerintah untuk membelehkan atau menank perhatian
penyalur dan pengguna dalam kelas atau kalegori tertentu bagi melaksanakan
scsuatu vang mereka tidak akan lakukan dengan cara merendahkan biaya untuk
melepas atau menambahkan potensi keuntungan jika melaksanakannya.” (adaptag:
dan pada Kongres Amerika 1966) Pada negara seperti Amerika, Ialia, lepang,
Swedia dan Uniled Kingdom pelaksanaan subsidi perumahan diberikan dalam
bentuk percukaian vang digunakan secara luas. Bentuk-bentuk percukatan yang
dilakukan seperti pemotongan cukai untuk kegunasn perjanjian gadai. Program
tersebut bukan saja mempengeruhi permintazn tetapd juga mempengarahi cara
kepemilikan,'™  Pelaksanaan  subsidi melalui  percukaian  terscbut  dapat
menggalakkan pertumbuban permintaan untuk perumahan,

Penyeclenggaraan urugan perumahan dan permulkiman yang telah menjadi
sehagian tugas otonomi daerah tersebut meliputi cakupan tugas dan fungsi yang
luas dengan titk berat operasional pada Pemerintah Daerah Tingkat 11, vaim
meliputi  penyusunan  program  kebutmihan  perumahan  serta  program
pembangunannya (termasuk program pemugaran), penyelenggaraan pengawasan
dan pengendalian pembangunan dan hunian serta menyelenggarakan kegiatan
yang mendorong partisipasi sekior usaha swasta dan masyaraleat.”™

Untuk lebih menjamin agar arah perencanaan dan program pembangunan
vang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat 11 sesuai dengan kebutuhan
daerah, diperlukan adanya koordinasi dan keterpaduan pada Pemenintah 1daerah

Bpngelhardt, GV, Tax Subsigier To Seving For Home Purchese: Svidence Srom Camadian RIROFPs.
Pationn] Tas Jousrmnl, 1994, hutir 47,2

ciswono Yudohosedo, Rumah Untek ., O O, him, 142




lmghkat L Unsurunsur kegiatan dalam proses pembangunan  perumahan
(kaitannya dengan KPR BIN) masih nampak tersebar di berbagai instansi tanpa
koordinasi dan masing-masing instansi belum menyadari adanya kesinambungan
yang harus  dipertahankan agar terjaminnya  kelancaran proses  kegiatan
pembangunan perumahan dan permukiman secara menyeluruh. Unsur kegiatan
pengawasan dirasakan sangat lemah dan belum jelas instansi mana vang harus
melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap mutu pelaksanaan dan
pemanfaatan kawasan permukiman (hunian) yang dibangun oleh pam developer
ik

l'ahap-tahap yang harus dilakukan dalam upaya pembangunan perumahan
dan permukiman sebagai berikut:'™
1. Tahap persiapan:
2. Tahap penyediaan tanah;
3. Tahap percncanaan;
4. Tahap perancangan;
5, Tahap konstruksi:

6. Tahap pengusahaan; dan

7. Tahap pengelolaan.

Masing-masing tiap lahapan itu melipmi kegiatan dan langkah-langksh
yang dilokukan  oleh  pemerintah  maupun  penyelenggaraan  pembangunan

perumahan:

“I-M.

Eihial,, o, 144.
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1. Tahap persiapan
Adalah  sebagm  langkah pertama penvelenggaraan  pembangunan
perumahan unfuk mengajukan  uwsulan pembangunan  perumahan  dan
permukiman, Dalam tahapan i dilakukan penilaian yang dilaksanakan olch
tim khusus yang anggotanya meliputl unsur-unsur:
a. Badan perencanaan pembangunan daerah;
b. Ihnas pekerjaan umum;
¢. Kantor badan pertanahan;
d. Bagian kenangim; dan
¢ Instansi lain yang ada hubunpan dengan masalah perumahan.

Indikasi program kebutuhan perumahan tersebut akan digunakan
sebagai tolak ukur dalam pembahasan penilaisn usulan penyelenggara
pembangunan dan perumahan, Sebelum pembahasan ini sampai ke nilai akhir,
masth ada [aktor lain yang harus diperhatikan scbagai masukan vaime hasil
Penyajian Informasi Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
pada lokasi termaksud, jika hasil ini dirasa diperlukan. Bila belum ada usulan
pembangunan perumahan dan permukiman dari pihak  penvelenggaraan
pembangunan perumahan, hasil kajian yang berupa indikasi program
kebutuhan perumahan dan permukiman

2. Tahap penyediasm tanah
Pada tabhap ini ada 4 kegialan yang dilakukan, yaitu penetapan lokasi,
pembebasan tanah, permohonan dan pemberian hak atas tanah, dan

pendaftaran hak atas tanah dan pemberian sertipikat induk.

" B
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Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974
tentany Kelentuan-Ketentuan mengenai Penyediaan Pemberian Tanah untuk
Eeperluan Perusahaan, dibertkan surat [jin Lokasi dan Ljin Pembebasan
Tanah, misalkan kalau di DK] Jakarta surat ini biasa dikenal dengan SIPPT
{Surat Izin Penunjukkan Penggumaan Tanah), Perijinan wm diberikan untuk
hatas wakm tertentu, tetapi dzlam kenyataannya banyak pm-ijin vang sudah
lewat jangka wakiunya tidak diberikan sanksi,™

Mengenai kcharusan adanya proposal provek atau perancang bangun akan
dapat menjawab perlanyaan mengenai aspek rencana tata kota'tata rmang, tata
cara pembebasan tanah, aspek pembiayaan provek, aspek tata laksana proyek,
aspek sosial ckonomi proyek, lingkungan hidup dan aspek mengenai jangka
waktu pelaksanasn penyelesaman pembebasan tanah dan pembangunan fisik.

Menyangkut tentang keharusan adanya fjin pembebasan lahan biasanya
dapatr menjadi suatu kendala bagi pengembang Karena ijin ini biasanya telah
diketahui oleh para masyarakat dan pengaruhnya kepada pengembang adalah
jika telah didengar oleh masyarakat dan ada pihak yang memanfaatkan dengan
menjadi makelar schingga harga tanah menjadi sangat tinggi dan menjadi
tidak ckonomis untuk dikembangkan memjadi perumahan dan permukiman

vang ckonomis. Untuk mengatasi hal tersebut, maka beberapa pengembang

melakukan penyelesaan dengan cara memilih untuk membebaskan dulu lahan
atau lokasi baru kemudian memohon Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan

L.okasi atau Lahan (SP3L).

e oni Hursom, "Frkok-Frkok Kebifokvenssn Siderg Perfanahan dolam Pembangunon Nasionn, ” Analisis
SIS, 4 (Maret-Apsil 1991}, him, 98,




Dalam melaksanakan kebijaksanaan mengenal  penyedionn  dan
pembenian tanah untuk keperluan pembanpunan perumahan dan permukiman
tidak boleh bertentangan dengan asag-sgss pembangunan nasional dan
wawasin linpkungan. Selanjutnya tentang pembebasan atas tanah  harus
didasarkan pada peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dengan
mendabulukan prinsip musyawarah anlara berbagai pihak yang bersangkutan
schingga dapat dihindari terjadinya keresahan dalam dirl masyarakat. Dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 sudah diatur tata cara
penyedizan tanah untuk pembangunan, tata cara peounjukkan  lokasi,
penentuan luas tanah yang boleh dikuasai atau dimiliki oleh suatu badan
hukum swasta maupun pemerintah, persyaratan perizinan ussha pendirian
bangunan vang harus dipenuhi oleh para immvestor, instansi-instansi pemerintah
dan keharusan pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah sebagaimana
yvang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975
tentang Ketentuan-Ketenluan mengenal Tata Cara Pembebasan Tanah.

Pembebasan atas tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang
semula terdapat di antara pemegang hak atau penguasa atas tanahnya dengan
cara memberikan ganti rug, yakni untuk pembebasan tanah wntuk keperbuan
swasta pada asasnya harus dilaksanakan secara langsung antar pihak-pihak
yang berkepentingan dengan cara musyawarah, Untuk menjaga agar tidak
tejadi hal-hal vang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka diwaibkan kepada pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan

pembebasan dan ganl rugl yang dilakukan oleh pihak swasta. Mengenai
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pembebasan atas tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman
diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975
Ketentuan-Ketentuan mengenal Tata Cara Pembebasan Tanah
. Tabhap Perencanaan

Apabila penetapan §jin pembebasan lanah telah diberikan serta
pembebasan tanah telah dilaksanakan oleh penyelenggarm pernbangunan
perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah
masing-masing serta pemberian hak atas tanah scdang dalam proscs maka
penyelenppara pembangunan perumahan harns sudab mulas melakukan tindak
lanjut kegtatan, yailu berupa penyusunan rencana tapak. Pedoman teknis mang
vang telah dipariskan harus memperhatikan hal-hal benkut:
a. Persayaratan-persyaratan lokasi kawasan perumahan baik teknis mavpun

sosial;
b. Kepadatan dasar pembangunan;
¢. Kepadatan lantal bangunan;
d. Kelengkapan prasarana serta utilitas lingkungan;
¢. Kelengkapan fagilitas sosmal;
f.  Kesesuaian fuimgsi lingkungan tapak dengan fungsi lingkungan sekitar.

Pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan pendekatan

yang mencerminkan pola pikir yang proaktif dilandasi sikap kritis dan
objektif. Dalam menghadapi tantangan ite paling tidak dapat dicatat dalam dua

macam reaksi yang scring muncul, yakni reaksi vang didasarkan pada

pendekatan yang legalistik yang dengan sikapnya vang konservatil sulit
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nenerima  perkembangan-perkembangan baru dan cenderung  menclaknya
dengan alasan bahwa hal tersebut tidak ditumjuk sccara eksphisit dalam
undang-undang, serta reaksi yang sclanjutnya adalah reaksi yang berpangkal
pada pendekatan fungsional cenderung bersitat sangat akomodalil terhadap
perkembangan baru dengan mengatasnamakan kemanfaatan hal-hal tersebut
dan bila perlu mengusulkan umuk mengubah undang-undang vang tefah ada
Kedua reaksi ini tampakya mementingkan bangunan Konscp atau asas yang
ada di balik sctiap kaidah vang termuat dalam peraturan perundang-undangan
dan cendenmg untuk bersifat pragmatif, yakni cepat menolak atau menerima
perkembangan baru dan akibatnya baru dipikirkan kemudian, Oleh karena itu
disusunlah undang-undang yang mengatur masalah tanah,”
Tahap perancangan
lerdasarkan 1jin perencanaan vang dikeluarkan olch Pemenniah Dacrah

Tingkat 1l, penvelenggara pembangunan  perumaban  membual — dan
mengajukan rancangan bangunan kepada Pemenntah Dacrah Tingkar IL
Usulan rancangan tcrschbut disusun secara terinci (detail) yang dapat
memberikan petunjuk yang jelas dan muodah dalam  pelaksanaan fisik
bangunan. Materi pokok gambar rancangan memuat, antara lain:
a. (Gambar rencana bangunan yang memberikan gambaran denah din tapak

serta potongan-potongan bangunan memanjang dan melintang dengan

uburan yang ditentukan;

h. Rencana gambar konstruksi baja, beton, kayu dengan perhitungannya;

i dprin, 5., Sumnardjons, Kebifabon Pertonshan dntare ., O C5L, HR0L, Blm. 22,
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¢. (Gambar rencana detail yang penting yang perlu dijelaskan pada hal-hal
vang sulit diterjemahkan dalam gambar rencana permulaan;
d. Uraian penjelasan penggunaan bahan.

Penyelenypara pembangunan perumahan mengajukan 1jin Mendirkan
Bangunan (IMB) berdasarkan hasil penilaian rancangan bangunan yang
diajukan kepada Pemerintzh Daerah Tingkat 1. Tolak ukur pemilaian vang
digunakan adalah standar, pedoman, dan ketentuan tekms lmn yang berlaku,
Pemerintah Dracrah Tingkat II membebankan biaya untuk proses admimstrass
perijinan serta blaya untuk pengawasan dan pengendalian pembangunan

perumahan yang bersangkutan,

5. TTahap konstruksi

Dalam tahap konstruksi, pekerjaan pembanpunan perumshan dan
prasarana sccara fisik dimulai atas dasar Din Mendirkan Bangunan (IMD)
yang dikcluarkan oleh Pemerintah Duoerah Tingkat II, vang berisi berbaga
ketentean dan gambar rencana. Dalam hal ini penyelenggara pembangunan
perumahan harus melaksanakan pembangunan sesuai dengan persyaratan-
persvaratan teknis yang telah ditetapkan dalam ijin perencanaan dan ijin
mendinkan hangunan.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendulian dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Tingkat Il untuk mengawasi dan mengendalikan ketentuan yang

dicantumkan dalam gambar rencana dan perijinan vang dibenkan olch

Pemerintah Dacrah Tingkat 11, yang meliputi hal-hal scbagm benikut;
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a. Mutu bangunan, yaitu mutu bahan bangunan, komponen bangunan yang
digunakan dan mutu hasil kerja vang dilakukan;

b. Mutmn ungur-unsur hngkungan yang mempunyai keterkaitan dengan
kepentingan umum yang telah ditentukan, amtara lain: garis sepadan
bangunan ((GSB), tinggi bangunan, kepadatan bangunan, kelengkapan
prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial.

Tolak ukur yang digunakan dalam pengawasan dan pengendalian
adalah semua Ketentuan yang telah diberikan fjinnya, baik ijin lokasi, ijin
perencanaan, IMB dengan perincian yang dicantumkan dalam gambar rencana
tapak, pambar rancang bangunan prasarana dan utilites umum.

. Tahap Pengusahaan

[Dalam tahapan konstruksi, penyvelenggara pembangunan perumahan sudah
mulai melakukan pemasaran atas rumah yang sedang dibangunnya. Dalam
kegiatan pemasaran i, Pemerintah daerah dapat memberikan pembinaan dan
pengarshan sesmai demgan kebijaksanasn pemanfastan perumahan vang
ditentukan olch pemerintah dacrah. Misalnya untuk pembangunan rumah
sederhana dengan fasilitas KPR-BTN, pemanizatannya ditujukan kepada
sasaran golongan masyarakat yang berpenghasilan (idak tetap, sedangkan
pembanguman  rumah  dengan  fasilitas  KPR-PI.  Papan  scjahtera,
pemanfaatarmya adalah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan

menengah ke atas.




7. Tahap Pengelolaan

Pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan prasarana dan surana
lingkungan permukiman yang tclah dibangun vleh para penyelenggara
pembangunan perumahan. Penycrahan prasarana dan sarana yang berupa
tanah denpanftapa bangunan dalam bentuk aset damfatau pengelolaan
dan/atau tanggung jawab lebih lanjut dari penyelenggara pembangunan
perwmahan kepada Pemerintah Daerah Tinghat 11 atas dasar Herita Acara
Pemeriksaan oleh Dinas Pekerjaan Ulmum selempat,

Makin langkanyva jumlsh tanah vang tidak diimbangi dengan populasi
jumlsh penduduk mengakibatkan  mahalnya biaya dalam pembangunan
perumahan dan permukiman. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ini
adalah dilakukan dengan cara memberikan subsidi KPR (Kredit Pemilikan
Rumah) bagi masyarakat golongan ekonomi menengah dan ke bawah. Pada knsis
ckonomi yang telah menimpa Indonesia saat in yang telah menimbulkan dampak
yang sangat luas bagi seluruh sektor usaha,

Pertumbuhan ckonomi vang cukup copat pada saat sebelum terjadinya
krisis ekomomi ternyata sangat rapuh karena adanya kelemahan-kelemahan
mendasar pada infrastruktur dan sistem perekonomian nasional. Menyadan
kondisi terscbul, pemerintah segera melakukan pembenahan serta perubahan
kebijakan di beberapa scktor, antara lain dengan memberikan independens yang
lebih luas ke Bank Indonesia, dengan:

a. Menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1995 tentang Bank Indoncsia

dengan tujuan untuk meletakkan dasar-dasar yang lcbih kuat bagi Bank




Indomesia. Pada Pasal 11 dun Pasal 56 undang-undang tersebul diatur secara
keras larangan bagi siapapun yang berakibat pada penstabilan nilai rupiah,

b. Tidak diperkenankannya lagi pengelolasn dan non-budgeter yang sclama 1m
dikclola oleh departemen-departemen dan digunakan untuk meninghkatkan
kegiatan usaba di sektor tertentu dengan kompensasi suku bunga rendah.

Selanjutnya agar terlihat lebih transparan, bantuan dalam hentuk subsidi
tersebut akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan baru ini sangat berdampak pada pembangunan  perumahan  dan

permukiman, khususnyz bagi masyarakat vang memiliki perekonomian mencngah

ke bawah, yaitu untuk perumahan sederhana dan sangat sederhana pemenntah
memberikan subsidi untuk pemiliken rumah sederhana dan rumah  sangat
sederhana. Sclama ini pemberian subsidi dilakukan dengan tujuan untuk
memberikan kesempatan kepada masyarakat menengah agar dapat berkesempatan
untuk memiliki sebuah rumah, Subsidi tersebut selama ini dilakukan melalui
peran serta dalam penyediaan pokok kredit dengan suku bunga yang tidak terlalu
tinggi. Penyediaan pokok kredit dilakukan melalm penempatan dana berupa dana

Kredit Likuiditas Bank Indonesia serta dana non-budgeter yang dikelola olch

Departemen Keuangan dalam bentuk rekening dana investasi kepada bank-bank

pelaksana yang lain. Dengen tidak diperkenankannya lag peuycdia:u‘! dana dalam

bentuk Kredit Likwiditas Dank lodonesia dan dari dana non-budgeter, maka
kehijaksanaan subsidi di bidang perumahan hamya bersumber pada Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain harus mampe menangan masalah

pendanaan, kebijakan yang baru ini harus mampu mengatasi masalah inelisiensi
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yang terjadi dalam pembangunan perumahan dan permukiman  khususnya
mengenal perjinan yang selama i dipandang sangat birokratis,

Permasalahan yang muncul pada saat ini adalah belum adanya dana
subsidi pemerintah yang dialokasikan dalam APBN bagn penyaluran Kredit
Pemilikan Eumah (KPR) bersubsidi unfuk lahun lalu. Selain itu menurut sumber
mformasi, pemerintah  telah  melaksanakan berbagai  program  penataan
pemilikan/penguasaan tanah dengan sasaran memberdayakan golongan ekonomi
lemah, scjalan dengan tujuan pemerataan dan pencgakan keadilan. Program-
program tersebut antara lain-"%

1. Pembenan hak atas tanah secara massal kepada masyarakat
Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Pokok Agrana di bidang
penguasazn tanah, sejak awal pemerintah telah melaksanakan berbagad
program penataan  pemilikan/penguasaan tanah dengan memberikan  hak
secara massal, meliputi redistibusi, tansh objek landreform, program
transmigrasi, program pencelakan sawah dan perusahasn inti  rakyat
perkebunan, dan program pengembangan wilayah.
2. Proyek Operasi Nasional Pertanahan (PRONA)
Prona merupakan kegpiatan wvang dibiayai oleh pemerintah melalui
APBN, dengan tyuan untuk membenkan kepastian hak .1[.1.5 tanah kepada
bidang-bidang tanah yang telah dipunyai atau ielah dikuasa oleh masvarakat
golongan ekonomi rendah.

Kcbijukan penyelesaian  sengketa yang mengutamakan  kepentingan

e

masyarakat

*Brahmana Adhiz dan Hacan Basri Natamenggala, Refoemen Pertanahon...., Op CfE, bim 91,
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Dalam menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai permasalaban
pertanzhan pada prinsipnya sepanjang dapat dipertangpung jawabkan secara
hukum, pemerintah harus berpthak kepada kepentingan masyarakar hanyak,
Pengalaman menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan melalui
proses peradilan seringkali berlarut-larut dan mengakibatkan pihak-pihak yang
bersengketa terpaksa mengeluarkan biava penvelesaian sengketa yang relatif
besar, Untuk dapat menyelesakan pmmalm terscbut, pemenntah melalu
Badan Perlamahan Masional (BPN) memngkatkan perannva  untuk
melaksanakan musyawarah antara pthak-pihak yvang bersengketa dalam upaya
mencapal penyelesaian sengketa vang lebih cepat, adil, dan menpuntungkan.

. Peningkatan partizipasi masyarakat

Tertib administrasi pertanzhan pada dasamya merupakan kepentingan
pemeriniah maupun magyarakat, karena melalul administrasi pertanahan vang
baik pemerintah dapat menciptakan keteruban dan kelengkapan data untuk
pengambilan keputusan, sedangkan masyarakat memperolch kepastian hukum
atas hak-hak mercka.
. (tonomi urusan pemerintahan
Dalam era reformasi im semakin dirasakan perlunya pemberdayaan daerah

dalam mengatur rumah tangpanys sendin. Untuk maksud tersebul pemberian

olonomi urugan pertanahan ke dacrah makin dituntut pelaksanaannya.
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(. PERMASALAHAN DALAM PEMBANGUNAN RUMAH
HORIZONTAL DAN VERTIKAL

Sekilar 83 persen rumah tangga di Indonesia memiliki atau menyewa
rumah vang mereka huni (79 persen Hak Milik dan empat persen sewa). ™' 1lal ind
berarti terdapat sekitar 17 persen atau setidakoya 8.8 juta dari 52 juta rumah
tangga vang belum memiliki ataw menyewa rumah, ™™ Kecenderungan ini tidak
berubah banyak dalam beberapa tabun terakhir. Fendahnya tingkat kepemilikan
rumah berdasarkan data Susenas 2001 dan Sensus Penduduk 2000, sampai dengan
tahun 2001 dari total 51.513364 rumah tangga di Indonesia masih terdapat
4,338.802 rumah tangga vang belum memiliki rumah, yang terdiri atas 3,460,953
rumah  tangga perkotaan dan 877.931 rumah tangga pedesaan. Dengan
mempergunakan angka lajo permmbuhan penduduk 1,49 persen per tahun schagai
dosar proyeksi, maka kebutuhan rumah per tahun di Indonesia tidak kurany dari
732.646 umt. Dengan demikian hingga tahun 2001 terdapat tidak kurang dan
5.071.508 rumah tangga yang masih memerlukan rumah. Tanpa adanya terobosan
kebijakan dari pemerintah untuk memenuln kebutuhan itu, jumlah kekurangan
ramah akan terus berakumulasi. Bila diasumsikan bahwa pemerintah berkeinginan
untuk mengatasi akumulasi kebunthan mimah dalam jangka wakm 10 tahun, maka
sctiap tahun diperlukan minimal 1.166.893 unit rumah. Berdasarkan Kajian
Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, Departemen Permukiman dan
Prasarana Wilayah, dan kebulvhan rumah setiap tabhun sebesar 1.166.893 unit im

tidak lebih dari 15,7 persen vang dapat dilayani melalui sektor perbankan

*1Inited Notions, frdtcarors fiv Monitoeing the Millennium [eveiopmmts, 2003,

5 \venas, Perkirsm jumlah rumah tanzpa berdasarkon sensus penduduk tahon 2000
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komersial {fidak memerlukan subsidi don pemenintah), sedangkan sisanya sehesar
843 persen masih memerlukan campur langsam pemerintah, dalam bentuk suhsidi
dan fasilitasi lainnya

Proporsi investasi perumahan di Indonesia kalah jauh dibandingkan
dengan negara tetangga. Compared tfo is neighbors, the housing and housing
finance seclors in Indonesia are wnder performing. Housing investment in
Indonesia is approximetely 1.5 percent of GDP compared (o two to of GDP,
compared to 23 percent in Malaysia and 13 percent in Thailand. Housing ix an
importani  economic sector, coniribufing fo job creation and creation of
houseshold wealth. It can also be a powerjul tool for equity and social well-being
{hock-smit adn Iskandar, 2001). Yer, these attributes have not been sufficienly
recognized. ™

Sclanjutnya World Bank menyebutkan ada tiga karakteristik perumahan di
Indoncsia. There key characieristics highlight housing in Indonesia @ one, the
country has a high proportion of homeowners; two, only o small percentage has a
proper title to land or huildingpermit for the house! three, an averwhelming
majority of households produce their own housing ™5

Seliap warga nepgam Indonesia mempunval hak vang sama dalam

memperoleh atau menempati seria memiliki tempat tinggal yang layak, Sclain it

¥ Urban Devclopment Working Popers, Cities in Transition : Urban scetor Review in an era of
Decentralization in Isdonesia, Penerbit Urban sector Devepment Unit Infrastecture Depariment Fast Asia
and Preifien Region The World Bank, June 23, him. 51

% Thid




setiap warga negara juga harus dapat memelihara lingkungan di sekitarnya
untuk menghindari terjadinya kemsakan lingkungan,™’

Tiap-tiap pembangunan atas suatn tanah yang akan dibangun hendaknya
memenuhi kriteria, Kegialan pembangunan rumah atau perumahan dilakukan olch
bukan pemilik hak atas tanah dapat dilakukan atas persctujuan dari pemilik hak
atas tanah dengan suatu perjanjian tertulis

Masyarakat sudah scmakin_sadar, bahwa dalam era demokrasi, pembuatan
undang-undang bukanlah monopoli instansi tertentu, terlebih lagt jika undang-
undang it difahami sebagai “milik™ atan digumakan untuk mengoperasionalkan
kepentingan instansi  pemrakarsa. Undang-undang vang dibuat harus  dapat
memberikan rasa keadilan dan menciplakan kepastisn hukum, sehingpa dapat
bermanfaat bagi scluruh lapisan masvarakat, Dengan Jemikian, peran serta
masyarakat berwujud kritik, saran scrta usulan alternatif dalam perencanaan setiap
undang-undane, merupakan suatu keniscayaan™

Sesungguhnya, pemikiran tentang perlunya penyempurnaan UUPA telah
disuarakan oleh berbagm pibak dalam berbagai kesempatan dengan alasan dan
pokok-pokok pikiran bervanasi (Konsonum Pembaruan AprmmaEPA).

Pada saat ini, pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional

(BPM), tclah menyusun RUU Sumber Daya Agraria schagai pengganti UUPA.

T Indung- indang Nomaor 4 1Tabun 1992, Penjelasn Pasad 5 aya 1. Permenuhahan hsk wargs nepars tersebut

dapat dilabukan dengan cars membangun sendin atau sewa haik yeng dibeh secars tunad moopun dengan cars
anpsaran korena megerngatt sunsols adalabh bak dast warga nogars scbohum imocha manpunyai nemash sepdin
serta rumah yong; dimaksud di sini adaloh rumah vang mempuoeyvai svarat serta kelavakan Linghungan,

M fhidd |, Pazal b ayat 2

*Marig S.W. Sumardjono, Tanak Delam Perspekitl Hak Ekomsni Sovial don Budave, (etakan ! Penerbil
Knmpns, 200K, him 47
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Pemikiran penyusunan RUU yang bersangkutan dikemukakan sebagai alternatif
dengan melihat dua hal yaitu : proses pembentukan RUL yang bersangkutan dan
rancang bangun (substansi) BUU vang diharspkan dapat dipertanggungjawabkan
secara filosofis, yuridis dan sosiologis. '™

Agraria scharusnya menunjuk pada objek pengaturan vang lebih luas yakni
scgala scsuatu yang meliputi atau berkenaan dengan bumi, air, nuemg udara dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, Dilihat dar ruang RUU Sumber
Daya Agrana diharapkan mampu menjadi landasan bagi kebijakan scktoral vang
terkait dengan pemilikan atau penguasaan dan pemnanfaatan sumber-sumber
agrana agar dapat menjaga harmonisasi antar berbagal undang-undang sektoral,

Pembaruan Agraria dan pengelolaan sumber daya alam telah diamanarkan
oleh MPR (Tap MPR Rl nomor XAMPR2001 tentang Pembaruan Agrarda dan
Sumber Daya Alam). Pembaruan agraria mencakup suatu  proscs  yang
berkesinambungan berkenaan dengan penatasn kembali penguasaan, pemilikan,
penggunasan  dan pernimfaatan sumber daya agrama (Pasal 2), sedangkan
pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa
dilakukan secara optimal, adil, berkelanjuzan dan ramah lingkungan (Pasal 3). 7

Pada bulir 5 disebutkan Sumber Diaya Agraria adalah bumi, air dan ruang
udara, lermasuk kekavaan alam vang terkandung di dalamnva yang terdapat di
dalam wilayah Republik Indonesia.

BUU iml menyatakan bahwa tuyjuan dan UL menyelenggarakan penata
ulang penguasaan, pemilikan, penpgunaan, pemanfaatan don pemeliharaan

YMrnid, R 48,

YR Sl Deya Agraria, Tahan 2004,
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sumber daya agraria dalam rangka mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat

melalui ¢

i

b.

C.

Pervujudan keadilan, kepastian hukum dan perhindungan hukum.

Eiektifitas pemanfaatan sumber daya agraria.

Pelestarian lingkungan dan pola penggunaan sumber daya agraria yang
berkelanjutan.

Kewenangan vang bersumber dari hak menguasai negara antara lain untuk

peningkatan kualitas pelayanan umum yang adil bagi semua warga negara,

Kewenangan vang lain adalah-

L

Penciptaan stabilitas nasional untuk peningkatan kemakmuran rakyat dan
mﬂnpmfahankmpcrsamandankcmmanhangsadaanucgﬂ:m

Umnifikasi dalam keanckaragaman hukum dibidang sumber daya agraria:
Penegakan supremasi hukum dan hak asasi Manusia;

Peningkalan kualitas pelayanan umum yang adil bagi semua warga negara;
Penyediaan  pelayanan  umum  yang berupa dokumen negara yang
seragam/sama bagt semua penduduk;

Elektifitas terselenggaranya pelayanan masyarakat vang berskala nasional:
Penciptasn iklim yang kondusif untuk menjalin kerjasama agar provinsi dan
antar negara dalam men gembangkan perckonomian nasional;

Pengelolaan dan pelestarian sumber daya agraria untuk kepentingan nasional;

Pelestarian aset nasional;

Pengelolaan sumber daya agraria secara integral:




Penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan sumber dava alam (SDA)
dengan Rencana Tata Ruang ditetapkan dengan peraturan perumdang-undangan
yang mengatur masing-masing tentang sumber daya alam. Penuminan rencana
peruniukan dan penggunaan SDA harus dengan persctujuan PR atau DPRD.
RUL i juga membahas mengenal pemisabhan horizontal dan vertikal, dimana
dalam pasal 19 menyatakan bahwa terhadap tanah yanyg ada di atas atau di dalam
tubuh bumi dapat diberikan suatu hak tanah:

1. Jika tanah, mang di atas tanah atau di dalam tubuh bumi dikuasai oleh subjek
hak yang sama, maka status hak atac ruong di atag atau di dalam tubuh bumi
mengikuti status hak tanabnya.

2. Jika tanah, ruang di atas atau di dalam wbuh bumi dikuasai oleh subjek yang
berbeda. maka terhadap mang di atas tanah dan mang Ji dalam tubuh bumi
dopat diberikan hak tanah yang berbeda,

Terkait dengan permbikan atau pengusasn dan pemanfastan sumber-
sumber agrana, maka layaklah jika RUU Sumber Daya Agraria menjadi suatu
pemikiran baru atau alternatil’ yang mampu dijadikon landasan bagi kebijakan
sektoral,

Pada saat imi di Indonesia terdapat dua undang-undang yang berkaitan
langsung dengan pml:m}gunan perumahan dan permukiman, vaitu seperti
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun serta Undang-
Undang Nomor 4 Tahon 1992 tentang Pembangunan Perumahan dan

Permukiman. Pokok perscalan di sini apakah produk undang-undang di atas telah

ada kaitannya dengan UUPA, dimana pola yang dipergunakan pada kedua
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Undang-Undang terschut apakah sudah sesuai dengan pola yang (clah ditentukan
dalamm UUPA. Sclain pola, yang mcnjadi pertanyaan apakah asas vyang
dipergunakan dalam kedua undang-undang tersebut saling berkaitan ataukah ada
kesinkronan.” ™

Permasalahan Pembangunan Perumahan dan Permukiman baik secara
vertikal maupun horizontal tidak aksm terjadi jika terdapat suat undang-undang
atau aturan yang mengaiurnya bersifal idealis. Selain 1tu pelaksanaan dari
masyarakal sendin akan supremasi undang-undang terscbut harus pula dijadikan
budaya akan kepatuhan terhadap huloum terscbut. Seperti yang kita lihat bahwa &
dalam undang-undang mengena Rumah Susun sendiri bahwa dalam penjelasan
scrta Pasal-Pasal dalam peraturan ini sering sckali menyinggung mengenai
pembangunan Rumah Susun bagl masyarakat yang berpenghasilan rendah,
pengertian ini diulang-ulang secara terus menerus.

Seharusnya Undang-lndang Rumah Susun imi menjangkau selurub
bangunan bersusun pada uwmumnya dan masalah unk golongan masyarakat
rendah diatur secara kKhusus Karena seperti yvang telah terjadi dalam fenomena
sckarang ini telah banyak sckali pembangunan perumahan yang dilakukan sccara
bersusun, tidak hanya diperuntukan bagi masyarakat golongan ekonomm lemah
saja melainkan sudah berkembang dalam cakupan yang lebih luas seperti yang
telah ada pada masyarakat luar negeri,

Magalah yang timbul dalam pembangunan perumahan secara horizontal
adalah mengenai Hak Pengelolaan atas tanah dJimana pembangunan secara

horizontal yang dibangun di atas tanah yvang dikuasai dengan Hak Pengelolaan,

iy 1 Parlindunpan, Buspa Bampal Hukm Agraria . Op Ci, Blm 46,
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wajib menyelesaikan statws [Iak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan yang
berlaku, Dalam PMDN Nomor 1 Tahun 1977 Pasal 3 tentang Tata Cara
Permohonan dan Peneyelesaian Perpanjangan Jangka Wakm Pembayaran Usng
Pemasukan Kepada MNegara  dapat dilihatl secara jelas bahwa harus dilakukan
perjanjian antara pemcgang hak pengelolaan dengan sescorang terscbur wntok
menimbulkan sesuaty hak atas tanah dan dengan dokumen lersebut setelah
menyelesaikan segala administrasi kewajibannya kepada instansi BPN melalui
kantor pertanahan denpan mengacu kepada PMDN 6 Tahun 1972 tentang
Peraturan Pelaksana Tata Cara Permohonan Dan Penyelesman Perpanjangan
Jangka Waktu Pembayaran Lang Pemasukan Kepada Negara,'™

Pada Pasal 8 ayat (1) menjelaskan adanya perbedaan kepemilikan dar
pemegang hak atas tanabmya, mengenai kepemilikan yang berdasackan status
kewargancgaraan, scporti Pasal 21 dan 36 UUPA menycbutkan bahwa vang
berhak memiliki (Hak Milik) atas suatn hak atas tanah adalah hanya Warga
MNegara Indonesia dan juga dapat dimungkinkan subjek dari pemilikan Hak Guna
Bangunan adalah Warga Megara Indomesia serta Badan Hukum Asing yang
berkedudukan i Indonesia yang didirikan menuwnut hukum di Indonesia. Yang
kurang dalam pasal di atas adalzh tidak tercantumnya secara jelas kepemilikan
antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing jika hak atas tanah
yang dimiliki atan vang dipergunakan mempunyai Hak Milik bersama.

Masalah perumahan tidak lepas dari masalah tanah. Jumlah tanah yang

tiap saat makin terbatas dapat memimbulkan pembangunan perumahan dan

Ferataran Manteri [dalam Neperi Nomor 1 Tahem 1977, tentang tentng Tatn Carn Permohonan dan
ey elesman Pamnlserenn Tlak Alas Dagisn-bagan Tanah




permukiman yang tersendat, karena sepert yang kita ketahw hahwa pembangunan
perumahan berhubungan langsung dengan jumiah tanah yang tersedia. Selain itu
taktor dari kemampuan ekonomi manusia terdapat pula hubungan antara
kemampuan membeli tanah dengan kemampuan untuk membangun suatu rumah.
Tata cara peneadaan dan permbenan hak atas tanah untuk keperluan perusahaan
pembangunan pervmahan dan permukiman diatur dalam Keputusan Presiden RI
Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional.

Masalah Pembangunan Perumahan dan Permukiman berhubungan
langsung dengan masalah terib pengounaon tanah agar sesual dengan asag-asag
pengounaan tanah, yatu asas pemanfaatan tanah yang optimal, azas keseimbangan
antara berbapgal keperluan dan asas kelestanan dalam rangka mewwudkan
kesejahteraan rakyat banyak, '

Pembangunan Masional Indonesia pada hakckatnya adalah pembangunan
manusia scutuhnya dan pembangunan seluruh manusia  Indonesia, vang
diantarenya adalah pembangunan perumahan maupun permukiman yang layak,
sehat, aman, serasi dan teratur vang mervpakan salah satu kebutuhan dasar
manusia dan merupakan faktor terpenting dalam perunghkatan harkat dan martabat
serta muty kehidupan bagi masyarakat Indonesia maka perlu ditingkatkan dan
dikembangkan pembangunan perumahan dan permukiman secara terpadu, terarah,
berencana dan berkesinambungan. Peningkatan m ditukan untuk mengatas:

permasalahan lenlangy pembangunan i atas agar dapat menjadi  Kesatuan

AT Achmad (haenah, Hukum Agraris (Pertanghan fndoresia), Jilid 1, Penerbit Prestasi Pusaka, Jakare,
2003, hlin, T4,




261

fungsional dalam wujud tata ruang sk, maupun kehidupan sosial ckonomi serta
budaya.” ™

Scligp orang ataw badan hubum yang hendak membangun  suatu
perumahan yang berwawasan lingkungan diwajibkan untuk pertama mengikuti
persyaratan tekms, ckologis dan administratif. Kedua, melakukan pemantauan
lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantanan lingkungan.
Ketiga, melikukan pemantavan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan
linghungan dan keempat mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan
kualitas lingkungan, baik di dalamnya maupun di sckitarmya *'®

[Mdirikannya Perum Perumnas adalah salah satu cara vang ditempuh olch
pemerintah  untuk  menyelengparakan kemanfaatan wmum berupa kegiatan-
kegatan yang produktif’ di bidang pelaksanasn pembangunan perumahan rakyat
beserta saruna dan prasarana serta melakukan pemupukan dana. Dengan tujuan
melaksanakan kebijaksansan dan program pemerintah di bidang pembangunan
perumahan rakyat beserla sarana dan prasaranamya vang mampu mewujudkan
ingkungan permukiman sesuai dengan rencana pembangunan wilayah atau
kmd-'-‘?

Bangunan-bangunan gedung bertingkat yang terdiri atas bagian-bagian
yang dapat dihuni atau digunakan secara pribadi, terpisah satu dengan yang lain,
di bidang hukum tidak menimbulkan masalah, namun jika penguassannya
didasarkan atas hubungan scwa maka akan menimbulkan beberapa masalah.

**Rencana Pembangunan Jangin Mencagah Nasional, Op iz, blm, 71,

"ndang-1Indang Nomor 4 Tahun 1992, Penjelasan Pasal 7,

*thid, him, 153
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Masalah-masalah yang biasa timbul dalam sewa menyewa antara kedua belah
pihak antara lain diater dalam Pasal 44 dun 45 UUPA. Dalam Pasal 44 UUPA
discbutkan bahwa masalah sewa menyewa atas tanah imi apabila seseorang berhak
mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan
membayar uang sewa, Harus diakui bahwa masalah sewa-menyewa ini adalah hal
vang pokok yang mau tidak mau harus dipenuhi, vailu adanya benda dan uang
sowa. Namun ada pula ketenman dalam Pasal 45 UUPA bahwa scwa menyewa
untuk mendirikan bangunan yang menjadi subjek, selain warga negara Indonesia
fuga orang asing penduduk Indenesia dan badan hukum asing yang ada izin
kerjunya di Indonesia.”’® Bapi Rumah susun, sewa menyewa ini dapatl
memungkinkan yaitu hak dari pemilik tanah tidak dapat hilang dan sckaligus
mendapat suatu penghasilan vang memadai bagi pemilik hak atas tanahnya.

Di Indonesia telah ada suatu aturan hukum yang mengarah Kepada suatu
perjanjian penggunaan tanah oleh orang atau badan lain untuk wakiu terienty,
Masalah lain vang muncul dari perkembangan masalah di atas adalah masalah
Strata Title {Bangunan vang mempunyai bukt terpisah). Di banyak negara di Asia
misalkan di Malaysia masalah Strata title telah dikembangkan berdasarkan New
South Wales Conveyancing (Strata Tide act 1961) schingga telah menjadi Akta
Hﬂk Milik Strata 1985.

Beberapa hal penting yang berkaitan dengan Strata Title adalah seperti
mengenal permohonan untuk memecah dan bagian terpisah, sampai seberapa jauh
pemilik bagian rumah susun boleh mempergunakan dinding luar baik memasang

papan nama ataupun membor dinding tersebut keluar, bagaimana usaha untuk

T P, Paclindungen, Bunga Rompai Huloem Agearia. ., Cp it hm 35,
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memecah ataw mengpabungkan dua atau lebih bagian dalam satu bagian terpisah,
hagaimana konsekuensinya, bagaimana masalah kepemilikan bersama, bagaimana
mengenai suatu  perkumpulan penghuni/pemakai bagian bangunan terschut,
termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya dengan anpgaran
dasar dan angparan rumah tangganya, termasuk juga bagaimana perkumpulan ini
diben wewenang untuk menegur para penghuni ataupun mengatasi pertengkaran
diantara pemilik rumah. Demikian pula bagaimana prosedur jika ada bagian yang
akan dijual atau yung akan diwariskan, Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para
penyewa masmng-masing dan pemilik bangunan, hubungan antara para penyewa,
pengelolaan bagian-bagian gedung dan pengoperasian peralatan-peralatan yang
digunakan bersama, semuanya dapat diatur dalam perjanjian sewa menyewa yang
bersangkutan *™

Masalah timbul, jika para pemakai ingin memiliki secara pribadi bagian
bangunan yang dipakainya. Apakah menurat hukum hal itu dinumgkinkan, karena
secara fisik bagian-—bagian terscbut tidak dapat dipisahpisabkan dan merupakan
satu kesatuan dengan bangunan gedungnya, Demikian pertanyaan dari mercka
vang hukumnya mengunakan asas aceesie. Kalaupun hal tersebut dimungkinkan,
bagaimana dengan kepemilikan bagian-bagian gedung vang karcna fungsinya
harus digunakan bersama. Bagaimana pengaturan dan pembiayaan pengelolaan
dan pengoperasian peralatan vang digunakan bersama. Karena setelah semua SRS

terjual, pembangunan bangunan yang bersangikutan berdiri, karena hanya hagian-

e — o —

"Dl Do, Hudam Agraria.,,., O Cir. hlm. 355,




bagian vang hanya ada di lantai dasar saja vang secara fisik berhubumyan
langsung dengan tanah tersebut.

Menjawab pertanyasn di atas, dapal dibhst melalw Pasal 8 Undang-
Undang Rumah Susun Nomor 18§ Tabun 1985, diciptakan dasar hukum atas
kepastian hukum antara hak pemilikan perseorangan atas satuan rurnah susun
yvang digunskan sccara tcrpisah, hak bersama atas benda bersama, dam hak
bersama atas lanah.

Salah satu masalah penting lmnmya adalah perlindungan terhadap para
konsumen pembeli rumah susun. Selama i para pengembang cenderung tidak
memberikan informasi vang menyanghkut hak konsumen, seperti kapan konsumen
menerima sertipikat strata title vang sudah terpisah, berapa ganti mugi yang akan
diberikan kepada konsumen jika pengembang tidak  menepati janji dan
sehayainya

Masalah yang lain adalah:™®"

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik Satuan Rumah Susun vang
meclakukan penambahan atau perubahan fisik bangunan vang  dapat
memmbulkan kerugian bagi permlik lainnya seperti menggangu Ketenangan
dan keamanan lingkungan, mengganeu  kelenangan dan  kenyamanan

lingkungan, menggangen kekuatan banpunan dan pandangan,

L3

Perpanjangan Hak Guoa Bangunan.

Ll

Pengelolaan dan Rumah Susun setelah Satuan Rumah Susun terjual habis.

/T

M Arie 5. Hutagalung, Serde Areke ., O Ciz, Bim, 173,
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Pembangunan Fumah Susun dijadikan solusi dalam mengurangi masalah
pembangunan perumahan dan permukiman pada masyarakat perkotaan, dengan
jumlah kepadatan penduduk yang tingsi vang tidak diimbangi denpan luasnya
lahan.

‘Tujuan dibangunnya rumah susun adalah ;**

1. Dapal memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyatl, terutama
golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang menjamin kepastian
bk dalam pemanfaatannya.

2. Memngkatksn daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotasn dengan
memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan
permukiman vang lengkap serasi dan seimbang,

Pembangunan perumshsn senantiasa memerlukan tanah sebagai basis
kegiatannya. Scmentara itu luas tanah yang tersedia untuk pembangunan semakin
tcbatas, batk dalam ami  kvantitas mavpun  keabtasnya, Model-model
pembangunan  berdasarkan kepada masalah penyedizan tanab, mendorong
lahimya konsep pembangunan rumah susun sebagai alternatif penyelesalan yang
tidak dapat dihindari.

Pembangunin yang scsusl dengan kebutuhan dewasa im vang telah
dilaksanakan pula di berbagai negara adalah dengan mengpunakan sistem
“condominium ™, yaitu suam sistem pemilikan perseorangan dan bersama, Konsep
hak dasar vang melandasi sistem “condominium” itu sendiri berpangkal pada

teori-teoni  lentang penubkan atas suatu benda. Menurut  hukum  suatu

*pndi Harsono, Muimm Apraria . (yd i, him, 355
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benda/bangunan dapat dimiliki oleh seseorang, dua orang atan bahkan lebih yang
dikenal dengan istilah pemilikan bersama

Eendabnya produktivitas masyarakat Indonesia mengakibatkan rendahnya
kemampuan daya beli masyarakat Indonesia untuk memiliki sebuah rumah,
Rendahnya produktivitas dapat dilihat pula dar adanya Righ cost economy vang
memipakan cirl dan perckonomian kita, ckonomi biaya tinggl inl memperlernah
struktur dan perkembangan ckonomu secara nasional maupun perdagangan huar
negeri. Harusnya kita dapat melihat tingginya produktifitas pada masyarakat
Jepang, bangsa Jepang membangun negaranya secara cepat setelah pulih dari
kehancuran setelah perang, Kehebatan masyarakat Jepang vaitu pada semangat
juangnya yang sulit ditandingi oleh bangsa lain, ™™

Faktor ckonomi sangat mempcngaruhi kemampuan masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya, di antaranya adalah kebutuhan akan
tempat unggal, Menmingkatoya pendapatan serta produktifitas  masyarakat
Indonesia dapat juga dipengaruhi olch kemampuan dan perkembangan teknologi.
Teknologi diartikan sebagai penerapan ilmiah dan pada kegiatan praktis.
Perkembangan teknologi jupa hams diimbangi denpan ilmu pengetahuan karena
dapat berfungsi sebagal sarana untuk memahami lingkungan alam maka teknologl
dapat berfungsi schagai sarana untuk mengendalikan dan memanfaatkan,

Lingkungan perumaban dan permukiman yang sudah dibangun oleh

pemerintah, Perumnas ataupun para pengembang bescria fasilitasnya dan sarana

Y, Baveanto, Oriedtos Produbiiviier den Ekoromi Jepang, Apa varg Hares Dilakbar indoresia,
Univerzatas Indomesia Press, Jakarta, 1956, hlm, 1.

Widachtnr Mas'ocd dan Masikun, “Semingr Kebfokranaan Teknologi den Pemboangunon Nosional”,
Y opryakarty 35 CHBer 191860, Pusal Sudi Sosal Universitas (iajah Mada, him, 2
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pelayanannya, selanjutnya diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah
selempat. Dalam proses penyerahan i perlu dipethatikan sltandar dan fasilitas
lingkungan khususnya kualitas jalan, saluran air, dan tekmk, serta biava
pemelibaraan dart pemerintah dacrah setempat dalam pengelolaan selanjutnya.
Untuk itu perlu adanya pertisipasi masyarakat dalam pemelibaraan lingkungan.
Kebermhan perumahan merupakan suatu syarat bagzil terciptanya rumszh schat
dalam lingkungan yang sehat. Peranan pemerintah juga sangat diperlukon dalam
memberi dorongan dan bimbingan pada masyarakat.

Ketentuan  dalam  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tlentang
Ketenman-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa
ketentuan  tentang perlindungan sumber daya buatan ditetapkan dengan undang-
undang. ™™ Perlindungan sumber dava yang penting ditujukan kepada konservasi
fungsi sumber daya terscbut bagi kesinnmbungan pembangunan. Sumber daya
buatan itu meliputi bendungan, waduk, instalasi energi, perumahan dan
permukiman, dan lain-lain **

Undang-Undang tersebut telah menyoroti perencanaan perumahan dan
permukiman dengan pola hunian berimbang. Pembangunan perumahan dan
permukiman diarahkan unuk mewwjedkan Kawasan dan lingkungan perumahan
dan permukiman dengan lingkungan hunian yang berimbang, meliputi rumah
sederhana, ramah mencngah, dan ramah mewah agar terdapat perbandingan yang

S Indanp-Tindang Tentang Keteriuan Pokok-Pokok Pengolaban Lingkungan Hidap, UL Mo, 4 Taban 1982,
LM Mo, 12 Tokum 1992, TLN Mo, 3215, Pasad 13,

" pesnadi ITandjasoemantri, fikem Tote Linginnean, Loc. Ot
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Dengan mengikuti pembahasan di DPR pada saat pembentukan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, maka dapat
diketahui Keterangan Pemerintsh yang disampaikan pada tasggeal 11 Juni
1991 pada saat penyampaian RUU tersebut, vang antara  lain menyebutkan
Rancangan Undang-Undang ini memuat berbagai hal yang mempunyai arti
penting bagl kchidupan rakyat, bangsa dan negara, sebagai usaha untuk mengisi
cila-cita perjuangan bangsa Indonesia bagl terwujudnya kehidupan masvarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1943,
Seperti telah kita ketahmi bersama. mjuan pembangunan nasional adalah
pembangunan  manusia  Indonesia  scutuhnmya dan  pembangunan  seluruh
masyarakat Indonesia, Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan
bagian dari pembangunan nasional tersebut.**

Ih samping penatann pervmaban dan permukiman dengan pola lingkungan
siap bangun dan kawasan siap bangun, maka Undang-Undang terschut juga
menyoroll  perencanaan perumahan dan permukiman dengan pola  hunian
seimbang. Pembangunan perumahan dan permukiman juga harus memperhatikan
keamanan lingkungan dari banjir. (Jleh karena itu, pelaksanaan sistem drainase
lingkungan dan sistem drainase kota harps dilaksanakan dengan baik. Hal i
diawali dengan adanya konsistenst dari pihak pengembang saat membangun vang
harus twetap memperhatikan dan mengikuti ketentuan secara taar dari Dinas
Departemen  Pekerjaan  Ummm, Walaupun  demikian, masih banyak juga
pembangunan perumahan dan permukiman tidak memperhatikan masalah ini.

i —

"Muku T BRI tentang Perumshan dan Pernmukiman, Keterangnan Pemerintah ates Rencangan Undang-
Unkang Bepublik Indoneda Momor (kusonog) ol Perumahan den Permukiman, Dimentasi KR R 1,
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Selain hal tersebut pembangunan perumahan dan permukiman harus tetap
memperhatikan inovasi lingkungan yang harus dilakukan dengan cara melalui
program penghijauan vang memperhatikan Keanekaragaman hayati dengan
menanam berbaga macam pohon.

Hilangnva kawasan vang asri dari sctiap pembangunan perumahan dan
permukiman serla pudarnya alam yang hijau dan subur serla pembangunan beton
yang menulup permukaan tanah banyak kita jumpai sekarang, tidak banyak orang
yang tahu bahwa penutupan permukasn tanah tersebut akan mengurangl bahkan
menghilangkan kemampuan tanah untuk meresap secara tepat dan cepat dan
bahaya dari tidak berjalannya proses tersebut adalah menyebabkan banjir. Dengan
adanya permukiman yang asti dan alami akan memberikan manfaat yang baik
bagi keschatan dan kehidupan.

Penghijauan kawasan perumaban dan permukiman merupakan tindakan
yang perhu dilakukan sccara luas dan segera di sctiap lingkungan perumahan dan
permukiman. Kegiatan penghijaun dan penanaman pohon dan pekarangan harus
dapat membudaya dalam din masyarakat. D1 beberapa lokam perumahan
penanganan kebersihan dan pengadaan air minum dan masalah sampah telah
dilakukan dengan baik oleh kelompok masyarakat dan swasta yang bekerja sama
dengan pemerintah. Peningkatan perunan swadaya masyarakat dalam berbagai
bidang perlu disambut dengan gembira dan akan terus didorong ke arah it

karena hal tersebut adalsh suatu hal yang sangat positif yang akan lebih

memperkuat dasar pembangunan negara,
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Pembangunan perumahan dan permukiman juga harus memperhatikan
mengenai hal limbah, haik limbah cair maupun limhah padat. Hal ini agar menjadi
perhatian dan para pengembang karena untuk menghindari kepunahan lingkungan
serta Jdampak rusaknya ekosistemn di sekitar perumahan. Apa yang dikatakan oleh
Lester K. Brown “bahwa penpembang harus perlu memahami pentingnya
pengolahan limbah”, Dalam kegiatan ekonomi yang akan datang tahun 2030 yang
clisien  dikatakan adalah dengan memperbatikan pengurangan limbah dan
peningkatan industri daur ulang, Prioritas pertama yang dilakukan adalah dengan
mengelakan pemakaizn barang-barang vang tidak berguna Kedua, pemakaisn
kembali produk secara langsung, misalnyva menpgisi kembali botol minuman.
Ketiga, adalah mendaur plang matenal untuk membentuk produk baru. Keempat,
adalah material tersebut dapat dibakar untuk memeras energi-cnergi yang ada
didalamnya. Hal ini dapat dilakukan sclama dalam Keadaan aman. Piliban yang
terakhir dalam hal limbah adalah pembuangan dalam lubang tempat sampah.™*

Pembuangan sampah di dalam lubang tempat sampah yang Inasa
dilakukan pada umumnya merupakan alternatif  pilihan  terakhir dalam
pembuangan limbah padat, kepedulian dalam mengembangkan daur ulang
szmpah organik dan sampah non organik oleh masing-masing pithak mempakan
prioritas utama yang harus dilakukan karena apabila pihak masyarakat maupun
pengembang mengandalkan  ketergantungsn pada Pemda uniuk membuang
sampah pada tempat pembuangan terakhir adalah merupakan masalah wakiu yang

suatu saat pasti akan muncul ke permukaan menjadi masalah yang sangat serius,

" The Wld Bank, Lagoran Pembunpinan Dwmig 2003, blm, 21,
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Menunu ketentuan Pasal 4 butir b Uindang-Undang Nomor 4 Talun 1992
wntang Perumahan dan Permukiman, masalah terssbut secara berturut-turat
adalah;

a. Sehat

L Saluran pembusngan (terbuka dan teriutup) dan sistem drainase;

ii, Pohon lngkungan: angsana, kupu-kupu, bintaro, kayu putih, skasia
magumn:

iif. Pemisuhan air cucian dan buangan (ke septitank):

iv. Rumahnya sendiri cukup ventilasi:

v. WEKC/D (wisma keeil tungeal) di mana dengan luas lebih dan 150 meter
persegi dan mempunyai lebar rumah seluas § meter persegi dan tanpa jarak
bebas samping.

b. Aman, yaitu dengan adanya struktur bangunan scsuai dengan standar
bangunan,
€. Serasi dan terator

i. Penghijauan;

ii. Lebar jalan.

Pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
pads dasamya merupakan uwpaya untuk mendavagunakan  sumber dava alam
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian
fungsi dan kescimbangan lingkungan hidup, pembangunan yamg berkelanjutan,

kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang. Untuk

mencapal lujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, GBHN 1999-2004
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telah menctapkan beberapa ketentuan mengenal pelestarian lingkungan. Program-

program dalam pembangunan lingkungan hidup amara lain:**

a. Program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam
dan lingkungan hidup.

b. Program peningkatan cfektifitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi
sumber daya alarn.

¢. Program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan
hidup.

d. Program penataan kclembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber
daya alam dan pelestarian lingkungan hidup,

e. Program pemingkstan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya
alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Darni sejarah lahirnya undang-undang tentang Perumahan dan Permukiman
ini, maka tampaklah bahwa “aman dan serasi™ sebagai tujuan dari penataan
perumahan dan permukiman mendapat porsi yang penting untuk ditindak lanjuti
lebih lanjut. Walaupun dalam pembahasan baik di Tingkat L 11, 11l, maupun
Tingkat 1V, istilah hunian berimbang sama sekali tidak pernah disinggung.
MNamun dalam ketenmuan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Meniern Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 648-
334 labun 1992, T3WKPIS/1992  tentang Pedoman Pembangunan dan
Pemukiman & lmgkungan bunian vang berimbang dan 09WKPTS/1992

schagaimana temyata dalam konsideran butir (a) dipertimbangkan bahwa

" Indang-1Indang, Nomor 2% Takusn 2004 entang Program Pembangunan Nasional (Fropenas) Tahun 2000
24, Peneroil BE. Cipta Jaya, Jakarta, Bab X. Pembasgunam Sumber [Yya Alsm dan Lingbongan Hidup.
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pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia mevwwjudkan perumahan vang
layak dalam lingkungan vang schal, aman, serasi dan teratur, memberi arah pada
pertumbuhan wilayah, serta menunjang pembangunan Ji bidang ckonomi, sosial,
budaya dan bidang-bidang lain, dalam rangka peningkaian dan pemcerataan
kessjahieraan rakyal menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Dalam butir b dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan :
perumahan dan permmkiman yang serasi tersebut di atas, perlu diwujudkan
lingkungan perumahan yang penghuninya terdiri darl berbapal profesi, tingkat
ekonomi dan status sosial yvang saling membutuhkan dengan dilandasi oleh rasa
kekeluargaan, kebersamaan dan kegotongrovongan, serta menghindari terciptanya
lingkungan perumahan dengan pengelompoksan hunian yang dapat mendorong
terjadinya kerawanan sosial.

Pembangunan  perumahan  dan permukiman  diarahkan  untuk
mewujudkan kawasan dan begkungan perumahan dan permukiman dengan
lingkungan hunian yang seimbang, meliputi rumah sederhana, rumah menengah
dan rumah mewsh dengan perbandingan dan kriteria tertentu sehingga dapat
menampung secara serasi antar kelompok masyarakat darn berbagai protfesi,
tingkat ekonomi dan status sosial. Konsep ini menckankan pada perumahan
yang berwawasan lingkungan dan bernuansa  gender, peduli  terhadap
kepentingan kaum perempuan dan anak-anak. Dengan adanya konsep hunian

berimbang, sctiap pengembang diminta tanggung jawab sosialnya untuk

membangun rumah bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah, Jika
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perhu, agar harga jual tidak melebihi barga jual tertinggm vang ditetapkan

pemerintah, pengembang harus melakukan subsidi silang dengan menggunakan

sebagran keuntungan dar peénjualan rumah mewah dan/atan menengah untuk

menurunkan harga jual rumah sederhana. '™

Pembangunan perumahan dan pemukiman dengan lingkungan hunian yang

benmbang berfujuan untuk:

.

Mewuudkan kawasan dan linglungan perumahan dan permukiman yang
sechat, aman, serasi dan teratur;

Mewujudkan kawasan dan lingkungan perumahan dan permukiman vang
terdin dan mmah mewsh, menengah dan sederhans agar dapat menampung
ercaplanya secara serasi berbagal kelompok masvarakat;

Mewujndkan rasa kesetiakawanan sosial, rasa kekeluargaan, kebersamaan dan
kegotong-rovongan antara kclompok masvarakat dimana masyarakat yang
mampu dapat membantu masyarakat yang kurang mampu melalui perusahaan
pembanmman perumahan, khususnya dengan melaksanakan subsidi silang
dan kaveling tansh malang uniuk rumah mewah dan menengah kepada
kaveling tanah matang uniuk rumah sederhana;

I.ebih  menjamin  fercapainya target pembangunan  perumahan  dan
permukiman, khususnya target pembangunan rumah sedethana.

Dalam rangka vsaha memmgkatkan kescjahiernan rukyal melalu berbagm

pembangunan, termasuk pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan

rakyal akan rumah yang terjanckan oleh masyarakat berpenghasilan rendah

M rhid, himi, 252
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Pemerintah sefalu dihadapkan kepada permasalahan keterbatasan luas tanah vang
tersedia untuk pembangunan, terutama di daerah perkotaan yang berpenduduk
padat. Menyadari kenyataan tersebut, perlu kiranya dikembangkan suatu konsep
pembangunan perumahan vang dapat dibw secara hersama-sama dalam suatu
bangunan bertingkat, yang dibagi-bagi atas bagian-bagian sccara terpisah, baik
vertikal atau honzontal untuk masing-masing penghuni (keluarga).

Schubungan dengan hal tersebul, maka untuk memberikan landasan
hukum dalam pembangunan romah susun, Pemerintah telah mengundangkan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Peraturan
Pemermntah Nomor 4 Tahun 1988 sebagal peraturan pelaksanasnnya. Dalam
pemjelasan umum dan Undang-Undang Nomor 16 Tahum 1985 tersebut
dinvatakan bahwa kebijaksanaan vmum pembangupan perumahan diarahkan
untuk:

a. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat,
secara adil dan merata, serta mampu mencermmbkan kehidupan bermasyarakat
yang berkepribadian Indonesia,

b, Mewujudkan permukiman yvang serasi dan seimbang, sesuai dengan pola tata
ruang kota dan tata daerah serta tata guna tanah yvang berdaya guna dan
berhasil puna

Sclanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang

Bumah Susun, dinyatakan bahwa pengaturan dan pembinaan mumah susun
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diarahkan untuk meningkatkan usaha pembangunan perumaban dan permukiman

yang fungsional bagi kepentingan rakyat banyak, dengan maksud untuk !

a Mendukung konsepsi tata ruang vang dikaitkan dengan pengembangan daerah
perkodaan ke arah vertikal dan unluk meremajakan daerah-daerah kumuh.

b. Meningkatkan optimasi penggunaan sumber daya tanah perkotaan.

¢.  Mendorong pembangunan permukiman berkepadatan linggi.

Untuk meningkatksn daya guna tanah perkotaan, khususnva untuk kota-
kota besar yang berpenduduk mendekati 1 juta jiwa atau lebih perlu dibangun
rumah susun. Dan pembangunannya disesuaikan dengan tingkat sosial yaitu untuk
masyarakat golongan herpenghasilan tingg perlu dibangun rumah susun mewah,
uniuk golongan menengah perlu dibangun rumah susun menengah, scdangkan
untuk masyarakal berpenghasilan rendah perhu dibangun rumah susun sederchana,
Untuk masyarakat golongan rendah masth banvak kendala yany dihadapi.
Beberapa persealan dalam pembangunan rumah susun untuk masyarakat golongan
rendah ialah masyarakat golongan berpenghasilan rendah belum terbiasa tinggal
di rumah susun.

Pembangunan perumahan dan permukiman seringkali menyalahi rencana
tata riang, akibalnya perumahan dan permukiman yang dibangun tidak sinkron

lagi dengan lingkungan sekitar,

™' Peratumm Pemerintzh Nomor 4 Tahan 1988 tentang Rumah Susun, Fasal ? avat 2.
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D. RUMAII SUSUN SEBAGAI BENTUK RUMAH HUNIAN DAN
PENDAFTARANNYA
1. Rumah Susun Schagal Bentuk REumah Hundan
Pada kenyataannya, rumah berfungsi sebagam tempat berhndung dam
cuaca, gangguan, serta bahaya, juga schagai tcmpat beristirahat unnuk
memulihkan kcmbali tenaga vang telah digunaksn, menghilangkan ketegangan
dan untuk menjadikan dirinyn sendini menjadi manusia seutubnya. Dengan
bantuan keluarga kita mendapatkan pendidikan utama, sehagal contoh yang terjad:
pada masyarakat Jepang,” The Family was not only the basic biological and
economic unil of society, bul |, as the main agenl of socialization for the child, it
was also an ethical and moral school of great importance, ™"
engan demikian dapat dikatakan bahwa perumahan mempakan salah satu
kondisi untuk memungkinkan manusia menghadirkan diri secara wajar, diyakini
perumahan meropakan faktor yang ikut menentukan, atau membentuk manusia
scrta tingkah lakunya dengan akibat-akibatnya atas sesama anggota masyarakat
dalam kehidupan sehari-hari. Arti rumah bogi manusia, akan sama juga dalam
pengertiannya untuk manfast pembangunan rumah susun sehagai hunian,***
Pembangunan perumahan yang dilakukan selama mi baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, belum dapat mengimbangi laju perrumbuhan penduduk yang

sangal cepat. Keadaan tersebut terutama dirasakan di daerah perkotaan, karena

P2 INESCLY, Scieace Folicy oad Orparizadion of Research in Jopan, Paris, 1967, him. 61,

M iswons Yudohusode, Rueorah Omk.. OO, bl 345,




tingkat pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan jauh lebih besar daripada
pedesaan,™’

Meningkatnya jumlah urbanisasi di perkotasn bukan saja terjadi pada
masyarakat Indonesia, pada masyarakat perkotaan di seluruh dunia akan
mengalami hal yang sama yaitu meningkatnya jumlah penduduk vang melakukan
urbamsasi di perhotaan, wbanisasi yvang juga lerjadi di setiap negara, bukanlah
gejala yang terpisah, melainkan mewakili proses yang berkailan sccara rumit
denpan pembanpunan  keseluruhan bangsa di bidang ekonomi, sosial dan
politik. Bagi negera Malaysia masalah urbanisasi di samping disebabkan olch
masa lalu perkotaan Malaysia sendin, juga disebabkan oleh daya-daya dari luar,
urbanisasi di Malaysia dapat dilihat sebagai proses keterlibatan lokal dari kota-
kota gudanyg, vang lanpa wilayah pedalaman, melalui urbanisasi kolonial, dimana
dinamika urbanizasi semakin banyak dibentuk oleh dinamika ekonomi dan sosial
dalam negeri.”

Begitu pula pada negara Singapura masaluh penduduk yang juga menarik
adalah kedatangan banyak mmigran dar scluruh Asia pada tshun-tahun pertama
usia kotanya, namun pola penerimasnnya sangat berlainan. Singapura banyak
sekali menyerap pedagang-pedagang Cina dan pengrajm-pengrajin dari Malaka
mereka memutuskan untuk menimggalkan Malaka agar dapat tinggal di Singapura.

Pembangunan Rumah Susun dijadikan solusi dalam mengurangi masalah

pcmbangunan perumahan dan permukimean pada masyarakat perkotaan, dengan

i .« Soctolngt Perkotaar {irbanisaxi | Lae €




)

jumlah kepadatan penduduk yang tinggd yang tidak diimbangi dengan luasnya
lahan,

Pembangunan rumah susun dimaksudkan untuk menyediakan hunian vang
layak bagi orang dan badan hukum, oleh karena itu perumahan tersebut harus
memenuhi standar scbagai hunian vang harus memenvhi syaral, batk dan
kesehatan, kenyamanan dun keastian dari rumah terscbut. ™

Tujuan dibangunnya rumah susun adalah -7
a. Dapat memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama
golongan masyarakal yang berpenghasilan rendah yang menjamin kepastian
hukum dalam pemanfaatannya
b. Meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di dacrah perkotaan dengan
memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan
permukiman yang lengkap scrasi dan scimbang,.

Peraturan mengenal rumah susun telah diatur sebelumnya pada Undang-
Undang Nomeor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, kemudian terbit juga
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tabun 1988 tentang Rumah Susun. Dinyatakan
dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1935, pada Pasal 3 ayat (1) butir a,
hahwa mjuan dibangunnya remah susim “Untuk memenuhi  kebutuhan
Perumahan yang layak bagi rakyat yang berpenghasilan rendah.” Pengaturan
rumah susun diharapkan unmuk dapat meningkatkan wsaha pembangunan dan
permukiman yang fungsional bagi kepentingan rakyat banvak. Mendukung
konsep tata ruang dan meremajakan dacrah kumuh, optimalizasi  penggunaan

"™ Supriadi, Hukum Agraria, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007, hlm. 245

*"Budi [arsono, [Tukum Agrarta._. . Co.Cir, hlm. 358,




sumber daya perkotaan, serta mendorong pembangunan permukiman yang
herkepadatan tinggi. Pembangunan rumah susun bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, dengan meningkatkan daya guna
dan hasil guna tnah di dacrab-dacrah yang berpenduduk padat yang hanya
tersedia luas twnah yang terbatas. Dalam pembangunannya sendiri  harus
diperhatikan antara lain kepastian hukum dalam penguasaan dan keamanan dalam
pemantaatannya, kelestarian sumber daya alam vang  bersanpkutan  serta
penciptaan permukiman yang nyaman, lengkap, seras1 dan ﬂcimhang.‘m

Pembangunan perumahan dalam bentuk romah susun atau banguman
gedung bertingkat sering diperlukan dan bahkan telah menjadi kebutuhan vang
sangat mendesak., Dalam hal mi yang perlu dipikirkan 1alah  bagaimana
menciptakan kondisi yang diperlukan dengan mengadakan penyesualan sosial
budaya yang mchputi sarana lidup, tata ludup dan nilm ladup schingga rumah
dapat berfingsi dengan baik.

Pengembangan rumah susun sebapai perumahan rakyat, jelaslah bukan
masalah yang berdin sendin, akan tetapn merupakan bagian dan usaha menaikan
kembali rasio yang Kian menurun akibat pertambahan dan kepadatan penduduk
tersebut yang terlampan tinggi.

Satuan Rumah Susun dapat dikatakan mulik perscorangan apabila dikelola
sendiri oleh pemiliknya, sedangkan vang merupakan hak bersama  harus
digunakan dan dikelola secara bersama karena menyangkut kepentingan dan

kehidupan orang banyak. Pengpunasn dan pengelolaan SRS ini harus distur dan

PRI him. 345,
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dilakukan untuk suatu perhimpunan penghuni yang berkedudukan scbagai Badan
Hukum yang memiliki tugas dan wewenang mengelola dan memelihara rumah
susun beserta lingkungannya serta menerapken peraturan- peraluran mengenai tata
tertib penghuman.

Dalam Pasal 9 ayvat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang
Rumah Susun Juncto Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
1988 disebutkun objek pengelolaan Saluan Rumah Susun adalah :

a. Penpawasan terhadap penggunaan bangunan bersama;
b. Benda bersama;

c. Tanah bersama;

d. Pemeliharaan serta perbaikan;

e. Pecmbangunan sarana hmghkungan;

i.  Fasilitas sosial.

Tugas Badan Pengelola adalah (Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 1988 tcolang Rumah Susun). Pertama, mclaksanakan pemeriksaan,
pemeliharaan kebershan rumah swsun dan lingkungannya pada bangunan
bersama. benda bersama, dan tanah bersama. Kedua, mengawasi ketertiban dan
kcamanan penghuni scrta penggunaan bangunan bersama, benda bersama dan
tanah bersama sesuai dengan peruntukannya. Ketiga, secara berkala memberikan
laporsn  kepada perhimpunan penghuni diserial permasalshan dan usulan
pemecahannya

Pada sast ini pembangunan rumah susun sclain dipergunakan scbagai

hunian dapat pula dipergunakan scbagai non hunian. Hal im dyelaskan pada
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Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, bahwa
mengenai pemantaatan rumah susun baik sebagai hunian maupun bukan hunian
wajlb melaksanakan serta memenuhi kelentuan yang terdapat pada Pasal 5
peraturan ini, hal ini mulai terjadi dan banyak diminati oleh masyarakat karena
dianggap lebih bak.

Perbedaan twjuan dibangunnya rumah susun selain sebagal lempat hunian
yang menciptakan sesuatu hal yang dimaksud dengan nilai komersial, Nilai
komersial pada rumah susun yang mengpunakan konsep campuran vaitu antara
hunian/kios-kios (komersial) pada rumah susun ditentulan =%

1. Untuk non human harga jual lebih mahal jika dibandingkan dengan hunian
Z. Harga jual human dengan makin rendah letak lantainya maka akan semakin
mahal harga jual/nilai komersialnva.

Pembangunan perumahan dan permukiman dalam hal pembangunan untuk
Rumazh Susun tidak dapat terlepas begit saja dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan CGedung, dengan
pertimbangan bahwa pembangunan rumah susun dengan bangunan pedung
memiliki tkatan yang erat, yartu merupakan salah satu wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi ¥ang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian  atau
kescluruhannya berada di atas danfatau mr yang berfungsi sebagai tempat
meclakukan kegiatannya, baik hunian atau lempat tinggal, kegiatan keagamaan,

kegiatan usaha, sosial, budaya mapun kegiatan khusus™, ™

"Arie 5. Hutagalung, Yebaran Pemikiran. .., Op. Cit hilm. 184.
“S1 inclang-1Indang Nosmoe 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Ceedung, LW Mo, 134 Tahun 2002, TLN Mo
4247, Poezal 5 ayal [
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Undoang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunun Gedung
mengatur mengenai fungsi bangunan gedung, persyvaratan bangunan gedung,
penyelenggaraan bangunan gedung vang di dalamnva termasuk juga hak dan
kewajiban  pemilik dan pengguna bangunan gedung pada  setiap tahap
penyelenggaraan bangunan gedung. Keseluruhan maksud dan wjuan peraturan
lerscbut  dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, kescimbangan, dan
keserasian bangunan dengan lingkungannya bagi kepentingan masyarakat vang
berperikemanusiaan dan berkeadilan. Fungsi bangunan gedung dapat schagai
hunian, baik untuk mmah tinggal tungpal, rumah tinggal deret, rumah susun dan
rumah tinggal sementara, dimana fungsi tersebut harus sesuai dengan peruntukan
lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Tata Ruang '

Pada bangunan geduny mempunyai persyaratan vang tidak jaoh berbeda
dengan apa yang menjadi persyaratan dalam pembangunan rumah susun. Pada
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Bangunan (iedung vang
memperjclas pernyataan Pasal 16 ayat (1). Pada undung-undang vang sama
mengenal persyaratan kesehatan yang meliputi persyaratan sistem penghawaan,
pencahayaan, sanitasi, dan penggunasn bangunan gedung, Bangunan rumah susun
dengan bangunan gedung mempunyai perbedaan pada masing-masing fungsinya
dimana dalam bangunan gedung ini mempunyai fungsi yang sangat luae 0

Fungsi dan bangunan gedung, juga berfungsi sebagai tempat hunian,
Apabila terjadi perubaban fungsi bangunan gedune maks perubahan ini harus
mendapat persctujuan dan Pemerintah Dacrah setempat, yang mana oleh karena

"I Indang-1Indang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 5 avat 1 dan 2

2 Uinlang=Indany, Momor 28 Tahun 2002, ced i, Pasal 5,




lungsi bangunan gedung sendin ditetopkan olch Pemerintah Daerah dun
dicantumkan dalam Izin Mendirikan Bangunan,

Setiap orang atau badan hukum berhak memiliki selurub bangunan gedung
atau bagian dan hangunan gedung dan kewajiban dari pemerintah sendin untuk
mendata bangunan gedung dengan tujuan terciptanya tertib pembangunan dan

Peran  serta masyarakal sceara aktif bukan hanya dalam rangka
pembangunan perumahan dan permukiman scrta pemanfastan gedung untuk
kepentingan mereka sendin, tetapi juga dalam pemanfaatan serta peran bagi
pembangunan secara umum. Tidak hanya itu tidak terlepas dari jasa konstruksi
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi baik sebagai
perencany, pelaksana, pengawss atau manajemen konstruksi dan supaya dapat
lebih terorganisir serta tidak bertentangan dengan  hukum lingkungan.

Scgala penyelenggaraan bangunan gedung baik yang dilakukan oleh
pemenintah, swasta, masyarakat, serta dilakukan oleh pihak asing wajib memenuhi
serta mematuhi  ketentuan yang tercantum dalam  undang-undang  tentang
Bangunan Gedung ini. Diberlakukannya Peraturan Mengenai Undang-Undang
Bangunan Gedung i diharapkan agar terjadi keseimbangan antara kondisi sosial,
ekonomi, serta budaya masyarakat yang beraneka ragam. Untuk itu dibarapkan
agar pemerintah  terus  mendorong, memberdayakan dan  meningkathkan

kemampuan masyarakal dalam memenuhi kebutuhan dan m&ningkaikm

Kescjahteraan.
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2. Pendaftaran Rumah Susun

Pembell maupun dalam istilah lain pemilik yang akan menempati satuan
rumazh susun yang telah mempunyai sertipikat hak atas satuan rumah susun dapat
melakukan perbuatan hukum berkenaan atas tanah yang dimilikinya, misalkan hak
menjual. menghibahkan, menukar, dan mewariskan atau menjadikannya sebagai
agunan. [n samping itu yang hersangkutan juga dapat memohon perpanjangan dan
pembaharuan  hak alas tanah bersama sebagai suatu hak atas tanah yvang
mempunyai jangka wakiu tertenn, Jadi pemilik atau konsumen dard rumah susun
ini tidak perlu ragu ataupun khawatir terhadap hak atas tanahnya yang akan dia
muliki.

Rumah susun dapat dibangun di atas tanah bersama yang alas haknya
adalzh hak guna bangunan dan hak pakai. Subyek hukum yang dapat memiliki
rumah susun yang dibangun di atas alas hak guna bangunan adalah warga negara
Indoncsia, scdangkan warga negara asing hanva dibolehkan memiliki rumah
susun yang alas haknya adalah hak pakai.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentany Rumah Susun
pada ketentuan umum dalam Pasal | yang dimaksud dengan:

2. Penyclenggara pembangunan adalah Badan Usaha Milik Negara atau Daergh,
Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam bidang
pembangunan rumah susun serta swadaya masyarakat,

b. Akta pcmisahan adalah tanda bukti pemisahan mimah susun atas satan-satuan

rumah susun, bagian bersama. benda bersama, dan tanah bersama dengan




pertelaan yang jelas dalam arah horizontal dan vertikal yang mengandung nilaj
perbandingan proporsional.

c. Pemerintah  daerah  adalsh  pemerintshan  daerah  tingkat I
kabupatenvkolamadya dan pemerintahan daerah tngkat [ Daerah Khusus
Thukota Jakarta.

Sebelum mengarah kepada cara dan syarat dari pembangunan rumah susun
perlu dijelaskan _tc-.:l-:bih dahulu tentang subyck dari rumah susun tersebut, antara
laim;

a. WNI baik perorangan maupun swadaya masvarakat;

b, Badan hukum swasta nasional;

c. BUMN/BUMI

d. Koperasi;

¢. Warga Negara Asing (bila haknya adalah hak pakai)

Dusar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang
rumah susun, UUPA, serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang
rumah susun. Pengaturan dan pembinaan rumah susun yang sesuai dengan
peraturan-peraturan  di  atas  diarahkan apar dapat meningkatkan usaha
pembangunan dan permukiman vang fungsional bagl kepentingan rakyat banyak.
Mendukung konsep tata ruang vertikal dan meremajakan dacrah kumuh serta
mengoptimalkan penggunaan sumber daya masyarakat perkolaan.

Untuk menjamin kepastian hak bagi pemilikan satvan rumah susun,

pemennilah memberikan alat pembuktian vang kuat berupa sertipikat Ilak Milik

atas Satuan Rumah Susun yang diterbitkan olch Kantor Badan Pertanahan
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Kahupaten/Kotamadya setempat, Berbeda dengan sertipikat hak atas tanah yang
terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur schagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka sertipikat Hak
Milik atas Satuan Rumah Susun ini terdiri dari:™
a. Salinan buku lanah dan surat ukur hak tanah bersama menunyt Ketenluan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah;
b, Gambar denah tingkat rumah susun yang bersangkutan, yang menunujukan
satuan rumah susun yang dimiliki;
c. Pertelaan mengenal besamya bagian hak atss bagian bersama, benda bersama,
dan tanah bersama.
Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahlkean dan dijilid
dalam satu sampul dokumen. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16
Talwn 1985 sertipikat HMSRS ini harus sudah ada schelum satuan-satuan rumah
susun yang bersangkutan dapat dijual. Sctiap HMSRS didaftar dalam 1 (satu)
buku tanah IIMSRS. Untuk pendaftaran HMSRS mempergunakan daftar isian
yang digunakan dalam  penyelengparaan pendaftaran serta diperlukan pula
beberapa daftar tambahan, yaitu:*
a. TDaftar buku tanah HMSRS yang dibuat desakelurahan;
h. [aftar gmnhar: rumah yang diberi nomor urut per tahun  per

kabupaten/kotamadya atau per satezan wilayah kerja kantor pertanahan,

M iowann Yudohumseds, Fumeh Dk him 358

it
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Semua sertipikat HMSRS terschut pada mulanya masih atas nama
penvelenggara pembangunan, Setelah satuan rumah susun yang bersanglanan
dibeli, maka pendaftaran peralihan hak oleh Kantor Badan Perlanaban dalam buku
tanah. Kemudian sertipikat diserahkan kepada pembeli sebagai pemilik yvang baru.
Sertipikat HMSES merupakan suatu kelembagaan hukum baru yang bertujuan
untuk menjamin kepastian hukum dan berfungsi schagai alat pembuktian vang
kuat bagi pemegang haknya.*"”

Rumah susun beserta linghkungannya digunakan untuk humian pada
tinpkat-tingkat tertentu. Bagm rumah susun yang berlantad agar dibangun beberapa
lantai dimana dalam lantai tersebut dapat melakukan kepiatan bersama dalam
ruang lingkup rumah susun tersebut, agar terasa Keserasian antara penghuni rumah
susun lersebut sehingga telah tercapai mujuan pembanguman rumah susun schagai
tempat hunian.

Scsuai dengan Pasal 7 Undeng-Undang Nemor 16 Tabun 1985 tentang
Rumah Susun, jika satuan rumah susun akan dipergunakan unduk human di
atasnya atau kepentingan lain harus atas dasar kesepakatan para pemilik rumah
susun dan jika rumah susun tersebut sehagian atan keselurmuhannya direncanakan
untuk diubah peruntukannya menjadi pertokoan atan sebaliknya semula pertokoan
menjadi untuk hunian, perubahan itu harus mendapatkan pula izin dahuly dari
pemerintah daerah vang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (1)

Undang-lndang Rumah Susun. Lan layvak huni bagi saman rumah susun dapat

dikecluarkan bils peluksansan pembangunan scsuai dengan seg arsitcktur yang
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telah ada baik menyangkut konstruksi instalasi dan perlengkapan bangunan

lainnya telah sesuai dengan persyaratan dalam mendirikan bangunan.
Penyelenggara dalam rumah susun dapat mengajukan keberatannya

kepada Crubemur apabila tidak ada kesamaan antara pendapat dalam pemeriksaan

dengan rumah susun yang telah selesai dibangun menunit ketentuan dan

persyaratan vang telah ditctapkan dalam [zin Mendirikan Bangunan. |
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentung remah
susun bahwa setiap pembangunan rumsh susun harus memenuhi persvaratan .
teckmis yang hams dipenuhi dalam pembangunan rumah susun, vato; |
1. Persyaratan teknis unfuk ruangan
Persvaratan teknis adalah persyaratan mengenai strukiur bangunan, keamanan,
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan lain-lain yvang berhubungan dengan

rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan yang

distur dengan peraturan perundang-undangsn  serta  disesuaikan  denpan
kebutuhan dan perkembangan, Discbutkan dalam Bab 11T bagian pertama pada

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 bahwa di dalam perencanaan harus

dapat dengan jelas ditentukan dan dipizahkan maging-masing rumah susun
serta perbandingan proporsionalnya. Semua ruangan vang dipersunakan untuk |
kr,:ginlal:i sehari-hari, harus mempunya hubungan langsung maupun tidak '
langsung dengan wdara luar, pencahayaan dalam jumlah yang cukup. Apahila
hubungan langsung manpun tidak langsung dengan wdara lwar dan

pencabayaannya dalam jumlah langsung maupun tidak langsung secara alami,

tidak mencukupi atau memungkinkan, maka harus divsahakan adanya




pertukaran uwdara dan pencahaynan buatan vang dapat bekerja secara terus-
menerus selama ruangan tersebut digunakan, Pembangunan ramah $usun harus

direncanakan dan dipertntungkan kual dan tahan terhadap:

a. Benda mat;
b. Benda berperak;
¢. Gempa, hujan, angin dan banjir;
d. Daya dukung tanah;
¢. Kemmgkinan adanya beban tambahan, baik dan arah vertikal maupun
honzontal,

2. Persyaratan administratit
Persyaratan administratif adalah persvaratan mengenai perizinan usaha dari
perusahaan pembangumsn perumahan izin lokasi danfatan perunmukkannya
vang diatur dengan peraturan Kepala BPN Nomeor 02 tahun 1992

3. Kelengkapan rumah susun
Fumah susun harus dilengkapi dengan kepentingan umum misalkan jaringan
air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, saluran permbuangan, alat transportasi,
dan jaringan telekomunikasi. Dalam lingkungan rumah susun harus dilengkapi
dengan prasarana lingkungan yang berfungsi sebagai penghubung unmk
]:.Fpr:mingan sehari-hari. Perizinan rumah susun  diberikan oleh Pemerintah
acrah yang harus dilengkapi dengan:™
a. Scriipikat hak atas tanah;

b. Fatwa peruntukan tanah (advise planning};

Wandi Tlannzsh, Dezar-Dzar Hukwm. . Op Ciz, hle 35,
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Yaitu suatw keterangan yang memuat lokasi yang dimaksud terhadap
lingkungan sekitamnya beserta penjelasan penmtukkan tanah dengan
perincian mengenai kepadatan banpunan.

¢. Rencana setapak (site plan);

Yaitu rencana tata letak bangunan,

d. Gambur rencana arsitcktur yang mcmuat denah dan potongan beserta
pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan vertikal dan
horizontal dan satuan rumah susun;

€. (ambar rencana struktur beserta penghitungannya;

f. (mambar rencana yang menunjukan dengan jelas bagian bersama benda
bersama dan tanah bersamas

g. Gambar rencana janngan dan mnstalasi beserta kelengkapannya,

Hak Milik atas satuan rumah susun dapal terhapus apabila:"

a. Hak atas tanahnya terhapus karena kepentingan hukum dan scsuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Tanah atau bangunannya telah musnah;

¢. Terpenuhinya syarat batal;

d. Pelepasan hak secar sukarcla.

Apabila Hak Milik atas Satuan Rumah Susun tersebul dibapus karena
akihat dari hal vang pertama, yaime tanahnya terhapus denu kepentingan
hukum dan terpenubinya syarat batal maka pemilik hak aras satan rumah

susun berhak memperoleh bagian atas malik bersama terhadap bagan

r%mmfﬁmhﬂﬁﬁf-ﬁﬂdﬁgﬁm g
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bersama, benda bersama dan tanah bersama  sesvai dengan nilai

perbandingan vang proporsional.

E. FEMENUHAN KEEUTUHAN PERUMAHAN

Pada kenyataannya, pemenuhan akan rumah masih jauh dari perhitungan
kebutuhan, Tlal ma dapat dilibat dari realisasi penjualan rumah yang ada, dalam
peniode tabun 1997-2001, penjualan rumah cata-rata mencapal 133 fbu unit,
hanya mencapai sekitar 17.8% dan perbitungan kebutuhan akibat pertambahan
Jumlah penduduk. Sementara proveksi kebutuhan rumah di Indonesia per tahun
diperkirakan 745.000 unit.*"

World Bank memperkirakan kebuluhan perumshan di Indonesia 10
{sepulub) tabun mendatang adalah sckitar 1200000 (satu juta duaratus ribu) unit
per tlahun, With o population of almeast 200 million people, a population srowih
rate in 196 af 1.5 percent, a proverly rate of almost 14 pereent, and 79 percent
challenge in ity housing markets-a challenge to the government, as regulator and
basic promoter, o properly developers, as producers and suppliers; cand o
Jinacial institutions, as key pariners in the provision of vieble housing finance to
the general population or primary market.

The total annual demand for new houses in Indoncsia for the coming 10
vears will be arcwed 1.2 milion, including simple and very simple houses. To
cnstre that people at low and very low income levels have favorable access,

developers to adopt a “1:3:6" principle : For every high income house, developer

**Ehimn ) www Properti.com Pembanpunan Selaor Peramahan Pasca Penghapusan Subsidi KPR 2005 BTN
Masih Memberikan Porsi Terbesar noda Eredit Perumabnn, 20-05- 30402,
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must build a minimum of three middle-class houses and six simple or very simple
houses. "™

Unmuk menjawab kebutuhan itu, scperti vang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIMN) 2004-2009, pemerintah
menargetkan mampu membangun rumah baru layak huni sebesar 1.350.000 unit,
termasuk di dalamnya penyediaan Rumah Susun Scderhana Sewa sebesar 60,000

satuan rumah susun dan Rumah Suwsun Sederhana Milik (Rusunami) bersama

swasta schesar 25.000 unit *!"

Dalam pembangunan perumahan dan permukiman pemerintah Jchih
menitikberatkan pembangunan untuk kepentingan masyarakat Juas, khususnya
bagl masyarakal golongan menengah kebawah, Hal ini dapat dilihat dengan
kelvamya SK Menag/Ka BPN No. 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik
Atas Tanah untuk rumah sangat sederhana dan rumah sederhana, Dalam
keputusannya Menteri Agraria No. 9 Tahun 1997 disebutkan tentang kriteria
mengenal bidang tanah yang dapat diberikan Hak Milik, antara lain:*!!

1. Harga perolehan tanah dan rumah tersebut, dan apabila alas bidang tanah ita
sudah dikenikan Pajak Bumi dan Banpunan tersendiri, Nilai Jual Objck Pajak
{NJOF) tanah rumakh tersebut tdak lenh dan pada Rp 300000.000,- (tiga puluh
juta mipiah). Yang dimaksud harga perolehan adalah harga vang dulu bavar

olch pemcgang hak terakhir (permohonan perubahan hak) untuk memperoleh

¥ hfasakarme Watanabe (editor), Mew THrections in Asian THowsing Finance, Linking Capital Morket and
Housing Finonce, Intemnational Finooce Corporstion (member of Weorld Bank Group), Laporan yang
diprezcntasikan di [FC workshop di Bali, Tanggal 5-3 Febooari 1998, him. 113

At wwewr koaren oot Pemenuban Kebatuhan Peramahan Tok Seimbang. Senin, 15 Juni 2007,

1 raidar, Mekonisme Fengadaan anall [rtuk Pembangnan don Peramoten, US0 Digital Library, 2003,
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rumah dan tanah yang bersanghutan. ITarga perolehan imi dapat dilihat dari
akte jual beli tanah dan rumah yang bersangkutan dalam hal tanah dan rumah
vang bherasal dari perumahan negara golongan 111 dan SK pelunasan sews beli
rumah beserta tanah yang bersangkutan. NJOP dan PBB dapat dilihat dari SP'1
PBEB tahun sebelumnya. Apabila untuk bidang tanah yang bersangkutan belum
dipungut PBB tersendin, karena belum dipisahkan dari Hak Guna Bangunan
maka kriteria mengenai NJOP ini tdak digunakan dan nilai tanah dan rumah
cukup ditentukan oleh harpa perolehannya,
2. Luas tanah tidak lebih dari 200 m”.
Kriteria ini dapat dilihat dari sertipikat Hak (hma Bangunan yang
bersangkutan dan kalau belum ada sertipikatnya dari akte jual beli
3, Diatasnya telah dibangun rumah dalam rangka pembansunan perumahan
masal atau Komplek perumahan, misalnya ;
a. Perumahan yang dibangun olch pengembang untuk dijual kepada
masyarakat
b. Perumahan yang dibangun oleh pemerintah untuk pegawainya termasuk
rumah pegawal negen Golongan 11

¢. Perumahan yang dibangun oleh perusahaan untuk pegawainya

d. Perumahan vang dibangun oleh koperasi uniuk anggotanya,
Kritcria ini dapat dilihat dari akte jual beli tanah dan rumah vang !
bersangkutan alau dokumen lain yang menyertai jual beli.

Pasal 2 Kepulusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No.2 Tahun 1998

lentang Pembenan Hak Milik untuk rumah tinggal. Pasal 2 Kepurtusan Menteri
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Megara Agraria/Ka Badan Pertanahan Nasional menyebutkan yvang dimaksud

dengan:*"?

1. Pegawai negeri adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian termasuk yang
sudah pensiun,

2. Rumah negara Golongan Il adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan
pemerintah No. 40 Tabun 1994 tentang Rumah Negara.

a. Tanah untuk rumah tnggal yang telah dibeli olch pegawai negen dad
pemenntah dan tanah dilunasi harganya diberikan kepada pegawai negen
vang bersangkutan dengan Hak Milik.

b. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah yang berazal dari tanah
untuk rumah tinggal vang telah dibeli oleh pegawai negeri dari pemerintah
dan masih atas nama pegawal negeri yvang bersangkutan atan ahli wars
atas permohonan yang bersanghulan dihapus dan diberikan kembali
kepada bekas pemegang halmya dengan ITak Milik.

¢. Tanah Hak (runa Bangunan atau Hak Paka yang berasal dan tanah untuk
rumah tinggal yang telah dibeli pegawai negeri dari pemerintah yang
sudah habis jangka waktunya, dan masih dipunyai oleh pegawai negeri
vang bersangkutan diberikan Hak Milik.

Untuk memperoleh Hak Milik scbagaimana dimaksud, dalam avar

{1} dan p::.ndaﬂﬂmnnya. pemohon wajib membavar uang administrasi

kepada negara scbhesar Rp. 150.000.- (scrams lima puluh ribu rupiah) serta




biaya pendaftaran hak  sesual  ketentuan Peraturan Kepala Badan

Pertanahan No.2 Tahun 1992 tentang Pendaftaran Tanah.

Unmuk permohonan pendattaran Hak Milik diatur dalam Pasal 3 vaitu:

1.

ek

Permohonan pendattaran Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2
Huruf a disjukan kepada Kepala kantor Peranahan sctempat dengan
sural sesuai bentuk sebagaimana contoh dalam lampiran I keputusan
mu dengan disertai:
a. Untuk tanah yang diatasnya berdiri ramah negara Golongan III:
1. Surat tanda bukti pelunasan harga rumah negara dan tanabnya;
1. Surat Keputusan Departemen Pekerjaan UUmum bahwa rumah
yang bersangkulan sudah menjadi milik pemohon, dan
iii. Bukti identitas pemohon
b. Untuk tanah lainnya :
1. Surat tanda bukti pclunasan dengan tanah yang bersangkutan
1i. Surat pelepasan hak atas tanah dari lembaga Tertingg atan
tinggi Negara
1. Bukti identitas pemohon

Atas permohonan pendaftaran hak sebagaimana dimaksud pada aval

(1) Kantor Pertanahan melakukan pengukuran tanah  yang
II.‘I'HI;nglI[aD.
Atas permohonan pendaftaran hak scbhagaimana dimaksud pada ayat

(1) Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan perintah setor pungutan
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan biaya pengukuran

sehagaimana dimaksud pada ayat (2).
Jika permohonan pendaftaran perubahan [ak Guna Bangunan atau Hak

Pakai menjadi [lak Milik diatur dalam Pasal 4:

1. Permohonan pendafiaran perubahan Hak Guna Bangunan atag Iak Pakai
menjadi Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huref b dan
pendaftaran pembenan [lak Milik scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat.{1) huruf ¢ diajukan kepada Kepala kantor Pertanahan dengan surat sesuai
bentuk sebagaimana contoh dalam lampiran [11 Keputusan i dengan disertai -
a. Sertipikat HGB atau Hak Pakai atas tanah yang bersanghkutan
b. Bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah yang telah dibeli oleh pegavwsai

negeri dan pemerintah vait ;

1. Tanda buku pelunasan harga rumah dan tanah yang dikeluarkan oleh
nstanst yang berwenang:

.. Surat keputusan Departemen PU bahwa rumah negara yang
bersangkutan sudah menjadi Hak Milik pemohon, atau;

iil. Surat pelepasan hak atas tanah dan lembaga terting negara;

1v. Bukti lain bahwa tanah tersebut adalah tanah yang telah dibeli oleh
Pegerwent megreri dan pemerintah.

2. Alas permmobonsn pendaftaran perubahan hak schagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala kantor Pertamahan mengeluarkan perintah sctor pungutan

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (2).
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l'antangan terberat dalam pemenuban kebutuhan perumahan sast ind dan
masa datang, adalah bagaimana menyediakan perumahan vang memenuhi
persyaratan layak huni dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Maka dari ity
penyediaun fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi faktor penting
dalam penyediaan perumahan di Indonesia, karena hanya sedikit masyarakat
berpenghasilan menengah ke bawah yvang mampu membeli rumah secara tunai.

Pada tahun 1974 pemerintah  menclapkan  kebijakan  pembangunan
perumahan winuk masyarakat kelas menengah ke bawzh. Untuk jtu Bank
Tabungan Negara (BTN) ditunjuk sebagai wadah Pembiayaan kredit perumahan
rakyat."" Selain pemberian kredit pemilikan rumah (KPR), dalam rangka
pelayanan pembangunan perumahan agar lebih terjangkau ke strata pendapatan
masyarakat paling bawah, maka pemenntah menawarkan pembangunan
perumahan dengan pendekatan yang bertumpu pada kemampuan masyarakat
dengan paket kredit yang disebut paket kredit Triguna, ™! yaitu kredit untuk
pengadaan lahan biaya konstruksi dan modal pengembangan usaha,

Reformasi kelembagaan BTN diarahkan untuk memberikan pelayanan
yang lehih baik kepada pasar perumahan, khususnya masyarskat berpenghasilan
rendzh, melalni vpaya: memfolmskan kembali kegiatan BTN pada orientasi
kegiatan semula, yaitu peningkatan pelayanan kredit pembiayaan pengadaan
rumah sederhana sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembiayaan

kredit Konstruksi bagi pengembang untuk pengadaan rumah sederhana sehat:

M Properti Indonesia, 5§ Keell Tang Tumbn Famtastis, Momor 28, Mei 1996, him, 31,

“Sambutan Menteri Negara Perumahan Rakyat Pada Diskuei Tentang Lembaga dan Kemumpimanma
decandry Mortmoge Faciltly (SkF] & edoresia, Jakara 18 Juli 1996




mengurangi peran BTN sccara bertahap sebagai lembaga koordinasi KPR
bersubsidi, setelah program pengembangan subsidi yang baru dapat berjalan;
secara berangsur-angsur mengurangi perlakuan khusus pemerintah terhadap BTN
di dalam penyediaan dana KPR bersubsidi yang selanjutnya akan dikembangkan
dengan skema lainnya, seperti penerbitan obligasi, dan kemudian  dapat
mengembangkan peran BTN sebagal lembaga perbankan komersial secara penuh
di dalam pembiayaan kredit perumaban scperti halnya lembaga perbankan
lamnya. Reformasi  kelembagaan Perurn Perumnas  diarahkan  untuk
mengembalikan  orientasi  kegiatan Perum Perumnas di dalam mendukung
program pemenuhan kebutuhan perumahan secars nasional, di samping harus
tetap sehat dari sisi pengusahaan, antara lain: melaksanakan kegiatan yang
silalnva perintisan seperti pembangunan rumah sewa (termasuk Rusunawa) di
kota metropolitan atau besar dan kawasan industri, dan penyediaan rumah
sederhana schat bagt masyarakat berpenghasilan rendah di kota-kota sedang atau
kecil serta kegiatan di bidang permukiman dan perumahan lainnya vang bersifat
sosial maupun kegiatan lainnya yang belum menarik untuk dikembangkan olch
badan usaha milik swasta; mengembangkan anak perusahaan schagai peningkatan
usaha komersial yang mampu mengelola penyediaan lahan dan prasarana
perumahan Jdan permukiman berskala besar sesumi denpan pengembangzn

kawasan perkotaan di kota metropolitan atau besar; serta menjadi kepanjangan

pemerintah schagai agen pemberdayaan (enabling agenr) di dalam pengembangan
perumahan dan permukiman secara nasional. Pengembangan kelembagaan juga

diarahkan schingga dapat menurunkan biaya produksi rumah, seperti melalui
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pencapaian perencanaan, perancangan, pelaksanasn, pemeliharaan dan rehabilitasi
perumahan, prasarana dan sarana dasar permukiman vang efektif dan cfisicn,
pengembangan dan mendorong ketersediaan bahan-bahan dasar bangunan yang
diproduksi daerah secara lerjangkaw, serta peningkatan kapasitas lokal di dalam
menghasilkan bahan bangunan dan teknologl konstruksi vang sehat dan ramah
lingkungan. Pembiayaan bagy pembangunan perumahan dan permukiman perlu
memperhatikan kemungkinan-kemungkinan pengembangan sistem pembiayaan
perumahan nasional secara makro dan mikro. Titik tekan pembiayaan diarahkan
pada pengurangan subsidi pemerintah kecuali untuk pengadaan perumahan bagi
masyarakal yang berpenghasilan rendah. Adapun lembaga pembiayaan nasional
perumahan dapat bergerak di pasar primer perumahan dengan menggali dan
memanfaatkan sumber-sumber pendanaan perumahan tingkat nasional melalu
mobilisasi  Jana  perumahan.  Sehingga mampu menyediakan pembiayaan
perumahan untuk masyarakat yang tak berakses ke perbankan, melalui kredit
mikro, dana bergulir dan mom morrgage loan*" Menjadikan harga rumah
terjangkau secara mikro dapat dilakukan melalui tiga cara: Pertama, pendckatan
dari sudut pengadsan dengan melakuksn peningkatan efesiensi  melalui
rasionalisasi dalam segala aspek. Kedua pendekatan dan sudut pengadaan vang
dikonsepsikan scbagai produk massal, kematan berulang dalam satu satuan
wilayah, schingga dapat menggunakan skala ekonomi yang lebih besar dalam
pembangunan dan meningkatkan efisiensi melalni pengulangan dan Ketiga

pendekatan inkonvensional denpan pelibatan masyarakat dalam proses pengadaan

"Bambang Parudiu, Pergadam Perumahan Kot dengan Pernn Sertn Masvarokat Kerpenghasilon Rendah
Bandung: Alumni, 195,
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rumah. ketiga macam pendekatan dikonsepsikan dalam konteks pembangunan
perumahan secara masal dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah, dimana
penckanan biaya akhimya akan dinikmati oleh penghuni rumah sebagai end-
user, "’ Untuk memberikan bantuan dana atau kemudahan kepada masyarakat
dalam membangun rumah sendit atau memiliki rumah arau satuan rumah susun,
pemerintah atav pemerinah Daerah melakukan upaya pemupukan dana, Banfuan
dan atau kemudahan berupa kredit bersuku bunga rendah, subsidi, habah,
keringanan di bidang perpujakan, pembangunan prasarana oleh Pemerintah
Daerah dan usaha-usaha lain yang dapat mengakibatkan harga ramsh menjadi
lebih rendah. Maka upaya pengembangan Sistem National Housing Fund perlu
dipikirkan beberapa kebijakan melalui:"’
. Pasar Primer
1. Skema im-house financing
Perusahaun perumahan dapal mengunakan skema in-house fingacing vain
skema pembayaran dengan mencicil hingga serah terima rumah terjadi,
2. Skema Kredit Pemilikan Rumah
Kredit pemilikan rumah (KPR) adalah pinjaman yang didukung dengan
kolateral berupa properti (rumah) serta merupakan sebuzh perjanjian kontrak
antara kreditor dan debitor, di mana debitor menyerahkan pertangpungan
properiinya schagai jaminan atas pembayaran utang pembelian rumah,

Pembiayaun perumahan di Indonesia masih sangat tertinggal. Apakila dilihat

“lasun Pocrbo, Lingkwigan Bingan (ntut Ratyar, Bandung: Akatiga, 1999,

"Hukooy Sckretsrist Direktorat Jeadral Poumshen dan Permukimisn Depariemen Permuliman Dan
Prusurana Wilayah. Lapnraa Akhie Kaplan Tekniv Peryempurnaen Hukum Nasional Ridang Perumalvan dean
Permuliman, Tabun Angparon 2003,
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dari Rasio kredit terhadap GDP. Adapun perbandingan Indonesia dengan

negara lain adalah sebagai berikut:*'®
Negara 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Filipma N/A N/A N/A 14 1.4 1,1 1,2 (.48 0,3 0.8
Indonesia 1.9 2.6 3.0 3,1 3,2 [ A v 1,3 1.4 1,4
Thailand 7.1 84 89 94 95 90 83 73 69 74
Rores: 103102371001 165 1LF 125 127 130 13 154
Malaysia 34 72 7.5 ¥ 104 137 160 170 257 2717
AL 316 31,9 318 318 322 337 360 363 405 453

Jepang 318 334 362 383 401 413 443 449 467 480

(rambaran ini menunjukkan adanva keterbatasan lembaga pemhayaan
dalam membiayai pembangunan perumaban. Padahal sektor perumahan pada

umumnysa mempunyal peranan penting bagi perekonomian Indonesia.

b. Pasar Sekunder

[alam model perekonomian vang lebih maju, di mana pasar modal telah
menjadi bagian 1k terelakkan dalam mendukung pertumbuban ekonomi sebush
negara melalui mobilitas pendanaan yang lebih luas, pasar modal dapat menjadi
sumber pendanaan dalam KPR, Melalui pendanaan kembali KPR melalui surat
utang di pasar modal, sumber pendanaan bagi KPR yang wadinya hanya bertumpu
pada pendanaan perbankan menjadi lebih terschar di antara Institusi-institusi lain
yang mempunyai akumulasi dalam jumlah besar; seperti asuransi, dana pensiun,

dan mufual fund (reksadana). Beban perbankan akan lebih ringan ketimbang

“Phritp: v kompas com [Rank Indonesia. CEIC . 13 Oktoher 2003,
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hanya mengandalkan struktur pendanaan yang relatif berasal dari pendanaan
jangka pendek melalui tabungan dan deposito serta akhimya menghasilkan risiko
akibat perbedasn (divergence) antara tenor aset dan Kewajibannva. Proses
partisipasi dan institusi kevangan di atas terhadap pembayaran KPR itu adalah
melalui pasar modal dengan melakuksn pendanaan ulang dari KPR, Bentuk akhir
dan pendanasn ulang KPR i tentu berupa surat utang atau cfck utang vang dapat
diperjualbelikan di pasar modal.*'” Pemerintah perlu melakukan intervensi dalam
bentuk jaminan untuk memobilisasi dari pasar modal terhadap pemberian KPR,
schingga biava pendanaan akan relatif murah, Dengan dukungan pemeriniah yang
memberikan jaminan terhadap risiko kredit KPR vang didanai ulang melalui pasar
sckunder maka peringkat dari sural utang hasil pendanaan ulang akan setara
dengan raling paling tinggi dalam suatu negara, Pemerintah Dacrah berkewajiban
membual kebijakan yanyg diarahkan untuk mengendalikan harga jual rumah atau
harga sewa ramah yang terjungkau oleh masvarakat yang berpenghasilan rendah
atay tidak memilild akses keuangan untuk memiliki rumah. Dalam hal rumah
susun untuk hunian dibangun di atas tanah vang sebelumnya merupakan dacrah
permukiman vang kumuh, maka kepada masvarakat penghuni semula diberikan
prioritas untuk menghuni rumah susun tersebut*™ Penyediaan tanah untuk
pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan dengan:

a. Pengpunaan tanah vang langsung dikuasai negara;

b. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;

“PHukum Sckretaris, Dirckioral Jendral Perumahan Dan Permukiman Depoartemen Peonuliman Dan
Prasaranz Wilavah, Laporan Akhir Kajion {elods Pepempaurngan Hukum Nasionol Bidang Perusahar Dan
Permuidman, Tahon Anpperan 20006,

Prasarana Wilayah, laporan Akhir Kaflan Teknis Keljokaonr Porumahan dan Permukiman don
Pergrelodaon R Swsm, Jakara: Tahun Anrraran 2002
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c. Pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah yang dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah  betkewsjiban membuat  kebijakan untuk  menjamin
ketersediaan perumahan dan permukiman bagi masyvarakal yang berpenghasilan
rendah atau tidak memiliki akses kewangan untuk memiliki rumah dengan
menyediakan anggnran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Setidak-tidaknya pemerintah melakukan usaha-usaha memperluas insentil untuk
masuk ke pasar perumahan bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau tidak
tetap, melalw pencgakkan baku mutu rumah, penyediaan informasi untuk dan
tentang konsumen, sehingga diharapkan pasar Gdak lagi menekankan bahwa
konsumen harus berpenghasilan tetap. Pemerintah Daerah  melaksanakan
kebijakan penyediaan perumashsn dan permukiman bagi masyarakat yang
berpenghasilan rendah atau tidak memiliki akses keuvangan untuk memiliki rumah
dengan menyediakan anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. Pemerintah berkewajiban membangun perumahan publik bagl masyarakat
vang berpenghasilan rendah atau tidak memiliki akses kevangan untuk memiliki
rumah.

Aspek kelembagasn lebih ditekankan pada pemantapan kelembagaan
perumahan dan permukiman, baik ditingkat birokrasi, maupun  ditingkar
masyarakat, dan cara komunikasi vang efektil diantara kedua lembaga tersebu,
Pemenintah berkewajiban membentmuk lembaga yang khusus menangani masalah

perumahan, yang terutama mendukung ketersediaan perumahan bagi masyarakat

yang berpenghasilan rendah atau tidak memiliki akses kevangan untuk memiliki
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rumah. Lembaga ini dapat berbentuk departemen atau non departemen di bawah
presiden yang khusus menangani perumahan dan permukiman. Kelembagaan ini
haruslah tetap eksis scbagal suatu badan yang khusuz menangani masalah
perumahan dan permukiman, walaupun terjadi perubahan struktur kelembagaan
pemerintah. Untuk ite dalam undang-undang pengaturan masalah kelembagaan ini
hares menyebutkan dengan tegas kedudukan lembage ini. Tugas lembaga ind
adalah melakukan penyvsunan  kebijakan, penyediaan fun,gs_i pendukung,
koordinasi, pemantavan dan pelaksanaan program  perumaban*'  Untuk
memperjelas kedudukan dan kapasitas lembaga mibik pemerintah vang menzngani
masalah perumahan dan permukiman, beberapa pengalaman dari nepara-negara
berkembang dapat dijadikan sebagai rujukan.

Dh negara Smgapura dibentuk suam Housing Development Board (HDB)
adalah organisasi yang menjadi bagian dari Kementrian Pembangunan Nasional
(Ministry of National Developmen!) pemerintah Singapura. Tugas utama dar
lembaga imi adalah merencanakan dan mengembangkan perumahan publik yang
berkualitas dan terjangkau, serta infrastruktur penunjangnya. [IDB didinkan pada
tahun 1960 untuk menggamikan peran pemerintah kolonial Inpggns dalam
penanganan masalah perumahan, vang telah berlangsung antara tahon 1927
sampai 1939, Kini kurang lebih $5% rakyat Singapura tinggal di flar yang
dikembangkan olch HIDB, dibandingkan pada tahun berdirinya lembaga ini yang
hanya mencapai 9%, Dukungan pemerintah uniuk perumahan diwujudkan melalui

bantuan  keuvangan dan pinjaman. Secara keseluruhan peran HDB  dalam

! Eko Budihardjo, Sefwmizk Masaiah Permukiman Kota. Bandung: Ahumni, 1998,
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pembangunan perumahan di Singapura tercantum dalum misi organisasi terscbut,

antara laim:

a. Merencanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas perumahan
untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan rumah,

b. Membenkan layanan yang berkualitas pada properti yang dikelola olch HDEB.

¢. Merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program perumashan vang

d.  Mendukung komumtas yang kohesif,

¢. Memajukan keahlian konstruksi dan pengelolaan lingkungan perumahan
{estate managgement ).

f. Membangun organisasi yang dapat dijadikan schagai tempat belajar (learning
orgamization) yang memberikan inspirasi kreatif dan mengembangkan staff
untuk dapat memberikan layanan terhaik,

Butir ke 3 menunjukkan peran HDB yang holistik dalam pembangunan
perumahan  dan  permukiman, mulai dari menctapkan  kebijakan  sampai
melaksanakan program. Namun peran pembuatan undang-undang tetap berada di
tangan pemerintah, meskipun undang-undang terscbut berlubungan dengan peran
HDE. Schagal contoh, pemerintah telah menetapkan Land Acquisitian Act pada
tahun 1967, Melalui undang-undang tersebut IIDB dapat dengan mudsh
membersihkan perumahan kumuh ilegal, untuk pembangunan perumahan 1IDB.
Sampai sckarang, program-program yang dilaksanakan antara lain:

a. Peremajaan bangunan-bangunan tua.

Program ini menggunakan strategi yang dischut Estate Renewal Strategy

(ERS) di mana apartemen-apartemen tua yang awalnya memiliki 1 atau 2
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kamar tidur, dikembangkun menjadi blok-blok flat vang memiliki 4 dan 5
kamar. Lebib lanjut melalui SERS (Selective En hlock Redevelopment
Scheme), apartemen-gpartemen tua yang bersebelahan densan lahan kosong
ditinghatkan kepadatannya dengan pembangunan perumahan vang lchih
imtensif. Prioritas penvewaan diberikan kepada penghuni lama, schingpa
mercka tidak harus meninggalken komunitasoya vang telah dibangun
bertahun-tahun,

. Pelibatan Scktor Swasta dalam Skim Rancang Bangun {Design-Built Scheme),

Dalam skim ini pengembang swasta diundang pada pelelangan untuk
proyek perancangan dan pembangunan perumahan publik, Tujuannya adalah
untuk memberikan pilihan yang lebih bervariasi pada rancangan perumahan,

. Perumahan untuk K¢luarga Berpenghasilan Rendah,

Untuk memberikan akses keluarga berpenghasilan rendah pada Program
Pemilikan Rumah (Home (wnership Program), pemerintah telah menetapkan
Special Housing Assistance Programme (SHAP) yang mengkonsolidasikan
beberapa kebijakan sebelumnya, seperti Renv and Purchase (Scwa Bell} dan
Low Income Family Incentive (Insentil untuk Keluarga Derpenghasilan
Rendah) Disamping program  pembangunan  perumahan. DB jugza
membangun  fasilitas-fasilitas  komersial, fasilitas  publik, bahkan
merencanakan kota baru, Untuk mempermudah pelayanan publik, HDB

mengembangkan sistem desentralisasi dengan membuka kantor cabang di 22

kota.
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Perencanaon pembangunan sosial negara Malaysia mempunyal program
yaitu pembangunan perumahan bapi golongan masyarakat berpendapatan
rendah** ‘lujuan dari program ini  adalah agar masyarakat golongan
berpendapatan di bawah 300 Ringgit Malaysia per bulan dapat memiliki sebuah
rumsh bagi setiap keluarga ™' i Malayasia didirikan lembaga pembiayaan yang
mendukung program pembangunan perumzhan yaitn Cagamas, Pembentukan
Cagamas di Malaysia dimoksudkan wmtuk mendukung  program  pemerintah
Malaysia dalam peayediaan rumah tnggal terutama dalam penvediaan rumah
tnggal terutama untuk masyarakat kecil atau golongan masyarakat berpenghasilan
rendah. Cagamas dimiliki oleh pemerintah dan swasta dengan major single holder
(20%) adalah Bank Negara Malaysia Capamas mempunyai arti sebagai
perusahaan nasional, yang dimaksudkan scbagai penghubung antara pihak yang
memerlukan dana dan investor vang mempunya penghasilan tetap di masa waktu
yang lama. Caranya yaitu dengan membeli rumah dan hipotik  kemudian
menerbitkan  sekunitus, Sckarang mi Cagamas adalah satw-satunya sekuritas
perumahan dan hipotik yanp ada di Malaysia. Sumber pendanaan Cagamas
berasal dari penerbitan “corperate Obligation” atau obligasi biasa. Dengan
demikian, obligasi Cagamas tidak dikaitkan secara hulum dengan portofolio
pembelian tagihan Kredit Pemilikan Rumahnya(KPR)." Dukungan pemerintah
sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian dan keamanan bagi para

*Hhttpelpmr penerangnn. goe. mydaction=runsshPPR him, 13 Februari 2008,

hfohd Razali Agus, Perumafion dwam of Maleyeia, Yeohprines SN, RHD, Selanpor Darul Phaan, 2001,
hilm. 17,

M, Harinowo, Secondary Mortoape Fueility. Lembopo don Kemumgkinan ™, Disujikon dalam Diskust
fentomr Lembura dioa Kemunpbingn Secondary Mortpage Faeiling of fndmezia, Hotel Hilton Lnkarta, 1
Tuli 1%, hlm. 4-5.
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investor yang menanamkan dananya di pasar modal, yvang dapal dimaniaatkan

oleh lembaga pembiayaan tersebut sebagai dana janghka panjang yang akan

disalurkan melalui kradit kepada bank pemben Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
N pepara Thailand National Housing Authority (NHA) merupakan satu-

satunya badan usaha milik negara (State Enferprise) yang bergerak di bidang

perumahan. Lembaga ini berada di bawah Kementrian Dalam Neweri (fnrerior

Ministry), didirikan pada tahun 1973 dengan tujuan:*

a. Menyediskan perumahan bagi kelompok berpenghasiln rendah  dan

menengakh.
b. Memberikan bantuan kevangan bagi masyarakal yang ingin memiliki rumah,

c. Memperbaiki atau membersihkan lingkungan kumuh,

d. DBekenasama dengan lembaga atau perusahaan lain untuk merealisasikan
twjuan di atas termasuk melakukan tugas-tugas khusus vang berhubungan
dengan kebijakan pemerintah.

Dalam rangka memngkatkan efcktifitas kerja WHA, pada tahun 1994
kabinet telah memberikan persetujuan pada lembaga terscbut untuk merevisi
undang-undang vang berhubungan denpan peran NHA (National Housing
Authority Act), agar sesuni dengan kebutuhan saat ini. Beberapa hal penting yang
dapat dicatat dalam perubahan undang-undang tersebut antara lain:***

a. NIIA dapat membuka kantor perwakilan di propinsi lain di luar Bangkok.

hittpewww kimpeaswil o ididitien mukim/ensklopedinperumahankinnp  MHoko  Kimmanto, Strasepi
Negiong! Perumaian dan Permuliman (RANNFL

A i
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b. NHA dikembangkan menjadi lembaga yang dapat memberikan pinjaman
kevangsn, mencan sumber dana, atan memberikan jaminan agar lebih
tleksibel perannya dalam pengelolaan perumahan.

¢. NHA dapat mengembangkan usahanya melalwi foimt  venture dengan
perusahaan atau lembaga lain,

d. NHA memiliki kewcnangan untuk membebaskan lahan unluk memberikan
akses kepada publik pada dacrah yang scbelumnya tidak aksesibel.

¢. Batas dana pinjaman yang dibenkan oleh NHA dinatkkan, dard 10 juta 13aht
menjadi 50 juta Baht,

M negara India ada Howsing and Urbow Development (orporation
{(HUDC()) yaitu badan usaha milik pemerintah India (Government Enterprive)
yang Jdidirikan pada tahun 1970. Mandat utama yvang diberikan pada organisasi ini
adalah untuk memberikan akses prmbangunan perumahan pada scluroh lapisan
masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah (Low Income Group) dan
kelompok miskin (Economically Weaker Section). Tujuan pendiriannya antara
loan untuk:
a2 Memberkan pmjaman jangka panjang untuk konstruksi perumahan di

lingkungan perkotaan maupun perdesaan dan mendanai aram melaksanakan
program pengembangan perumahan dan inl‘r_asmlktur perkotaan di seluruh
neger.

b. Mendanai atau melaksanakan keseluruban atau sebagian pembangunan kota-

kota baru atau kota satelit
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¢ Membeli obligasi yang dikeluarkan oleh Badan Pembangunan Perumahan dag
Perkotaan Dacrah (Stare Housing and  irban Development), (Otorita
Pembangunan, dan lain-lain yang berkaitan dengan Program Pembangunan
Perumahan dan Perkotaan,

d. Mendanai atau mefaksanakan pendirian perusahaan industri hahan bangunan,

¢. Mengelola dana-dana yang berasal dan pemerintah dan sumber-sumber lain
untuk pelaksanaan Program Pembangunan Perumahan dan Perkotaan nasional.
Sumaber dana yang berasal dari luar neperi diantaranya dan KfW Jerman,

Asian Development Bank, AUSAID, DFID, dan lain-lain.

L. Mempromosikan, mendirikan, menggalang Kerjasama, dan mengadakan jasa
konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan dan perkotasn di
India dan di huar nepers.

Jadi bidang kerja HUIDN'O meliputi perumahan, infrastruklur perkotaan,
layanan konsultasi, pengembangan teknologi bangunan, penclitian dan pelatihan,
Termasuk penanganan akibal bencana alam, sepertl gempa bumi yang terjadi di
negara bagian Gujaral dan angin topan di Orissa, Sam ini HUDCO mecmiliki
kantor korporat (cerporate office) di New Delhi, | Lembaga Penclitian dan
Pelatihan (Human Settlemems Management Institure), 3 kantor pusat lokal (local

head office), 20 kantor wilayah (regiomal woffice). 12 kamtor pengembangan

(development office), dan 2 kantor pengelola proyek di lapangan (field project
affice). Dari paparan di stas dapat disimpulkan bahwa Singapura, Thailand, dan
India, menycrahkan kewenangan pelaksanaan program-program  pombangunan
peremahan dan perkotaan kepada badan wsaha milik Negara, yang masing-masing
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memiliki perbedaan dan persamaan, DB (Singapura) dan NHA (Thailand)
memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan melaksanakan program
pembangunan perumahan dan perkotaan, sedangkan HUIDCO (India) hanya
sebatas melaksanakan program. Namun secara tekmis HUDCO memiliki kapasitas
yang lebih luas, diantaranya mengembangkan dan mempromosikan teknologi
pembangunan perumahan (cost-cffective technology) melalui program Building
Center  Movement. Ketiga organisasi terscbut  juga telah  menunjukkan
kapasitasnya schagai penggerak dan sistem pendanaan perumahan nasional®’
melalu peranmya schagal pemberi bantuan, baitk melalul dana pinjaman atau
hibah.

Perun serta masyarakat, dalam berbagai peraturan perundang-undangan di
Fra Reformasi ini bukanlah hal baru. Bahkan pada wakm-waktu terdahulu baik
pada Urde Lama maupun Orde Bare sualu peran masyarakat telah banyak
divpayakan walaupun implementasinya dirasakan kurang. Dalam  pengadasn
perumahan dan permukiman peran masyarakat dapat dibarapkan. Bahkan untuk
persoalan perbaikan perumahan dan permukiman masyvarakat dapat dilibatkan.
Upaya meningkatkan peran masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan
masyarakat (community development). Peran serta masyarakat ini dapat dilakukan
secara perseorangan atau dalam I:-mtu}r. usaha bersama. Melalui pengembangan
masyarakat diharapkan dapat terwujudnya keswadayaan masvarakat yang mampu
memenuhi kebutuban perumahan yang lavak Jan tegangkau secara mandiri
sebagai saluh satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam rangka

pengemnbangan jati diri, dan mendorong terwujudnya kualitas permukiman yang

4x3

Wational Hoaging Fusd, him. 66
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sehat, aman, harmoniz, dan berkelanjutan, bak di perkotaan maupun di pedesaan,
Keswadayaan masyarakat juga dalam artian dapat bermitra secara efektif dengan
pada pelaku kunci lainnya dari kalangan dunia usaha dan pemerintah.
Terbangunnya lembapa-lembaga penyelenggara perumahan dan  permukiman
yang dapal mencraphan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good
corporate  governance) i tingkat lokal, wilayah dan pusat, yang mampu
memfasilitasy wahana pengembanpan peran dan tangpung jawab masyarakat
schagal pelaku utama dalam memenuhi kebutuhannya akan hunian yang layak dan
terjangkan, dan lingkungan permukiman yang schat, aman, produktif dan
berkelanjutan. Kelembagaan vang ingin  dicapai tersebut agar juga dapat
senaniiasa mendorong terciptanya iklim kondusif  dalam  penyelenggaraan

perumahan dan permukiman.

F. PEMBANGUNAN RUMAH HUNIAN BERIMEANG

Penelitian terhadap pembangunan rumah hunian dilakukan di Perumahan
Citra, Jakarta Barat, Dalam interview yang dilakukan, peneliti memperoleh
informasi dari Jusanto Harijaino sebagai Deputy General Manager Perumahan
Citra

Pembangunan perumahan dan permukiman di Perumahan Citea dilakukan
seeara bertahap. Sefelah kesuksesan pembangunan di Perumaban Ciira 1, maka
pihak manajemen segera melakukan ekspansi ke Perumahan Citra 2 dan

seterusnya perluasan pembanpunan perumahon dilabukan sarmpai Perumahan

Crtra 6.
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Pada setiap perumahan mempunyai fasilitas fasos dan fasum sesuai dengan
kebutuhan dan fumgs, kecuali di Perumahan Citra 6 yang relatif baru maka semua
lahan fasum dan fasos sudah discrahkan ke Pemda.

Hal lam yang terjadi di Perumahan Citra 1 adalah adanya rencana
menyerahkan dua bush Sekolah Dasar, kemudian ada dua SD lagi vang sudah
dibungun oleh swasta sendini scperti 3D San Maring dan Bina Kusuma. Dari
pertimbangan jumlah penduduk maka oleh pengembang dimintakan ke Pemda
agar bangunan dapat dikompensasi dengan uang,

Fasihtas Umum untuk Perumahan Citra 1 vang dikelola oleh PT Citra
Habitat Indonesia sesuai dengan SIPPT nomor 0646/1/1984 telah diserahkan
semuanya ke Pemda. Taman Kanak-Kanak telah diserahkan dua bidang tanah
beserta  bangunan, Serla sebidang tanabh dengan kompensasi uang  untuk
bangunannya. Sckolah Dasar welah dilakukan penyerahan tanah dan kompensasi
uang untuk kedua unit yang harus dibangunnya, Kantor pemerintah berupa pos
pemadam kebakaran telah discrahkan tanahnya dengan kompensasi vang untuk
bangunan, Hal ini terjadi karena ada dana dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk
membangun pos pemadam kebakaran dari Kecamatan Kali Deres, Sarana umum
berupa Gedung Pertemuan, Kantor Pos dan Giro, serta Kantor Pembayaran PLN,
PAM dan Telkom telah dis::r_a\hkan dengan kompensasi wang uniuk bangunannya.
Bangunan Koramil telah dibangun dengan dana dar Kodam. Demikian juga uniuk

Kantor Keclurashan dan sarana olahraga berupa lapangan sepak bola telah

dilakukan scrah terima dengan Pemda. Fasilitas prasarana umum juga telah
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diserahkan ke Pemda berupa jalan dan saluran, taman di sepulub lokasi dan lampu
penerangan jalan umum,

Fasilitas Umum untuk Perumahan Citra 2 yang dikelola oleh PT Citra
Habital Indonesia dengan SIPFI-nya bertunit-turul nomor 4106/-1.711 tanggpal
21 September 1989 dan nomor 604/-1.711.5 tanggal 12 Februar 1992 belum
tercalisasi scmmanya. Taman Kanak-Kanak dua unit telah diserahkan sedangkan
dua umt lag bapgunmn}-a dikompensasi dengan vang, Untuk Sckolah Dasar iclah
dilakukan penyerahan dua unit tanah dan bangunan di atasnya. Bangunan Gereja
dan Masjid sampai szaat ini belum discrahkan, dan penpamatan pencliti di
lapangan menunjukan bahwa bangunan masjid sudah  diselesatkan. Kamtor
pemerintahan berupa Rumah Dinas Camat telah diserahkan tanahnya, sedangkan
bangunannya dikompensasi dengan uang. Puskesmas dan Balai Pertemuan telah
diserahkan ke Pemda. Sarana wnum berupa pos polisi, tandon air untuk pemadam
kebakaran, water treatment, dipo sampah dan sarana olah raga berupa lapangan
volley schanyak dua umit telah diserahkan, Tandon air mempakan konversi dari
pos pemadam kebakaran yang sudah ada di Perumahan Citra, schingga Dinas
Pemadam Kebakaran meminta pengembang untuk menyediakan saja tandon air
untuk pemadam kebakaran. Fasilitas prassrana umum berupa jalan, saluran
prasarana pz:mbuangm__air, jembatan di enam lokasi telah discrahterimakan.
Taoman di 18 lokasi telah diserahterimakan dalam tiga tahap berturut-turut tahun
1995, 1996, dan 1997, juga telah dissrahken lampu pencrengan jalan wmum.

Fasiitas Umum untuk Perumahan Citra 1A bangunannya belum

S L e e 5 e s e g it
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Perumahan Citra 1A yang berdekatan denpan Perumahan Citra 1 serla banyaknya
fasilitas yang diusahakan oleh swasta schingga PT Ancka Flok Real Estate
scbagai pemegang SIFFT nomor 14374/XII/1986 dan nomor 435/1711.5
memandany akan terjadi tidak tepat guna untuk tetap memaksakan pembangunan
fasilitas umum tersebut, Fasilitas prasarana umum berupa jalan dan saluran, taman
di lima lokasi serta lampu penerangan jalan umum kesemuanva telah disershkan
ke Pemda.

Perumahan Citra 3 yang dikelola oleh PT Penta Oktoeneatama dengan
SIFPT nomor 3417/-L711.5 kewapiban tanah untuk fasilitas sarana nmum telah
diserahkan semuanya, sedangkan bangunannya berupa taman kanak-kanak, sarana
tempat ibadah, kantor pemerintahan, balai warpa, puskesmas dan water freatment
belum diserahkan. Sarana olahraga telah dilakukan penyerahan pada tahun 1997
Fasilitas prasarana wmum berupa jalan dan saluran. taman di lima lokasi serta
lampu penerangan jalan umum telah diserahkan,

Perumahan Citra 3A dengan SIPPT nomor 1487/<1,711.5 yang dikantongi
oleh PT Citramas Pentama tclah menyerahkan dua unit tanah untuk fasilitas
sarana umum Taman Kanak-Kanak tetapi belum menyerahkan bangunannya, dan
telah menyerahkan schidang tanah dari dua bidang yang menjadi tanggung jawab
pengembang untuk sarana Sckolah Dasar. Sarana  tempat ibadah  dan sarana
olabraga  belum diserahkan, sedangkan tanah untuk Balai Pertemuan telah

diserahterimakan. Fasilitas prasarana umum berupa jalan dan saluran, 11 bidang

taman dan 133 Gtk lampu penerangan jalan umum telah diserahkan ke Pemda.
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PT Jasa Jakarta Investindo sebhagai pemegang SIPPT nomor 3467/-
1.711 untuk Perumahan Citra § telah menyerahkan semua lahan yang menjadi
kewajibannya sebagai fasilitas sarana umum, berupa tiga unit taman kanak-kanak,
dua umit sckolah dasar, sarana tempat ibadah, kantor pemerintahan, halai
periemuan, puskesmas, water freafment, pemadam kebakaman, pos keamanan,
dipo sumpah, gardu listrik dan lapangan tenis serta volley. Fasilitas prasarana
umum berupa jalan dan soluran, empat titk vowk taman dan 313 Gk lampu
pencrangan jalan umum.

Pada saat penelitian dilakukan proses sampai dengan keluarnya IME telah
diselesaikan untuk pendirian balai pertemuan di Perumahan Citra 3 dan pendirian
Taman Kanak-Kanak untuk Perumahan Citra 5.

Perumahan Cilra 2A yang dikelola oleh PI Candrasa Pranaguna dengan
SIPPT nomor 1350/-L711.5 tanggal 16 Juni 1997 sama sckali belum melakukan
penyerahan baik lahan maupun bangunan untuk fasilites umum dan prasarana
umum. Perumahan yung relatif barv ini sampai saat ini merupakan salah satu
perumahan yang tetap “survive” dalam masa sulit seperti sekarang ind.

Perhitungsn untuk membuat fasilitas umum/sosial dapat dilihat di tabel
vang dikeluarkan oleh Dings Tata Kota. Pada tabel standar kebutuhan sarang
Kota DK di Jakarta yang dikeluarkan olech Dinas Tata Kota DKI Jakarta tampak
fasilitas umum dan prasarana umum yang dipakai untuk menghitung kebutuhan
sarana yang diperlukan olch setap penduduk pada jumlah tertentu. Sebagai

contoh, masalah pengadaan Sckolah Dasar sudah harus ada di setiap kelipatan

1500 jiwa, setiap kelipatan 12.500 jiwa harus ada satu Sckolah Menengah




lingkat Pertama, dam sctisp kelipatan 28,000 jiwa harus ada schuah Sckolah

Menengzh Tingkat Atas. Masing-masing sarana tersebut telah diberikan batasan
|uas minimum yang harus dibangun, misaloya unt

3.000 m?® untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama scluas minimum 4000 m*

uk Sckolah Dasar minimal

dan untuk Sekolah Menengah Tingkat Atas seluas minimum 4,000 m®

Selain perhitingan di atas maka perhitungan sederhana yang biasanya di
lakukan oleh pengembang untuk fasilitas-fasilitas lain didasarkan pada asumsi
hahwa untuk satw kaveling dianggap mewakili 4.5 jiwa.

Fasilitas ini dibangun atas imisiatif pengembang dan semata-mata untuk
meningkatkan nilai tambah hagi penghuni. Fasilitas lain im dikelola secara
profiesional dan bukan merupakan fasilitas bebas biaya bagi penghuni. Fasilitas ini
tidak dibangun di semua Perumahan Citra tetapi disesuaikan dengan ©
2. Waktu Pembangunan.

pembanguman fasilites lain di Perumahan Citra 1 dilakukan untuk
meningkatkan nilai tambah perumahan bag penghuni terutama karena pada
saat pembangunan (sekitar tahun 1984) belum ada fasilitas seperti ind di lokasi
dan sekitar lokasi perumahan.

b. Lokasi.
If.'._c:dc]r:atan lokasi dan jangkauan jarak scrta kemudahan transportasi

menjadi pertimbangan urtuk membaneun fasilitas ini. Fasilitas dibangun di
Perurnahan Citra 2 karena Perumahaen Citra 2 merupakan akses ulama untuk

menjangkau Perumahan Citra 2A, 3, 3A maupun 5.
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¢. Jumlah Penghum

Perumahan Citra 1,2 dan 5 mempunyai jumlsh penghuni terbanyak

dilihar dari jumlah vnit perumahan yang dibangun. Dengan jumlah rumah vang
dibangun berturat-turat sebanyak 1.404, 1.186 dan 1.905 unit untuk Perumahan
Citra 2, Citra 1A dan Citra 5 menghasilkan prediksi penduduk sebanyak berterut-
furut 6318, 5337 dan 4928 jiwa mempakan polensi yang besar unmk
“disenangkan”. Pengembung sclalu menggunakan prediksi satu unit rumah dihum
oleh 4.5 jiwa yang merupakan angka prediksi yang paling mendekati kenyataan
dengam memasukkan semua unsur termasuk di dalamnya kemungkinan rumah

belum ditempati.

Yooz termasuk dalam Komponen PSU kawasan vang diatur untuk
keterpaduannya adalah; ™

il Hah |1 Pala Penanganan Keerpaduan Prasaran, Saraa dun Uiillies Kawesa
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Tabel 1 Komponen Prasarana dan Sarana Utlitas Umum

No Kﬂﬁ..':ﬂm Kws skala besar Kws Khusug
1 Prasarana
1. Jalan Jalun lokal sekunder Jalan lokal jatan di ates air
4. Uramesc Primer dan sekunder Primer dan zekunder
3, Aar Timbah Terpusat, tertempaot Terpusal, eriempat
B P | Tempat pengelolaan scmenfara | komposter, lempal pengelolazn

4. Persampahan ateu akhir, komposter sementary
5, Jaringan air Fal] W e : ;

i Lyigtribusi distribusi, terminal air, [0 I_

: 1] Sarana i

.T .
bl TK, 512, SLTT dan SMU S0, SLTP
K]mik,pmkmaa,. ESC.B, Kimik, posyandu, pu-si:e'.;ums
s i dan A pembantu, puskesmas
Warung, rasloran, pujuser, . ;

3 Jayonan Pasar tradisional, minimarket, | 3rung pujasern,Pasar, Tampat

perdagangan 1 pelelangan ikan
4, Fasum dan Fasos Rumah mﬁ:ﬁni periemmnn; | b ibadah, bakai pértemun,
&, Temput olh s Credung, Lapengan olahraza Lagangan oldhraga
&, Pemakaman Pemakaman
T.Ruang Terbuka -

HTLIEE Taman Taman, tﬂnpﬂrmf_]ﬂ?um ikan
£ Terminal Terminal Dhermaga

m Ttilitaz UTrmum

1. Jaringan listrik Gardu dan jaringan (PLN), penset| Gardu dan jaringan {PLN), genset
2, Jaringon telepon Jaringan {teikom) Jasingan {ielkom)
3, Jaringan gas Jaringan (migas) Jaringen {misas)
4, Transportasi AngRutan umum Angkutan umum
5. Pemadam 5 Petlenghapan pomsadam Perlenghapan pemadam

kebakaran kehakaran kebakaran

Selain Perumahan Citra 6 yang relatif masih baru maka perencanaan

pembangunan di Citra 6 ini dengan mempertimbangkan sepala sesuatu terutama

yang berkaitan dengan harga. Saat pembangunan di masa krisis mengakibatkan
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pengembang melakukan modifikas rencana. Bila dibandinpkan dengan proyek-
provek yang lain yang 2udah ada sebelumnya maka tampak jelas dalam
perencanaan vang dibuat untuk Perumahan Citra 2A mengeunakan ukuran yang
“anch”. Hal ini semata-mata dilakukan untuk dapat menghasilkan unit rumah
yang terjangkau untuk masyarakat, karcna pada saat it sensitifitas harga sangat
tinggl. Strategy imi merupakan strategl tepat, terbuktl dan hasil penjualan yang
sampai saat ini sudah mencapai 100% dari unit vang sudah terbangun, bahkan
pesanan unit sudah mencapai 450 buah unit yang harus segera dibangun.

Ukuran dan luas tanah di Perumahan Citra 2A agak berbeda dibandingkan
dengan perumahan-perumahan yang lain disebabkan karena Perumahan Citra 2A
dibangun pada tahun 1998 vang merupakan tittk kulminasi teremdah bagi
peneembang dan merupakan ahun yang beral bapi pembeli perumahan. Strategi
vang diterapkan olch pengembang adalah untuk menampung permintaan unit
rumah yang murah bagi yang benar-benar membutubhkan dengan harga vang
relatif terjanghkan.

Sebagal perumahan yang beroawasan lingkunpan, maka Perumahan ('itra
telah memperoleh penghargaan dari Menteri Permukiman dan Pengembangan
Wilayah serta Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 2000 untuk kategon
Perumahan dan Permukiman skala sedang yang memenuhi penghargaan sebagai
Perumahan dan Permukiman Berwawasan Lingkungan 2000,

Berdasarkan kriteria yang diberikan oleh Kantor Lingkungan Hidup,

Perumahan Citra telah memenuhi kriteria tertentu seperti, dalam kriteria peraturan




mempunyai [zin Pnnsip, [zin Lokasi, IMB dan Pengesahan Rencana Tapak. Butir
Pertanahan, felah memenuhi proses pembebasan tanah dan  kelancaran
pensertipikatan tanah, Bufir Kesesuaian dengan Rencana Kota, telah memenuhi
kebutuhan lokasi dan rancangan lingkungan, penggunaan tanzh, kepadatan,
perubahan rencana, fasos dan fasum, scrta kelayakan huni romah. Pada butir
Kcmitraan dan Pemerataan, telah memenuhi krteria pemerataan dalam  arti
memenuhi  kriteria  1:3:6, serta kemitraan dengan masyarakat sctempat.
Penpembang Perumahan Citra selama krisis ekonomi tahun 1997-1999 telah
meminjamkan tansh yang belum dibangun untuk diolah masyarakat, dengan jupga
memberikan bantuan bibit. Pengembang juga memberikan harga yang sangat
murah untuk warga yvang ingin berusaha dengan mengomakan ruko.

Berdasarkan krteria Penghijausn dan Pertamanan, maka pengembang
Perumahan Citra telah menyediakan jalur hijaw, ruang hijau, bahan bangun dan
pckarangan hijau. Pengembang mengembangkan manajemen penghijavan dan
partisipasi pengembang dengan masyarakat setempat terwujud dengan pernah
diadakannya perlombaan keindahan taman.

Dalam hal penpgelolaan sampah, pengembang telah mempunyai tempat
pembuangan sampah baik bak sampah, tempat pembuangan sementara maupun

tempat pembuangan akhir. Juga diatur adanya manajemen persampahan yang

melayani warga penghuni, Sampai saat ini menjadi target pengembang adalah
dalam hal teknologi pengeloaan sampah, baik dengan sistem dumping, sanitary

landfill, pembakaran ataupun sanitasi,
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Penpolahan air bersih di Perumahan Citra patut mendapat acungan jempol.
Dan sumber air yang ada, wir diolah dengan water treatment yang kKhusus
dihangun untuk itw, sehingga kualitas air baik wama, rasa dan bau dapat terjamin,
Juga terjamin pasokan air sepanjang tahun,

Perumahan Citra juga tidak pemsh mengalami benjir karena sistem
dmingse  lingkungan dan sisten drwnase kota yang sudah bmk. Hal im
disebabkan karena konsistensi pengembang saat membangun denpan tetap
mengikuti ketentuan secara taat dan Departemen Pekerjaam Umum. Walaupun
begitu, Perumahan (litra dalam hal pengelolaan limbah cair belum dapat dikatakan
berjalan. Inovasi lingkungan yang sudah dilakukan adalah dalam program
penghijauan yang memperhatikan aneka ragam hayat, dengan menanam pohon
lanjung, pohon kayu putih. dan pohon-pohon lainnya.

Pengembang juga sudah mencrapkan asas dari pasal 4 (b) UU No. 4 tahun
1992 tentang Perumahan dan Permukiman, berturut-turut ;

a, Sehat

b. Saluran pembuangan (terbuka dan tertutup) dan sistem  drainase;

c. Pohon lingkungan: Angsana, Kupu-kupu, Rintaro, Kayu Putih, Kasia
Magiun;

¢, Pemisahan air cucian dan buangan (ke septitank);

e. Rumahnya sendini cukup ventilast;

f. WKC/D (wisma kecil wnggal) di mana dengan luas <130 m?, mempunya)

lebar rumah sampai dengan § meter dan mempunyai jarak bebas samping;
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WEKC/D (wisma keeil tungeal) di mana dengan luas <150 mempunyai lebar
rumah sampai dengan § meter dan tanpa jarak bebas samping,

Aman, yaitu dengan adanya struktur bangunan sesuai  dengan standar
hangunan.

Serasi dan teratur

penghijauan

lebar jalan

Beberapa strategi yang dilakukan manajemen Perumahan Citra untuk

menyiasatl penjualan pada masa krisis moneter.

L

Melakukan diversifikasi produk.

Seperti yang sudah kita lihat, Perumahan Citra 2A yang dibangun pada
masa krigis mempunvai ukuran tanah dan bangunan vang “aneh”. Pada
prinsipnya, pengembang berusaha untuk  dapat membual rumah  yang
terjangkan. Pengembang menerapkan “tailor made™ sistem.

Perhitungan prolit margin dengan menggunakan base prosentase.

Pada saat krisis, pengembang menerapkan strategi base  prosentase
untuk menghitung keuntungan dan setiap unit yang dijualnya. Katakanlah,
bila scbelum knisis keuntunoan per unit adalab 1024, maka pada masa krisis
tetap diusahakan untuk mendapatkan prosentase terscbut dengan tidak

memperhatikan  besarnya rupish vang diterima vang kemungkinan besar

menjadi turnm.
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3. Menurunkan harpa jual,

Pada saat kngms, Perumahan Citra meluncurkan produk rumah dengan
harga dibawsh Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), schingza timbul kesan
bahwa pada masa krisis harga rumah yang dijual Perumahan Citra tetap
murah.

4. Memaga kepercayaan masyarakat.

Strategi penting ini dilakukan dengan cara tetap melakukan penjualan dan
melakukan pembangunan ramah-rumah baru, Bahkan strategi ini diterapkan
dengan disiplin yang tinggl, schingga tidak jarang dapat menghasilkan unit
rumah yang penyerahannya lebih cepat dari rencana yang sudah dicanangkan
sebelumnya. Hal ini menimbulkan kesan positif terhadap konsumen sehingga
mereka tidak segan-szgan melakukan personal promosi ke rekan dan sanak
saudaranya.

Dengan adanya pembangunan e maka konsumen vang sudah membel
kaveling siap bangun segera membangun rumah di atas kavelingnya karena
beranggapan babwa pengembang juga membangun berarti tidak ada hal-hal
yang perlu ditakutkan,

5. Strategi marketing tetap dijalankan dengan pencar.

Balah sam kegiatan pemasaran yang cukup unik vang dilakukan
pengembang adalah dengan menjual tnah/kaveling sisa, yang bentuknya tidak
ideal dengan harga miring, Tanah-tansh sudut ataupun tansh yang fidak

persegn empat dijual dengan harga khusus. Strategi ini selain menarik

konsumen juga menghasilkan aliran kas yang schat bagi pengembang,




6. konsolidasi organisas:.

Restrukturisasi organisasi dengan membuat struktur yang “shim™ dan
tidak “depth”. Juga dilakukan tata rueng yang lebih kekeluargaan. Ruang
manager tidak lagi dalam rvang tertutup tetapi diubah memadi ruang
terbuka.

7. Memelihara hubungan dengan penghuni.

Selama masa krisis, pelayanan ke penghuni justru ditngkatkan  antara
lain dengan memberikan fasilitas untuk menerima keluhan gangguan listnk
vang siap menampung keluban selama 24 jam seharl, perbaikan jalan-jalan,
aliran air yang tidak pernah macet. Stratepi ini penting dilakukan karena
Perunahan Citra mempunyai pesamng potensial pada area yang sangat rapat.
Hal-hal seperti terscbut &i atas tidak depat sepenubmya dilakukan oleh
pesaing. Hal positif lainnya yang dialami oleh pengembang pada  saal
kerusuhan Mei 1998 terjadi, Perumahan Citra relatif aman sehingga anggapan
bahwa perumahan vang dekat Cengkareng tidak aman menjadi suatu adagium
o Vel sependinya topat dibetkan uniuk Penumalban Ui,

Selain kebijakan hunian berimbang muka kebijakan lain yang dikeluarkan
olch pemerimtah adalah pengedssm rusunami, Rusunami adalah singkatan dan
rumah susun sederhana milik yaitu bangunan bertingkat yang dibangun dalam
sata lingkungan tempat hunian yang memiliki jamban dan dapur balk menyam
dengan unit mavpun bersifat publik dan diperoleh melalui kredit kepemilikan
rumah dengan subsidi mavpun tanpa subsidi. ** Rusunami memiliki harga

-
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maksimal 144 juta rupiah Jengan luas unit minimal 21 meter persegi dan

maksimal 36 meter persegl. Orang yang lidak memenuhi svarat untuk

mendapatkan  subsidi, boleh membeli rusunami dengan harpa nom subsidi

{membayar PPN 1(#4).

Seseorang yang tertank untuk memiliki apartemenBuswami dengan

subsidi (tidak dikenakan PPN 10%) harus memenuhi persyaratan penghasilan

maksimal 4.5 juta perbulan, merupakan rumah pertama denpan dibuktikan oleh

sural pengantar dari kelurahan sesuai KTP, memiliki NPWEP, perorangan, dibayar

secara kredit, ditempati oleh sendin olch pembeli dan tidak boleh dijual selama 5

tahun pertama tetapi hanya bolch disewakan.

Schanyak 15 Menara Rumah Susun Sederhana Milik {rusunami) vang

berada di empat lokasi di Jakarta sudah mendapat dukungan kredit dari Bank

Tabungan Negara (BTN) senilai Rp332 miliar. Empat dacrah lokasi tersebut

adalah Daan Mogot. Cengkareng, Pulo Gebang, dan juga Cawang. Kredit ini akan

dapat menjangkay 4.000 unit™ Asosiasi Pemgembong  Perumahan  dan

Permukiman Scluruh Indonesia (Apersi) akan membangun Rusunami {Rumah

Smmﬁadmhamhfﬂﬂ:}pﬂiampmlukﬁidiﬂmdmgdanhkanﬂyaimdi

Kemanggmsan, Daan Mogot Jakarta, Kalimalong, Bekasi, dan Runcackek

Bandung, Kemanggisan tiga rower (menara), Daan Mogot delapan rower, dan

Kalimalang Besidence yvang akan diresmikan sebanyak dua tower,




Rusunami yang akan dibangun di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogos.
Depok, Tangerang dan Bekasi) ©' yaitu Apartemen/Rusunami Kemayoran
(Randar Kemayoran), Apartemen/Rusunami  Cengkareng  (City  Park),
ApariemenRusunami  Daan Mogot Kmu14  (Crown Eksekutil Apaniment),
Apartemen/Rusunami [Daan Mogot Km.14, Aparlemen/Rusunami Kota Modem,
Tangerang, Aparntemen/Rusunami, Kebon Jeruk (Mcenara Ecbon Jeruk),
Apartemen/Rusunami  Ciledug  (Gateway),  Apartemen/Rusunami  Bintaro,
Apartemen/Rusunami  Kebagusan  (Kebagusan  City), Apartemen/Rusunami
Cibubur, Apartemen/Rusunami  Cipayung, Apartemen/Rusunami  Cawang
(Apartemen  Menara Cawang), Apartemen/Eusunami  Kalimalang  Bekasi,
Apartemen/Rusunami  Pulo Gebang (Prima Regency), Aparemen/Rusunami
Penggilingan Cakung, Apartemen/Rusunami Kelapa Gading (Gading Nias
Residence), Apartemen/Rusunami Pulo Gebang (Sentra Timur Residence),
Aparternen/Rusunami  Kalibata  (Kalibata Residence), Apartemen/Rusunami
Samawi Bintara Bekasi,

Pemenintah berencana membangun 100 rusunami di kota-kota besar
yang berpenduduk lebih dari 1.5 juta jiwa, antara lain DKI Jakarta, Batam,
Medan,, Palembang, dan Makasar. Selain rusunami juga dikenal rusunawa atau
rumah susun sederhana sewa. Sumber pengembalian kredit rusunawa berasal dar
APBN. Rusunami bhersumber dar pengembalian kredit perscroan. Benmuk

kreditnya berubah dari kredit konsumsi memjadi kredit kepemilikan msunami.

“Hiyrpotiwww kompas.com Rusimami yang akan dibaneun di wilavah Jabodetabek




BAB Y
RUMAH HUNIAN HORIZONTAL DAN VERTIKAL YANG
BERWAWASAN LINCGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN DALAM

NEGARA KESEJAHTERAAN

A. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DIHUBUNGKAN DENGAN
HUKUM PERTANAHAN

Berturut-turut pada tahun 1985 dan 1992 telah lahir Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 19835 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang MNomor 4
Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Kedua undang-undang ini pada
hakikatnya mempunyai kaitan {2inkronigasi) yang sangat erat dengan Undang-
Undang Momor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrana
{UUPA).

Kaitan antara ketiga undang-undang ini mengakibatkan bahwa dalam
menelazh atan menganalisis permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1992 tidak akan berhasil tanpa melihat koitannya denpgan undang-undang
tentang Rumah Susun dan UUPA, Pembanpunan rumah susun atau rumah hunian
horizontal sangat berkaian dengan hak atas tanah. Bahkan dalam Pasal 11
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 terdapat satu ketentuan yang mengatur
tentang pemindahan Hak Milik atas rumah. Hal ini memperkuat alasan bahwa
ketiza undang-undang ite dari segi aspck keperdataannya terletak dalam satm

sistem, Dalam PELITA kcenam kcbijaksanaan dalam sektor perumahan dan

permukiman antara lain meliputi arah pembangunan sektor im. Pada Rencana
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Pembangunan ‘l'ahunan Daerah (Repetada) Propinsi Daeruh Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2005 merupakan landasan den pedoman bagi Pemerintah Dacrah
dalam penyelenggaraan pembangunan, pelavanan dan pemberdayaan masyarakat
dalam tahun 2005.""

Pemerataan permnbangunan dan permukiman mendorong peran serta aktif
masyarakat dalam pemupukan dana, memperluass kesempatan berusaha dan
lapangan kerja serta mendorong berkembangnya industi bahan murah dan
peningkatan pencapaian penciptasn lingkungan perumahan yang layak, bersih,
sehat, dan aman. Sehubungan dengan i, dan untuk mencapai sasaran serta
kebijaksanaan PELITA keenam yang ditetapkan dalam GBHN 1993, dirumuskan
beberapa kehijaksanaan yang antara lain meliputi penyelenggaraan pembangunan
perumahan  dan  permukiman  yang berwawsssn  lingkungan  dan yang
berkelanjutan, peningkatan peran serla masyarakat dan dunia usaha dalam
penyediaan perumashan dan permukiman, pemantapan kelembagaan dan pola
pengelolaan pembangunan perumashan dan permukiman sccara terpadu scria
pengemnbangan peranghat peraturan yang berlaku,

Masalah kelembagaan di atas meliputi antara lain masaleh penctapan atau
penegasan peran dan fungsi lembaga-lembaga pembentuknya, batas-batas lingkup
peran dan fungsinya. Masalah pembentuknya meliputi antara lain masalah kualitas
dan kapasitas pembentuknya, hal ini meliputi pendidikan dan pemahamannya
terhadap komsep hukum dan kemampuannya menjabarkan konsep itw, Oleh karena
tu, mengangkat masalah perumahan identik dengan membahas masalah vang

“Surut DPRD Propingi DKI Jakaria Nomor 92711721, perihal | andssan Peryusunan APRD Proping [T
Jakarta Tahun MMM, Peraturan Dhecruh Propinsi Dweroh Klwsus ukota Jakarta Leotang  Rencama
Pembangnon Tahomm Doeecah (REPE T ADA) Propinsd Decrah Khosus Thuketa Iakart Tabom 2005,
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terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, Penjelasan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1985 mengatakan antara lain bahwa tujuan

pembangunan nasional adalah wntuk mewnjudkan kesejshtcraan secara adil dan

merata. Salah satu unsur pokok kesejahterasn masyarakat adalsh terpenubinya

perumahan. Perumahan merupakan masalah nasional, terutama di  daerah

petkotaan yang berkembang pesat. Oleh karena ilu, pembangunan perumahan

perlu ditanguni secara mendasar/menyelurub, terarah dan terpadu oleh Pemerintah

Pusat dan Pernerintah Dacrah dengan keikutsertaan secara akiif usaha swasta dan

swadaya masyarakat. Pada hakckatnya masalah evaluasi pelaksansan suam

undang-undang tergantung kepada beberapa hal, diantaranya:

a. Substansi undang-undang tersebur;

b. Perkembangan masyarakat di mana undang-undang tersebut diterapkan;

¢. Strategi dan kebijakan pembangunan:

d. Keberadaan undang-undang tersebut dalam konteks peraturan-peraturan vang
lenm;

e. Motivasi, dedikasi, dan kemampuan aparat pelaksana undang-undang tersebut;

f. Image sosial dari undang-undang dan aparat pelaksananya,

Pembangunan materi hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum
nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional dengan penyusunan awal
maten hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan 1D 1945,
Cita-cita terschut untuk dapat dircalisasikan memerlukan penanganan terhadap

beberapa tantangan dalam mewujudkan sistem hukum nasional diantaranya:
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a. (ilobalisasi yong didorong kemajuan pesat di bidang teknologi yang pada
gilirannya akan berdampak pada pelaksanaan pembanmunan di masa yang
akan datang. D1 bidang ekonomi, selam makin meningkat kualnya persaingan
dalam perdagangan inlernasional adalah munculnya pengelompokan antar
negara yang cenderung meningkatkan proteksi dan diskriminasi yang dapat
menghambat pemasaran hasil produksi dalam negeri vang akibatnya akan
timbul persmngan yang tidak schat,

b. Masih adanya ketimpangan ekonom dan kesemangan sosial yang menuntut
uzaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya agar tidak berkelanjutan
dan berkembang ke arah  keanpkuhan  dan kecemburuan sosial, Selain itu
upaya untuk mencegah terjadinya pemusatan ekonomi baik dalam bentuk
monopoli maupun bentuk yang lain yvang dapat merugikan masyarakat.

¢. Pembangunan yang makin meningkal dan bertambahnya jumlah penduduk
juga akan dibadapkan pada kondisi sumber dava alam yang makin terbatas,
Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya awr, hutan, scria penataan tata
ruang dirasa masih belum dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu
schingga perlu terus diperhatikan bersamaan dengan pemeliharaan kelestarian
linglungan hidup antara lain yang berkaitan dengan upaya pelestarian daerah.

d. Pembanpunan keschatan yang perlu ditingkatkan.

¢. Dalam pembangunan dacrah perlu ditingkatkan kKhususnya bagi daerah yang

terbelakang, daerah vang padat, dan daecrah yang kurang penduduknya, daerah

transmigrasi, dacrah perbatasan serta dacrah yang memiliki ciri kbas tertentu.
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Tanah dan bangunan (rumah susun dan perumahan) adalah benda dan
pengamurannya dari aspek keperdataan berada dalam sistem Hukum Benda yang
dapat dikhususkan lagi dalam subsiztem Hukum Agraria dan subsistern Hukum
Bangunan. Pengaluran Hukum Agraria dan [lukum Bangunan adalah sangat
lemnah di dalam sistem Hukum Nasional. Faktor-faktor penyebab dari kelemahan
ini, antara lain ialah karena sejumlah aturan pelaksanaan vang menunnt UUPA
memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang, antara lain: 1lak
Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Ussha, dan [luk Tanggungan belum diaror
di dalam undang-undang, kecuali Hzk Tanggungan, Kekosongan hukum ini
mengakibatkan adanya persepsi yang berbeda-beda diantara berbagai instansi
sehingga tmbul ketidakpastian hukum dalam pensrapannya.

Timbulnya ketidakpastian hukum pertanghan  antara  lain - adalah
discbabkan Karena adanya disinkronisasi baik secara vertikal maupun sccara
homsontal serta ketidakpastian prosedur hukum, Adanya disinkromisasi vertikal
maupun  horisontal  pada  perangkat peratwran  perundang-undangan
mengakibatkan peraturan  perundang-undangan di bidang pertanahan  secara
operasional tidak mampu mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah dengan baik
sehingga sengketa di bidang pertanahan dapat timbul karena memanfaatican
adanya disinkronisasi secara vertikal maupun horisontal yang dijadikan landasan
bagi subyek hukum yang beritikad baik maupun yang beritikad buruk untuk
memperoleh perlindungan hukum. Sclain hal terschur ada jusa masalah yang

menyangkut disinkromisas  antara ketentuan hipotik dalam buku 11 KU Perdata

sebelum  berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
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Tangpunpan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan denpan Tanah
dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. ™

Pasal 25, 33 dan 39 UUUTPA menvatakan hak-hak atas tanah vang dapat
dibebani dengan Hak ‘I'anggungan adalah Hak Milik, Hak (funa Usaha, dan 1Tak
Guna Bangunan, Ketiga hak atas tanah tersebut di atas selama Undang Undang
terscbut belum dibentuk maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan mengenai
hipotik dalam KUII Perdata dan {reditverband dalam Stagsblad 1908 Nomor 542
dan telah diubah dalam Stecshled 1937 Nomor 190. Dengan diberlakukannya
Undang-Tndang Nomor 4 Tahun 1996 adalah maka ketentuan mengenai Hipotik
dan Creditverband di atas tidak berlaku lagi. Pengertian Hak Tanggungan atag
tanah beserta henda-benda yang berkaitan dengan tanah menunit Undang-Undang
MNomor 4 Tahun 1996 adalah hak jaminan vang dibebankan pada hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam UUPA berikut benda-benda lain yang merupakan
satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan
kedudukan yang divtamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor yang lain.
Pasal 12 sub b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun
menyatakan bahwa: “Rumah Susun berikut tanah tempat bangunan ini berdiri
zerta benda lainmya yvang merupakan salu Kesatuan dengan tanah tersebut dapat
dijadikan jaminan hutang dengan:
a. Dibebani hipotik, jika tanahnya tanah Hak Milik atau tanah Hak (una

Bangunan;

b. Dibcbani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakal atas tanah negara ™

= fhiet., bilm 130,




Dengan berlakunya Undang Undang Hak Tanggungan maka pembebanan
jaminan atas rumah susun mengpgunakan ketentuan undang-undang tersebut
sehagmimana dischutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Hak Tangmungan
terscbut di atas.

Kebijakan dan strategl tentang pembangunan perumahan dan permukiman

telah menjadi suatu acuan dari program yang terkait dalam peromahan dan

permukiman. Dalam setiap penjabarannya hendaknya dilengkapi dengan analisa-

analisa untuk menilai keberhasilan strategi  vang telah ditctapkan. Pemerintah
melakukan kebijakan dan strategi tentang perumahan dan permukiman dengan
maksud sebagai arah bagi pembangunan perumahan dan permukiman, Masalah
pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia sangat herkaitan dengan
grand strategy yang kurang berkesinambungan dan masalah yang sekarang ini
dirasakan kurang adalah keyakinsn dalam diri masyarakat.*"

Konsep hunian berimbang yang diperkenalkan pada tahun 1992 oleh tiga
menteri Dalam Negeri Rudini, Menteri Pekerjaan Umum Radinal Muchtar, dan
Menteri Negara Perumahan Siswone Yudohusodo melalui Surat Keputusan
Bersama (SKI) sebagai pedoman pembangunan perumahan dan permukiman
dengan lingkungan hunian yang berimbeng, yang kemuodian ditindaklanjuts
dengan  Keputusan  Menteri  Megara  Perumahan  Rakyat  Nomor
O4/KPTS/BEPAN/1995 dan vang kemudian dikenal dengan konsep 1:3:6. Dalam
Surat  Keputusan  Menteri  Megara  Perumahan  Rakyat  Nomor
AKPTS/BKPAN/1995 mendefinisikan rumah sedcrhana adalah rumah vang

dibangun di atas tansh dengan luas kaveling antara 534 m® - 200 m® dan biaya

Moidarts Loc. ik,
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pembangunan per m* tidak melebibi dan harga catuan per m® tertinggm untuk
pembangunan perumahan dinas pemerintah kelas C yang berlaku, Pengertian
terhadap pemahaman kriteria yang diberikan oleh SKB terhadap rumah sederhana
akan menimbulkan penafsiran yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam.

Pada kenyataannya SKD tahun 1992 tidak berjalan disebabkan karena :
2. Banyaknya persiuran yang tumpang bndih,
b. Pemda sendiri tidak “concern™ dan tidak disnsial.i.s.jsikan .
¢c. SKB ini cenderung umtuk wilayah di lvar DKI, karcna di DKI sudah

mempunyal peraturan yang lebih rumit dari 5K, seperti mizalnya SK 540
tahun 1990 dan SK 640 tahun 1992,

[Jalam Surat Keputusan Menten Nepara Perumahan Rakyat Nomor
04 EPTS/BEP4N/19%5, rumah sederhana diukur dari hiasan kaveling, yakni
54-200 m?. Definisi itu jelas perlu diubah, terutama di kota-kota besar, karena
kurang cocok. Untuk wilayah Jadebotabek misalnya, luas kavehng di atas 100 m?,
apalagi di kompleks mewah, sudah termasuk rumah menengah-mewah. Definisi
rumah sederhana lebih tepat mengpunakan pendekatan harpga, dan sebaiknya
dibedakan untuk setiap wilayah, dengan mengacu perkembangan harga tanah
wilayah tersebut.

Hal yang dirasa sangat janggal dalam SKE ini adalah pengertian harga
satuan. Dalam prakick Dirjen Cipta Karya dari Departemen Pekerjaan Umum

setiap tahun atau sctiap dua tahun pasti mengeluarkan barga satuan tertinggn tidak

bertingkat dan rumah dinas pemenntah,
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Kcberadaan SKB ini patut mendapatkan perhatian yang serius. Dengan
adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, pada saat ini periu dipertanyakan kedudukan SKB tersebut.
Dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
menychutkan bahwa tata urptan peraturan perundang-undangan yang berlaku
adalah sebapa berikut:
a2 Undang-1Indang Dasar Republik Imlun:sia'l'?hun 1945;

b. Undang-1/ndang/Peraturan Pemerintah Pengganti Upndang-Undang;
¢. Peraturan Pemenntah;

d. Peraturan Presiden; dan

¢. Peraturan Daerah.

Masing-masing bentuk dari peraturan perundang-undangan mempunyai
derajat, substansi, pembentuk, proses pembentukan dan luas fungsi yang berbeda,
Undang-Undang dibentuk oleh DPR dan disabkan oleh Presiden, Peraturan
Deerah dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur atan Bupati'Walikota, dan
scterusnya. Proscs pembentukkan hukum ini berlangsung pada masing-masing
lembaga itu, schingga pada prinsipnya lembaga dan proses pembentukkan salah
satunya dapat diklasifikasikan sebagai lembaga administratif, yaitu lembaga yang
berada pada jajaran lembaga eksekutil,

Ftika yang berlaku antar derajat peraturan perundang-undangan it adalah
hahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber dan

tidak boleh bertentangan dengan peraturan vang lebih tinggi di atasnya. Bertolak

dari garis ini pula, maka pengawasan terhadap proses dan haml proses




pembentukkon peraturan perundang-undanpgan juga dilakukan menurut paris
derajat kcdudukan peraturan it Ketetapan Menteri pada wrutan peraturan
perundang-undangan di atas tidak membenkan kedudukan untuk kepulusan
Menteri baik yang dikeluarkan sendiri-sendiri maupun dalam bentuk Surat
Keputusan Bersama (SKB) seperti halnya SKB 19492 tentang Hunian Berimbang,

Eepumisan Menteri ada yang bersifat keputussn dan ada yang bersifat
mengatur. Ada dua penctapan vang bmii’:_;L mengatur, Perlama penetapan yang
dengan tcgas scbagmi Peraturan Menten, kedua yang diberi nama Putusan
Menteri. **

Bahkan lebih jauh SKB i dapat dikalahkan eleh Peraturan Daerah. Dapat
dilihat dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukkan Peraturan Pemundang-undangan, vang dimaksud dengan Peraturan
Daerah adalah Rancangan Peraturan Daerah yang telah disctupn bersama oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubermnur atau BupatiWalikota, Dengan
melihat kondisi yang ada, maka SKB 1992 tentang Humian Benmbang sudah
seyopyanya mendapat tempat yang pas.

Makna positif dan arah pembangunan itu dilihat dari tujuan yang hendak
dicapai cleh pembangunan itu, yaitu mencerdaskan kehidupan dan kesejahteraan
umum sebapaimana yang sccara konstitusional ditetapkan dalam Abnea 1V
Pembukaan UUD 1945, sedangkan makna teratur dari pembangunan itu yaitu

menunjukkan bahwa masyarakat hukum Indoncsia mematubkan pilihan vang

“ 1, Ragir Manan dan H, Kuntana Mapnar, Beberapa Masalah |ukuem Tata Negara Indonesia, odisi kedua,
celakan pertane. Penerbit Alymni, Bandung, 1997, him. 205,




tepat untuk menggunakan hukum sebagai sarana pembangunan atau perubahan
masyarakat.

Bila tetap denpan SKB mi akan dapal diabaikan dengan Peraturan Daerah,
bahkan peraturan desapun cukup untuk mengabaikan SKB ini. Schaga contoh
konkritnva adalah di Jakarta sendiri vang tclah mempunyai SK 5340 tentang
Petnjuk Pclaksanaan Pemberian Surat Persctujuan  Prinsip  Pembebasan
lokasi/Lahan Atas Bidang Tanah untuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah
Khusus Thukota lakarta yang selanjutnya diikuti oleh SK 640 Tahun 1992 yang
dikeluarkan oleh Gubermur DEI tentang Kelenmluan Terhadap Pembebasan
Lokasi/T.ahan Tanpa Izin dari Gubernur Kepala Daerah Khusus [bukota Jakarta
vang isinya mengatur kewajiban pengembang membangun rumah susun. Hal ini
mengakibatkan dampak vang kuat bagi pengembang perumahan dan permukiman
dibandingkan dengan SKI tersebul

Sistem perundanp-undanpan vang terkait dalam kebijaksanaan tanah
{perkotaan) dapat divraikan dengan adanya mekanisme undang-undang vang
mendukung kebijakan perkotaan sebagai berikut:

1. Jangka Panjang
Perlu diperjuangkan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur
koneksitas antar undang-undang m-:nyangk_ul tanah terutama perkotaan baik

yang tidak eksis maupun kota-Kota baru.



2. Jangka Menengah
Perlu dikaji lembaga BKTRN agar terhindar egosentnisme sektoral yang
mengakibatkan alokasi ruangnya mengalami hambatan kesempatan dalam
mengakses dan melaksanakan Rencana Umum Tata Kuang Kota.

3. Jangka Pendek
Agar sektor-sektor terkait dalam rangka penyedisan tanah bagi pusal-pusal
agroindustri menuju pengembangan agropolitun dan mikropolitan  sesua

dengan pendekatan tata ruang dan (GBHN mendatang.

B. PEMBANGUNAN IIUNIAN BERIMBANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN YANG BERKEADILAN

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria ketentuan-ketentuan yang ada
juga mengatur hubungan-hubungan hukum dengan bumi, air, kekayaan alam yang
terkandung didalamnya, termasuk tanah dalam pengertian bumi, olch karcna itu
ke hukum tanah merupakan bagian dari hukum Agraria.*® Di dalam hukum
anah dikenal dus asas yang satu sama lain bertentangan yaitn yang dikenal
dengan asas pelekatan vertikal dan asas pemisahan horizontal. Asas pelekatan
vertikal yoitu asas yang mendasarkan pemillikan tanah dan sepala benda vang
melekat padanys sebagai suatu kesatuan yang tentncap menjadi satu. Asas
pemisahan horisontal justru memisahkan tanah dari scgala benda yang melekat
pada tanah tersebut. ™ Ial ini didasari oleh ketentuan Pasal 16 UUPA mengenai

hak-hak atas tanah vang terdiri atas: Tlak Milik, hak sewa, hak memungut hasil

Mg, him 1.

ey Yiasam, Lembuggn Jaminan Kehendnan Hagi Tanch Dan Hendn Lain Yang Milekat Pada Tansh
Dalant Komsepsi Pererapan Asas Pemisahan Horisoral, Loc.Cit.
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hutan, hak membuka tanah, hak-hak lain yang tidak termasuk hak-hak tersebut
vang diatur kemudian (di antaranya ialah hak atas pengelolaan dan hak

penguasaan). ™

Menurut Undang-lindang nomor 23 lahun 202 tentang
Bangunan CGedung pasal 1 ayat (1) bangunan gedung adalah adalah wujud fisik
hasil pckerjaan konstruksi yang menyatu denpan lempal kedudukannya, sebagian
atau scluruhnya berada di atas dan ataw di dalam tanah dan atau air, yang
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosmal, budaya,
mavpun kegiatan khusus 7

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 dinyatakan bahwa
rumah adalab bangunan yang berfungs: sebaga tempat unggal ataw human dan
sarema  pembinaan  keluarga, sehingga perumahan dapat diartikan  sebagai
kelompok rumah yang berfungsi scbagm lingkungan tompat tnggal atau
lingkungan humian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana hngkungan,
Permukiman diartikan sebagai bagian dari linglungan hidup di luar kawasan
lindung, baik berupa kowasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang
berfungsi sebapai lingkungan tempat tinggal atau fingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan *

Iak perumahan secara nasional didefinisikan scbagai hak bagi sctiap
orang untuk mendapatkan akses menghuni rumah yang layak dalam suatu
komunitas yang aman dan bermartabat secara berkelanjutan. Lebih jauh kelayakan

¥ rhid, hlm. §.

N Indang-Undang Womor 74 Tahan 2002, (o (it Pasal [

0 IV Monvor 4 Tnban 1992 Cho 5, Paanl 1 butir 1.3
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didefinisikan schagai kelengkapan rumah dengan jaminan keamanan dan hukum,
jaminan perolehan prasarana, samna dan utilites dasar, akscs pada pembiayaan,
dan atau hal lain untuk memenuhi martabainya sebagai manusia. Menghuni rumah
vang layak berarti pengakuan status legal kependudukan yang membuka identitas
sosial serta merupukan akses pada program peninghkatan kesejahteraan (Pasal 2
ayat (3) UUPA)*" Indonesia telah menctapkan dalam pasal 28 Ayat (1) Undang-
Undang Dasar RI Talun 1945, bahwa setiap orang memiliki hak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat, Undang-Undang No, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam
Pasal 40 dinyatakan “Setiap orang berhak untuk bertempat tnggal serta
berkehidupan yang layak.” Dalam Pasal 4 UU no. 4 Tahun 1992 tentang
Perumahzn dan Permukiman tujuan diadakannya perumahan dan permukiman
adalah untuk:
1. Memenubi kebutuban rumah sebogai salah samn kebutuhan dasar manusia,
dalam rangka peningkatan dan pemcrataan kesejahtcraan rakyat;
2. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang
schar, aman, serasi, dan teratur;

Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan perscbaran penduduk yang

o
-

rasional;
4. Menunjang pembangunan di bidang ckonomi, sosial, budaya, dan bidang-

bidang lain.

Sclumjutnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa:
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1. Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati danfatau menikmati
dan/atan memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman,
serasi, dan lerator.

2. Setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk
berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman,

Olch karcnanya, ramah hunian sebagai wadah lempat tinggal perscorangan
ataupun dalam -:nt_itas sosial baik dalam bentuk keluarga atau lainnya merupakan
Bak setiap orang. Secara fungsional rumah hunian dijadikan sebagai wadah untuk
berlindung dari tantangan alam dan ancaman binatang, sckaligus wadah interaksi
sosial keluarga dan pada kasus tertentu mewadahi aktivitas ekonomi penghuninya,
Hak perumahan hunian secara nasional didefinisikan sebagai hak bagi setiap
orang untuk mendapatkan akses menghuni rumah vang lavak dalam suatm
komunitas vang aman Jan bormartabat secara  berkelanjutan, Pemenuhan
kebutuhan dasar dimaknal sebagal upaya untuk membangun kemandirian atau
kEedaulatan bangsa, baik dari segi geo-polink, ekonomi, sosial budaya, scbagai
modal dasar untuk melengkapi ketatanegaranan Indonesia sebagai negara yang
merdeka secara penuh.*¥

Pembangunan perumahan dan permukiman bertujusm ontuk memenuhi
kebutuhan rumah schapai salah satu kebutuhan dasar manusia mewujudkan
perumahan yang layak dalam lingkungan yang schat, aman dan teratur, serta
memberi arah pada pertumbuban wilayah dan menunjang pembangunan di bidang

ckonomi, sosial, budaya dan bidang lainnva, dalam rangka peningkatan dan

ML e durrobinan, Pembangunun Berhelanjuton Dalam Pengelolaan Sumber Dava Alam Indonesia, B
Permnbunpunan Thilmm Masionady W, Denpasar, 14=15 hali 2003,




- pemeratann  kescjahteraan  rakyat menuju  masyarakat adil dan  makmur
berdasarkan Pancasila. Dalam rangka memantapkan pengaturan dan pembinaan di
sektor perumahan dan permukiman, telah disiapkan berbagai rancangan Peraturan
- Pemenntah schapai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukimen, Di antarmya adalah  pengaturan  mengenai
persyaralan  pembangunan  perumahan, pembinaan  badan usaha  bidang
- perumahan, pelepasan bak tanah, hal ihwal penyediaan dan  pengelolaan
kawasan siap bangun (K.SB) untuk perumahan, sewa menyewa dan hunian, serta
- penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiran
kepada pemerintah dacrah. Untuk mencapai tujuan pembangunan perumahan dan

permukiman  yang  serasi, perlu diwwapudkan hngkungan perumahan  yang

penghuninya terdiri dan berbagai tingkat profesi, tingkat ekonomi dan status

sosial vanp saling membutubkan serta dilandasi olch rasa kekeluargaan,
- kebersemasn dan kegolongroyongan, serta menghindan terciptanya lingkungun
- perumazhan dengan pengelompokan hunian yang dapat mendorong terjadinya
kerawanan sosial maka pemerintah menerapkan sistem rumah hunian berimbang,
Konsep hunian berimbang  diperkenalkan pada tahun 1992 melalni  Surat
Keprmean Bersama (SKB) sebagai pedoman pembangunan perumshan dan
permukiman dengan lingkungan hunian yang berimbang. yang kemudian
ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
O EPTS/BEP4N/1995 dan yang kemudian dikenal dengan konsep 1:3:6. Melalu
Surat  Keputusan  Menteri  Nepara  Perumahan  Rakyat  Nomor

O4/EPTS/BEP4N/1995, maka ditetapkan bahwa pengembang yang memiliki




proyek perumahan di atas 200 Ha diwajibkan menerapkan konsep 1: 3: 6 kecuali
Bbala rencana tata ruang vang berlaku unmuk lokasi tersebut tidak memungkinkan,
maka pembangunan rumah sederhana dapat dilakukan di lokasi yang berbeda,
:n;n terletak dalam satu wilayah kabupaten.

Dalam Surat Kepulusan Menteri Negars Perumahan Rakyal tersebut
mendefinisikan Tumah sederhana adalah rumah yang dibangun di atas tanah
dengan luas kaveling antara 54 m® - 200 m* dan biaya pembangunan per m® tidak
‘melebihi dari harga satuan per m? tertinggl vntuk pembangunan perumahan dinas
pemerintah kelas O vang berlabu. Rumah menengah adalah, mumah yvang dibangun
i amas tanah dengan juas kaveling antara 200 m?* 600 m* dan atau biaya
‘pembangunan per m* anlara harga saluan per m* lerlinggl untuk pembangunan
‘perumahen dinas pemerintah kelas C sampal A yang berlaku Sementara mumah
mewzh adalah, ramah yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling antara
?ﬂﬂm’-z.ﬂmm’dmntﬂubiayawmbmgmmpﬂm‘di atas harga satuan per m®
‘Sertingzi untuk pembangunan perumahan dinas kelas A yang berlaku."” Hal ini
}p dimaksudkan untuk menghindan terciptanya hingkungan perumahan dengan
pengelompokan hunian yang dapat mendorong terjadinya kerawanan sosial,

Pada saat ini pemerintah dan pengembang menilai konscp hunian
‘berimbang 1:3:6 masih ideal diterapkan. Pasalnya, konsep hunian berimbang bisa
“menciptakan harmonisasi kehidupan di masyarakat. Menteri Negara Perumahan
‘Rakvat (Menpera) Mohammad Yusuf Asy'an, Ketua Umun Dewan Plmpinan

Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Lukman Purnomosidi, serta mantan

Menteri Negara Perumahan Siswono Yudohusodo merasakan perlu adanya pola

- Faprar Boepumsen Menterd Nepara Perumaban Bakyat Momor 4R PTSDEDAN 1955,




‘pekar ataw paradigma baru mengena konsep human berimbang yang  dapat

“dilakukan secara lebih fleksible, Meski peraturan tersebut masih berlaku hingga

ani, implementasinya sangat lemah. Penyebabnya antara lain karena tiadanya

‘sanksi. Kendala lannya adalah perbedaan persepsi dan pola pikir antara

pemerintzh dan pengembang. Secara konsep, peraturan tersebul sangat bagus,

terotama untuk mencegah disharmonizasi dan kesenjangan sosial di masyarakat, ™"
Keserasian  kawasan  pola  lingkungan bhunian  benimbang  dalam
pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan mempunyai
‘tujuan untuk:
I. Mewyudkan Kawasan dan Lingkungan perumahan dan permukiman yang
sehat, aman, serasi dan teratur.
Mewnjudkan kawasan dan lingkungan perumahan dan permukiman, terdiri
dari Rumah Mecwah, Menengah dan Sederhana agar dapal menumpung dan
tercipta secara serasl berbagm kelompok masyarakal,
Mewyudkan rasa kesetiakawanan sosial, rasa kekeluargaan, kebersamaan dan
gotong-royong antar kelompok masyarakat melalu pelaksanaan subsidi silang
dari Rumah Mewsah dan Menengah kepada Rumah Sedehana,
. Lehih menjamin tercapainya target pembangunan perumahan dan permukiman
khususnya target pembangunan Rumah Sederhana,
Konsep hunian berimbang diharapkan dapal menjadi alat untuk pemerintah dalam
memberikan keadilan pada pemenuhan perumaban dan permukiman bagi seluruh

lapisan masyarakat, Konsep hunian berimbang memungkinkan scmua lapisan

S wewew knmpas comdompag-  cetakd (T1R 0 epiniim]; kompos Niputon Khusus, Gomsep fuedan
berfmbany moih vl diterapion,




‘masyarakat memperoleh haknya atas kebutuhan dasar sebagai manusia yaitu
mumah hunian. Perbedaan huas tanah dan harga bangunan menjadi perbedaan
~antara kelompok rumah humian Setiap anggota masyarakat mendapat hak vang
sama untuk memperoleh rumah human, Kemampuan {inansial dan daya belilah
vang membedakan anggota masyarakal untuk mendapat rumah hunian.

Pemerintah, scktor swasta dan NG(s mempunyai peranan peniing dalam
pengadaan perumahan di Indoncsia. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menterd
Permukiman dan  Prasarana Wilayah Nomeor: 217/KPTS/M/2002 tentang
Eebijakan dan Strategi Masional Perwnahan dan Permukiman (KSMPP} maka
dalam penyusunan program dan kepiatan keikutsertaan sepenap komponen
masvarakat dan stakebolder (pengembang) perlu untuk lebih ditingkatkan
dikarenakan kemampuan pemerintzh untuk menyelenggarakan pemenhan
kebutuhan perumahan Jdan permukiman relatil sangat terbatas,

In sim pihak pengembang jugs mempunyal langgung jawab terhadap
pembangunan perumahan dalam pembangunan fisik perumahan, sementarn bank
bertindak scbagai sumber dana ™’ Untuk ite para pemyelenggara dan pelaku
pembangunan perumahan dan permukiman diharapkan menyediskan dana yang
terjangkan oleh masyarakat untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat
berpendapatm rendah .

Iengan Kepulusan Presiden No. 22 tahun 2006 tentang percepatan

pembangunan Rusunami, pemenntah ingin melakukan percepatan pengadaan

Wfarruki Usman, Pempembangpan Kredit Perumahan Melalu Pembentukan "Secondary Martgage Facillty
(ALY, Mews [eticr Moo 200 desember 1990, Pusast Kajan [Hokum, P Mampang Indab Pratoma,
Jokusrtes 196, hlm. O

At eriteri Megara Perumshon dan Permukiman Bepublik Indonesia, Konsep Kebifokearaan dan Sirovegd
MNerronal Perumathan diw Pemudiman, Asper Pembioyoen, Seplember, 1599, him. 26,




mosunami. Ada lima scktor yang harus diperhatikon untuk melakukan percepatan
“salah satunya mengenai izin yang scharusnya dirancang cepat, murah, dan mudah.
Eeppres i kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeni No.74
sahun 2007 mengenai dukungan pemerintah dacrah dalam memberi kemudahan
gzan dan insentif pembangunan Kusunami.

Rusunami merupakan salah satu upaya mengefisienkan pemanfaatan lahan
‘i kota padat penduduk semacam Jakarta Kceberadsan Rusunami akan
mengurangi biaya, wakmu, transportasi, cnergi. bahkan dapat meminimalisir
tingkat pencemaran di Jakarta yang semaekin parsh. Pembangunan Rusunami di

DK Jakarta sangat erat kaitannya dengan upaya penanggulangan bahaya banjir.

Perpres yang mengatur pengelolaan barang milik negara atan dacrah
merupakan penjabaran 177 No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
Perpres mi mengatur juga penggantian alas hek atas tanah dan Hak Pemilikan
Lahan (FIPL) menjadi Hak Guna Usaha (11GU) agar dapat diikat perbankan,

Apabila berpegang kepada peraturan maka BUMN harus melepas tanah
tersebut berdasarkan Milai Jual Obyck Pajak (NJOP) yang berlaku, sementara

tanah-tanah BUMN di DEI Jakarta sehagian besar memiliki lokasi strategis

denoan NJOP di atas Rp. 5 juta per meter persegi. Padahal untuk membangun

Rusunami dengan harga di bawah Kp. 144 juta berarti membumhkan tanah
dengan harga Rp. | juta per meter persegi schingga sepanjang adanya peraturan
tersebul  mustahil BUMN melepas dengan harga scbesar i, Hal i akan

menimbulkan potensi pelanggaran karena menjual asct negara di bawah harga

"’;ﬂp:.'hwhp:ulmi.mn




yang disyaratkan. Oleh karena itu sampal saat ini pemerintah memiokuskan
- pembangunan Rusunami pada tanah-tanah yang dikembangkan swasta karena
(lebih mudah diikat bank untuk kredit konstruksi maupun kredit pemilikan (bagi
pembeli Rusunami).

Walaupun demikian. sclain pengembang swasta, beberapa Badan Usaha
Milik Negara {BUMN) sudeh berjanii akan ikt membsnsumn rumah susun di
lzhan milik BUMN.* Lebih lanjut Dircktur Utama Perumnas Arief Himawan
mengungkapkan, dani 20 BUMMN tersebut, empat diantaranya sudah masuk tahap
perencanzan pembangunan, yakni PT. Perusahasn Milik Negara (PLN) di
kawasan Pulomas, Angkasa Pura | di Rawasan, PT. (Pesero) Kereta Api di Bukit
Duri dan Surabaya, serta Perum Bulog,

Menurut Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Yusuf Asy’ar,
selain masalah perijinan, maka pemerintuh harus memperhatikan krisis finansial
global dan tingkat suku bunga yang masih tinggl yang melemahkan daya beli
masyarakat. Akibatnya, pembangunan beberapa menara melambar Karena
konsumen membatalkan pembelian rusunami, **

Selain Perumnas maka Koperasi dapat menjadi mitra efektif dalam
program penyediaan rumah karena memiliki jaringsn yang kuat dan tersebar di

penjury Indonesia.*"

it Aeww_kontar com 20 BUMN yang tertarik ook membangun rusumami & areal lahan vang merekn
miliki

adip s

herp: e kopaniagi.com Pembangunan Rusenami dan RSH Akan Libatkan Kopemsi
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Masalah pajak pertambahan nilai (PPN} yang selama ini mengganial

dalam pengembangan rusunami karena mengakibatkan harga rusunami menjadi

lebih tingm menjadi pekenaan rumah untuk pemerintzh agar memberikan fasilitas
rusunami dengan harga yvang lebih terjangkau.

Dengan adanya Keterbalasan sumber daya yang ada, maka perlu adanya
- pengertian olch semua pihak khususnya bagl masvarakat schingga pembangunan
akan terus dilaksanakan secara bertabap dan berkelanjutan,

Pengetahuan  dan  pengertian modem  tentang  hukum  lingkungan
berdasarkan teori dan ajaran ilmu pengetshuan ckologi mulai dikumandangkan
oleh PBE pada tanggal, 28 Mei [968. PBE menyelenggarakan konferensi
internasional puna membahas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup,
mengimgat telah terjadi | kerosakan-kemusakan pada  alam secara
menghawatitkan. "' Istiluh lingkungan hidup dalam bahasa Inggris disebut dengan
eovironument, dalam bahasa Belanda disebut dengan millew. St Munadjat
- Denusaputro mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi,
yang termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya,
mempengaruhi hidup serta kesgjahteraan manusia dan jasad hidup lainnya **

Emil Salim berpendapat sejalan dengan adanyas anggapsn ckonomi
scbagal subsisiem dari lingkunpan, yang menyebutkan perlunya dikembangkan
pola pembangunan baru yang kini dikenal dengan pembangunan berkelanjutan

sty sustainable development.’ Proses pembangunan ckonomi bisa berlanjur bila

o Munadjar Danuzaputen, Burnps Nampar Bine Wellz Hulue don Dinglungar, Binacipta, 1987, hlo 9.
"N H T Sighasn, Hutwm [ inplumsan dan Eiologi Pembanpunan, Eranpra, 2001, hiem, 4,
s Scinnad Tanrsa, Good Geovernonce dar Fukem Linglmzon, WOEL, Iekanin, 2001, hlm 97,




dijopa agar chosistemn bisa berfungsi secara berkelampjutan. Seciring dengan
pendekatan modal atau nsahe, suistemable development diinterpretasikan sebagai
development thal ensures non-declining per capita national wealth by replacing

conserving the source of that wealth; that is, stock of produced. fuman, social,
and natural capital (United Nutions:2003). Ada beberapa pengertian tentang

pembangunan berkelanjutan, menomt beberapa pendapat antara lain komisi dunia

mnuk lingkungun dan pembangunan World Commission on Emvironment and

Development (WCED) mendefinisikan bahwa pembangunan berkelanjutan atau
zustainable development adalah pembimgunan yang ditunjukkan untuk memenuhi
kebutuhan penerasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuoan generasi yang
akan datang untuk memenuhi kebutuhan mercka sendiri, ™

Emil Saltm menyebutkan balwa konsep pembangonan berkelanjulan
menempatkan pembangunan dalam perspekif jangka panjang. Konsep tersebut
menuntutl  adanya  sohdaritas antar generasi, Dalam  konteks Indoncsia,
pembangunan berkelanjutan  dingjukan untuk mengurangi kemiskinan dan juga
mengeliminasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan."” Pembangunan
berkelanjutan  secara imphsit juga mengandung arti untuk memaksimalkan
pembangunan dengan tetap menjaga kualitas sumber daya alam. Beberapa konsep
strategi pembangunan berkelanjutan yvang diterapkan dalam komteks nepara-

negara berkembang sqwﬁ:‘w’

“*1bid, hlm. 161
“Emil Sulim, Pembomgunen Berwowaian Pembargunan, LPIES, Jokoru, 1991
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Pembangunan berkelanjutan menghendaki pencrapan perencanaan tata ruang;
! Perencanaan pembangunan menghendaki adanya standar lingkungan seperti
‘standar ambien untuk air permukaan, air bawah tanah, air laut dan udara di

‘Pencrapan  AMDAIL dalam sctisp rencana ussha atan kegiatan vang

- smperkirakan menimbulkan dﬂI“;ﬁk. ]:I'ﬂﬂ.l.lﬂg lﬂ[tﬁ:lddp ]iug]umgan;
& Rehabilitasi kerusakan lingkungan khususnya di daerah yany kritis;

S Ussha untuk memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam perhitungan

ekonomi scbaga dasar untuk kebijakan ekonomi hingkungan.,

Ada tiga prinsip wtama dalam pembengunan berkelanjutan yait prinsip
demokrasi, prinsip keadilan dan prinsip keberlanjutan, Prinsip demokrasi
menjamin agar pembangunan dilaksanakan scbagai perwujudan  kehendak

-

persamaz scluruh rakyat demi kepentingan bersama sehuruh rakyat. Prinsip kedua
i dasarnya mau menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat

memperoleh peluang yang sama utuk ikut dalam proses pembangunan dan
statzn-Kegiatan produktif serta ikut dalam menikmari hasil-hasil pembangunan.
Keberlanjutan  mengharuskan untuk merancang agenda  pembangunan
am dimensi visioner jangka panjang, uniuk melihat dampak pembangunan haik

" sitif maupun negatif dalam segala aspeknya tidak hanya dalam dimensi jangka

457
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Pada tateran wacana dan aksi di level internasional, sejarah mencatat pada

sshun 1972, PRB telah mengadakan Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm.

A Seany Kernf, Eriko Linglungan. ., Op (it him 175 - 180




-

gerensi terschmt melahirkan sebuah konsep eco-development atau vang di
doncsia dikenal dengan pembangunan berwawasan lingkungan (sustainable
pment). Artinya, pembangunan diperlukan dan harus dilaksanakan dan
pemsbancunan ity sendini tidak boleh merusak kessimbangan lingkungan hidup.
“ada tshun 1987, terbit laporan the World Commission on Environment dan
wvelopment (WCED), bahwasanya sustainable development harslah menjadi
somomic and social development that meets the needs of the current generation
withour undermining the ability of future generations fo meet their own needs,
Pada tabun 1997, Indonesia memiliki Agenda 21 Nasional vang disusun
wleh Kementerian Lingkungan Hidup dibantu UNDP disusul dengan 3 Agenda 21
selzoral yang bertujuan menjadi arahan perencansan pembangunan pada tiap
seltor. Ini merupakan tindak lanjut deri Agenda 21: "Program Aksi untuk
Pembangunan Berkelanjutan™ yang dihasilkan dalam Konferensi PBE tentang
mgkungar Hidup dan Pembangunan (KTT Bumi) di Rio de Janeiro tahun 1992,
Padx tahun 2002 diadakan kembali KTT Bumi (Rio+10) di Johannesbure
ertjuan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kesepakatan-kesepakatan yang
wmiah dihasilkan di Rio de Junciro pada tahun 1992 mengenai pembangunan

berkclanjutan. KTT ini juga dikenal dengan scbutan KTT Pembangunan
Berkelanjutan.

Beberapa ketentuan yang telah mengangkat tema pendanaan lingkungan
dapat ditclusuri sebagai berilur: Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan  Lingkungan Hidup (UUPLH). Dengan adanya Undang-Undang

Pengelolean Lingkungan Hidup pemerimah mengembangkan pendanaan bagi
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paya pelestarian (ungsi lingkungan hidup, [ni merupakan dasar bagl pemerintah
m menentukan kebijjakan berkutnya terkait dengan upaya pelestarian
mgan hidup (libat Pasal 8 syat (1) dan (2) UUPLH).
Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Masional (RPIMN) 2005-
7 memiliki sasaran berupa membaiknya mutu lingkungan hidup dan
rzclolzan Sumber Daya Alam (SDDA) yang mengarah kepada pembangunan
kelanjutan.”"* Kegiatannya adalah dengan mengembangkan insentif (rewird)
dan disinsentif’ {purishment) terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
pengelolaan lingkungan hidup.*” Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
-_’“"-"5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (UU RPIPN) Tahun
12005-2025 dischutkan bahwasanya pelestarian lingkungan hidup termasuk
pemyelamatan ekosistem beserta flora-fauna Indonesia sesunggubnya merupakan
bagian integral dalam membangun daya saing Indonesia ke depan.’™ Schingga
| ‘hthqzu langkah yang diperlukan dalam rangka menjaga dan melestarikan fungsi
lingkungan hidup harus terus digalakkan (termasuk di dalamnya pendanasn
lingkungan hidup). Kebijakan i atas dalam hal lingkungan hidup, makin
‘mengerucut pada perlunya pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap
‘kegistan-kegiatan yang berhubungan dengan pemgelolaan lingkungan hidup.
Berbagai arah kebijakan di atas masih dirasa relevan untuk terus diupayakan,
‘MNamun vang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pengelolaan lingkungan
hidup, pemerintah berkewsjiban mewnjudkan, menumbuhkan, mengembangkan,

P raturan Prosiden tentang Rencann Fembangunan Janpka Menengah Nasional 204-2009.., ¢ ¢ him.
“* hid

‘ﬂm




meningkatkan kesadaran dan tangpung jawab para pengambil keputusan dan
masyarakat dalam pengelolaan lingkungun hidup, Pada saat yang bersamaan
- pemenntah juga berkewajiban mewnjudkan, menumnbuhkan, mengembangkan dan
- meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam
1 pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Atas dasar
‘fersebut di atas, maka pengembangan sistem pembagian beban  secara
proporsional melalui mekanisme insentil’ dan disinsentit menjadi penting ntuk
kembali digalakkan. Bagi masyarakal atau swasta yang melaksanakan kegiatan

- ekonomi dan bersinggungan langsung dengan kelangsungan lingkungan hidup dan

iﬂ-prnsipnm aktif dalam pengelolaan dan pelestarian daya tampung dan daya

tahan lingkungan berhak atas msentif. Sccara umum pembangunan berkelanjutan
bertumpu pada ckonomi, lingkungan hidup, dan sosial budaya, Karena it
pertumbuhan ekonomi saja tidak memenuhi syarat pembangunan berkelanjutan,
- Syarat lain yang perlu dipenuhi adalah pembangunan itu berwawasan atau ramah
5 Bnglumgan hidup.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan vang berwawasan lingkungan
- yautu suaty pembangunan vang berencana dalam pengelolaan sumber daya alam
secara bijsksana untuk meningkatkan muta hidup maka diperlukan suatu upaya
untuk menjaga keserasian antar berbagai wusaha atau  kepiatan.  Untuk
melaksanakan  konsep pembangunan tersebut maka pemerintah Indonesia
menerapkan studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak ingkungan) melalu;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Pengertian dari

AMDAL yaitu kajian yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan




Sentang pelaksanaan rencana usaha ataw kegiatan yang mempunyal dampak

eating terhadap lingkunpon hidup, schingga diharapkan dengan pendckatan
rsebut  akan  memperkecil kerusakan-kerusskan  lingkungan  dan  Ichih
serkontrolnya pemanfaatan terhadap sumber daya alam.*' Secara teknis AMDAIL
dapat menghindari dan meminimalisasi dampak lingkungan sehingga terwujud
ﬁbangunanymgbmkdmjmnﬂhﬂ}&mmmkrﬁsbmupﬂmmekﬁm
dan evalunsi dampak polusi gangguan keanekarayaman ckosistem hubungan
manusia dan alam dan lingkungan global. Sebagai alat komunikasi AMDAL
berfimgsi untuk mendapatkan konsensus dengan masyarakat (terkena dampak),
akunbilitas pemrakarsa dan pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan.  AMDAL mempunyai tujuan yaitu pencapaian tujuan-tujuan
pemeriniahan yang berwawasan lingkungan, ***

AMDAL juga merupakun Analisis mengenai dampak lingkungan hidup
merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana wsaha dan atau kegiatan
dimana hasil analisis mengenal dampak lingkungan hidup digunakan sebagai
bahan perencanaan pembangunan wilayah dan penyusunan apalisis mengenai
dampak lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekaton studi terhadap

kegiatan tunggal, Terpadu atau kegiatan dalam kawasan,'™ AMDAL diperlukan

“'Perawran Pemerintah No. 27 lzhun 199 wenlang  Analisis mengenai dampak lingkungan hidup
(AMLIALL Dolam Pasal 1 apat |dizcbutkan babwa AMDAL adolah kajinn mengenal dampak besar dan
penling sty wesha dan/stu kegiaton vang direncanakan pada lingkengan hidup yang diperlokan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenpramon usaha dan/atau kegistan

“2 Addinul Yakin, Eforomi Sumbordoo Linnglungan, Akdemiks Prozindo, Fabarta 1997, him 12

*“Peraturan Pemerintsh No. 27 Tubun 1999, G Cir, Pasal 2 aya 1 menyebutkan bahwa analisis menpenai
dampak lingkungan hidup merupakan bagian kepintan studi kelayakan rencana usaha don/atau kegiatan.




‘arena merupakan kriteria mengenal dampak besar dan penting suatu usaha dan

z kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain: 3¢

Jumlah manusia yang akan terkena dampak;

Luas wilayah persebaran dampak:

Intensitas dan lamanya dampak berlangsung

Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;

Sufat kumulatif dampak;

Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Pedoman mengenal penentusn dampak besar dan penting schapaimama

dimaksud pada ayat (1) ini ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi
mengendalikan dampak lingkungan (Pasal 2 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1999),

AMDAL merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin

melakukan usaha dan atau kegiatan. AMDAL diterbitkan oleh pejabat yang

cmang, dimana pejabat yang berwenang mencantumkan syarat dan kewsjiban
pagmmana ditentukan dalam rencama pengelolaan lingkungan hidup dan
rencana pemantavan lingkungan hidup sebagai ketentuan dalam izin melakukan
- msaha dan atau kegiatan yang diterbitkannya* Selain adanya AMDAL
pemerintzh juga mengadakan penanganan Kcterpaduan prassrana, sarana dan
utilitas (PSU). PSU secara preventif yang dimaksudkan sebagai upaya untuk
menyiapkan perumahan, melalui penyediaan layanan PSU yang memadai
sehingga dapat mencegah timbulnya permasalahan prasarana sarana dan utilitas di
Kawasan perumahan yang akan dibangun pada kawasan skala besar dan kawasan

*““Perataran Pemerintsh No. 27 Tahun 1999, (£, Pasal 5

“*=“Turnal Kesehalan Linglungan, Vol. 2, Mo, 1, 22 Tali 2005, hle 19 2%




khusus, sehingpa akan tercipta linghungan kawasan perumahan yang layak
humi %

Untuk perencsnazn pembangunan kawasan diperlukan smdi kelayakan

mvestasi kawasan adalah studi untuk melengkapl penyusunan rencana induk, di

mana smdi kelayakan ini bertujuan unfuk mendeskripsikan, menghitung dan

menganalisis scrta menenmikan  kelavakan dard  perencanaan  imvestasi

pembangunan kawasan. Studi kelayakan investasi kawasan minimal perlu berisi

analisis dan empat aspek antara lain aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial dan

aspek ekonomis, ™’

L

Kelayakan aspek pasar bertujuan vntuk membuat deskripsi, gambaran, pada
permintaan dan kapasitag penduduk di rencana pembangunan kawasan pada
kepemilikan umit rumah, serta melakukan analisis perbandingan dengzm

kemampuan penyediaan Kawasan.

. Kelayakan aspek tekms bertujuan untuk mendeskripsikan, menghitung dan

menentukan  kescluruhan  kebutuhan  teknis  dari  tahap  perencanasm,

pembangunan, dan pengelolaan investasi Kawasan.

. Kelayakan aspek finanmial bertujuan untuk menilai kelayakan finansial

perencanaan mvestasi kawasan mengeunakan instrumen-instrumen kelayakan
mvestasi, dengan mengpunakan penelapan-penetapan  harpa jual pasar.

Instrumen-instrumen  kelayakan finansial — yang  digunakan  setidaknya

“Peraluran  Menteri Megarh FPerumahan Rakyat No. 34PERMEN/06 tentany Pedoman Timum
Penyelengyara Belorpaduan Pressrana, Sarana dan Utilies (PSI) Kowesan  Perumohaon,  Tujuan
Pembentukon PERMEN No, 34 Tahus 2006,

*“Frhid, Bab 11 Tahapan Peryelengiman Keterpadran Prassmun, Sarana dan Utillitas Kawason.




mencakup : Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Pay Back

Period (PP).

Kelayakan aspek ekonomi bertjusn untuk menilai kelayakan ckonomi
eTEnCANAAN investasi kawasan menggunakan instrumen-instrumen kelayakan
mvestasi dengan menggmumakan penetapan-penetapan harpa nilai ekonomis,
Ragian ini setidaknya mampu menjclaskan dan menghitung [akior-faktor

Kontribusi dari dampak pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas
techadap pemasukan dacrah;
B Menganalisa manfaat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas yang
~zkan ditennma olch masyarakat sekitar:
& Menganzlisa daya serap pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas
| terhadap pemanfaatan bahan baku lokal:
d Kontribusi dampak pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas terhadap

‘perluasan kesempatan kega dan pertumbuban ckonomi lokal.

Baik kelayakan aspek ckonomi dan kelayakan aspek finansial kedumya
Sdti dengan analisa sensitivitss sehingga dapat diprediksi kemungkinan
permbahan iklim dan kondisi serta dapat meminimalisasi resiko dalam

sangunan Kawasan, untuk Studi kelayakan lingkungan sudah tertuang dalam
suran untuk melakukan studi AMDAL oleh Kememterian Negara Lingkungan
dup. Apakah kawasan itu perlu dilakukan analisa lingkungan, atau cukup
Blskukan upaya perbaikan lingkungan untuk menghadapi dampak yang terjadi,

berdasarkan laporan monitoring kajian  lingkungan, Denpan  pembanguman




kawasan ini, linpkungan yang baru harus lchih baik lingkungannya dan
sehelumnya, tanpa merusak rona lingkungan awal, Dalam Studi kelayakan sosial,
dinilai berdasarkan potensi penerimaan masyarakat terhadap pembangunan
kawasan., apakah bermanfuat untuk lingkungan disekitar kawasan atau tidak,
apabila tidak, maka diperlukan upaya agar masyarakat dapat dengan senang hati

menarimanya, Pada saat ini, sebagian besar lingkungan atau kawasan perumahan,

dibangun terisolir dengan kawasan lain, schingga menycbabkan kecemburuan

sosial yang kurang baik.

Dalam penvelenggaraan keterpaduan PSU kawasan perumnahan  standar
wknis yang digunakan yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pedoman
teknis meliput: ™

Prasarana Jalan salah satu prasarana penting vang harus disediakan secara
baik dan terpadu adalah prasarana jalan, khususnya jalan di kawasan perumahan
vang juga merupakan bagian penting dari suam kota dalam Sistem Jaringan Jalan

 Selmnder. Jaringan jalan di kawasan perumahan menurut fungsinya adalah jalan
Jokal dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan sckunder. Jarimgan jalan
pada kawasan perumahan dibagi ke dalam 5 bagian yaitu, jalan lokal sekunder I,
- jalen lokal sekunder T1, jalan lokal sckunder III, jalan hingkungan I dan jalan
lingkungan 1. Wewenang penyelengparaan jalan pada kawasan perumahan ini
adalah Pemerintah Kabupaten Kota yang dilakzanakan oleh Bupati atau Walikota,
k=rena sistem jaringan jalan tersebut merupakan bagian dalam sistem jaringan
jalan sekunder. Ddalam hal pemerintah kabupaten alau kota belum mampu

*apod . Rab (1] Tahapen Penvelengaraan Keterpaduan Prasarsn, Seana dan Utillites Kawasan, Standar
Tekmis Penycleogparnan Keterpaduan PELL




membiayai pembangunan  jalan yang memjadi  tngpung  jawabnya  secara
kescluruhan, maka pemenntah kabupaten atay kota dapat minta bantuan Kantor
Menpera, berupa sumulan melahn program pengembangan kawasan siap bangun
dan lingkungan siap bangun serta kawasan khusus, [N dalam standar teknis
penanganan jalan kawasan perumahan dijelaskan bagaimana cara meémbangun
jalan-jalan tersebut, prototipe konstruksi  jalan, parametcr perencanaan,
perencanaan dimensi minimal idcal jalan kawasan, termasuk saluran drainase
yang berfungsi untuk mengeringkan jalan.

Dalam pembangunan kawasan perumahan aspek yang paling penting
adalah tersedianya prasarana dramnase kawasan yang mampu menjamin kawasan
tersebut tidak tergenang air pada wakte musim hujan, Saluran drainase kawasan
perumnahan harms terintegrasi dengan sistem drainase di luar kawasan atau sistem
drainase perkotaan perdesaan. Maksudnya adalah bahwa saluran drainase kawasan
perumahan dialirkan ke luar kawasan pada saluran induk vang akan mengalirkan
amr ke laut atan sungai atau danan. [Untuk kepentingan kawasan perumahan yang
lebih luas dalam upaya mengurangi genangan air, Khususnya di dacrah bekas
rawa-rawa perlu disedizkan kolam retensmi yang berfungs menyimpan dan
meresapkan air ke dalam tanah

Setiap kawasan perumahan harus dilengkapi dmgansamnuairn::imm;
yang memenuhi kebuluhin minimal bagi penghuni sesuai dengan kebijakan yang
ditcrapkan oleh pemerintah dasrah. Lavanan air minum dalam kawasan dapat
diberikan oleh PDAM atau Badan pengelola air minum kawasan atau swasta, atau

dapat pula menyediakan sendiri atau komunal melalui sumur gah, pantek sesuai



2

an teknis yang berlaku, Penanganan air minvm dikawasan perumahan

Pencendalian  kualitas air melahd proses pemeriksaan periodik  sesua
ketentuan teknis yang berlaku.

embuatan  sumur  dalam, untuk keperluan persil (olusier). Dhperlukan
pengelolaan, pembagian tugas dan kuwajiban olch unit pengelola. Lokasi bisa
sma di dekat komplek perumahan ataw  diluar  komplek  perumahan.
.....-_.-m dari sistem ini terjadi dengan cara pengelola kawasan
menyediakan instalasi pengolahan air minum dengan dilengkapi boster pump,
dhmgga warga tinggal memanfaatkannya.
} Pemyambungan pipa air minum ke jaringan pipa air minum skala perkotaan
i ada.

h dmtungan volume ar mimum minimal untuk kebutuhan rumah langga

o

sddaiah 60 liter/orang /hari.
Lawezsan pembangunan mempunyal standar tekms penyediaan sistem

L= -

canan air limbah untuk kawasan berist antara lain:

=
v
B &
=

pelasan umum, meliputi pengertian penanganan air limbah, hal-hal yang

pecin diperhatikan dalam pemilihan sistem pengolahan air limbah, dam

‘begaimana penanganan air limbah dengan menggunakan sisiem jaringan
rhipasn),

) Persyaratan tcknis meliputi lngkah pengembangan, sistem setempat, sistem

gerpusat, dan pembapian tugas dan wewenang dan keterkaitannya dengan

sisicm perkotaan,




Pemilihan sistem penanpanan air limbah, perenconaan sistem air limbah

setempat, dan perencanaan sistem pengolahan air limbah terpusat.

Eeterpaduan dalam pengembangan dan pengelolaan,

Prasarana Pengelolaan Persampahan kawasan perumahan yang sehat dan

‘bersih adalah kawasan perumahan yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan
=ampzh vang memadal, vaitu sistem pengelolaan vang aman, nyvaman dan scsuai
‘dengan ketentuan yang berloku, Standar teknis pengelolum persampuhan berist

Eetentuan umum yang terdin dan persyaratan vmum, persyaratan teknis dan

pembagian tugas dan wewenang pembangunan dan pengelolaan sistem

persampahan.

. Peneelolaan sampah pada kawasan perumahan, meliputi penenman timbulnya,
densitas, komposisi sampah dan  prediksi beban timbulnya sampah.
pengelolaan sampah tingkar kawasan, dan tcknik operasional pengelolaan
sampah pada kawasan perumahan.

Pengeloloan persampahan mandiri termasuk pembuatan komposter komunal
untuk kebutuhan kawasan perumahan.
4 Pembuangsn sisa pengolahan sampah pada tempat pemrosesan akhir (TPA).
Sebelum membuka lahan bam untuk perumahan, pihak Pemerintah

‘Esbupaten ataw kota atau badan pengelola kawasan perumahan perlu

ek prdinasi dengan pihak PLN cabang yang menangam PLN di kawasan yang

bersangkutan, Berbagai pormasalaban vang sering tmbul dalam pengalokasian

‘daya ini adalah karena terlambatnya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah




it

doerah atau badan pengelola ke pihak PLN. Seclanjutnya koordinasi yang perlu
dilakukan adalah pembangunan pardu induk. Apabila sudah diprogramkan oleh
PLN, pihak Pemds atau badan pengelola tinggal menyambung ke para konsumen.
Untuk kawasan perumahan dan permukiman yang Kekurangpasokan daya listrik
dari PLN atan belum ada jaringan listrik dari PLN perlu dicarikan alternatif
lainnya.

Kawasan Perumahan perlu menyediakan ruang terbuka hijau yang
bermanfaal untuk menjaga kualitas dan keseimbangan lingkungan di sekitar
kawasan, Ruang terbuka hijau, bermanfaat tidak langsung scperti perlindungan
tata air, dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati, dan bhermanfaat
langzung seperti kenyamanan fisik (teduh, segar) dan mendapatksn bahan untuk
dijual (kayu, daun, bunga). tempat wisata (bermain) serla bangunan wmum yang
bersifat terbatas (W umum, pos polisi, lampu taman, gardu listrik, dan lain-lain),
Persvaratan ruang terbuka hijan didasarkan luas wilayah dan berdasarkan jumlah
penduduk. Untuk persyaratan luas wilayah, ditentuken bahwa ruang terbuka hijau
publik {milik pemerintah dan terbuka untuk umum) dan privat (perorangan) paling
sedikit 10 {sepuluh) persen dan seluruh luas wilayah kawasan perumahan, atan
mengacy pada peraturan perundang-undangan yvang berlaku. Unmk persyaratan
jumlah penduduk, ditentukan luas per kapita dalam m® Misalnya jumlah
penduduk 250 jiwa sampai dengan 480.000 jiwa, diperlukan ruang terbuka hijau
(RTH) sebesar 1 m* sampai dengan (.3 m® per kapita. Benluk Gpologi ruang

terbuka hijau (R'TH) berupa ruang terbuka hijau taman hogkungan dan taman

kota, jalur hijau, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau sempadan rel kereta api,
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jalur hijau teganpan tinggi, RTH pemakaman, dan KT pekarangan. Kriteria
penyediaan ruang terbuka hijau adalah pemilihan vegetas: {tumbuhan), ketentuan
penanaman, dan pemcliharaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijan perlu
dilakukan pengelolaan secara rutin oleh Pemenintah Daerah, dalam pengelolaan
RTH ini diperlukan peran scrta masyarakat, swasta, dan organisasi non
pemerintah  (Porammran Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  Nomor:
S4/PLERMEN/M/2006 tentang keterpaduan PSU mengacu pada RTRWK, RP4D,
Rencana Rinel Tutn Ruung, Rencana Induk Sistem), Dengan adanya Pedoman
umum penyelenpparaan keterpaduan PSU ini diharapkan dapat membantu
Pemerintah  Dacrah, masyarakat, serfa  pemangku  Kepentingan  dalam
pembangunan PSU kawasan perumahin dan permukiman yang berwawasan
lingkungan. Tojuan dari PSU adalah meningkamya derajat kesejahieraan dan
keschatan masyarakal; meningkatnya kemudahan bagi masyarakat dalam
mendapatkan  pelayanan prasarana dan sarana  permukiman; meningkatnya
investasi swasta sccara nyata dalam pembiayaan prasarana dan  sarana
permukiman; menmgkatnya peranan kawasan strategis, kawasan bersejarah, dan
kawasan tradisional dalam pembangunan ckonomi; tersusunnya pedoman dan

standar kentruksl bangunan serta si5lem pengawasannys.

C. PERUNMAHAN DAN PEMBANGUNAN =~ BERWAWASAN
LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN DALAM MEWUJUDKAN
TUJUAN NEGARA KESEJAHTERAAN

Perumahan merupakan agenda utama bagi setiap negara di duma. Im

karena perumahan bukan saja merupakan struktur fisikal yang menyediakan
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perhindungan kepada penghuminya tetapi juga berkaitan rapat dengan sosio
ckonomi, politik dan persckitaran. Perumahan sangat berpengaruh kepada
ekonomi sebuah negara karena perumahan merupakan kebutuhan dasar,

Aristoteles pertama kali merumuskan tujuan negara sebagai eudaimonia,
kebahagiaan. Dalam tafsir yang luas, Aristoteles menegaskan negara bertanggung
Jawab untuk mewujudkan kescjahteraan vang sebesar-besamya bagi masyarakat.
Berangkat dari pengundaian perscpsi semacam itn, maka negara bertugas dan
bertangpung jawab merancang pembangunan yang berorientasi pada pengabdian
terhadap rakyat. Indonesia sebagai negara yang merdeka secara penuh mempunyai
suatu konsep kencgaraan yaitu negara kesgjabteraan. Nepara kescjahteraan
mempunyai wjuan untuk menjamin keadilan dan ketentraman hidup, Menjamin
keadilan dapat diartikan sebagai pemeliharaan hak-hak wvang herkaitan dengan
tiap-tiap manusia sebagal pribadi dan hak-hak asasi itu tdak jatuh di bawah
wewenang pemerintah seria tidak pernah dapat diserahkan kepada orang lain
karcna negara didinkan atas hak-hak ilu schagai asas-asas segala hukum '™
Dalam mewujudkan kesejahteraan yang didasari olch hak-hak sebagai asas, maka
pemerintah mewujudkan suatu peraturan-peraturan salah salumya adalah peraturan
tentang perumahan (Undang-Undang Nomor 4 Talum 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman) vang digunakan uniuk nmncnu]?i hak-hak asasi sebagai
kewajiban negara terhadap warga negaranya.

Dalam konsep negara kesejahteraan, nepara diperlukan dan  harys
melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial ekonomi untuk menjamin

lerciptanya kescjahteraan bersama dalam masyarakat, Intervensi negara juga

**Then Hutjbers, Fifsafar Hubnm, Op.Ciz, him, 116-11%
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diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kebuluhan akan
perumahan dan pemukiman. Oleh karena itu maka pemikiran untuk memberikan
vang terbaik di bidang perumahan dan pemukiman menjadi pemikiran yang
ditvangkan melalun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman serta peraturan pelaksana lainnya,

Kesejahieraan bersama dalam masyarakal akan dapat terpenuhi bila
terdapat ketertiban dan keadilan bagi scluruh lapisan masyarakat. Ketertiban
adalah tujuan pokek dan pertama dari scgala hukem. Kebutuhan terhadap
ketertiban imi, syarat pokok/fundamental bag adanva suatu masyarakal manusia
yang teratur. Tidak mungkin mengrambarkan hidupnyva manusia tanpa atan diluar
masyarakatl, maka: manusia-masyarakat-dan hukum merupakan pengertian yang
tidak dapat dipisab-pisahkan. *" Lili Rasjidi menycbutkan bahwa fungsi
ketertiban adalah merupakan (ungsi yang pokok dan utama, oleh karena itu untuk
dapat tercapainya fungsi-fungsi lainnya, harus ketertiban dahulu terwujud dalam
masyarakat. *™' Hukum i unnde memelibara ketertiban dalam masyarakat,
Karena memiliki fungsi im pula maka hukum pada dasarnya bersifat konservatif,
artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan pada yang telah ada
(dicapainya), *"*

Jalam penerapannva  hukum memerlukan  suatu kekuasaan  untuk
mendukungnya. Kekuasaan itu diperlukan karena hukum bersifat memaksa tanpa

adanya kckuasaan, pelak sanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-

"ochtar Kusumsatmadju, Kanvep-konsep Mkum . Opd iz, iim, 3,

"™.11i RasjidL, Peraman Hukum dudem .., OpCie him. 6.
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hambatan., Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat makin  berkurang
diperlukan dukungan kekuasaan *"

Lebih lanjur Mochtar Kusumaaimadia menyebutkan twjuan lain dard
hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya,
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menurat masyarakat dan jamannya, *’

Tanpa kepastian hukum dan ketertiban
masyarakat yang dijclmakan olchnya manusia tidak mungkin mengembangkan
bukat-bakat dan kemampuan yang d:bml:m Tuhan kepadanya sccara optimal di
dalam masyarakat tempat dia hidup, *°

Kekuasaan scring bersumber pada wewenang formal vang disebut olch
Mochtar Kusumaatmadja sebagai formal auwthority yang memberikan wewenang
atan kekuasasn kepada seseorang atau suatu pihak dalam suaru bidang tertentu.
Jadi kekuasuan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang
mengatur peraberian wewenang tadi. *™ Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja
mengatakan bahwa hukum itu memerlukan paksaan bagl penatsan ketentuan-
ketentuanmya, dapat dikatakan bahwa hukum memerlukan kekuatan bagi
penegaknya. *7 sehingga kemudian munculah adagium yang mengatakan bahwa
hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah

kelaliman., Kekuasaan merupakan suatu unsur yvang mutlak dalam spam

masyarakat hukum dalam artii masvarakal vang diatur oleh dan berdasarkan

M Lili Rosjidi dan Ira Rasjidi, [hasar- Dasar Filsofat dan Teori Hukum, cetokan ke=VTL, Fenerbit 11, Citra
Aditya Balti, Bandung, 2001, him. 75.

adnchior Kusumaatmadia, Komvep Komeep Hulum . Loe O
Y, him 4.

ysid, him. 5,
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hukum. Kckuasuan merupakan suatu fungsi dari masyarakat yang teratur. [Iukum
itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan hukum 1tu hams
discsuaikan atan menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah
sesungpuhnya telah terdapat pula dalam alam pikiran bangsa Indonesia. kHk
Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bagaimana mengembangkan
hukum sebagai suam alat pembaharuan masyarakat (o fool of social engineering).
™ Jlukum scbagai sarana pembangunan dalam tatanan hukum nasional positif
negara Indonesia akan merupakan sarana pembaruan masyarakat sehingea hulum
i sendini masih memerlukan pembaruan dan pembinaan. ™ Lebih lamjut
Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa ada dua konsepsi hukum sebagan
sarana pembaruan masyarakar, pertama adanya keteraturan atau ketertiban dalam
usaha pembangunan atan pembaruan itn merupakan scsuatu yang dinginkan alau
hahkan dipandany (mulak) perluw. Kedua, hukum dalam arti Kaidah ataw peraturan
hukum memang bisa berfungsi schagai alat (pengatur) atan sarana pembangunan
dalam arti penvalur arah keglatam manusia ke arah  yang dikehendaki oleh
pembangunan, Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum
disamping fimgsinya yang tradisional yakni untuk menjamin adanya kepastian
dan ketertiban. **' Oleh karena itu pengertian hukum yang memadai seharusnya
tidak memandang hukum itu sebagai suatu perangkal kaidah dan asas-asas yang

mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup

i, him, T
e, hlm. 21,

“rd, hlm 57,

Wlrnid | hbm. 88,
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lembaga (institution) dan proses (processes) vang diperlukan vntuk mewujudkan
hukum ita dalam kenyataannya, **

Fomli Ammasasmita memberikan pembenahan terhadap prinsip “low ay a
ool of sovial engineering” Jdengan yang disebutnya sehagar model hukum dan
pembangunan generasi kedua yaimu hukum schagai sarana pembaruan masyarakat
dan birokrasi atau yang discbutnya scbagai low as  a foel of social and
burcucratic engineering. Model imi bertumpu pada dua faktor sekaligus yaitu
hirokrasi dan masyarakat Pemakaian model hukum dan pembangunan ini akan
menunnit birokrasi menjalankan tugas dan kewajibannya sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan menjadi teladan yang baik dan berguna
dan diharapkan mengikutinya dan mematuhi hukum _ **

Dalam prakick memang banyak peraturan yvang dibuat oleh pemenntah
yang berujuan agar tercipta keadilan khususnya keadilan distributif bagi
masyarakat. Warga negara Indonesia sudah seyogyanya mendapat keadilan bagi
dirinya scsuai dengan situasi dan kondisinya. Peraturan yang dibuat seperti halnya
ketentuan hunian berimbang diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi
semua lapisan masyarakat. Rusunami juga merupakan salah satu produk negara
untuk memenuhi rasa keadilan bagl masyarakat. Dalam mencapai tujuan negara
kesejahteraan konsep hunian h::;_rimbang vang hberkeadilan haruslah menjadi
contoh pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Peranan birokrat sangat penting

dalam penegakkan peraturan vang sudah dibuat. Tepatlah apas yang dikatakan

*2rhig, hlm, 91,

B omli Almasasmily, St Pembangerar O O, him 4.
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Romli Atmasasmita di atas yang menyoroti peranan birokrasi dalam pencrapan
bukum sebapa sarana pembaruan masyarakat,

Perumahan dan permukiman yang layvak, aman, dan teratur merupakan
salah satu kebuluhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam
peninghatan harkal dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat
dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam rangka
peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan dan kescjahteraan tersebut bagi
sctiap keluarga Indoncsia. pembangunan perumahan dan permukiman scbagai
bagian dari pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan
secara lerpadu, terarah, berencana, dan berkesinambungan.

Visi dan misi penyelenggaraan perumahan dan permukiman didasarkan
pada kondisi vang diharapkan secara realistis ideal, dengan memperhatikan
kondisi vang ada, potensi kapasitas yang ditumbuhkembangkan, duan sistem nilai
yang melandasi hakekat perumahan dan permukiman bagi kesejahieraan rakyat
dan pertumbuhan ekonorm, serta dalam  kerangka tujuan pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Perumahan dan permukiman
merupakan salab satu scktor yang strategis dalam upaya membangun manusia
Indonesia vang senmhnya. Selain sebagail salah zatu kebutuhan dasar manusia
perumahan dan permukiman, “papan™ juga berfungsi stratepis di  dalam
mendukung  terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya dan

peningkatan kualitas generasi akan damng.‘m

*PKaputizsan Manteri Pemukiman dun Prasarana Wilayah Nomor: 217KPTSM2002, tentang Kebijakan dan
Strategi Mosionol Perumnbon dun Permukiman (KSNPP), Jakarta 13 M 2002, Latar belakang,
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Tantangan  dalam  pagar perumahan melibatkan  pemernintah  sebagal
pemegang regulasi dan pendukung utama, pengembang sebagai penghasil dan
pen-suply, dan lembaga keuangan sebagai mitra kunci dalam pendanaan
perumahan ke masyarakat atau pasar primer®™ Pemerintah sebagai pemegang
regulasi dan pemegang amanat pendiri negara mempunyad kedudukan yang sentral
dalam menentukan srah pembangunan perumahan dan permuokiman, Karenamya,
pada tepatnyalah bila visi penvelengparaan perumaban dan  permukiman
dizrahkan untuk menpusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi setiap orang
atau keluarga di Indonesia yang mampu bertangpung jawab di dalam memenubi
kebutuhan perumahannya yang layak dan terjangkau didalam lingkungan
permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung
tersujudnya masyarakat dan lingkungan vang berjati dini, mandin, dan produkzif.

Kemampuan pemerintah uniuk menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan
perumahan dan permukiman relatif sangat terbatas. ™™ Oleh karenanya sumber
daya dan potensi masyarakat perlu difumbuhkembangkan untuk dapat memenuhi
kebutuhan perumahan dan permukimannya secara mandiri, dengan didukung olch
upaya pemerintah melalni penciptaan iklim yang kondusif. Sebagaimana telah
distur di dalam Pasal 5 UU No. 4 Tahum 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman, seliap wargd negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab

untuk berperan serta di dalam pembangunan perumahan dan permul:immm
:”_Musnk.u.m Watnnnhe, ;‘n’ﬂl irpetions | Loc {5

R epulwsm Menteri Pomukiman dan Prasasans Wilayzh Momor: 2ITEPTSM200Z, Op Cie, Visi dan
Klisa
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Untuk mengimplementasikan hak, kesempatan dan kewajiban setiap warga negara
tersebut di dalam pembangunan perumahan dan permukiman maka misi yang
dkan dijalankan adalah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan para
pelaku kunct lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman perlu didukung oleh
aspck-aspek pengaturan, pemnbinaan Jdan pengawasan,

Proses pembangunan perumahan memerlukan wakiu untuk dilaksanakan
dan secara umumnya kita tidak dapat menentukan jangka waktu untuk
pembangunanaya hinges dilaksanakannya pembangunan tersebut. Dalam hal i
kemajuan pembangunan tidak boleh menunggu hingga ada permintaan dan pasar
untuk menjalankan proyek perumahan tetapi keputusan untuk pembangunan
perumahan dibuat berdazarkan kepada perkiraan kebutuhsn masvarakar serta
perkiraan pertumbuhan penduduk.

Walaupun masalah perumahan merupakan tangpung jawab  bersama,
namun kcwajiban untik pemenuhan kebutuhan rumeah tersebut pada hakckatnya
merupakan tanggung jawab individual. Oleh karenanya sumber daya dan potensi
magyarakat perlu  ditumbuhkembangkan untuk dapat memenubi  kebutuhan
perumahan dan permukimannya secara mamdiri, dengan didukung oleh upaya

pemerintah melalw penciptaan iklim yang kondusif. Dalam upaya pelaksanaan

penyelanggaraan  tersebut, seluruh program dan kegiatan penyvelenggaraan
perumahan dan permukiman dititikberatkan untuk dapal mencapal sasaran antara

lain scbagai beriku :
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o Terwujudnya keswadayaon masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan
perumahan yang layak dan terjangkau secara mandiri sebaga salah satu upaya
pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam rangka pengembangan jat din.
dan mendorong terwujudnya kualitas lingkungan permukiman yang schat,
aman, harmonis dan berkelanjutan, baik di perkotzan mavpun di perdesaan.
Kcswadayaan masyarakat juga dalam arfian dapat bermiita secara cofckuf
dengan para pelaku kunci lainnya dari kalangan dunia usaha dan pemerintah.

b. Terbangunnya lembaga-lembaga  penyelengparaan  perumahan  dan
permukiman yang dapat menerapkan prinsip-prinsip tata pemenntahan vang
baik, di tingkat lokal, wilayah, dan pusat, yang mampu memfasilitasi wahana
pengembangan peran dan tanggung jawab masyarakat sebagai pelaku utama
dalam memenuhi kebutuhanmya akan hunian yang layak dan tegangkau, dan
lingkungan permukiman yang schal, aman, produktl dan berkelanjutan.
Kelembagasn vang ingin dicapai terschut agar juga dapat scnantiasa
mendorong terciptanya iklim kondusif di dalam penvelengoarasn perumahan
dan permukiman.

¢. Terdorongnya pertumbuhan wilayah dan keserasian lingkungan antar wilayah
melalm penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang berkelamutan,
saling mm:_ndukung dan terpadu secara sosial, ekonomi, dan lingkungan baik di
perkotaan mavpun di perdesaan, serta Kesalingterkaitan antar kawasan,
Penvelenggaraan yang berkelanjutan juga agar dicapai dengan pendayagunaan

yang optimal dari sumberdaya pendukung perumahan dan permukiman,
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Jenis Perolehan hak atas tanah bagi Warpa Negara Indonesia yvang hendak
melakukon kegiatan pembangunan rumah atau perumahan untuk kepentingan
pobadi dapal memiliki sebidang tanah Hak Mihk Cara perolehan tanah [Hak
Milik tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan permohonan hak kepada
negara apabila status tanah vang tersedia merupakan tanah negars, sedangkan bila
tanah vang tcrscdia sudah memiliki landasan haknya maka dapat dilakukan
perbuatin hukum untuk penundaban haknya, berupa jual-beli, tukar menukar,
hibah, maupun pembagian hak bersama,**

Penyelengpgaraan perumahan dan permukiman  dilaksanalan dengan
mengulamakan pencapaian tyjuan  pembangunan  lingkungan yang responsif
namun secara kKomprehensit sekaligus dapat mengakomodasikan dalam sam
kesatman sistcm dengan pencapaian tujuan pembanguman sosial dan pembanmman
ckonomi. Secura praksis, konsep Tndaya, yvang sudah berkembang sebagai azas
pelaksanaan pembanpunan perumahan dan permukiman, vang secara prinsip
bertujuan memberdayakan komponen sosial masyarakat, usaha dan ckonomi, scrta
lingkungan, tetap dapat ditumbuhkembangkan sebagai pendekatan pembangunan
perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di tinglat lokal " Pendelatan ini
dilakukan dengan memadukan kegiatan-kematan penyispan dan pemberdayaan
masyarakal, serla kegiatan pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi Komunitas
dengan kepiatan pendavagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan
permukiman sebagai sam kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Kebijakan dan

Mperaturan Kepaly Badan Pertsnshan Masional MNemoer 1 Tobun 2006 teninng Eetentuan Polaksunasn
Pernluran Mermerintah Wormor 37 Tahuen [998 tentang Peratran Jabatan Pejabat Pembieat Alds Tanah Pasal 2.
alom Prasal X terachul sda jups pemimdahan hak karena penasakon ke dalom perosohnnn (isbremp! moapun
pemandahan kok terjndi karenon pewarizon dinmjokkan denpan adumya sumai kelerangan wiris,
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Strategn Masional  Perumahan  dan Permukiman  (KSNPP)  Pembangunan
perumahan dan permukiman, yang memanfaatkan ruang terbesar dari kawasan
haik di perkotaan maupun di perdesaan, merupakan kegiatan yang bersifat terus
menerus. Karenanya pengelolaan pembanpunan perumahan dan permukiman
scnantiasa memperhatikan kelersedioan sumber daya pendukung serta dampak
akibal pernbangunan tersebut. Dukungan sumber daya vang memadai, baik vang
utama maupun penunjang diperiukan agar pembangunan dapat dilakukan sccara
berkelanjutan, disamping dampak pembangunan perumahan dan permukiman
terhadap kelestarian lingkungean serta keseimbanpan daya dukung lingkungannya
vang senantiasa dipertimbangkan. Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap
perencanaan dan perancangan, pémbangunan, sampal dengan tahap pengelolaan
dan pengembangannya, agar arah perkembangannya tetap sclaras dengan prinsip-
prinsip pembangunan  berkclanjutan secara ckonomi, sosial, dan lingkungan.,
Dalam kerangka 1w penvelenggaraan perumahan dan permukiman  ingin
mengeanshawahi bahwa permasalahannya selain menyangkut fisik perumahan
dan permukiman juga terkait dengan penataan ruang. [ dalamnya termasuk
pengadaan pragarana dan sarana lingkungan, serta utilitas umum untuk menunjang
kegiatan sosial ekonomi masyarakat Hal ini diperlukan agar dapat mendorong

terwujudnya keseimbangan antara pembangunan di perkotaan dan perdesaan, seria

perkembangan yang terjadi dapat tumbuh secara selaras dan saling mendukung,
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BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Pani basil penclitian tcrhadap tinjavan hukum atas pengadaan rumah

herizontal dan vertikal dalam pembangunan rumah humian yang berwawasan

lingkungan dan berkelanjutan dihubungkan dengan tujuan negara kesejahteraan

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagal berikut:

Dalam praktek pembangunan perumahan dan permukiman tidak tertata baik
bahkan di dekat perumahan masih ada pabrk. Masalah yang banyak terjadi
dalam praktek adalsh terjadinya perubahan bentuk dan  perubahan
peruniukkan, Pengaturan tethadap perumahan Jan permukiman horisontal dan
vertikal telah dilakukan dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1985 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
tentang Perumahan dan Permukiman serta Undang-Undang Nomor 26 Tabhun
2007 tentang Penataan Ruang. Dalam sistim hukum perundang-undangan
Indonesia, ditentukan pembangunan harus berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan, Pembangunan perumahan hatus tetap memperhatikan ketentuan
undang-undang penataan ruang yang baik berdasarkan wawasan lingkungan
yang baik dan berkelanjutan untuk dapat dimanfaatkan selama mungkin,

Rumah hunian yang berkelanjutan adalsh rumah yung dapat dibuni dan

dipershankan sclama dibutuhkan. Hak atas rumah dan hak atas tanah harus

dalam batas kepemilikan hak yang panjang,




s

1. Akibat hukum dari pembangunan yang tidak tertata dengan baik telah merusak
sistem tata ruang yang baik serta linglunpan hidup rusak, Perkembangan
perumahan dan permukiman yang sangal pesat sering kurang terkendal] dan
tidak sesuai dengan rencana tala ruang dan konsep pembangunan yang
berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawasan-kawasan rendsh vang semula
berfungsi sebagal tempat parkir air dan bantaran sungal telah berybah menjadi
dacrah permukiman yang dibuni penduduk, Hal-hal tersebut diatas membawa
dampak di satu pihak mengurangi kemampuan daya serap lahen atas air hujan
vang turum, di lain pihak berdampak rendabnya kemampuan drainase
mengeringkan kawasan terbangun dan rendahnya kapasitas scluruh prasarana
pengendali baniir (sungai, polder-polder. pompa-pompa, pintu-pintu pengatur)
untuk mengalirkan air ke laut.

3. Asas keadilan dalem tujuan negara kesejahternan akan terwujud bila tercapai
pembangunan mmah hunian bagi seluruh lapisan masyarakar, Rumah hunian
yang dimaksud adalah rumah hunian yanp layak bagi sermua pihak.
Pembangunan rumah hunian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

| dalam mewujudkan tujuan negara kescjahteraan secara peraturan perundang-

mﬂangautﬂahada,walaupundnlmnpe!uksmmya belum dapat
menjangkau seluruh warga negara Indonesia, Peraturan-peraturan yang ada
lelah memberikan beberapa keutamasn untuk warea negara Indonesia

dibandingkan dengen wargs negara asing. Konsep hunian betrimbang dan

pembangunan rusunami adalah eontoh komkret yang ada.
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B. SARAN
Dari hasil penclitian yang diperoleh, maka berdasarkan kesimpulan yang

telah diperoleh diatas, maka penulis mengutarakan saran-saran sebagal berikut:

1, Pembangunan rumah dibangun untuk dapat dipakai sepanjang hidup, oleh
karena itu pembangunan rumah beserta hak atas tanahnya harus berada di atas
tanzh dengan alas hak berupa hak milik atas tanah atau kalaupun dengan alas
hak berupa HHGB maupun hak pakai haruslah dengan batas hak yang panjang.
Berdasarkan teori pembangunan hukum maka harus dilakukan perubahan
dalam kepemilikan hak yang terbatas

2. Penyuluhan tentang perumahan dan permukiman sehat perlu dilakukan olch
petugas pemerintah pada umumnya dan kelompok masyarakal melalu
berbagai saluran media dan kampanye. Pembangunan sosial, ekonomi dan
kesehatan yang berkaitan dengan perumahan dan hunian hares didasarkan
pada proscs percncanaan, formulasi dan pelaksanaan kebijukan publik dan
pemberian pelayanan dengan kerjasama antar sektoral dalam manajemen dan
perencanaan pembangunan, perencanaan perkotaan dan penggumaan tanah,
standar rumah, desain dan konstruksi rumah, pengadaan pelayanan bagi

masyarakat dan monitoring serta analisa situasl Secars 1enls Menemns.

3. Konsep hunian berimbang vang dibentuk melalni Keputusan Menteri
Perumahan Rakyat Nomor O4/KPTS/BP4N/1995 yang kemudian dikenal
dengan konsep 1:3:6 masih ideal diterapkan dikarenakan dapat menciptakan

harmonisasi kehidupan di masyarakat. Meski peraturan tersebut masih berlaku

hingga kini, namun implementasinya sangat lemah karena tiadanya sanksi
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serta adanya perbedaan pola pikir antara pemerintah dan pengembang, Untuk
pendcfinisian tentang rumah sederhana juga merupakan  permasalahan
tersendiri, ini dikarenakan dalam Ecputusan Menteri Perumahan Rakwvat
Nomor O4KPTS/BP4N/1995 pendefinisian rumah masih didasarkan pada
lnasan keveling, sedanpkan untuk di wilayah-wilayah tertentu pemakaian luas
keveling tidak dapat diterapkan karcna kepadatan penduduk  serta
perkembangan harga tanah di wilayah tertentu.
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Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Thukota Jakarta Nomor: 540 Tahun
1990 tentang Petumjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip
Pembebasan lokasi/l ahan Atas Bidang Tanah untuk Pembangunan Fisik
Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Keputusan (wubermur Kepala Daerah Khusus [bukota Jakarta Nomor: 640 Tahun
1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebazan lokasziTahan Tanpa lzin
dari Giubernur Kepala Daerah Khusus [bukota Jakarta,
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http:/fwww.bkm.org, Kajian Iht Perkotaan., tata mang, dan pertanahan
BAPPENAS Supiyanto, Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development).

hitpe/fwww. fppmeore/Info%e20Anda’pem,.  Ockan 5. Abdoellah,  Pembangrunan
Berkelanjutan: (fagasan dan Implementasi di Indoncsia.

hitpiwww kimpraswil go.ad/Digen mukim/ensiklopedia‘perumaban'®ksnpp.hiim,
Dijoke Kirmanto, Kebijakan dan Stracgi Nasional Perumahan dan
Permukiman (KESNEPP).

httpe/fwwrw fsrdithacid, 150 26000 Guidance on Social Responsibility,
M.Hakim.

httpi/fwww menlhgoid, Konteks Sosiologis Perkembangan Corporate Sosial
Iresponsibility (CSR) dan Implementasinya I Indomesa

hitp:/fwww kontan.com 20 BUMMN yang tertarik untuk membangun rusunami di
areal lahan yang mereka miliki

http/fwww kapanlagicom  Pembangunan Rusunami dan RSH Akan Libatkan
Koperasi

http:/fwww kompas.com Rusunami yvang akan dibangun di wilayah Jabodetabek

hup:/fwww. kompas.com Bank Indonesia, CEIC , 13 Oktober 2003,

hupy/fwaw bktmorg, Ringkasan  Alternatif  Pengadaan  Tanah  Untuk
Pembangunan, Tim Kajian Dit. Perkotaan, Tata Ruang dan Pertahanan,
BAPPENAS.

httpe/fwww.rumah123.com., Liputan Khusus Gubermnur DKI Komitmen Bangun
Rusunawa.

http:/fwww kemenpera.go.id, BTN Harus Fokus Pada Pembiayaan Perumahan.

http:feww. kapaniagi.com  Pembangunan Rusimami dan RSH Akan Libatkan
Koperasi

http:/fwww.okezone.com BTN Kucurkan Kredit Pembangunan Rusunami
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. DATA PRIEAII

MNama lengkap : Benny Djaja
Tempal & tanggal lahir @ Ule-Siau (Sulawesi Utara) , 22 Agustus 1963

Agama ¢ Knsten

Pekerjaan : Notars dan PPAT
Status Marital : Menikah dengan 2 anak
Nama Istri : Christine Damayanti
Nama Anak : = Hazelya Tirza

- Benson Samuc] -

IL RIWAYAT PENDIDIKAN & TAHUN LULUS

1. Kandidat Doktor dari  Universitas Padjadjaran Bandung
Magister Kenotariatan  Universitas Indonesia Jakarta Agnstus 2003
Magister Humaniora  Unversitas Tarumanegara Jakarta Maret 2002
Pendidikan Notariat ~ Universitas Gadjah Mada Yogvakaria 1993
Magister Mangjemen  Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1989

oo b

6. Sarjana Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional Denpasar 1988
7. Sarjana [ Tukum Unaversitas Udayana Denposar 1987

8. SEMA 1982

9, SMP 1979

10. 5D 1976

IILRIWAYAT PEKERJAAN
1. Seplember 1982 — Scptember 1987 : Instruktur Musik pada Sekolah

Musik Irama Indah Denpasar Bali :

2. Oktober 1987 — September 1989 : Instruknur Musik pada Sckolah
Musik Cresendo Yogyakarta dan Sckolah Musik Sonata Magclang

3, Oktober 1929 Mei 2000 : ORANG TUA GROUP

4. September 1996 — Mei 2000 : Notaris di Mauk-Tangerang

5. Mei 2000 - sekarang : Notaris dan PPAT Jakarta
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VI KEGIATAN ILMIAH & KEGIATAN ORGANISASI

M

i

B

10.

11

12

13.
14,

Penataran P-4 oleh BP-7 Pusat 21 Juni — 11 Juli 1988

Mew Product Launching, Kursus oleh Training Institute of Management &
Services (TIMs), 23 — 25 Oktober 1990

Analisis Bisnis Steatepi, lokakarya oleh IPPM, 20 - 25 Mei 1991

Risct Pasar, lokakarva olch IPPM, 22 — 27 September 1991

Meningkatkan Kepercayaan konsumen terhadap produk makanan melalui
label dan periklanan, Seminar olch Dirjen POM 6 Nopember 1991
Pelatihan Outward Bound oleh Outward Bound Indenesia, 29 Nopember

3 Desember 1991

Pemanfaatan Peluang Bismis dari Perubahan Profil Konsumen di
Indonesia, Seminar Pemasaran oleh [LUNI dan Program Studi MM L1, 29
Oklober 1992

Marketing Workshop oleh Indonesian Marketing Instinne (IMVI), Oktober
1995 — April 1995 (6 hari)

Building Market Focus, workshop olch TPMI, 7 — 8 Marct 1996

Marketing Strategl Formulation , workshop oleh IMI, 20 — 22 Apustus
1996

. Pemanfastan peluang bisma dari perubahan profil konsumen di Indonesia

seminar pemasaran olch MM-UL 29 Oktober 1996

Building & Leveraging Brand Equity, workshop olesh TATA Education
Center, 10— 13 Maret 1997

Register Profesi Penunjang Pasar Modal tahun 1997

Pendulikan Kepailitan di Universitas Indonesia 19 Oktober ~ 5 Nopember
1998

15, Pendidikan Pembuatan Kontrak Bisnis ¢i Universitas  Indonesia 26

Oktober - 25 Nopember 1999

16, Lunching a New Product Workshop oleh AlMs

17.
18.

Sustamable Marketing oleh Hermawan Kertajaya, monthly workshop 1999
Peningkatan karya prestatif tahap 1, training by PT Pinasthika Sasura 1999
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19, Eksistensi dan Kinerja Yayasan di [ndonesia, Seminar Nasional Olch
Program Magster [lmu Hukum Untar, 29 September 1999

2(). Segmentation. largeting and Positioning Workshop oleh Rhenald Kasali,
4 - 5 Februan 2000

21. Consumer Behaviour Workshop oleh Renald Kasali, April 2000

22, Analisis Bismis Strategs, lokakarya by IPPM, 20 - 25 Mer 2000

23. Lokakarya tentang Pendaltaran Fidusia oleh INI, 15 Nopember 2000

24 Reposisi dan Reaktualisasi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Sistem
Hukurm Nasional, Seminar Nastonal [IPPAT, £ Juni 2001

25, Lokakarya Sesializsasi ['ndang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001
oleh INL, 13 September 2001

26. Tipologi Kepribadian, Lokakarya oleh PT Wisma Infi Managjemen, 23

Maret 2002

- PENGITARGAAN DAN AKTIVITAS LAIN

1. Scbagual Pemenang III dalam Lomba Karya lmiah Mahasiswa Universitas
Pendidikan Nasional (1ndiknas) Denpasar tahun 1987

2. Scbagal pembicara tamu pada Lunch (Gathering vang diadakan oleh TIMs

dengan topk “Corporate Dehavior”

Schagal pembicara kemah Pemuda se Jawa Tengah dengan tema vang

berkaitan dengan masalah pakolog perkembangan pemuda dan remaja.

4. Sebaga pembicara tamu pada Annual Meeting Heinz tahun 2000 di Solo,
dengan topik "Bagaimana mengembangkan distnbutor yang efekaf,”

5. Selama 4 tahun sebagai Dewan Redaksi majalah kampus “Almamater™
Undiknas Denpasar, dan schagai penulis a_.ktifdi dalammya.

laa

6. Wisudawan terbaik 111 dari Universitas Tarumanagara maret 2002,
7. Scbagai Pejabatl Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terbaik I tahun 2005 untuk
wilavah Jakarta Baraz,




LAMPIRAN

Tabel 1 Tahun Dimulainya Pembangunan di Perumahan Citra

Citra 1 & 2 A& 3 1A 5
1984 1oa2 19900 1998 1 1995 193 200
REumber: Diolah
Tabel 2 Pembagian Alokasi di Perumahan Citra (satuan m*)

Adpkas 1 1A Z 24 3 34 5 i
Prerumahan 267066 | 103900 | 349435 | 287705 | 61HT4 123874 | 260448 | 159986
P ragivan 5.TE0 000 16100 b 28 24006 12792

Rusun - - - 23538 - -
Fasos o723 52T s8N 3811 A2062 108 TR 6.562
Fasum 117.461 47873 160289 | R4.9047 | 86147 | s51.054 174,000 | 130,582
Lain-lain - s1.7m LA LT - S0 =
Surnber = Diadah

Tabel 3 Realisasi Fasos sampai dengan Juni 2008 di

Perumahan Citra

Mo P 1A z | a2« 3 3a 5 P
| {ierejo 1 | - | - -

2 Masjid 1 , 1 4 A

3 KPM | i - i : I :
a: | GadPersmmn| -1 i 1 ! | . ) :
5 TK 2 1 2 : I 1 2 s
6 E Ry ? : 2 | 2 . o= o .
&= Taman W | s 128 | & 7 n [ e 3
8 | KantorPos ] - ST

511 Dk s i 1 | - [ :

Sumber; [Holh




Tabel 4 Realizasi Fasilitas Lain sampai dengan Juni 2008
di Perumahan Citra (Satuan: unit)

Mo Jenis I 1A 2 A 3 ia 5 &

1 | Lap. Tenis i - 1 - . - [

2 m 1 E I = - L 2

3 Pujaszera - - 1 . - = =

4 Pasar - 1 - - 2 - 1 23]

5 | Lain-lain I : I = e s TR R
Sumber; Dioluh

+

Tabel 5 Rencana Pembangunan Rumih di Perumalian Citra 1, 1A, 2,2A,3, 3A,5,6.

eimgll s - ol 2 24 3 A 5 a
IeX12=232 | - : 1 3 } i g |
4,5x16=72 - : : 17 ! .

Gx16=04 = : = 3 = . . 7
6x19=114 2 : : 17 S ' - ]
72x12-864 | - . : 65 - ; . J

| 7Zxl6=1152 | - . - 0 : ;
sie=128 | - ; : 0 o .
I BX13=144 : A 5 12 . s f
BOX20-200 : ; ‘ 32 . ’ - o
IDN24-2eE 2 I 7 o ; > 3 7

=




ﬁas Realizasi

Lealn Perumahan sampai dengan
Juni 2008 di Perumahan Citra (satuan unit)
Cim=la Citra 2 Cra2A | Citru3 | Citra3A | CwraS | Cimns
X144 | 6X15-12¢ | 3.6X12=22 | 6X15-272 | 66X15=227 | 6x16=aag | $¥15=12
EXI6-145 | 6X16+246 | 36X16-10 | 6X16=56 | 38X15-169 | 6xig-zz | 16710
6X20=16 | 6X18=36 | &X20-30 | 45X16-18 | 6X18=11 | 46320=19 | &x1g-42g | BXIF22
6X24=5 | €X20-167 | BXI5=158 | 6N15-25 | 6X20-115 | BEX17.5=¢ | 10x20=54 | Be16-10
SXI5-151 | SX18-28 | 8X16-163 | 6X16=89 | 8Xi5~75 | sexzo=34 | 10x16m3s | BIT=E2
| BX25=47 | SXZ=l4 | EXI=12 | exi9e27 gxzném 110x15-32 | 12x20-29 | 'O20%15
sx20=21 | jox20=37 | sx20m20 | r2xizei | woxisens | 1i2x2z=i0 | 12x30-70 | 1352310
IXI0=5 = W0XI5=27 | 7.2%X16=33 | 12x22=30 1ix28-13
1031 5=208 . 10X16-193 | 8X16-19 - :
1020114 0X1g=10 | gx18e 41
10X25=48 . 10X20=162 - - :
102418 1032151 : : ]
12X25e52 | - 1032457 . e
B S i : 12X20=38 ; Ly
. : 1232435
L2X30=5

Sumiser : Daglah




Tabel ¢ Biaya Pembangunan per m? di Perumahan Citra
{saman : Rp.00}

L Fkuran lLauax
Tonah | Benguren | Citml | Citrald | Citrm2 | Citm2A | Cirad | it 3A | Citra 5 | Ciun 6
(W17 (W)
a2 46 ; = . 500 g : ]
576 57 2 _ &40 = > ;
60 45 300 : : %3 e TIrEY
72 59 : 5 : 40 : : .
£6.4 97 . : : 500 z 3 :
90 101 0 400 420 620 450 480 410
9 7 320 450 400 640 450 480 asp
108 41 . 3 ; : P 3
114 SH LT 4] - &0
15,2 i
120 82 ani aai) 420 581 : 460
128 89 100 340 320 620 340 400 160
136 120 s L 520
150 104 | 350 0 | s00 | oo | a0 470 420
| m 300 340 320 520 400 150
: 110 400 TR
180 136 T = 00 770 = = 1]
200 114 500 550 525 750 550 600 570
210 114 : : 525 : - : :
240 162 T - 550 300 ; : :
250 151 S0dy - = =
264 o I - - = z bz L i 5 A
285 193 - = 540 %20 - il
300 160 500 ] L R CtE ()
360 = . = : = = = »

Sumber: Diolah




Tabel 7. Biaya Pembangunan Per m* di CitraGarden City

Luas Bangunan | Harga Bangunan |
1 =60 m* __Rp. 3055458,
> 6 - 100 m? Rp. 2.607.601,-
> 100 - 150.m* Rp. 2.344.007,-
> 150 — 200 m? Rp. 2.187.156,-
>200-250 m* Rp. 2.442 564.-
| =250 300m* ] Rp.2.520.624.-
= 30 m? Rp. IS

Cat: Data & ambil dari RAB Qs 2008




DALIL — DALIL

dan pemukiman yang layak, aman, serasi dan

= hak dasar masyarakat.

tata ruang vang baik adalah oplimalisasi

m ikmu sama seperti keadilan dalam ilmu hukum.

w feltil bila dirsakan adanya keadilan sehingga terjadi

i masyarakat terhadap nilai-nilai dalam hukum tersebut.

gk maju yang tidak pernah pudar adalah motivasi yang timbul
amg dari pribadi itu sendiri,




